
BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024.2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang a

Mengingat : 1

b

C

bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun
untuk menjamin tercapainya tujuan daerah dan agar
kegiatan pembangunan berjalan efektif, efesien, dan
bersasaran.
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan,
keberlangsungan, dan konsistensi perencanaan
pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan bupati
tahun 2024, perlu menyusun Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2024 -2026;
bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketiga huruf c
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru, Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah
dengan Perkada;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah T ahun 2024 -2026 ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Dj awa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 285 1);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d

)

3. Undang-Undang
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a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahlun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2022
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Paturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2019 Nomor
t4471;
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Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahlun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN

Pasal 1

(1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang
selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026
berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31
Desember 2026.

(21 RPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi
sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tangerang
dalam pen)'usunan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan
pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai
dengan tah.un 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2
(1) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PRIORITAS
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP

(21 Uraian lebih lanjut RPD sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2024.2026.



-4

Pasal 3
RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I digunakan
Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.

Peraturan Bupati
cl iundangkan.

Pasal 4
mulai berlaku pada tanggalltll

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI TANGERANG,

ftd

A. ZAK] ISKANDAR
Diun<larrgkan di Tigaraksa
pircl:r tirrtggril 31 Marct 2023

SEKRETARIS DAERAH
KAI}UPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TAN(iERANC} TAHUN 2023 NOMOR 3(-)

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA GIAN HUKUM,

NIP.197 20 99803 1005



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah upaya pemerintah daerah yang
secara sistematis dan terencana dalam memanfaatkan sumber daya yang
dimiliki daerah, serta dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkatan akses dan
kualitas pelayanan publik yang berdaya saing sesuai dengan kewenangan
daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut,
pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah
melalui urusan pilihan yang melibatkan berbagai macam unsur pemangku
kepentingan, serta sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya
memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu
menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. HaI
tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan
kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan
serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat
menjamin keselarasan pembangunan di setiap daerah. Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 BupatilWalikota yang masa jabatannya Berakhir pada tahun 2023
perlu Meny'usun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

RPD Tahun 2024-2026 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman
bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang selama
periode Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi
acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
pembangunan daerah, RPD tersebut juga sebagai pedoman penlmsunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, dan
juga sebagai pedoman dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPD tahun 2O24-
2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan
daerah, program prioritas daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif. Kedudukan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026
merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tangerang
Tahun 20O5-2025 khususnya periode keempat yaitu tahun 2O2l-2O25.
Dengan begitu tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026
mengacu pada target RPJPD Kabupaten Tangerang di tahun yang



wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tangerang Tahun 20 1 1-2O3 1 .

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan dengan pembangunan yang
terpadu, dan berkelanjutan, pen)'usunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun
2024-2026 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD
Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, dan RPD Provinsi Banten Tahun
2023-2026 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai
kebijakan yang berlaku. Dalam proses penyusunan RPD ini dilakukan dengan
pendekatan Teknokratik, pendekatan ini menggunakan metode, asumsi dan
kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Selain itu juga, pen)rusunan RPD Tahun 2024-2026 ini senantiasa
mengedepankan keteriibatan beberapa pihak seperti pemerintah, swasta dan
masyarakat sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya daerah untuk
menyelesaikan permasalahan dan isu-isu yang dihadapi. Proses dan tahapan
penyusunan RPD Tahun 2024-2026 secara diagram dapat dilihat pada gambar
berikut:

Gambar 1.1 Alur Penymsunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang 2024-2026

Sumber: /nsfruksi Mentei Dalam Negei No 52 Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum Peny.usunan
Daar hukum pen)rusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

RPD Banten Tahun
2023-2026 Y

Eva.luasi
Pembangunan Daerah

Isu-isu Strategis

I

I

2024

I

Diperhatikan:
RTRW Kab. Tangersng

Kebtakan Nasional

RPJPD Kab.
Tangeraig 2005-

2025

Rarcangan RPD
Taiun 2024-

2026

Rancargan
Renstra PD

Konsultasi Publik
Penlrusunan Rankhir

RPD

Fasilitasi / Eva.tu asi
oleh gubemur

Penetapan Perkada
Tentang RPD Kab.
Tarlgercng 2024-

2026
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Dj awa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati. dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 14 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48t7],;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaal, Pengendalian dan Eva,luasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1 1 14);
Paturan Menteri Daiam Negeri Nomor 90 Ta-hun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahal Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
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1.3 Hubungan Antar Dokumen
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah

kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai tahun pera-lihan
akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak pada tehun 2024,
RPD memiliki hubungan dengaa dokumen perencanaan yang lain baik vertikal
maupun horizontal. Oleh sebab itu penyusunan RPD Kabupaten Tangerang
Tahv,n 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-
2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dan RPD Provinsi Banten
Tahun 2023-2026. RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini
selanjutnya menjadi pedoman dalam peny'usunan Renstra PD Tahun 2024-
2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman
pen1rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keterkaitan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dengan dokumen
perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimala terlihat pada
gambar berikut:

Gambar 1.2 Hubungan antara RPD Tahun 2024-2026 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran

Diacu

1.4 Maksud dan Tujuan
1 .4, 1 Maksud

Maksud dalam penyusunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-
2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah untuk periode tahun 2024-2026 dan selanjutnya dipakai
sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Brhan
Diacu Bahan

Sumber: W Nomor 25 Tatrun 2004, W Nomor 17 Tahun 20O3 dan Instruksi
Mentei Dalam Negei Nomor 70 Tahun 2O21 (Hasil Analisis)

RTRWN RPJMN RKP

RPJPN RPJMD
PROV

RKPD Pro\,.

RPJPD

RAPBD APBD
RPD 2024-

2026
RTRWD

RXP Daerah

P\IT

RENSTRA Renja RK{ DPA



1.4.2 Tujuan
Tujuan pen5rusunzrn RPD Kabupaten Tangerang Tehur. 2024 -2026 ini

ada-lah:
1. Untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan

j angka menengah daerah.
2. Menggambarkan tentang kondisi umum daerah dalam konteks regional dan

nasional sekaligus sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun
waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasara.n
pembangunan daerah;

3. Sebagai pedoman dalam peny-usunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) dan alokasi pendanaan;

4. Sebagai tolak ukur untuk melakukar evaluasi kinerja tahunan setiap
perangkat daerah;

5. Mempermudah seluruh pemangku kepentingan baik jajaran apa-ratur
Pemerintah Daera-h serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan
kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan
dengan cara men5rusun prograrn dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur;

6. Memuda-hkan seluruh jaj aran aparatur pemerintah daerah dan DPRD
untuk menilai aral. kebijakan dan program serta kegiatan operasional.

i.5 Sistematika Dokumen RPD
Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tah::n 2024-2026 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penJrusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika
dokumen RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah yarrg terdiri dari kinerja keuangan
masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka
pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu
strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran daerah yang akan
dicapai dalam periode jangka menengah daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PzuORITAS
Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan
sasaran serta aral kebijakan dari setiap strategi dan program prioritas
sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
pembangunan.
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BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan penyusunan program perangkat daerah dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja,
target kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII K]NERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menguraikal tentang penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kine{a Utama (lKU) daerah dan Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Kunci (lKK) pada akhir periode perencanaan
pembangunan.

BAB IX PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam
menerapkan RPD, aturan transisi dan perubahan RPD, serta arahan bagi
Perangkat Daerah dalam mempedomani RPD sebagai acuan untuk
penyrrsunan/penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD).
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.7 Aspek Geografi dan Demografi
Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis

daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi
pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan
kabupaten / kota/ kecamatan/ desa.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian
Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang
berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi
perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta
menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi
daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi
transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya SerangJakarta dan
Jalan To1 MerakJakarta. Double TrackKereta Api Jakarta-Rangkas Bitung serta
akses alternatif ke Bandara Internasiona-l Soekarno - Hatta. Kebutuhan akses
yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan
pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan
perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara
menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin
meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah
Cisauk dan Pagedangan sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi
Kawasar pemukiman warga commuter J akarta - Tangerang.

Kondisi geografis dan demograh Kabupaten Tangerang menjadi tantangan
pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampa-k dari
beban wilayah yang sangat besar kedepannya. Perluasan Runutay Bandara
Soekarno - Hatta. pembangunan Tol Serpong - Balaraja. Tol Bandara - Balaraja.
penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan
penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti
kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geogralis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten
dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakal pintu
gerbang di perbatasarr Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini
menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang
kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui
proses tickl.e down effect dan backwash effect. Kabupaten Tangerang
merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang
perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya
infrastruktur, prtsat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembargunan
perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

2.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada
koordinat 106"20'-106"44' Bujur Timur dar 5"58'-6'2 1' Lintang Selatan.
Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yalg menjadi bagian dari
wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan
batas-batas.

. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Talgerang Selatan, Kota
Tangerang dan DKI Jakarta

. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak

. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak
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Luas Kabupaten Talgerang adalah 959.6 Km2. Jarak antara Kabupaten
Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar
30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan
Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama la.lu lintas perekonomial antara Pulau
Jawa dengan Pulau Sumatera.

Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
menjadi sa.lah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi
daerah urban. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi
Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai
pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan
interaksi yang menimbulkan fenomena interdependensi yang kemudian
berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk
efek pertumbuhan wilayah, tickling doun dan backuash efect, sehingga terjadi
bentuk hubungan yang sinergis.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di
Provinsi Banten yang perkembangan pembangunzrnnya tergolong cepat dengan
tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta
pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai
pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada
tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

b. Topografi
Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter diatas permukaan
laut yang meliputi Kecarnatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek,
Kronjo, Pa-kuhaji dal Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian
lebih dari 25 meter diatas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah
selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara sedangkan daerah
pesisir paatainya sepanjang kurang lebih 50 km.

c. Geologi /Jenis Tanah
Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvia.l

kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah,
asosiasi glei humus. dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan
latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi
podsolik kuning dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian
memungkinkar untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses
terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan
danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah
dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik yaitu asosiasinya.
Efektif tanah adalah tebalnya lapisan talah dari permukaan tanah atau suatu
lapisan di mala perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif
talah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di
suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas 3 kelas keda-laman efektif
tanah, meliputi :

1. Kedalaman 30-60 cm seluas 33 Ua (0,03 %)rsi"l

2. Keda.lamarr 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %l
3. Kedalaman > 90 cm seluas 1O1.777 Ha 197,66 o/ol

d. Klimatologi
Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas

dengan kelembaban yang tinggi. Suhu udara berdasarkal penelitian di Stasiun
Meteorologi Budiarto Curug rata-rata berkisar antara 26,2 - 27,20C, suhu
maksimum tertinggi pada tahun 202 1 bulan April yaitu 34,goc, sedangkan suhu
maksimum pada bulan Aprll 2022 sekitar 35,00C. dan pada tahun 2021 suhu
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minimum terendah pada bulan Juli yaitu 20, loc, sedangkan pada tahun 2022
suhu minimum terjadi pada bulan Juni sekitar 20,00C. Rata-rata kelembaban
udara. pada tahun 2O21 minimum di bulan Agustus sebesar 37o/o, dan
maksimum di bulan Mei, September dan Desember sebesar 1007o, sedangkan
pada tahun 2022 kondisi Kelembaban Udara rata-rata antara 990C - 100oC
dengan minimum di bulan Februari-Mei sebesar 99o/o, dan maksimum di bulan
Januari, Juni-Desember sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2. 1.

Tabel 2.1 Data Iklim Kabupaten Tangerang Til:un 2022, hasil Pengamatan
Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug

Bulan
Suhu ('C) Kelembaban (%)

Rata-Rata Maks Min Rata-Rata Maks
Januari 21,4 26,7 34,4 38,0 83,2 100,0
Februari 26,3 34,8 47 ,O 84,8 99,0
Maret 22.6 26,8 34,8 5l ,0 84,4 99,0
April 22,3 )'7 ) 35,0 44,O 83,1 99,0
lvl eI )) )') 27 ,1 34,8 51,0 84,9 99,0
Juni 20,0 26,3 34,0 45,0 85,9 100,0
Juli 21,4 )7') 34,1 40,0 81 ,8 100,0
Agustus 22,O 27 ,O 34,6 39,0 82,9 100,0
September 20,9 26,6 34,8 36,0 100,0
Oktober 21,7 26,6 34,2 42,O a5,2 100,0
November ))< 26,6 34,9 43,0 86,0 100,0
Desember 2t,9 26,2 34,6 39,0 86,9 100,0

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. 2022

Tabel 2.2 Kece tan dan Tekanan An n di Kabu aten Tan eran Ta}:,un 2022

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Keadaan curah hujan pada tahun 2021, tertrnggi te{adi pada bulan
Februari sebesar 533,5, dengan jumlah hari huj an sebanyak 22 hari, curah
huj an pada tal:tn 2022, tertinggi pada bulan September sebanyak 413,3 curah
hujan, dengan Jumlah hari paling lama 21 hari, dengan lama penyinaran selama
9999 jam.

Tabel 2.3 Curah Hu an dan Hari H an di Kabu aten Tan eran Tahun2022

Tekanar (mbar)Kecepatarl Angin
MaksBulan Min Rata-rata Maks Min

0 3,9 t7 ,o 1000,7 1004,7 1008,6Januari
998,0 1003,8 1008,8Februar 0 3,6 21 ,O

Maret 0 4,4 33,0 995,5 1003,4 1008,0
994,4 1003,7 1007,9April 0 3,7 18,0

Mei 0 3,0 18,0 999,2 1003,9 1007,6
0 2,6 t7 ,o 1000,4 i 004,5 too7 ,2Juni

Juli 0 2,6 14,0 1000,3 1004, I 1009,2
Azustus 0 2,7 1 1,0 1000,8 1004,6 1008,0

999,3 1005,4 1009,9September oo 23,O
Oktober 0 3,6 t7 ,o 1000,0 1004,8 1008,5

999,7 1004,3 1008,5November 0 4,O 18,0
Desember 0 4,l 18,0 998,s 1003,7 1009,4

Jumlah Curah Hujan
(mm)

Jumlah Hari
Huian (hari)

18Januari 157 ,2
Febru ari 240,6 2l
Maret 361,9 15
April 131,6
Mei 179,6 t7
Juni 278,O 16

Min

85

Rata-rata

0

Bula;r

18
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Bulan Jumlah Curah Hujan
(mm)

Jumlah Hari
Huian (hari)

Juli 150,8 9
Agustus 225,9 t2
September 413,3 17
Oktober 164,1 18
November 398,1 16
Desember 251 ,3 14

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2022

e. Hidrogeologi
Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan

melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif
cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara
musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan
adanya indikasi pencemara-n di beberapa sungai. Kebutuhal air akan meningkat
seiring pertumbuhal kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang.
Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada,
sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan
maupun air tanah.

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi. meskipun di
beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk. Sukadiri. Kemiri. Kronjo. Pakuhaji.
Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya
eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena
terbatasnya sumber air permukaal.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tangeralg dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian
wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu : Mauk, Rajeg,
Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi :

1. Akifer dangkal dengan keda-laman < 20 m yang didominasi oleh lapisan
Pasir;

2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 - 70 m yang merupakan lapisan
lempung formasi Bantam Atas;

3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari
formasi Genteng dan formasi Bojongmanik;

4. Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan
sungai/danau. sedarg recharge akifer dalam melalui batuan formasi
Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcroped) dengan
elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

f. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakart

untuk keperlual areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal
perkebunan, sawah, ladang tegalal, areal budidaya perikanan darat, semak
belukar dan hutan.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri
dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkal banyak
terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang tedadi adalah beralihnya fungsi
la-han. untuk itu perlu mendapatkar perhatian mengenai keseimbalgan antara
fungsi kawasan lindung dan kawasar budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan
untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya.
Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai,
danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk
kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaal,
perdagangan dan jasa, zona industri, kawasal industri, pertanian irigasi teknis,
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pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikalan (tambak), hutal
dan lain-lain.

Karakter perkembalgan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak
lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan
pergerakal antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan
kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai
konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan.
permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri
industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan
j alan utama (linier).

Sej alan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang
terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur
Lintas Tengah (poros Serang - Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga
distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini
menyebabkal tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan
kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara.
terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola
ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada
daerah terbalgun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola
ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi
yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatar industri a-kan
menimbuikan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten
Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana
dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang
saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya
permasalahan transportasi. HaJ ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW
Kabupaten Tangeralg.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri
dan permukimal di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyat
terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adaiah beralihnya fungsi
lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara
fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan iahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan
untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya.
Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai,
danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk
kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan,
perdagangal dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis,
pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan
dan iain-lain.

Penggunaan taaah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016
menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data
dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000
dan digunakan sebagai bahan evaluasi daiam penlusunan Perubahal RTRW
Kabupaten Tangerang 2O1l-2O31. terdiri dari :



Tabel 2.4 Luas Tutu

-t2-

an Lahan Kabu ten Tan eran
NO TUTUPAN LAHAN GUNA LAHAN LUAS (HA)

1 Fasilitas Umum Hotel/ Motel/ Hostel/ Losmen 9.336
0,382Kantor Pos Besar

Pusat Perdagangan
Tradisional 3.614

o,926Stasiun Pompa Bahan Bakar
Gas
Tempat Hiburan t.470

o,6971 Fasilitas Umum Terminal Bus/Angkutan
Kendaraan Lainnya
Pelabuhan Udara Non Reguler

18.401
Pariwisata/ Seni/ Budaya/ Ola
h Raga Lainnya
Pusat Pergudangan/Terminal
Peti Kemas/Cargo 271 .120

Pusat Perdagangan dan Niaga
Kota (Mal/Toserba) 25t.9t9

Stasiun Kereta Api o,464
2 Industri Industri Bahan Dasar Kimia 1.001

2.7 43Industri Maritim
Industri Bahan Dasar
Bangunan 5.609

lndustri Elektronik 60.456
Industri Manufaktur Lainnya 3.744.92t
Pengolahan Air Minum 4.931
Industri .16. / J.'

3 Kebun/ Perkebunan Kebun/ Perkebunan r2.752.221.

4 Kesehatan Rumah Sakit Umum 13.991
5 Pasir Pasir/Bukit Pasir Darat 17.939

Pasir/Bukit Pasir Laut 2.488

6 Pemukiman Pemukimar dan Tempat
Kegiatan
Rumah Komplek/Properti
Real Estate 2.245.332

7 Pendidikan Pendidikan Agama Islam 42.63(J

Pendidikan Dasar 10.731
Pendidikan Menengah
Pertama 13.869

Pendidikan Menengah Umum 52.t94
Pendidikan Tinggi 51.612

8 Perairan Air Danau/Situ 708.909
Air Empang 217.529
Air Laut
Air Rawa I01.991
Air Tawar Sungai 5.835.362

I Perkantoran/
Pemerintahan l,embaga Pemasyarakatan 2.O39

Kantor Camat L229
Kantor Lembaga Negara t74.86a
Pusat Bisnis Lainnva 57 4.267

559.005

19.o7 r .920

452.451
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NO TUTUPAN LAHAN GUNA LAHAN LUAS (HA)

Pusat Perkantoran
Bisnis/ Komersial Terpadu 49.252

10
Peternakan/
Penangkaran

Peternakan/ Penangkaran 285.480

11 Pusat Listrik Insta.lasi TNI (AD/ALlAU) t4.924
Gardu Induk Listrik Tegangan
Tinggi

13.83 5

Pembangkit Listrik Tenaga
Uap

41.294

t2 Rumput/ Tanah Kosong Tanah Kosong/ Gundul 5.437.083
13 Sawah Sawah 46.3a6.978
14 Semak Belukar Semak Belukar 45.983

Semak Belukar/Alang-alang 269.826
15 Tegalan/ Ladang Tegalan/ Ladang 3.589.746

103.453.711
Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2Ol9-2O23

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana
Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang. masih

terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancalnan
diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasarkan
bencara yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah
terjadi berpedomal pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi
berpedomal pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan
Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di
kementeriarr/lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut. maka dapat ditentukan potensi bencana
yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis
bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang. Bencana yang pernah
terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinal akan terjadi lagi. Adapun potensi
bencana di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan berdasarkan DIBI.
metodologi pengkajian risiko bencana dan dan telah disepakati daerah.

Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun
2017-2021 pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan
memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas
berdasarkal indeks bahaya, indeks penduduk terpapar. indeks kerugian dan
indeks kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan
untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat
suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul
dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut.
Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa
yang terpapar. kerugian harta benda dan kerusakan lingkungal.

Tabel 2.5 Potensi Bencana Kabupaten Tangerang

1. O]lfA EIGTRIM 5, M'IJIR BA}IDAIIG

2. GELOMEAIS EXSIRIM DAII ABR'SI 5, GE.IPAIUMI

3. IGXERIISAN 7. KEBAl(lNfi{ HUTAN DA'.I TA}IAT{

4. BAr{lIR 8. TSUNAIII
g,tntu: DIEI dan llasl tuldhe

TOTAL

r'orrxsl ECr{olxa o rlll I rtlll Stsuo Ecrallta [aarPltr T IiGCI ttc
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Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan)
jenis bencana yalg teridentifikasi memiliki potensi terjadi. Bencana tersebut
meliputi bencana cuaca ekstrim, barrjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi,
gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami.

Gambar 2.1 Peta Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami
Kabupaten Tangerang

ulrant q*rlra nat,t arr

It

E--.---5

o-*

.,+ --.-
E,

Tabel 2.6 Tabel ian Pra Bencana Kabu aten T

Sumber : inarisk.go.id

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pengkajian
risiko bencana merupakal sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi
dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yarrg ada.
Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan
tingkat kerentanan dan kapasitas Kawasan tersebut. Potensi dari dampak ini
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menggambarkan potensi Jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan
lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam kajian tersebut
menggunakan pendekatan tiga parameter risiko bencana yaitu arcaman,
kerentanan dan kapasitas terkait bencana.

Kajian yang dilakukan oleh BNPB terhadap risiko bencana di Kabupaten
Tangerang diperoleh potensi bencana meliputi meliputi bencana dengan hasil
kajian diperoleh bahwa total potensi jiwa yang terpapar (Sedang-Tinggi)
sebanyak 3.105.042 jiwa, nilai aset terpapar lebih dari Rp. 28.138.521 juta
rupiah. dengan nilai ekonomi terpapar sebanyak Rp. 9.495.283 juta rupiah.
Potensi Bencana yang dikaji meliputi potensi jiwa yang terpapar sebanyak
3.105.042 jiwa, dengan kerugian aset senilai Rp.4.2O9.798juta rupiah. dengan
nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 3.453.588 juta rupiah. Potensi banjir
yang terpapar sebanyak 1 .946.838 jiwa. dengan nilai aset yang terpapar sebesar
Rp. 7.881.809 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar Rp.6.885. 114
juta rupiah. Potensi tsunami di Kabupaten Tangerang cukup rendah dengan
banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 7.018 jiwa. Potensi kekeringan di
Kabupaten Targerang yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan nilai
ekonomi yang terpapar sebesar Rp.4.768.500 juta rupiah. Potensi bencana dari
Cuaca Ekstrim sebanya,k 3.1O5.O43 jiwa yang terpapar, dengan kerugian nilai
aset sebesar Rp. 28.131.896 juta rupiah, dengan nilai ekonomi sebesar Rp.
9.489.535 juta rupiah. Potensi gelombang ekstrim di Kabupaten Tangerang yang
terpapar sebanyak 7.460 jiwa, sedangkan nilai ekonomi yang terpapar sebesar
Rp. 26.014 juta rupiah. Potensi bencara untuk banjir bandang dengan
banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 10.340 jiwa, dengan nilai aset sebesar
Rp.57.571juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 17.984
juta rupiah. Potensi bencana untuk Likuefaksi atau pencairan tanah sebanyak
4.467.563 jiwa yang terpapar dengan nilai aset sebesar Rp. 30.51O. 193 juta
rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 12.006.444 juta rupiah.
Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Matriks kajian risiko bencana Kabupaten
Tangerang.

Tabel 2.7 Matriks Ka ian Risiko Bencana Kabu aten T eran
Bencana Rendah Sedang Tinggr

1. Multi Bencana

Sosial (Jiwa) 8. 198 3.096.844
Fisik (Juta Rupial ) 15.644 28.122.87 7
Ekonomi (Juta Rupiah) 41.717 9.453.566
Lingkungan (Ha)

2. Gempa Bumi
Sosial (Jiwa) 476.437 2.217.164 11 .441
Fisik (Juta Rupiah ) 4.108.789 101.009
Ekonomi (Juta Rupiah) 3.371.638 81 .950
Lingkungalt (Ha)

3. Banjir
Sosial (Jiwa) 73.691 1.194.513 674.634
Fisik (Juta Rupiah ) 2.113.524 5.768.285
Ekonomi (Juta Rupiah) | .129.649 5.7 55.425
Lingkungan (Ha)

4. Tsunami
Sosial (Jiwa) 7.018
Fisik (Juta Rupiah )

Ekonomi (Juta Rupiah)
Lingkungan (Ha)



Bencana Rendah Sedang Tinggi

5. Kekeringan

Sosial (Jiwa) 3.105.042
Fisik (Juta Rupiah )

Ekonomi (Juta Rupiah) 4.768.500
Lingkungart (Ha)

6. Cuaca Ekstrim
Sosial (Jiwa) 9.217 3.095.826
Fisik (Juta Rupiah ) 16.663 28.115.233
Ekonomi (Juta Rupiah) 47 .464 9.442.Q71
Lingkungan (Ha)

7. Gelombang Ekstrim
Sosial (Jiwa) 3.329 966 3.165
Fisik (Juta Rupiah ) 1,.967 24.O47

Ekonomi (Juta Rupiah)
Lingkungart (Ha)

8. Banjir Bandang
Sosia-l (Jiwa) t .o22 3.617 5.701
Fisik (Juta Rupiah ) 9.6 18 47 .953
Ekonomi (Juta Rupiah) 15.945
Lingkungan (Ha)

9. Likuefaksi
Sosial (Jiwa) 3.106.356
Fisik (Juta Rupiah ) 2.3t1.972 28.t98.22t
Ekonomi (Juta Rupiah) 2.550.653 9.455.791
Lingkungart (Ha)
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Sumber : inaisk.bnpb.go.id/ BUKU- RBI-2022

Gambar 2.2iiiPeta Kawasan Rawan Bencana
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2. 1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
Arahan pemanfaatan mang sesuai Perubahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, arahan potensi di
Kabupaten Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung dan kawasan
budidaya.

Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap
melaksanakan pembangunan yalg berkelanjutan. maka dalam Perubahan

2.O39

517 1.360.690
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur
pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada gambar
berikut:

Gambar 2.3 Peta Pen aan Lahan Kabu ten Tangerang

6:::-- *::*

Sumber : Dolcumen KLHS Kabupaten Tangerang. Tahun 2019-2023

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak
lepas dari keberadaan Kabupaten Tangeralg yang berada pada perlintasan
pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan
kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai
konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan,
permukiman perdesaal, perdagangan dan jasa, zona industri. kawasan industri
dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama
(linear).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang
terjadi secara linear dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros
jalur Lintas Tengah (poros Serang-Grogol) yang terkonsentrasi pada pusat kota,
sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bargunan tidak
merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangarr
perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan
bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangal fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola
ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada
daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola
ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daeral transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi
yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan
menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten
Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengal pelayanan sarana
dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang
saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya
permasalahan transportasi. Ha1 ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW
Kabupaten Tangerang.

I---
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2. 1.4 Demografi
Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiral, kematiart,
migrasi, serta penuaan. Menurut BPS Provinsi Banten salah satu sumber data
kependudukan ada-lah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh
tahun seka-li. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak
Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961,1971, 1980, 1990, 2O0O,2O1O dan 2Q2O.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan
menggunakan metode tradisional. yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah
ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia,
Sensus Penduduk 2O2O |SP2O2O) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan
memanfaatkar data Administrasi Kependudukal (Adminduk) dari Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP202O. Hal ini
dirancang dal dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "Satu Data
Kependudukan Indonesia".

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial
Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing
(WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama
minimal satu tahun yang tadinya ditentukan 6 bulan. Untuk tahun yang tidak
dilaksalakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil
proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah
yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk
yaitu kelahirarr, kematian dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen
antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2O2O-2O23 dihitung menggunakan
data dasar penduduk hasil perapihal umur dari data Administrasi
Kependudukan dan SP 2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran
total sejak tahun 2020 konstan 2.1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar
Sensus (SUPAS) 2015-2045). Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil
Proyeksi SUPAS 2015-2045. dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi
hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP
2O2O (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2O2O-2O23
(pertengahan tahun/Juni).

Memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk
bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,
migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2022
berl'umlah 3.352.472 jiwa yang terdiri dari 1.713.548 jiwa penduduk laki-laki
dan i.638 .924 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar
3.493.58 per km2.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabu aten Tan eran Tahun 2022

No.
Kelompok

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

1 0-4 t46.907 138.435 285.342
2 5-9 t49.708 142.6 t 6 292.324
3 10 - 14 140.57 6 132.397 272.97 3
4 15- 19 137.363 130.074 267 .437
5 20 -24 t42.795 t39.779 2a2.57 4

6 25-29 t53.7 52 150.618 304.37 0

7 30-34 r54.477 146.480 300.957
8 35-39 | 46.O9 | 140.205
9 40-44 t34.8t2 134.507 269.319

286.296
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Kelompok
Umur Laki-laki Jumlah

10 45-49 t20.403 t17.67t 238.O74
11 50-54 99.199 90.820 190.0 19

12 55-59 73.591 66.O22 139.613
13 60-64 51 . 186 46.513 97.699
t4 65-69 33.729
15 16.868 17 .527 34.395

75+ 12.091 14.428 26.9 19

Jumlah 1.713.548 L638.924 3.352.472
Sumber : BPS Ka.bupaten Tangerang, Tahun 2O22

Menurut data BPS tahun 2022 dibandingkan sensus sebelumnya. jumlah
penduduk Kabupaten Talgerang terus mengalami peningkatan. Jumlah
penduduk Kabupaten Tangerang tahur. 2022 mengaiami penambahan sekitar
58.939 jiwa, dengan jumlah 3.352.472 jiwa, sedangkan berdasarkan data DKB
(Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dar Pencatatar Sipil semester
II tahun 2022, j:umlah penduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjumlah
Rp. 3.273.321 jiwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.359.976
jiwa.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang
Tah.un 2022

No Kecamatan

Wajib Ktp (Jiwa)
Laki-Laki

(Jiwa)
Perempuan

(Jiwa)
Total
(Jiwa)

I Balaraja 45.009 44.O29 89.038
2 Jayanti 2s.255 24.776 50.031
3 Tigaraksa s7.600 113.983
4 Jambe 19.065 14.736 37.801
5 Cisoka 34.347 33.043 67.430
6 Kresek 51 .648
7 Kronjo 22.947
8 Mauk 32.992 31 .937 64.929
9 Kemiri 17.955 17.631 35.586
i0 Sukadiri 23. 158 47.t]g
11 Rajeg 6s.7 60 63.591 129.351
1,2 Pasar Kemis 96.033 94.514 r90.547
13 Teluknaga 59.210 t20. t46
14 Kosambi 4t.463 40.680 42.143
15 Pakuhaji 46.614 44.396 9 1.010
16 Sepatan 40.337 3A.7 a4
t7 Curug 6+.396 63.961 r2a.357
18 Cikupa 76.699 74.484 151.183
I9 Panongan 45.870 45. 1 13 90.983
20 Legok 44.063 42.61O 86.673
2l Pagedangan 39 .7 43 39.158 78.901
22 Cisauk 32.325 3t.7A7 64.7 t2
23 Sukamulva 26.667 26.324 52.99 t
24 Kelapa Dua 62.843 64.7 42 127.585

Sindarg Jaya 33.7 t6

No. Perempuan

30.432 64.161
70-74

16

56.383

25.942 25.706
23.466 46.413

23.951

60.936

79.121

25 66.449
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No Kecamatan

Wajib Ktp (Jiwa)
LakiLaki

(Jiwa)
Perempuan

(Jiwa)
Total
(Jiwa)

26 Sepatan Timur 38.619 36.540 75. 159
27 Solear 35.675 34.37 4 70.o49
2a Gunung Kaler 20.033 20.ot2
29 Mekar Baru 15.546 r5.657 31.203

TOTAL t.192.441 1.167.535 2.359.976
Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil semester II Tahun 2022. Disdukcapil Kabupaten
Tangerang

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabu ten Tan Tahw2Ol4-2O22

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Tabel 2.10 Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan
Kecamatan Tahun 2022

3,900,m0

3,800,000

3,700,m0

3,600,m0

3,500,000

3,400,(m

3,300,000

3,200,000

3,100,000

3,000,0@

2,900,000

3,3s2472

3.293.533 E

1 Cisoka 100.454 110,93 3.723.28
Solear 100.579 107 3.467.O5

3 Tigaraksa 164.081 104,08 3.366.45
4 Jambe 53.679 105,56 2.062.99
5 Cikupa 104,84 4.895.69
6 Panongan 138.632 105,52 3.968.85
7 Curug 177.O12 102,56 6.457 .94

8 Kelapa Dua 169.866 qoq 6.967 .43
9 kgok t22.995 104,36 3.501.14
10 Pagedalgan 110.755 104,13 2.424.O5
11 Cisauk 97 .379 104,59 3.506.63
t2 241.603 103,55 10.864.32
13 Sindang Jaya 94.373 102,31 2.540.32
t4 Balaraja t2]I.239 104,56 3.612.60
15 JayaIIti 66.O75 i04,33 2.765.4O
16 Sukamulya 71.591 103,41

40.045

No Kecamatan | .lumrarr Penduduk Rasio Jenis
Kelamin Kepadatan

2

208.948

Pasar Kemis

2014 2015 2016 2077 2018 2019 2020 202t 2022

3,800,787

T

3,370,594
l'---

3,692,593

3,584,770
I

3,477,495

3,245,619



69.683 104,06 2.643.2t\7 Kresek

Gunung Kaler 51.887 102,42 1 .751 . 1618

19 Kronjo 63.198 9942 1.428.85

t.791.0620 Mekar Baru 42.663 102,79

1.699.2221 Mauk 87.374 104,7 |
22 Kemiri 49.7 49 103,66 1 .521 .38

2.727.7523 Sukadiri 65.848 to4,64
24 Rajeg 106,15 3.819.33
25 Sepatan 122.326 106,52 7.062.70
26 Sepatan Timur 111.169 106,93 6.O84.78
27 Pakuhaji 122.550 to6,77 2.362.64
2a Teluknaga 105,46

29 Kosambi t 15.618 1o5,29 3.885.01
.lumlah /Totat 3.352.472 104,55 3.493.58
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. lahvn 2022

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 ada-lah 104.55
sedangkan tahun 202 1 adalah 1O5. Sex ratio 104.55 yang artinya jumlah
penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan,
atau setiap 1O0 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat
di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 1 10 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan
Kecamatan Kronjo yakni sebesar 99.

Berdasarkan kelompok umur. jumlah penduduk terbanyak pada kisaran
umur 25-29 tahun yaitu sebesar 304.370 jiwa. meningkat dari tahun 2O2l yang
berjumlah 301.789 jiwa, usia tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak
153.752 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 150.618 jiwa. Sedangkan
jumlah penduduk terkecii berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran
umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 26.979 jiwa bertambah dibandingkan
tahun 2021 yang sebesar 25.457 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki
sebanyak 12.091 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14828 jiwa.
Adapun jumlah penduduk menurllt kelompok umur dan jenis kelamin di
Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5 Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin Tahun 2022 (dalam jiwa)
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r Laki-laki

50,000 100,000 150.000 200,000

I Perempuan

qtrt-

-

-

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang tahun 2022

No Kecamatan JumIaI Penduduk Rasio Jenis
Kelamin Kepadatan

205.098

166.048 4 .O9 | .87
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Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2022
berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar
pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal
juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas atau piramida penduduk
muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada
dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah
penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti angka
kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu. kondisi ini
menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja
hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang.
Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan,
kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena
memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi. Apabila
ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah
peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.6. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun
2022
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Sumber: BPS Kabupoten Tangerang, 2O22, diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan
penduduk yang cukup tinggi ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Curug,
Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur.
Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan
Kronjo, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di

bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik
menjadi salah satu tolak ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek
kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Iax

F
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1. Pertumbuhan PDRB
Di bidang pembangunal ekonomi. salah satu indikator penting untuk

mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar
harga berlaku (ADHB) darr atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB
ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya
tahun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahuo 2022 mengalami kenaikan
setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020
sekitar 3,76% tumbuh positif di tahun 2021 menjadi 4,7 Oo/o. upala pemulihan
ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada laju pertumbuhan
ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2022 yang mencapai 5,47%.
angka tersebut berada di atas angka nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tangerang tahun 2022 merupakan angka tertinggi selama dua tahun
terakhir \2O2O-2O211, Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapat
oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,34%
dan sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25o/o. Dari 17 sektor lapangan
usaha yang ada sebanyak 2 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sektor
lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usaha jasa
Pendidikan.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK 2010 Menurut Kate ori La an Usaha sen . Tahun 20 l8-2O22

l.apangan Usaha 2018 2019 2020 2021. 2022.'
Pertanian. Kehutanan. dan
Perikanan 2,25 2,44 (0,84) , )9,

B
Pertambangan dan
Penggalian 2,30 (s,e0) (9,4s) 112,2O)

c Industri Pengolahan 2,66 3,20 18,74) 4,26 5,44

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,82 (4,23) (12,3s) 11,69 5,56

E
Pengadaan Air;
Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang

5,19 6,71, 8,60 5,81 1,36

8,18 9,44 (3,zel 11,96 8,25

G
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

8,69 6,22 (3,70) l,a2 3,27

H
Transportasi dan
Pergudangan 9,60 9,55 (s,32) 9,90 7 ,A6

I
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum I,62 7 ,46 (s,63) 4,45 8,34

J Inlormasi dan Komunikasi 8,35 9,69 o ro 5,t7 6,85

K
Jasa Keuangan dan
Asuransi I,to o,72 1,56 6,O7 6,81

L Real Estat 9,44 9,49 1 ,96 3,O7 5,19
M,N Jasa Perusahaan 6,O2 9,20 (6,00) 12,2sl 4,46

o
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan
Sosial Waiib

6,4A 8,7 5 (0,38) (0,76) 1,09

P Jasa Pendidikan 4,25 8,30 o,62 (1,10) lo,o2)

a Jasa Kesehatan darl
Kegiatan Sosial 9,68 i1,13 4,41 9,14 oa4

R,S,T,
U

Jasa Lainnva 8,69 9,36 (6,1 1) 1,39

Total 5,80 5,56 (3,76) 4,70 5,47

F Konstruksi
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*Arlgka Sementara
* "Angka S ang at Sementara
Sumber : Kabupaten Tangerang DoJatn Angka, 2022

Di tahun 2022, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku
(nominal) sebesar 160.168,18 miliar rupiah, sedangkan pada tahun yang sama.
PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 103.221,02 miliar
rupiah atau tumbuh sebesar 5,47 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya
97 .869,38 miliar rupia-h. Kondisi tersebut mulai menunjukan peningkatan
setelah tahun 2021 ya-ng merupakan fase pemulihan ekonomi PDRB Kabupaten
Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Tangeralg menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi
sej ak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%. tahun 2017 meningkat
menjadi 5,82ok yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada
tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,8O% darr kemba.li
menurun di tahun 2Ol9 mencapai 5,56%. Memasuki ta-hun 2020 gejolak
ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan
ekonomi turun drastis ke angka minus 3,76%. Apabila dibandingkan dengan
Provinsi Banten dan nasional. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang
dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% darr relatif
masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasiona-l dari
tahun 2016-2019. Sayangnya. pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Baaten maupun Nasional. Laju pertumbuhan
ekonomi nasional. Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan
ditunjukkarr dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2O2l-2O22 Lajtt
Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,7OVo di tahun 2021, dan
meningkat di tahun 2022 di atgka 5,47o/o. begitu juga dengan Provinsi Banten
yang mulai tumbuh sekitar 5,03%.

Gambar 2.7 Lajt Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang
Tahu,] 2076-2022

Gambar 2.8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang.
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Provinsi Banten. dan Nasional Tahun 2016-2022
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Sumber : BPS Nasional. Provinsi Banten. dan Kabupaten Tangerang. 2022

6

4

2

0

-2

-4

-5

5

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas
dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2022, kontribusi
terbesar pada tahun 2022 dicapat oleh lapangan usaha industri pengolahan
sebesar 53.176,12 miliar rupiah atau sekitar 33,2Oo/o dari PDRB sektor lapangan
usaha Konstruksi sebesar 26.926,03 miliar rupiah atau sekitar 16,81% dari
PDRB, sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dal Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor sebesar 17.698,47 miliar rupiah atau sekitar 11,05% dari
PDRB, sektor lapangan usaha Pertaniar, Kehutanan dan Perikanan sebesar
10.135,98 miliar rupiah atau sekitar 6,330/o dali share PDRB.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usalra pada tahun
2022 kontribusi sektor lapangan usaha yang paling besar dari sektor lapangan
usaha Industri Pengolahan sebesar 36. 003,68 miliar rupiah, sektor lapangan
usaha Konstruksi sebesar 15.139,01 miliar rupiah, lapangan usaha
Perdagangan Besar dal Eceral; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
11.823,97 miliar rupiah.



Tabel 2.72 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2O1O Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang
(miliar rupiah) Tahun 2Ol7-2O22

Lapangan Usaha/ tndustry 20t7 2018 2019 2020 202t. 2022.'
Pertanian Kehutanan dan
Perikanan 5.339,40 5.498,45 5.622,O4 5.781,50 5.732,64 5.863,37

B Pertambangan dan Penggalian 35,87 37 ,92 34,79 36,50 33,05 29,O2

C Industri Pengolahan 33.877 ,t5 34.77 A,OA 35.890,71 32.752,13 34.t47 ,2t 36.003,68
D Pengadaan Listrik dan Gas/ 1.408,41 1.490,37 t.427 ,30 t.251,o7 1 .397 ,36 1.475,50

E
Pengadaan fur; Pengelolaan
Sampah Limbah dar Daur Ularg 70,s3 74,19 79,t7 8s,98 90,97 a) )1

F Konstruksi 10.909,63 t 1 .ao2,o4 12.916, 15 t2.491,21 13.985,16 15.139,01

G
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10.113,r2 10.991 ,A7 I 1.675,61 11.244,17 tl .449,34 1t .823,97

H Transportasi dan Pergudangan 2.461 ,27 2.697 ,43 2.955,03 2.797,73 3.O7 4,77 3.316,51

I
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum I _302,58 1.414,83 1.525,99 1.440,15 1.504,19 1.629,54

J lnformasi dan Komunikasi 4.436,55 4.807,O0 5.272,80 5.753,68 6.051,14 6.465,40
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.347 ,71 4.6s9,19 4.692,76 4.765,93 5.O55,38 5.399,42

Real Estat 7.019,o3 7 .6at,62 8.410,61 8.57s,46 a.a3a,72 9 _297 ,45
MN Jasa Perusaiaan 423,60 873,19 953,52 896,31 a76,r4 915,25

o
Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waiib

1.251,11 1.332,18 1.448,75 t.443,24 I .432,30 | .447 ,94

P Jasa Pendidikan 1 .982,45 2.146,OO 2.324,t2 2.338,53 2.3t2,76 2.312,25
Jasa Kesehatan dan Keglatan
Sosial 365,4 1 400,7 8 445,38 465,03 507,53 522,45

RST
U

Jasa l,ainnya 1.220,22 1.326,26 1.450,39 1 .361,78 1.380,70 L.487 ,94

Produk Domestik Regional Bruto 86.964,03 92.O11,41 97 .t29,17 93.480,39 9.7869.38 to.322t,o2
*Angka Sementara
") Angka Sangat Sementara
Sumber i Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2022
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Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2O1O Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2O18-2O22 (rniliau. Rupiah)

Lapangart Usaha/Industry 20t7 2014 2019 2020 202t- 2022..
Pertanian. Kehutanan. darl Perikanan 8. 15 i ,59 4.674 39 9.045,55 9.435,98 9.473,tO i0.135,98

B Pertambangan dan Penggalian 5 i,56 56,53 58,54 55,54 50,93 45,88
c Industri Pengolahan 43.441,O7 49.164,34 45.200,55 44.117,52 53.176,t2

Pengadaar Listrik dan Gas 4.769,27 4.947,79 4.693,53 4.096,16 4.630,76 4 .936,40

E
Pengadaar Air; Pengelolaan Sampah
Limbal. dan Daur Ulang 74,50 79,67 85,48 93,49 100,24 102,47

F Konstruksi 16.202,sr 18.448,09 20.797,30 20.159,33 23.459,65 26.926,O3

c Perdagangan Besar dan Ecerar; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 13.138,6r 14.742,54 16.234,31 15,934,12 16.403,33 t7 .698,47

H Transportasi dan Pergudangan 3.449,70 3.865,87 4.320,45 4.148,08 4.651,38 5.330,79
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum t.786,71 1.960,20 2.133,60 2.O21,19 2.t23,O7 2.342,57
J Informasi dan Komunikasi 3.907,54 4 136,44 4.505,50 4.494,70 5. t44,7 5 5.553,03
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.344,54 7.081, 15 7.290,26 7 .4 12,O7 4.239,97 9.597 ,O7

L Real Estat 8.688,00 9.698,31 1o.957,41 r1.392,27 1 1.859,43 12.7 06,97
M.N Jasa Perusahaan 1.240,t8 1.357,31 1.537,09 t.470,o1, 1 .454,75 1.569,84

o Administrasi Pemerintahan. Pertahanan.
dan Jaminan Sosial wajib 2.027 ,46 2.200,72 2.469,16 2.571,45 2.618,05 2.7 42,44

P Jasa Pendidikan 3.01 1 .68 3.444,99 3.899,57 3.981 ,O3 3.957 ,24 4.030,36

a Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 496,3t 570,59 656,87 695,57 774,44 411,76
R.S.T. U Jasa Lainnva 1 .812,8s 2.OOs,27 2.240,33 2.t66,t3 2.225,00 2.461,19

Produk Domestik Regional Bruto 118.994,08 t29.425,9A 140.O89,29 135.73 I ,68 145.283,68 160. 168,l8
"Angka Sem.entara
'") AWka Sangat Sem.entara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerqng. Tahun 2022

46.552,10

,D
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Tabel 2.14 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut l,apangan Usaha
"fa}run 2Ol7 -2022

Lapangan Usaha 20 t7 201A 2079 2020 2027. 2022.

Pertanian. Kehutaran. dan
Perikanan 6,85 6,68 6,46 6,95 6,52 6,33

B Pertambangan dan Penggalian o,04 o,04 o,04 0,04 0,04 0,03
C Industri Pengolahan 36,44 35,86 35,10 33,30 33,t2 33,20

D Pengadaan Listrik dan Gas 4,O1 3,81 3,35 3,02 3,19 3,08

E
Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 o,o7 o,o7 o,06

F Konstruksi t3,62 t4,21 14,85 14,85 16,15 16,81

o Perdagangal Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor I 1,04 l 1,36 1 1,59 1t,7 4 tl,29 11,05

H Transportasi dan PergudanBan 2,90 2,94 3,08 3,05 3,20 3,33

I
Penyediaan Akomodasi darr Makan
Minum 1,50 1 ,51 1,52 1,49 |,46 I,46

J lnformasi dan Komunikasi 3,24 3,19 3,61 3,54 3,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,33 5,45 5,20 5,46 5,67 5,99
L Real Estat 7 ,30 7 ,47 7 ,82 8,39 8,16 7 ,93

M,N Jasa PerusahaaJr 1,04 I ,O5 1,10 1,08 I ,O0 0,98

o
Administrasi Pemerintaharl,
Pertahanan, darl Jarninarl Sosial
Wajib

1,,70 1,70 |,76 1,89 I ,80 7,71

P .lasa Pendidikan 2,JJ 2,65 2,74 2,93 2,52

o Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial o,42 o,44 o,47 0,51 0,53 0,51

R,S,T,
U

Jasa Lainnl'a I,52 I,54 1 ,60 1,60 1,53 1,54

Produk Domestik Regional Bruto 100,oo 100,00 100,o0 100,oo 100,oo 100
Catatan / /Vote:* Angka sementara / Preliminary fgures*' Angka sangat sementara / Very preliminary f.gures
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. 2022
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Tabel 2.15 Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di
Kabu ten T Tahu,n 20l5-2O22

Sumber : Analisis LQ PDRB Kabupaten Tangerang, 2016-2022

Analisis PDRB dalam penentuan sektor basis maupun non basis
berdasarkaa PDRB Menurut Harga Konstan tahun 2015-2022 diperoleh bahwa
sektor lapangan usaha PDRB yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tangerang
adalah :

1. Jasa Keuangan dalt Asuransi
2. Pengadaan Listrik dan Cas
3. Konstruksi
4. Industri Pengolahan
5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kelima (5) sektor tersebut m€rmpu melayali kebutuhan masyarakat
Kabupaten Tangerang dan juga mampu melayani masyarakat di luar Kabupaten
Tangerang,

Analisis Shift Share PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2Ol5-2O22
diperoleh hasil ana.lisis terhadap lapangan usaia sebanyak 17 sektor yaitu
bahwa :

a. Sektor lapangal usaha yang ada di Kabupaten Tangerang seluruh sektor
(17) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata Provinsi
Banten.

b. Sektor yang tumbuh secara lambat. meliputi sektor Pertanian,Kehutanan
dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan,
Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

c. Sektor yang maju dan sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meliputi sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa

Rata-Rata KeterangarNo URAIAN

i Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan |,o7 48 BASIS

2 Pertamban gan dan Penggal.ian o,0617 Non Basis

3 Industri Pengola-han |,o772
4 Pengadaal Listrik dan Gas t,5706 BASIS

5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,8504

6 Konstruksi r,3203 BASIS

7
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dar Sepeda Motor o,4727 Non Basis

8 Transportasi dan Pergudangan 0,5135 Non Basis

9
Penyediaaa Akomodasi dan Makan
Minum o,624t Non Basis

Informasi dan Komunikasi 0,9068 Non Basis

11 Jasa Keuangan dal Asuransi 1,6880

t2 Real Estate o,9700 Non Basis

13 Jasa Perusahaan o,9188

t4 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
da-n Jaminan Sosial Wajib 0,8340 Non Basis

15 Jasa Pendidikan o,77 to Non Basis

16 Jasa Kesehatan dar Kegiatan Sosial 0,3560 Non Basis

Jasa lainnya 0,6825 Non Basis

BASIS

Non Basis

10

BASIS

Non Basis

17



-30-

Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan,
Jasa Kesehatar dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

d. Sektor tidak memiliki daya saing di Kabupaten Tangerang. sektor ini
meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan,
Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
Jasa Keuangar dan Asuralsi, Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan.

2. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan

kenaikarr/penurunan harga dari sekelompok baralg dan jasa yang berpengaruh
terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemantauan Badan
Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya
Hidup (SBH) di Kota Serang. Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan. dua
mingguan maupun bulanal.

Pada Desember 2022, Tangeralg mengalami inflasi yoy (year on gearl
sebesar 4,56 persen. atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (lHK) dari
106,94 pada Desember 2021 menjadi 111,82 pada Desember 2022. Tingkat
inflasi mtm (month to monfh) sebesar O,43 persen dan tingkat inflasi ytd (Year to
dafe) sebesar 4,56 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi yoy di Kota
Tangerang adalah bensin sebesar 1,36 persen. mobil sebesa-r 0,27 persen,
angkutan udara sebesar 0,15 persen, bawang merah sebesar 0,14 persen, bahan
bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 secara
umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkarr hasil pemantauan BPS
Provinsi Banten di 3 kota, pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 7,22
persen untuk kota Serang 5,86 persen untuk Kota Cilegon dan 4,56 persen
untuk Kota Tangerang.

Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang
ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran. yaitu kelompok
transportasi sebesar 18,80 persen; kelompok perlengkapan,peralatan dan
pemeliharaan rutin mmah tangga sebesar 7,87 persen; kelompok kesehatan
sebesar 6,31 persen; kelompok makanan. minuman. dan tembakau sebesar 4,49
persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,31 persen;
kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,51
persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,33
persen; kelompok rekreasi. olahraga dan budaya sebesar 0,63 persen; kelompok
pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,O3
persen; Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan
mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan inflasi yoy di
kota Tangerang pada Desember 2022 antara lain bensin, mobil, angkutan udara,
bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang
bukan mandor, telur ayarn ras, tahu menta dan daging ayaln ras. Sementara itu
komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai
merah, minyak goreng, kangkung, pisang, udang basah, bawang putih, cabai
rawit, shampo, daun bawang dan baju muslim wanita.
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Tabel 2.16 Perkembangan Inflasi di Kota Targerang. Kota Serang. Kota Cilegon
Provinsi Banten dan Nasional

Tahur, 2Ol5-2O22
inflasi YoY (%) 2015 2016 20t7 2018 2019 2020 2021 2022

Kota
Tangerang 2,65 3,50 3,46 1 ,81

4,2a 3,26 5,17 3,78 3,06 1,89 7CC

Kota Cilegon 4 )t) 5,24 n 71. 3,54 2,59 2,19

Provinsi
Banten 4,29 2,94 3,98 3,42 3,30 1,45 1,51 5,08

Nasional 3,35 3,O2 3,61 3,13 3,13 1,68 5,51

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Prouinsi Banten, 2015 - 2022
(InJlasi Kota Tangerang )

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada
Inflasi Kota Talgerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih
oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia.
Pada periode tahun 2015-2022, laju inflasi di Kabupaten Tangerang sekitar
4,56% tahun 2022. InfTasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga
yang ditunjukkal oleh naiknya indeks 11 kelompok pengeluaran, yaitu
kelompok transportasi sebesar 18,80 persen. kenaikan pada transportasi
merupakan dampak secara nasional pemerintah menaikan harga BBM {bahan
bakar minyak) pada September 2022. Beberapa komoditas yang dominan
menyumbang inflasi pada bulan September ini adalah komoditas: bensin.
argkutan dalam kota, angkutan tarif rumah sakit, tarif kendaraan roda 2 online,
beras, tarif kendaraan roda 4 online, lemari pakaian, akademi/perguruan tinggi,
mainan anal<. Sementara komoditas yang dominan menyumbalg deflasi pada
bulan September ini adalah komoditas: bawang merah, cabai merah, cabai rawit,
angkutan udara, susu bubuk untuk balita, tomat, daging ayam ras, telur ayam
ras, minyak goreng dan bawang putih.

Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi di Tangerang. Provinsi Banten. dan
Nasiona.l T ahurr 20 7 5 -2022
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Perkembangan tingkat inflasi Tangerang. Kota Serang. dan Kota Cilegon
dari tahun 2Ol5-2O22 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai
saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena
Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan
inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2022. Nilai inflasi
tertinggi Kota Talgerang adalah pada tahun 2022, yattu sebesar 4,567o,
sementara nilai inflasi pada tahun 2O2O adalah yang terendah yaitu sebesar
1,77o/o.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi
Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31olo
sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,3O7o memasuki
tahun 2022 inflasi kota Tangerang naik manjadi mencapai nilai 4,56% yang
nilainya lebih tinggi dari inflasi Provinsi Banten sebesar 5,080%. Sementara itu,
jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2079 -2022, rnflast
Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30%
dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,7 2o/o dar, tahun 2O22 inflasi Kota
Tangerarrg sebesar 4,560/o tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun
2022 sebesar 5,51%.

3. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita ada-lah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi

kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu
indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembalgunan terutama
pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum
dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya.
Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada
peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita
sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan
cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan
PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar
daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut
harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2Ol7 -2022. PDRB per kapita
berdasarkan harga berlaku mencapai titik tertinggi di tahun 2022 yatfi sebesar
Rp. 47.776 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga
Konstan tahun 2022 sebesar Rp. 30.789,52 (000 rupiah).
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Sumber: BPS Prouinsi Ba.nte,|.. 2022
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Gambar 2.1O Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di
Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7 -2022
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Gambar 2.11 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di
Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7 -2022 (000 rupiah)
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4. Indeks Gini
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau

ketimpangan agregat (secara keseluruhal) yang angkanya berkisar antara nol
(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpa;rgan yang sempurna). Adanya
penumnan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini
Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama. menunjukkan tingkat
ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua
ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan
tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tah::r, 2022
sebesar 0,282 angka ini menurun dibandingkan dengan Gini Ratio 2O2l yang
sebesar 0,294. ki menandakan level ketimpangan Pendapatan penduduk di
Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

0.4 0

Gambar 2.12 Gini Rasio Kabupaten Tangerang
Tahun 2Ol3-2O22
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5. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
Kemiskinal didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk

mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
minimal untuk hidup laya&. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep
kemiskinan absolut yang mala pengukuran tingkat kemiskinan didasarkart
pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan
ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non Ma-kanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang
menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase
Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-
2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten
Tangerang T altlun 20 13-2022
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Sumber: BPS RI. diolah.

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan
terhadap persentase penduduk diatas garis kemiskinan da-lam kurun waktu 5
tahun terakhir. Pada tahun 2019 capaian Penduduk di atas garis kemiskinan
adalah sebesar 94,86Vo. kemudian capaian ini pada tahun 2O2O menjadi 93,77yo
dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 92,88%. Capaian ini kemudian
kembali meningkat di tahun 2022 mencapat 93,08%.

6. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum

yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama
sebulan. baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Masalah
kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat
perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangal Persentase Penduduk Miskin dan
Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016- 2022 dapat dilihat pada
gambar berikut ini.
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Gambar 2.14 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang
Tahun 20l3-2O22
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Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk diatas garis
kemiskinan Kabupaten Talgerang berfluktuasi nilainya. pada tahun 2018
mencapai nilaj sebesar 5.18% kemudian persentase penduduk miskin tahun
2019 kembali menurun hingga mencapat 5.14o/o. Untuk di tahun 2020
mengalami kenaikan persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar
6.23%. talrun 2021 kembali naik menjadi 7.12o/o. serta tahun 2022 l.:.run
menjadi sekitar 6.920/o hal ini mengindikasikan keberhasilan prograrn
pembangunan yang dilalsanakan dalam rangka penanganan pandemi covid- 19.

7. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (lPM) mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran
kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi
tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang
layak.

Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun
20t4-2022
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Dari data dalam kurun waktu iima tahun terakhir menunjukkan bahwa Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan

5.71 \ 5 29l

70.05



-36-

Tabel 2.77 Komponen Pembentuk Indeks Pembalgunan Manusia Kabupaten
Tan erarl Ta}un 2016-2022

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas
yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin
dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap
penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis tercermin
dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupalan salah
satu indikator pencapaian prograrn pendidikan di Indonesia.

Gambar 2. 16 Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol8-2O22
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Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022. diolah.

Pendidikan merupakan salah satu penentu kua-litas penduduk. Indikator
atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan
di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama
sekolah. rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergaatung dari pembangunan di
bidang pendidikan. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan
persentase Angka Melek huruf mulai tahun 2O20 sampai dengan lahun 2022,
hal ini disebabkan penduduk yang berusia 15 tahun keatas makin banyak yang
belum mengenyam pendidikan dasar, dikarenakan belum terakses secara
optimal pendidikal kesetaraan untuk masyarakat yang berumur lebih dari 15
tahun keatas yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar.

20r6 2017 2018 2019 2020 202]. 2022Komponen

Umur Harapal
Hidup Saat lalir
(UHH.Tahun)

69,37 69,47 69,61 69,79 69,49 69,93 70,24

Harapan Lama
Sekolah (HLS,
Tahun)

12,t1 12,51 t2,a 12,41 12,42 12,44 i 2,85

Rata-rata Lama
Sekolah (RLS,
Tahun)

I,23 8,27 8,27 8,28 8,39 8,61 I,92

Pengeluaran per
Kapita
Disesuaikan (PKP,
Ribuan Rupiah)

I 1 ,863 t1,914 12,179 12,476 12,203 12,27 3 t2,427

IPM 70,44 70,97 7 1,59 71,93 71,92 '7) )O 72,97
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2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah merupakar Rata-rata jumlah tahun yang

dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua
jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk
Kabupaten Tangerang meningkat da1am kurun waktu 5 tahun. Pada tahun
2021. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 8,61
tahun. Sedangkan di tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,92
tahun. Walaupun meningkat setiap tahun akan tetapi belum memenuhi
Wajardikdas 9 tahun yang merupakan kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi kebutuhal dasar tersebut. Terdapat
beberapa akar masalah yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan rata-
rata lama sekolah, antara lain belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Tangerang sehingga masih terdapat
masyarakat yang putus sekolah sebelum menamatkan jenjang pendidikan
menengah pertama, demikian pula dengan aksesibiltas masyarakat terhadap
sarana pendidikan belum optimal.

Gambar 2. 17 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Talun 2016-2022
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Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022 diolah.

3. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sej ak lahir. Angka harapan
hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, sementara indeks
kesehatan merupakan salah satu komponen dasar dalam pengukuran IPM
(lndeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2022 addah 70,28 tahun. Sedangkan dari data tahun
2021 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang
sekitar 69,93 tahun.
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Gambar 2.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tal:un 2Ol5-2O22
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Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022. diolah.

4. Persentase balita gizi buruk
Gizi buruk pada balita merupakan kondisi ketika berat badan balita

terla-1u rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi
buruk atau seuere u.tasting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat
lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah. bahkan beresiko meninggal.

Gambar 2. 19 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2017-
2022
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Data persentase balita gizi buruk menunjukkan bahwa persentase ba-lita
gizi buruk tertinggi pada pada tahun 2020 sebesar 1,4 persen, hal ini
menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada kondisi kesehatan
karena terhalangnya akses pada sarana kesehatan dan juga dipengaruhi kondisi
perekonomial masyarakat, akan tetapi seiring dengan keadaan yang makin
kondusif, kondisi kesehatan pun terlihat makin membaik. Data yg digunakan
hingga 2019 adalah data BPB dengan interpretasi gizi buruk menggunakan
indikator BB/U. Data 2020 saat ini menggunakan data EPPGBM dengan
interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan
Permenkes No 2 Tahun 2O2O terkatt standar antropometri

Diperlukan adanya komitmen secara menyeluruh dari iintas sektor dalam
menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan
kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Grzi, KP ASI dan
KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal
menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah
dalam penanggulalgan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan
kua1itas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
maksimal bagi masyarakat. Gambaral status gizi dapat dilihat pada tabel
berikut:

n



Jumlah Baltta
Gizi Buruk Gizi Kuranq Gizi Baik Gizi LebihTahun
N N N N

|.t72 0,45 8.583 3,24 249.877 9s,55 r.892 o,7'2

95,89 o,7920 t5 1.09r 0,39 8.099 2,46

268.339 95,32 2.880 1,0320 16 1.164 0,4I 8.935 3,t7

2017 l.t6I 0,38 9.644 3,14 294.O27 95,68 2.479 0,8 i

2018 1.040 0,33 7.463 2,51 296.O92 94,66 2.134 0,68

20 t9 932 o,29 7.234 2,24 305.893 96,22 2.131 o,67

2020 2.553 1,4 6.375 3,52 154.325 85,2 t7 .457

202t 1.368 o,64 4.992 2,34 t87.040 87,59 20.136 9,43
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Tabel 2.18 Status Gizi Pada Balita Di Kabu aten Tan era Tahur, 2014-2021

Sumber: Dinkes 2014-2021, diolah

5. Preva.lensi Ba-lita Gizi Kurang
Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang

mengalami penurunan dari tahun 2O2O yetfi sebesar 3,52% menjadi 2,34o/o di
tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 te4adi kenaikan kembali preva.lensi
baltta gizi kurang,

Data yang digunakan hingga 2019 adalah data Bulan Penimbangan Bayi
(BPB) dengan interpreatsi gizi kurang menggunakan indikator BB/U. Sdangkan
data 2O2O saat ini menggunakan data ePPGBM dengan interpretasi gizi kurang
menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020
terkait Standar Antropometri. Peningkatan prevalensi gizi kurang dt taJ:,un 2022
karena balita dengan gizi buruk kondisinya membaik menjadi gizi kurang

Gambar 2.2O Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2O 17-
2022

4

3,5

3

7.5

2

1.9

I

OJ

0

3,S 2

3.14

2.51 2,5
2,28

20t t 2018 2019 2020 2021 20:rl

Sumber: Dinkes, 2022

20 t4

27 t.407

9,86

2,34

2.3 Aspek Daya Saing Daerah
1. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan
kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah)
atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar
negert (non-resident). SebaJiknya, impor barang didefinisikar sebagai transaksi
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perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter hadiah
ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi iuar negeri (non-resident)
terhadap resident suatu wilayah.

Gambar 2.21 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB

I
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Sumber : BPS. 2022 diolah

2. Rasio ketergantungan (Dependencg Ratio)
Rasio ketergaltungan atau rasio beban tanggu ngan (depencencg ratio)

adala-h angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia
non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun)
dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 - 64 tahun)

Gambar 2.22 Rasio Ketergantungan
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Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio
Ketergantungan Muda dal Rasio Ketergantungan T\ra. Secara Keseluruhan
Kabupaten Tangerang memiliki rasio ketergantungan di tahun 2022 sebesar
41,72o/o yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Talgerarg yang
produktif memiliki tanggungan 42 orang penduduk yarrg belum produktif dan
dianggap tidak produktif lagi.

;l;l4

2.4 Aspek Pelayanan Umumlir:
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang diserahkan kepada
daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

2.4. 1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
1. Bidang Urusan Pendidikan
a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok
usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Secara

1.28 I
1.27

1.22
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umum nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak
diluar usia sekolah pada jenjang tertentu. APM mengukur proporsi anak yang
bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam dua kelompok jenjang pendidikan
yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-
15 tahun.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabu aten Tan eran Tahun 2015-2022

Sumber : Dinas Pendidikon 2 022

APM SD mulai tahun 2O16 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan
demikian pula APM SMP yang sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami
penurLlnan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah ana-k yang bersekolah
sesuai dengan kelompok usialya semakin menurun. hal ini kemungkinan
disebabkan makin banyaknya anak berusia diluar kelompok usianya yalg
bersekolah padajenjang SD dan SMP karena bersekolah lebih dini dibandingkan
usia yang semestinya.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK ada-lah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau
rasio jumlah siswa. berapapun usianya. yang sedang sekolah di tingkat
pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk keiompok usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2022 APK di Kabupaten
Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 1O4,8 naik bila dibandingkan tahun
202 1 sebesar 103,69. APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,56 meningkat dari
tahun 2021. APK setiap tahunnya menunjukan fluktuasi akan tetapi selalu
diatas 100, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang bersekolah dijenjang
SD dan SMP lebih banyak daripada kelompok usia yang seharusnya ini
menunjukkan bahwa terdapat siswa yang belum memasuki usia sekolah tapi
sudah sekolah iebih awa-I. Secara lebih lengkap data Angka Partisipasi Kasar
(APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2022 dapat dilihat pada tabel2.21.

Tabel 2.2O Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang
Tahun 2015 - 2022

Sumber : Dinas Pendidikan 2O22

c. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APl)
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah

penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi menurut
pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat
untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah

SD/ Sederajat 96.6 96.3 95.84 95.61 95.86 94.78 94.6r

SMP/ Sederajat 78.4 78.95 76.54 84.39 7 4.20 7 4.O2

1 SD/ MI 109.64 rto.92 111.02 86.8
1

107.8
7

103.3 103.6
9 104.8

2 SMP/MTS 104.06 105.09 10s.29 96.2
7

103.1
4

103.3
3

102.5 103.5
6

No Uraian 2015 20t6 20t7 2018 20t9 2020 2021 2022

Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202t

94.12

84,31 79.06
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selain itu berguna pula untuk men5rusun perencana€rn penawaran tenaga kerja.
terutama untuk mengetahui kualilikasi pendidikan angkatan kerja di suatu
wilayah.

Gambar 2.23 Angka Partisipasi Ditamatkan SD dan SMP di Kabupaten
Tangerang Tahun 20 18-202 1
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Sumber: Dinas Pendidikan 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat APT di Kabupaten
Tangerang mengalami peningkata-n dari tahun ke tahun baik tingkat SD/MI
maupun SMP/MTs

e. Angka Putus Sekolah
Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu

jenjang pendidikan, misainya algka putus sekolah SD menunjukkan persentase
anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan da.lam
persen. Berikut merupakan data Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD/Ml
dan Angka Putus Sekolah (APS)

Gambar 2.24 Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI dan SMP/Mts Tahun
20t8-2021
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Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI dari tahun mengalami kenaikan sebesar 0.01% dari tahun 2019 ke 2O2O.
Dimana di tahun 2O2O dan 2021 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar
O,03%. Sedangkan untuk Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah (APS)
relatif menurun yaitu dari O,O7 di tahun 2O18 hingga menjadi 0,03%.

f. Sarana dan Prasarana
Ketersediaaan sarana dan prasarana sekolah ditingkat SD dan SMP baik

secara kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan
di Kabupaten Tangerang. Rincian tingkat kerusakar ruang kelas SD dan SMP
dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.21 Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana SD dan SMP
Kabu Tahtn 2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. 2022

Ruang kelas SD Negeri dengan kondisi rusak berat 5,79 persen dan kondisi
rusak sedang sebesar 13,03 persen sedangkan untuk tingkat SMP Negeri kondisi
ruang kelasnya masih lebih baik, akan tetapi masih terdapat ruang kelas dalam
kondisi rusak sedang dan rusak berat.

2. Bidang Urusan Kesehatan
a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau Infant MortaLity Rate (lMR) merupakan jumlah
kematian bayi dibawah satu tahun. Pada gambar 2.23 terllhat angka kematian
bayi di Kabupaten Tangerang menurun sej ak Tahun 2018 sebesar 247 orang
menjadi 210 orang pada tahun 2019 dan terus menurun pada tahun 2020
sebesar 203 orang. Tahun 2020 jumlah kematian bayi menurun menjadi 203
jiwa sedarrgkan pada tahun 2022 mencapat 229 jiwa, akan tetapi data ini masih
perlu divalidasi

Ha.l ini disebabkan antara iain karena meningkatnya angka kelahiran yang
terjadi pada saat pandemi covid 19 di tahun 2020, sedangkan kesejahteraan
keluarga mengalami penurunan sehingga menyebabkan kurangnya perhatian
ibu dalam merawat anaknya dan ini menjadi salah satu penyebab kematian bayi
pada tahun 2021.

1. Ruarg Kelas
a. Baik 4.O55 2.2A9 t.292 1.663 9.299
b. Rusak

Ringan 2.313 8s0 647 t.t67 4.977

c. Rusak
Sedang

1aar.o22
1.145

d. Rusa-k Berat 455 492
TOTAL 7.845 3.139 2.O99 2.830 I 5.913

SD SMP

Swasta Negeri Swasta
Jumlal.Jenis Sarpras

Negeri

tttll
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Gambar 2.25 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 20l8-2O22
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Apabila Satuan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah l.Ooo/Kelahiran
Hidup. AKB Tahlar, 2022 meningkat karena jumlah kelahiran hidup menurun di
tahun 2022 (tahun 2021 sejumlah 71.324 dan tahun 2022 sejumlah 57.511).
Untuk jumlah absolut kematian bayi di tahun 2027 ad,aJah 251 dan taht:,n 2022
adaJah 226.

Gambar 2.26 Angka Kematian Bayi 1O0.O00/Kelahiran Hidup

Sumber: Dinkes. 2022. Diolah

b. Angka Kematial Ibu
Angka Kematian Ibu/KI dapat didefinisikan sebagai jumlah kematian ibu

selama masa kehamilan. persalinan dan nifas yalg disebabkan oleh kehamilan.
persalinan. dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain
seperti kecelakaan atau terjatuh.

Satuan Angka Kematian Ibu (AKI) adatah I0O.00O/KH. AKI Tahun 2020
meningkat karena adanya pandemi Covid-l9 dan meningkat tajam di tahun
2O2l oleh karena pandemi Covid-19 (dimana penyebab kematian ibu karena
Covid-l9 tahun 2021 sebesar 42o/ol ditah:un 2022 AKI 57 per 100.000 KH
meningkat dibanding tahun 2O19 AKI 36 per 100.000 KH karena jumlah
kelahiran hidup menurun di tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 (tahun 2019
sejumlah 81.203 dan tahun 2022 sejumlah). Untuk jumlah absolut kematian
ibu di tahun 2019 adalah 29 dar, tahur,2022 adalah 33.

l l
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Gambar 2.27 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-
2022
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c. Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)
Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk

setiap 100 orang balita.

Gambar 2.28 Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita) di Kabupaten
Tangerang T ahun 20 18 -2022
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Dari grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio
pelayalan posyandu di tahun 2022 sebesar 0.84 yalrg menunjukkan bahwa
pelayanan posyandu be{alan dengan baik dari tahun ke tahun. Ditunjukkan
oleh kenaikan rasio posyandu dalam kurun waktu 5 tahun.

d. Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per iO00 penduduk
Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat

ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar
(puskesmas. polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Seluruh kecamatan di
Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas. bahkan di beberapa
kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini
terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46 .
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Gambar 2.29 Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per 1O00 penduduk
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Angka rasio jumlah puskesmas. poliklinik dan puskesmas pembaltu
(pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah
penduduk. hal ini ditunjukkan oleh data diatas dimana rasio jumlah puskesmas,
poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Tangerang naik di
tahun 2021 dan 2022 sebesar 78,7o/o, pada tahun 2022 jumlah puskesmas,
poliklinik dan pustu sebanyak 570 unit.

e. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)
Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi

menyelenggarakan pelayanal kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara
berkesinambungan. diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh
pasien. Rasio Rumah sa-kit per satuan penduduk adalah perbandingan antara
jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk. Angka
rasio Rumah Sakit mencapai 0,00831 di tahun 2022. Ddarn penyelenggaraan
fungsi rumah sakit perlu dilakukan upaya peningkatan peran rumah sakit
dalam pelaksanaan program prioritas.

Gambar 2.30 Rasio Ruma-h Sakit per satuan penduduk (per 100.000
penduduk) T ah]ur, 20 77 -2022
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f. Rasio dokter per satuan penduduk (per lOOO penduduk)
Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar

ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan
pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Pada
talun 2022 rasio dokter per 1OO0 penduduk adalah 1,3O7 artinya satu dokter
menangani 1.307 penduduk Kabupaten Tangeralg, rasio ini dirasakan masih
sangat jauh dari kecukupan.

18.3



g. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat didefinisikan

sebagai ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerj a pada kurun
waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan staldar oleh
tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan
penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun
2Ol8-2O22 digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.31 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017-
2022
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Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani mengalami penurunan. Ha-l ini dapat dilihat dari
diagram diatas yang menunjukkan penurunan dari tahun 2027 yang awalnya
sebesar 9O,7o/o pada tahun 2O20 dan turun menjadi 80,6% di tahun 2021 dan
mengalami kenaikan tal:un 2022 sebesar 85,9 persen. Sehubungan dengan hal
tersebut puskesmas harus meningkatkan tindakan promotif dan preventif
terhadap komplikasi kebidanan, sehingga akan lebih cepat dalam penzrngannya

h. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga
kesehatar yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI
dan AKB. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di
Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.32 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
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Dimana persentase di tahun 2018 sebesar 95,7%. Kemudian naik menjadi
99,60/o di tahun 2019 dan terus naik sampai dengan tahun 202i dan kembali
menurun pada tahun 2022 sebsar lOO,2o/o Hal ini harus segera ditindaklanjuti
melihat tren penurunan cakupan pertolongan peraslinan oleh tenaga kesehatan
yarrg memiliki kompetensi kebidanan.

i. Cakupan Desa/kelurahal Universa-l Child Immunization (UCI)
UCI (Uniuersal Child Immunization) adala-h indikator lain, selain dari

imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi.
UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana >80% dari
jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi
dasar lengkap.

Gambar 2.33 Cakupan Desa/kelurahar Universal Child Immunization (UCI)
Tahu,n 20l8-2O22
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Upaya imunisasi periu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat
kekeba-lan masyarakat yang tinggi/herd immunitgl sehingga Penyakit-penyakit
yang dapat di imunisasi (PD3l) dapat dibasmi. dieliminasi atau dikenda-likan
dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat
semakin efektif bermutu dal efisien.

Universal Child Immunization (UCI) sudah tidak dipakai sejak tahun 2020
berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan

Tah:u;:^ 2020-2024. Indikator yang dipakai saat ini adalah persentase bayi
usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahtn 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan T ahu,n 2O2O -2024.

j. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2020

cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 1OO7o. Kemudian
di tahun 2021 mengalami penurunan 98,8 persendan tahun 2022 mencapai
99,6 persen.

95,2
93,4

Sumber: Dinkes. 2022
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Gambar 2.34 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2018-
2022
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Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Untuk meningkatkan cakupan ba-lita gizi buruk mendapat perawatan
perlunya komitmen dari Kabupaten Tangerang melalui instalsi terkait untuk
melakukan upaya seperti upaya penyuluhan gizi. peningkatan cakupan
penimbangan balita. pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi
baiita dengan gizi kurang. peningkatan kapasitas petugas dalam tata laksana
balita gizi buruk. pembentukan Therapeutic Feeding Centre (TFC) dan
Communitg FeedirLg Centre (CFCI sebagai pusat-pusat pemulihan gizi di faskes
serta upaya lain untuk mendukung peningkatan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan.

Penanganan balita gizi buruk dilakukan pada balita gizi buruk yang
dilaporkan pada bulan sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 6 balita darr
tahun 2022 terdapat 2 balita yartg sesuai hasil pengukuran, ditemukan gizi
buruk, namun balita ini pindah domisili keluar Kabupaten Tangerang sebelum
sempat dilakukan intervensi / ditangani.
k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Pada gambar 2.33 menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% di tahun 2018 hingga
2022. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait telah
melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD dititik
beratkan pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah
dan pemantauan jentik berkala untuk mencapai angka bebasjentik sesuai target
>95%). kegiatannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik khususnya di wilayah-wilayah endemis DBD,
melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan melaksanakan Fogging Fokus
sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemiologi sebagai upaya untuk
memutus rantai penularan DBD yarrg didahului dengan kegiatan penyrrluhan
kepada masyaralat.

Gambar 2.35 Ca-kupan penemuan dan penanganan penderita penya-kit DBD
Tahn2078-2022
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Pemberantasar Sararg Nyamuk (PSN), Larvasidasi (pemberian abate
untuk membunuh jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air) dan
dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 m.

l. Penderita diare yang ditangani
Berdasarkan hasil kegiatan Rapid Survei Diare yalg dilaksanakan pada

tahun 2015. diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah
27O per 1000 penduduk. angka kesakitan diare pada balita adalah 843 per 1000
penduduk. Selain itu diare juga merupakan penyakit yang berpotensi
menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga perlu dilakukan upaya untuk
penanganan penyakit diare. Persentase penderita diare yang ditangani di
Kabupaten Tangerang relatif mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun
waktu 5 tahun . Hal ini terlihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.36 Penderita diare yang ditangani Tahun 2Ol8-2O22
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m. Angka kej adian Malaria
Penyalit Malaria merupakan pengakit infeksi menular yang menyebar

melalui gigitan nyamuk. Berdasarkan data diagram di bawah dapat diketahui
bahwa dalam kurun lima tahun terakhir. di Kabupaten Tangerang tidak
memiliki kasus penyakit malaria yang mana ditunjukkan oleh data angka
kejadian Malaria dari tahun 2Ol8 hingga 2022.
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n. Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter. bidan dan perawat
yang memiliki kompetensi klinis kesehatan. paling sedikit 4 ka-li di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan bayi tersebut dapat pelayanan
kesehatan rutin mulai dari pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi
tindakan resusitasi. pencegahan hipotermia. pemberian ASI dini dan eksklusif.

Gambar 2.37 Angka kejadian Malaria Tahur. 2078-2O22

Angka kejadiao Malaria

12018 12019 .2020 .202L )2022

Sumber Dinkes. 2022. dbto,h



-51-

pencegahan infeksi berupa perawatan mata. tali pusat. kulit dan pemberian
lmunlsasl.

Gambar 2.38 Cakupal Kunjungan Bayi Tahun 2018-2022
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Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari-
11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes. pustu. puskesmas. rumah
bersalin dan rumah sakit) maupun di ruma-h. posyandu. tempat penitipan anak.
panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Cakupan kunjungan
bayi pada tahun 2018 sebesar 93.1%o menurun dibandingkan tahun 2017
sebesar 94.7o/o. r,arnun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra tahun
2018 sebesar 90%. Kemudian pada ta-hun 2020 cakupan kunjungan Bayi mulai
meningkat. yaitu 99.9o/o. Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya
capaian kunjungan bayi di kabupaten Tangerang bersifat fluktuatif. Pada tahun
Angka ini mengalami penurunan menjadi 96.6%o pada tahun 2021 dan kembali
meningkat menjadi 99.75o/o pada tahlun 2022.

o. Cakupan Puskemas
Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan

jumlah seluruh kecamatan dikalikan dengan 10O%. Capaian pada tahun 2018
adalah 20,72o/o. capaian ini bertahan hingga tahun 2019. Tahun 2020 capaian
ini mengalami peningkatan menjadi 24,86yo dan kemba-li meningkat menjadi
28,59% pada tahun 2O2l dan mengalami penumnan kembali pada tahun 2022
menjadi 27.60/o. Berik:ut grafik yarrg menggambarkan ketercapaian tersebut:

Gambar 2.39 Cakupan Puskesmas Tahttn 2Ol8-2O22
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p. Cakupan Pembantu Puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas adalah jumlah populasi atau wilayah yang

dilayani oleh seorang pembantu puskesmas. Pembaltu puskesmas adalah
tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu dokter dalam melaksanakan
tugas-tugas medis di puskesmas. Cakupan pembantu puskesmas biasanya
ditentukan berdasarkan jumlah populasi atau luas wilayah yang harus dilayani
oleh pembantu tersebut. Tujuan dari menentukan cakupan pembantu
puskesmas adalah untuk memastikan bahwa seluruh wilayah yang dilayani oleh
puskesmas memiliki akses yang sama dan cukup terhadap pelayanan
kesehatan. Hal ini juga membantu dalam menentukan jumlah tenaga kesehatan
yang dibutuhkan di setiap puskesmas untuk memastikan bahwa semua pasien
dapat mendapatkan pelayanan yang tepat dan efektif.

Cakupan Pembantu puskesmas adalah cakupan pembantu atau tenaga
kesehatan yang ada dalam puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan yang
ada di Kabupaten Tangerang. Capaian pada tahun 2018 adalah 18.78o/o. capaian
ini menurun pada tahun 2019 menjadi 76.79%o. Capaian ini bertahan hingga
talrun 2021. Tahun 2022 capaian ini mengalami peningkatan menjadi 16.8%.
Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaiar tersebut:

Gambar 2.40 Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2078-2022
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q. CaJ<upan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah persentase atau proporsi ibu

hamil yang melakukan kunjungan ke dokter atau tenaga kesehatan sebanyak 4
ka-li atau lebih selama masa kehamilannya. Kunjungan ibu hamil K4 adalah
bagian dari program perawatan ibu hamil yang berfokus pada peningkatan
kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Tujuan dari kunjungan ibu
hamil K4 adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang
tepat dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang muncul selama masa
kehamilan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan janin dan
memastikan bahwa ibu dan janin menerima nutrisi dan vitamin yang
dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Capaian Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Talgerang pada tahun
2018 adalah 96,1ok dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 98,33% dan
menurun pada tahun 2020 menjadi 97.72%. Angka ini kemudian mengalami
penurun€rn kembali pada tahun 2O2l menjadi 957o. Kemudian pada tahun 2022
mengalami peningkatan menjadi 100%. Berikut gambaran grafik capaian
tersebut:
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r. Cakupan Pelayanan Nifas
Cakupan pelayanan nifas adalah persentase atau proporsi ibu bersa-1in

yang menerima pelayaran nifas setelah melahirkan. Pelayanan nifas adalah
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu bersa,lin selama masa pasca
melahirkan. Tujuan dari pelayanan nifas adalah untuk memastikal bahwa ibu
bersalin memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat
dan efektif setelah meiahirkan. Ini juga membantu dalam memantau
perkembangan ibu dalt memastikan bahwa ibu menerima perawatan yang
dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah melahirkan.

Capaian Pelayanan di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022
mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan
pelayanan ini mencapai 93.4ok dan mengalami peningkatan pada tahun 2019
menjadi 97.78"A. capaian ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi
99.41o/o kemudian pada tahun 2O2L dan 2022 capatan ini menurun menjadi
997o. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.42 Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2Ola-2O22
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s. Cakupan Neonatus Komplikasi
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah persentase

atau proporsi neonatus yang menderita komplikasi kesehatan dan menerima
perawatan yang tepat dan efektif. Komplikasi kesehatan pada neonatus dapat
berupa masa-lah pernapasan. masalah pada jantung. infeksi. dan lain-lain.
Tujuan dari perawatan neonatus dengan komplikasi adalah untuk memastikan
bahwa neonatus memiliki akses yang cukup terhadap pelayalan kesehatan yang
tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ini juga membantu
dalam memastikan bahwa neonatus memperoleh perawatan yang dibutuhkan
untuk memulihkan kondisi kesehatannya dan menghindari komplikasi yang
lebih serius.

Cakupan Neonatus ini mengalami tren peningkatan yang cukup baik.
Capaian pada tahun 2O18 adalah 76.97o. kemudian meningkat menjadi 78.95%

90
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Gambar 2.41 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2022
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pada tahun 2019. Pada tahun 202O capaian ini kembali meningkat menjadi
80.03%. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76.70/o dan
kembali meningkat menjadi 90.48o/o. Untuk lebih jelasnya ligat gambar 2.41
berikut.

Gambar 2.43 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun
2018-2022
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t. Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupaa ana-k balita adalah persentase atau proporsi anak usia 1 sampai

5 tahun yang menerima pelayarran kesehatan yang dibutuhkan. termasuk
imunisasi. skrining kesehatan. dan perawatan untuk masalah kesehatan. Anak
balita membutuhkan perawatan kesehatan yang konsisten dan tepat waktu
untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan untuk
mencegah masalah kesehatan di masa depan. Tfrjuan dari cakupan anal< ba.lita
adalah untuk memastikan bahwa anak balita memiliki akses yang cukup
terhadap pelayanal kesehatan yang tepat dan efektif dan membantu dalam
memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Ini juga membantu
dalam menentukan kebutuhan untuk tenaga kesehatan dan sumber daya lain
yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang tepat dan
efektif bagi anak balita.

Gambar 2.44 Cakupor. Pelayanan Anak Balita Tahtn 2Ol8-2O22
r00 99.3s
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Capaian Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang termasuk
kategori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari
tahun 2O18 hingga tahun 2022. Pada tahun 2O18 angka capaian ini adalah
98.2ok. kemudian pada tahun 2019 mengaJami peningkatan menjadi 1O0%.
Pada tahun 2O2O capatan ini mengalami penurunan menjadi 94.3% dan pada
tahun 2O21 kembali meningkat menjadi 98.2o/o dan kembali mengalami
peningkatan menjadi 99.35"/o pada tahun 2022.

98.2
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u. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah

persentase atau proporsi masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap
pelayanan kesehatan dasar yang tepat da-n efektif. Pelayanan kesehatan dasar
meliputi perawatan dasar untuk masalah kesehatan seperti penyakit menular.
masalah gizi. dan masalah kesehatan reproduksi. Trrjuan dari cakupan
Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah untuk memastikan
bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap peiayanan
kesehatan dasar yang dibutuhkan. Ini juga membantu dalam mengatasi
masalah kesehatan yang berkembang dan memastikan bahwa masyarakat
miskin memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan dan
memelihara kondisi kesehatannya.

Gambar 2.45 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahun
2014-2022
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Capaian dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di
Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat
dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan
pelayanan ini mencapai angka 85.99% kemudian meningkat drastis pada tahun
2019 menjadi 7O2,33o/o. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020
menjadi 94,35o/o dan kemba-li meningkat pada tahun 2021 menjadi 98.8% dan
pada tahun 2022 menjadi 960/o.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kondisi mantap jalan (%) merupakar proporsi dari panj ang jalan yang

memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan.
Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi j alan yarrg memiliki kerataan
permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan
dengan cepat. aman dan nyaman. dengan dimana angka Roughness Index (IRI).
di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang.
Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan
Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya
muka jalan sepanjang I kilometer jalan (m/km).
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Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2O18 sebesar
82.640/o dan pada tahun 2019 menjadi 88.55% dan pada tahun 2020 menjadi
87.55o/o dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 9O.7 4Vo dan tahun
2022 menjadi 92.59. Hal ini menunjukan peningkatan kua-litas jaringan j alan
yang ada di Kabupaten Tangerang.

b. Persentase Rumah Tinggal Bersalitasi
Rumah Tinggal Bersanitasi adalah rumah yang memiliki fasilitas air

bersih. buang air. dan fasilitas pembuangan sampah yang baik. Rumah ini
memenuhi standar kebersihal dan kesehatan, sehingga membantu untuk
mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi
penghuninya. Fasilitas air bersih harus memenuhi standar kualitas air minum
dan terjamin keamanannya. Fasilitas buang air harus memiliki sistem
pembuangan yang baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Fasilitas
pembuangan sampah haru s memiliki sistem yang efisien dan tidak
membahayakan lingkungan. Dengan memiliki rumah tinggal bersanitasi.
penghuni akan merasa lebih nyaman dan aman. serta memiiiki akses yang
mudah dan terjamin untuk fasilitas-fasilitas yang penting bagi kesehatan dan
kebersihan. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas akses terhadap rumah
tinggal bersanitasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak terkait.

Cakupan rumah tinggal bersalitasi di Kabupaten Tangerang memiliki
capaian yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian yang ada. Pada
tahun 2018 persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang bersanitasi
adalah 92.6ok dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 100%. Pada tahun 2020
mengalami penurunan menjadi 95. 1% dan kembali meningkat menjadi 100%
pada tahun 202 1.

Gambar 2.46 Proporsi Panjarg jaringan jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018-
2022

2018 2019 2020 202t 2022

Sumber: Dinas Bina Marga don SDA. dioloh.
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Sumber: Dinas Perkim. Diolah.

c. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Irigasi dalam kondisi baik adalah sistem irigasi yang berfungsi dengan

baik dan memenuhi standar kualitas air dan teknis. Irigasi yang baik akan
memastikan bahwa tanaman memiliki cukup air untuk tumbuh dan
berkembang dengan baik. sehingga membartu untuk meningkatkan hasil
pertanian dan produktivitas lahan. Sistem irigasi yang baik harus memenuhi
berbagai kriteria. seperti: Aliran air yang stabil dan cukup Sumber air yang
terjamin dan memenuhi staadar kualitas air Sistem pengendalian air yang
efisien dan akurat Infrastruktur irigasi yang terawat dan da-lam kondisi baik
Ketersediaan irigasi yang baik sangat penting bagi pertanian dan kesej ahteraa,n
petani. Oleh karena itu. upaya untuk meningkatkan kualitas sistem irigasi
harus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Capaian Persentase irigasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang
perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2O2O adaJah 6.O5o/o
dan meningkat menjadi 27.7o/o. Angka ini kemudian kemba.li meningkat pada
tahun 2022 menjadi 69.94o/o. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.48 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
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Gambar 2.47 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tahun 20i8-2021
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d. Persentase Areal Kawasan Kumuh
Areal Kawasan Kumuh adalah daerah atau wilayah yang memiliki tingkat

pembangunan rendah dan kualitas lingkungan yang buruk. Kawasan ini
biasanya ditandai dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk. kekuralgan
fasilitas umum. sanitasi yang buruk. dan lingkungan yang tidak sehat. Kawasal
kumuh sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat karena
memiliki berbagai masalah sosial dan lingkungan. Penduduk kawasan kumuh
sering memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas umum dal layanal
kesehatan. serta rentan terhadap masala-h kesehatan dan lingkungan.

Capaian Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Talgeralg pada
tahun 2018 adalah 13.3% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 3O.7lo/o dan
menurun pada tahun 2020 menjadi 30.160/o. Angka ini kemudian mengalami
penurun€rn kembali pada tahun 202 1 menjadi 29.66%. Berikut gambaran grafik
capaian tersebut:

Gambar 2.49 Persentase Areal Kawasan Kumuh
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e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau

mengelompok. yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. tempat tumbuh
tanarna-n. baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Ruang terbuka hijau kota merupakal kawasan perlindungan. yang ditetapkan
dengan kriteria diantaranya adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua
ribu lima ratus) meter persegi.berbentuk satu hamparan. berbentuk jalur. atau
kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan terakhir adalah Didominasi
komunitas tumbuhan

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode
2O|A-2O22 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018
cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun
2019 menjadi 16,61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020
menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat drastis hingga 97 ,6I%o. Untuk
lebih jelasnya lihat gambar 2.48.

13.3
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Gambar 2.5O Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
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Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

f. Luasan RTH publik sebesar 20% dan luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Ruang Terbuka Hij au (RTH) merupakan salah satu fungsi yang wajib ada

di Rencana Tata Ruang Wilayah terutama di perkotaan. Dalam amanat UU
No.26 /2OO7 disebutkan bahwa luasan RTH minimum 30 persen. meliputi 20
persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ada banyak hal yang bisa
diiakukan untuk meningkatkan kualitas RTH. Pertama. konsisten dalam
mengkonservasi alam di perkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung
memiiiki kontribusi besar untuk mensuplai keta-hanan darr keseimbangan
lingkungan perkotaan. "Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu
bagian kecil mewujudkan RTH

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode
2018-2022 mengalami tren peningkatan yarrg cukup positif. Tahun 2018
cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun
2019 menjadi 16.610/0. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020
menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17 .O5o/o. Berikut grafik
yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.51 Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
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g. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Bangunan Ber IMB (lzin Mendirikan Bangunan) adalah bangunal yang

memiliki izin resmi untuk dibangun dan ditempati. IMB adalah suatu bukti
bahwa bangunarr tersebut suda-h memenuhi persyaratan teknis dan
administratif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Capaian Rasio bangunal ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten
Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian
yarrg terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka
capaian ini adala,h 99,77o/o kemudian angka ini bertahan hingga tahun 2O21.
Berikut grafi k penggambarannya:
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Gambar 2.52 Rasio Bangunan Ber-lMB per satuan Bangunan
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h. Rasio rumah layak huni
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah yang

layak huni dengan jumlah rumah yang ada dalam suatu wilayah. Rumah layak
huni adalah rumah yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang
ditetapkan oleh pemerintah. seperti: Struktur bangunan yang kuat dan stabil
Ventilasi dan pencahayaan yang memadai Akses air bersih dan sanitasi yang
memenuhi standar Ketersediaan fasilitas umum seperti listrik dan jalan akses
Rasio rumah layak huni yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki
akses yang baik terhadap rumah yang layak huni dan memenuhi standar keseha
tan dan kualitas hidup yang baik. Peningkatan rasio rumah layak huni dapat
dilakukan melalui berbagai cara. seperti pembangunan rumah baru yang layak
huni. perbaikan rumah yang tidak layak huni. dan peningkatan akses terhadap
fasilitas umum seperti air bersih. sanitasi. dan listrik. Upaya ini harus dilakukan
secara bersama-sama oleh pemerintah. masyarakat. dan pihak terkait untuk
memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang baik terhadap rumah
layak huni.

Capaian dari Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tangerang terbilang
cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018
hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 92.60/o
kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 98.17o/o. Angka inl
mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 90.6oh d.an kembali meningkat
pada tahun 2O2l menjadi 94.7o/o. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.5 1 .

Gambar 2.53 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2021
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Gambar 2.54 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
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2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
1 . Pangan
a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil
produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kabupaten Tangerang telah
memastikan ketersediaan pangan daerah dalam kondisi yang optimal, sehingga
setiap masyarakat dapat menikmati pangan untuk memenuhi kebutuhan
pangan dalam kehidupannya.

Gambar 2.55 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2O|B-2O22
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4. Sosial
a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang
memperoleh bantuan sosial adalah persentase dari total jumlah PMKS yang
menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swasta. Bantuan sosial
adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada PMKS untuk
membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi dan memperbaiki kualitas
hidup mereka.

Capaian dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di
Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat
dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahur, 2022. Pada tahun 20i8 cakupan
rasio ini mencapai angka 94.89%o kemudian meningkat pada tahun 2019
menjadi 96,80/o. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi
72,43o/o dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 99,35o/o dan kembali
meningkat pada tahun 2022 menladi 99.460/o. Untuk lebih jelasnya lihat gambar
2.52.

Persentase PMKS yanB memperoleh bantuan sosial

12018 .2019 .2020 .2027 t2022

Sumber: Dinsos. diolah.

0
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Berdasarkan grafik diatas ketersediaan pangan utama Kabupaten Tangerang
mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 sebesar 18.725 ton
dimana pada tahun 2018 kondisi pangan di Kabupaten Tangerang mencapai
596.351 ton. Hal tersebut disebabkan karena anomali musim yang berubah-
ubah mengakibatkan menurunnya produktivitas pangan di Kabupaten
Tangerang. harga bahan baku pakan yang tidak stabil untuk produksi unggas.
skala pemeliharaan ternak rakyat masih rendah. belum optimalnya sistem
pengelolaan cadangan pangan. Masih rendahnya tata kelola. pendampingan
pengelolaan dan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif. Belum
berkembangnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Masih rendahnya
penanganan daerah dan efisiensi serta efektivitas rentan rawan pangan yang
terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan.
Berbagai hal diatas mengakibatkan penurunan produktivitas pangan di
Kabupaten Tangerang. dimana penurunan produktivitas merupakan angka yang
paling berkontribusi besar dalam menurunnya ketersediaan pangan utama di
Kabupaten Tangerang.

b. Ketersediaan Energi dan Protein
Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan yang tersedia

di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per
kg/kapita/hari. protein per g/kapita/hari dan lemak per glkapilalh.ari.
Ketersediaan energi dan protein menggambarkan konsumsi energi dan protein
oleh masyarakat.

Gambar 2.56 Ketersediaan Energi Masyarakat
Tahun 20 l8-2O22 (kglkapita/ hari)
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Gambar 2.57 Ketersediaan Protein per glkapita lhari 2Ol8-2O22
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Berdasarkan grafik diatas konsumsi energi dan protein mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan terjadi tidak lain karena akses
masyarakat terhadap pangan dapat dipastikan mudah atau terjangkau.
Kemudahan akses merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong
peningkatan konsumsi di suatu daerah. Selain akses. peningkatan tersebutjuga
dipengaruhi oleh produksi pertaniannya. utamanya tanaman pangan dan
ternak.

c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditujukan untuk

menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar
masyarakat terhindar dari bahaya. baik karena cemaran kimia maupun mikroba
yang dapat mengganggu. merugikan. dan membahayakan kesehatan manusia
serta tidak bertentangan dengan agama. keyakinan. dan budaya masyarakat
sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya
pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan
keamanan pangan dilakukan secara insidentil. apabila ada informasi kasus
keamanan pangan yang perlu ditindak lanjuti. Kegiatan ini dapat dilakukan
dalam bentuk inspeksi ke tempat kejadian. penelusuran terhadap asal produk.
pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan.

Gambar 2.58 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun
2018-2022
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Berdasarkan grafik diatas. kegiatan pengawasan dan pembinaan
keamanan mencapai lOOo/o dalam setiap tahunnya. Hal tersebut
menggambarkan bahwa pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah
dilakukan secara optimal untuk menjaga kualitas dari bahan pangan yang telah
dihasilkan. serta mencegah tercemarnya bahan pangan dari campuran kimia
yang mengganggu. berbahaya dan merugikan. Sehingga tercapainya
sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

2. Pertanahan
a. Persentase Luas Lahan Bersertfikat

Luas lahan bersertifikat adalah luas lahan yang sudah disahkan dengan
ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Sertifikat yang dimaksud adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah.
hak pengelolaan. tanah wakaf. hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkutan. Pengukuran luas lahan bersertifikat ditujukan untuk melihat
luas lahan yang sudah di legalisasi secara hukum oleh BPN.

2018
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Gambar 2.59 Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2Ol8-2O21
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Berdasarkan grahk diatas. persentase luas lahan yang bersertifikat pada
tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1 1,35%. Capaial dua tahun
sebelumnya yaitu 2018 dan 2019 mencapai 75%. HaJ ini dikarenakan pada
tahun 2020 merupakan masa puncak pandemic covid- 19. sehingga untuk
mendapatkan data pada tahun tersebut sangatlah terbatas. Pada tahun 2020
menunjukkan ba1'rwa hanya 1 1,35% dari keseluruhan sampling luas lahan yang
sudah disahkan dengan ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya
pelaksanaan luas lahan bersertihkat di Kabupaten Ta,ngerang.

b. Penyelesaian Izin Lokasi
Izin iokasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu

pemsahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanamar modal.
Pemberian izin lokasi mempertimbangkan agar terciptanya Rencana Tata Ruang
Wilayah yang serasi. harmonis dal berkelanjutan. Dalam hal ini fungsi
pemberian izin lokasi bermaksud untuk mengarahkan dan mengendalikan
badan usaha dalam memperoleh tanah. mengingat pemberian izin lokasi juga
harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Penyelesaian izin lokasi
adalah berapa banyak izin lokasi yang diajukan yang kemudian diterbitkan
izirrnya sesuai dengan peratur€rn yang berlaku.

Gambar 2.60 Penyeles atat lzir. Lokasi Tahun 2OLa-2O21

100
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Berdasarkan grafik diatas. tingkat penyelesaian izin lokasi mencapai
100% setiap tahun nya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh izin lokasi
yalg diajukan telah diberikan izin atas iokasi yang dikehendaki. Dalam artian
lain Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan izin lokasi diberikan untuk
kepentingan masyarakat banyak. dibuktikan dengan izin lokasi yang telah
diselesaikan yang diberikan atas dasar kebermanfaatan bagi orang banyak yang
diharapkan mampu meningkatkan derajat hidup dan masyaralat yang ada
disekitarnya.

50

0

r 2018

12019

t 2020

a 2021



-65-

3. Lingkungan Hidup
a. Timbulan Sampah yalg Ditangani

Timbulan sampah merupalan tempat penumpukan sampah yang
ditangani oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat
terdiri dari beberapa tipe seperti timbunan sampah terbuka atau tertutup.
Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat
untuk memastikal bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan
kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya optimal untuk
menangani masa1ah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak
baik bagi lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar 2.61 Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2OLa-2O21
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Grafik diatas menunjukkan capaian timbunan sampah yang ditangani.
Berdasarkan data tersebut pada tahun 2021 persentase timbunan sampah yang
dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang mencapai 3170. terdapat
peningkatan sekitar 15% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan
adanya keseriusar pemerintah dalam menangani timbunan sampah. Sehingga
lingkungan dapat dikondisikan tetap asri dan nyaman dihuni oleh
masyarakatserta perlunya dukungan dari masyarakat untuk terus
meningkatkan kesadarannya akan pengelolaan sampah dan akan didukung oleh
pemerintah melalui pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang
memadai.

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk adalah rasio antara jumlah
penduduk yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap jumlah
penduduk total dalam suatu wiiayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur
tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah. Tingkat penetrasi yang tinggi
menunjukkal bahwa pemerintah sukses dalam memfasilitasi penerbitan KTP
dan memastikan bahwa masyarakat memilikinya.

Gambar 2.62 Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2018-2021
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Grafik diatas menunjukkan tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah yang
diambil dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk. Dapat dilihat dari
grafik diatas. capaian Kabupaten Tangerang da-lam memfasilitasi penerbitan KTP
dan memastikal bahwa masyarakat dapat memiliki KTP sargat tinggi, namun
pada tahun 202O mengalami penurunan yang sangat besar kemungkinal
dipengaruhi oleh pandemic covid-19. Namun pada tahun 2O2l angka penetrasi
kembali membaik diangkat gl,2lok yang mengindikasikan lebih banyak
pendudukan yang dapat difasilitasi untuk membuat KTP. Dalam hal ini.
Kabupaten Tangerang akan mengoptimalkan inovasi pada pelayanan
pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil agar menjamin setiap
warganya agar bisa mendapatkan dan memiliki akses membuat KTP dengan
mudah dan te{ angkau.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). adalah organisasi
kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam
pembangunan Indonesia. Persentase PKK aktif mengukur efektivitas program
PKK. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa program PKK efektif dan
masyarakat memanfaatkan PKK sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk
memberdayakan perempuan agar turut serta dalam pembangunan. sedangkan
angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau
kendala yang menghalangi masyarakat dari memanfaatkan layanannya.

Gambar 2.63 Persentase PKK Aktif
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Dari gralik diatas menunjukkan capaian PKK aktif yang ada di Kabupaten
Ta,ngerang ada-lah 100% dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa
seluruh organisasi PKK yang ada seluruhnya aktif dan melaksanakan prograrn
dan kegiatal yang ada darr turut serta dalam prograrn pembangunan. Melihat
angka tersebut partisipasi masyarakat terhadap prograrn PKKjuga sangat tinggi
dan bisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan berkontribusi
dalam pembangunal melalui program PKK yang kemudian mendekatkan pada
tercapainya keluarga yang berima;n dal bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlal< mulia dan berbudi luhur. sehat sejahtera. maju dan mandiri.
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b. Persentase Posyandu Aktif
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pusat pelayanan kesehatan

primer yang berfokus pada upaya promosi kesehatan. pencegahan penyakit. dan
pelayanal dasar kesehatan bagi masyarakat terkhusus bagi ibu. ana-k dan
lansia. Persentase posyandu aktif mengukur efektivitas program posyandu
dalam melayani masyarakat. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa posyandu
efektif dan masyarakat memanfaatkan layanan didalamnya. sedangkan angka
yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kenda.la

2018 2022



lain yang dihadapi dalam pelaksaraan posyandu dalam memberikan layanan
Kesehatan bagi masyarakat.

Gambar 2.64 Persentase Posyandu Aktif
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Grafik diatas menunjukkan tingkat persentase Posyandu yang aktif
dibandingkan dengal seluruh Posyandu yang ada. Berdasarkan data diatas.
persentase posyaldu yang aktif berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2018
dan 2079 mencapai angka 100%. sedangkan pada tahun 2O2O d,o:r 2027
mengalami penurunan di angka 91,860/o dan 93,llo/o. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa pada tahun 2O2O dan 2O2l terdapat kendala dalam
melaksanakan kegiatan posyandu atau ada beberapa posyandu yang kemudian
tidak aktif yang diakibatkan juga oleh adanya pandemic covid-l9. Dilain sisi
pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam hal memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat mela-lui program posyandu yang dikhususkan
bagi ibu. anak dan lansia. Capaiarr tersebut juga memastikal bahwa seluruh
masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menikmati dan mendapatkan akses
fasilitas kesehatan.

6. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat perubahan jumlah
penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini diukur sebagai
persentase perubahan jumlah penduduk dari periode sebelumnya. Laju
pertumbuhan penduduk memainkan peran penting dalam menentukal
kebijakan pemerintah dan memahami dinamika populasi. Laju pertumbuhan
penduduk bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran,
tingkat kematian, dan tingkat migrasi. Jika tingkat kelahiran lebih tinggi
daripada tlngkat kematian, maka laju pertumbuhan penduduk akan meningkat.
Sebaliknya, jika tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka
laju pertumbuhan penduduk akan menurLln.
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Gambar 2.65 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2Ol8-2O22
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Grafik diatas menunjukkan tingkat laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, pertumbuhan laju penduduk
selalu mengalami penurunan setiap ta-hunnya. Pada tahun 2018 mencapai
al;rgla 3,Olo/o, kemudian menurun pada tahun 2O2l l:ingga mencapai angka
1,47o/o demrkian pula ta},ur, 2022. Menurunnya LPP ini karena terdapat
perbedaan perhitungal jumlah penduduk yang sebelum tahun 2O2O
menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, sedangkan jumlah
penduduk tahun 2020 sampai dengan 2022 menggtnakan hasil Sensus
Penduduk Tahun 2020 dimana dalam perhitungan jumlah penduduk telah
memperhatikan penduduk ber-NIK. Pertumbuhan penduduk yang relatif stabil
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak begitu menjadi isu
yang serius karena masih dapat dikondisikan dan dapat ditangani dengan
kebijakan yang ada.

b. Total Fertility Rate (TFR)
Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan

oleh seorarg warita selama masa produktifnya (umumnya didefinisikan
sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan kematian tetap
stabil. Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata arral< yang akan
dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya (umumnya
didefinisikan sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan
kematian tetap stabil. Ini adaiah ukuran kunci dari tingkat reproduksi suatu
populasi.

TFR digunakan untuk mengukur tingkat kelahiran dalam suatu populasi
dan membaltu memahami dinamika populasi dan proyeksi pertumbuhan
penduduk. Nilai TFR yang tinggi menunjukkan tingkat reproduksi yang tinggi
dan pertumbuhan penduduk yang cepat, sementara nilai TFR yang rendah
menunjukkan tingkat reproduksi yang rendah dan pertumbuhan penduduk
yang lambat.
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Grafik diatas menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan
oleh seoralg wanita selama masa produktifnya. Berdasarkan data diatas, angka
pertumbuhan penduduk berada pada kondisi yang stabil, tidak terjadi
peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2O2O angka TFR mencapai 2,552%,
terjadi peningkatal dari tahun sebelumnya. Kenaikar tersebut disebabkan oleh
tingginya usia perkawinan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berada
dalam masa produktifnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah rata-rata
kelal-iran.

c. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase perempuan menikah

yang menggunakan metode kontrasepsi untuk membatasi atau memperlambat
kehamilan. Angka ini berguna untuk mengukur tingkat kesadaran dan akses
masyarakat terhadap layanan keluarga berencana. Di Indonesia, angka
pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah pada tahun 2020 sekitar 56%.
Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan menikah di Indonesia
sudah memiliki akses dan memahami pentingnya layarran keluarga berencana.
Namun, masih ada beberapa faktor seperti keterbatasan akses, stigma, dan
kendala ekonomi yang mempengaruhi pemakaian kontrasepsi bagi sebagian
kecil dari masyarakat.

Gambar 2.67 Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah
Usia 15-49 Tahun
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Gralik diatas menunjukkan tingkat angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah usia 15-49. Berdasarkan data diatas, angka pemakaian
kontrasepsi bagi perempual menikah usia 15-49 pada tahun 2020 mencapai
57,59o/o dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai angka 70,7 5o/o.

Gambar 2.66 Total Fertility Rate (TFR) Tahwn 2Ol8-2O22
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d. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia
15-19 tahun (ASFR i5-19)

Angka kelahiran remaja adalah jumlah bayi yang dilahirkan oleh wanita
berusia 15-19 tahun. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan
reproduksi dan memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan akses
layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Di Indonesia, angka kelahiran
remaja masih cukup tinggi. Menurut data dari Badan Kependudukal dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada talun 2020 sekitar 27% dari total
keiahiran adalah pada remaja. Angka ini menunjukkan ba-hwa masih ada
beberapa kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya
tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada
remaja.

Gambar 2.68 Angka Kelahiran Remaja Tahun 2Ol8-2O22
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Grafik diatas menunjukkan angka kela,hiran remaja (perempuan usia 15-
19) per 1 .000 perempuan usia 15- 19 tahun. Berdasarkan data diatas, persentase
kelahiran pada usia remaja 15- 19 tahun masih tergolong tinggi pada tahun 2020
yang mencapai 46,53 persen, a-kan tetapi mengalami penurunan menjadi 16
persen pada tahur, 2022. Dalam pelaksanaan masih ada kendala seperti
keterbatasal akses layalan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan
stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja. Kurangnya
optimalnya promosi akan keluarga berencana yang mampu diterima dan
dipahami oleh perempuan remaja juga menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan tingginya
angka kelahiran remaja.

e. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah

persentase pasangan usia subur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang
ingin membatasi atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses
atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Unmet need merupakan
indikator penting untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga
berencana dan memahami kebutuhan dan permintaan masyarakat. Di
Indonesia, unmet need pada tahun 2020 sekitar 10%. Ini berarti masih ada
sekitar 107o dari pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan, tetapi

Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan menikah di Kabupaten
Tangerang makin menaruh perhatian terhadap pemakaial kontrasepsi. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa perempuan menikah telah memiliki a-kses dan
kesadaran akan pentingnya keluarga berencara.



belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana.
Hal ini dapat disebabkal oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses
layanan, stigma, dan kendala ekonomi.

Sumber : DPPKB,2022

Grafik diatas menunjukkan angka cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unm.et needl. Berdasarkan data diatas, persentase PUS yang ingin
ber-KB pada tahun 2O2O dan 2O22 mencapat 10,4%. Angka tersebut
menunjukkan bahwa masih ada sekitar 10,4% PUS yang ingin ber-KB namun
tidak terpenuhi karena keterbatasan akan akses layanan Kesehatan reproduksi.
Angka tersebut menjadikan indicator bahwa program keluarga berencana belum
sepenuhnya menyentuh seluruh lini masyarakat, diharapkan pemerintah dapat
memfasilitasi kebutuhan pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan
di Kabupaten Tangerang.

f. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat

kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik,
implan, dan IUD (Intra Uterine Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang
tinggi dan memerlukan pemasangzrn yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga
dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi
kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di
Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 2Ooh dari seluruh
pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti
kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan
pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Gambar 2.70 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang
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Sumber : DPPKB, 2022
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Gambar 2.69 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet
need)
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Grafik diatas menunjukkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka
panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, persentase
penggunaan kontrasepsijangka panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang berada
pada angka yang stabil yaitu sepanjang 2018 hingga 202 1 berkutat pada angka
24o/o. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat akan penggunaan kontrasepsi jangka panjang.
Tantangan yang muncul dari hal ini adalah upaya pemerintah dalam
mempromosikan kontrasepsi jangka panjang melalui program keluarga
berencana. Sehingga dapat meningkatkan persentase penggunaan kontrasepsi
jangka panjang di Kabupaten Tangerang.

g. Rata-rata usia kawin pertama Wanita
Berdasarkan data World Bank pada tahun 202O, rata-rata usia kawin

pertama wanita di Indonesia adalah 22.7 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa
data ini dapat berubah dari waktu ke waltu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor sosial, budaya, dan ekonomi di suatu neg€ra atau wilayah.

Gambar 2.71 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

20ro 2021

Sumber : DPPI(B, 2022
Grafik diatas menunjukkan rata-rata usia kawin pertama wanita di

Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, rata-rata usia kawin pertama
wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 rata-
rata usia kawin pertama wanita berada pada usia 21 tahun. Hal ini disebabkan
oleh beberapa factor diantaranya, semakin banyak wanita yang mengejar
Pendidikan tinggi, yang memungkin semakin tinggi keinginan mereka untuk
menunda pernikahan. Banyak wanita yang ingin membangun karir mereka
sebelum menikah dan perubahan nilai social yang membuat mereka mengambil
keputusan untuk tidak menikah hingga usia yang matarlg. Factor lain ada-lah
ketidakpastian kondisi ekonomi sehingga mereka lebih aman memilih menunda
atau tidak menikah ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

7. Perhubungan
Data kendaraan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Tangerang

melalui Dinas Perhubungal pada tahwrr 2022 mencapai 58.304 unit kendaraan
umum dengan jenis kendaraan meliputi mobil penumpang sebanyak 1.752 unit,
mobil barang sebanyak 56.103 unit, kondisi uji KIR di Kabupaten Tangerang
meningkat dari tahun 2O2O-2O22, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat
keselamatan berkendara bagi kendaraan umum menjadi prioritas utama dalam
keselamatan transportasi.
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Tabel 2.22 Jumlah U i KIR An kutan Umum

-Pick U o7 11/) 1 lrO 10 nAq ca 49q 2 _c, 020

Tem iean t2 '2b I 3/ I 4J1

Sumber: Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang, Tahun 2022
Rasio Rasio Panjang ja-lan per Jumlah kendaraan dr Kabupaten

Tangerang menghitung pelayanan panjang j alan dengan Jumlah
kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang. Panj ang Jalan yang
diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan
provinsi, jalan kabupaten dan j alan kota. Rasio paljang j alan dengan
jumiah kendaraan riiperoieh dengan membagi jumiah ken<iaraan (uniti
dengal panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut
berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan.
Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang,
bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan
rlerrgirriur lraLsikaur iirrgkal- Ircr rB,E,Lrr ri{iarr jieiarr tii suaiu wiiayair, rrrcskipurr
belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum
diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.23 Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan di Kabupaten
Tangerang

Kendaraan 2018 2019 2020 2021 2022

Truk 50.043 55.246 53.669 52.444 53.669

Panjang
.Ialan t,124.29 1,128.29 1,128.61 1,128.64 1,128.64

Rasio
(unit/l(m) r,272.25 t,407.24 1,325.85 1,282.24 1,325.81

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah.
Pada tahun 2022 di Kabupaten Tangerang oer 1 km Panjang ialan

melayani sekitar 1.325 unit kendaraan bermotor, taJ'rlun 2022 per 1 Krn
Panj ang jalan melayani sekitar 1.282 unit kendaraan. Kepemilikan KIR
di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 rnencapat 23,99 persen dari
243.066 unit kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang.

20t9 2020 2021Kendaraan 20t8 2022
51,505 27,562 48,956 54,154 56,103Mobil Barang :

-Truck 6,732 25,661 22,302 23,464 23,960

-Light Truck 17,661 772 7,426 7,018 7,1o7
-TR. HEAD 163 ra7 16
Mobil
Penum

-Bis

3,346

266

206

86

1,916

536

1,6t2

103

1,752

216
-Micro 554 a7 209 562 788
-Mini 2,379 32
-Taxi 147 I 58 34 646

Kendaraan
Khusus 6 11 18

Total 55,053 27,780 51,139 56, 148 58,304

Mobil
Penumpang

168,626 192,302 189,087 189,647 189,087

Bus 245 400 310 t,644 310

Sepeda
Motor 1,2 16,558 1,339,870 1,253,300 1,203,050 1,253,300

Jumlah 1,435,472 1,587,818 1,496,366 1,447,189 1,496,366

202

I

I

I



No. Uraial 2018 20t9 2020 202t 2022
I Kendaraan 218,914 247,944 243,066 244,L39 243,066

UJi KIR 55,053 27,7aO 51,139 56,148 58,304
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Tabel 2.24 Ke milikan KIR di Kabu aten Tan Tahun 2O|A-2O22

'ai

Persentase
Kepemiiikan
KIR

25.15 t t.'20 2 L.o+ '23.U\) '2J.99

Sumber : Dtnas Pertrubung

8. Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah
a. Koperasi

Peran koperasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya melalui partisipasi aktif
dalam ekonomi. Koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.72 Jumlah Koperasi Aktil 2Ol8-2O22
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Jumlah koperasi yalg aktif di Kabupaten Tangerang. setiap tahun
mengalami peningkatan Hal ini memperlhatkan bahwa peran Pemerintah
Daerah bukan hanya meningkatkan jumlah koperasi akan tetapi juga koperasi
yang senantiasa diupayakan untuk ditingkatakan kapasitasnya. Dibawah ini
disajikan data koperasi yang meningkat kualitasnya

Tabel 2.25. Jumlah Ko erasl Meni at Kualitasn

Sumber : DUKM. 2022

b. Usaha Mikro Kecil
Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah bentuk usaha skala kecil yang dimiliki

oleh individu atau kelompok kecil yang memiliki aset atau modal terbatas. UMK
dapat bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, jasa
atau manufaktur. UMK memiliki peran penting dalam perekonomian. karena
dapat membantu menciptakan lapangan kerja. meningkatkan pendapatan. dan
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu. UMK juga dapat
mempromosikan kemandirian dan kewirausahaan dalam masyarakat.

Uraian Satuan 2019 2020 2027 2022
Jumlah koperasi yang
meningkat kualitasnya
berdasarkan RAT, volume
usaha dan asset

Koperasi 60 a2 120 159

2

159
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Gambar 2.73 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2Ol8-2O22
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Dari grafrk tersebut menggambarkan bagaimana geliat perekonomian di
Kabupaten Tangerang sangatlah dinamis. Banyaknya UMK yang ada ada-lah
representasi dari sehatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.26 Jumlah Produk UM Di

Sumber : DUKM.2022

Uraian Satuan 2079 2020 2021. 2022
Jumlah produk
usaha mikro yang
dipasarkan

Produk al l 250 300 s36

Tabel 2.27 Fasilitasi UPDB Ko rasi dan UM

1698

Jumlah koperasi
yalrg
6a A.^^rVen
pembiayaan
UPDB

Koperasi t7 11

Sumber : DUKM. 2022

9. Penanaman Modal
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor berskala nasional adalah investor yang beroperasi dalam skala
yang cukup besar di tingkat nasional, yaitu investor yang melakukan investasi
di berbagai wilayah atau sektor ekonomi dalam suatu negara. Investor berskala
nasional biasanya mencakup institusi keuangan seperti bank, perusahaan
asuransi dan dana pensiun, serta perusahaan investasi swasta. Investor
berskala nasional memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu
negara. karena mereka dapat memberikan sumber daya keuangan yang
signifikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan proyek-proyek
infrastruktur.

Satuan 2018 2019Uraiar 2020 2021 cncc

Dana bergulir
yang tela-h
disalurkan

RP
10.380.OOO.OOO 39.840.000.o00

29.790.OOO.O00
2s.940.OOO_OO0 18.780.OO0.OO0

3g.og3 740 34 
Dana bergulir
Yang ada

RP
26 .969 .527 .67 1,

14.OO8.834.135
19.954.901.883 35.395.123.101

Jumlah umkln
yalrg
mendapatkan

UPDB

5303 5067Usaha
Mikro

4655 3275

l4 l3

-

591E 591t
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Gambar 2.78 menunjukkan jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas. terjadi
peningkatan jumlah investor pada tahun 2022 mencapai angka 7.247 investor.
Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan
lingkungan investasi yang aman dan kondusif, sehingga para investor mau
untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.74 Jrumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
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a. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Investasi berskala nasional adalah investasi yang dilakukan dalam skala

besar di tingkat nasional, yang melibatkan dana yang cukup besar dan memiliki
dampak yang signifikan pada ekonomi suatu negara. Investasi berskala nasional
dapat dilakukan oleh berbagai jenis investor, termasuk perusahaan, lembaga
keuangan, dan pemerintah. Investasi berskala nasional memiliki peran penting
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptalan lapangan kerja.
Namun. investasi semacarn itu juga memerlukan koordinasi yang baik antara
pemerintah dan sektor swasta. serta regulasi dal pengawasan yang memadai
untuk memastikan investasi tersebut dilakukan dengan transparan, adil dan
bertanggung jawab. Berdasarkan gambar 2.79 menunjukkan jumlah nilai
investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan
grafik diatas jumlah nilai investasi mencapai angka yang cukup tinggi pada
tahun 2022 mencapai angka 18.348.18 Milyar Rupiah.

Gambar 2.75 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

21,333.90

18,500.13 18,348.18

75,403.47
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Sumber: DPMPTSP. 2022

Angka tersebut menunjukkan pada tahwn 2022 banyak investor
yang mulai berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut tidak lepas
dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kabupaten
Tangerang itu sendiri.
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b. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupia}l)
Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengacu pada

total nilai investasi yang diinvestasikan oleh perusahaan domestik di dalam
negeri dalam bentuk modal dan aset. Jika te{adi kenaikan nilai realisasi PMDN,
artinya terdapat peningkatan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan
domestik. yang dapat diindikasikan sebagai peningkatan minat investasi dalam
negeri. Sebaliknya. jika terjadi penurunan nilai realisasi PMDN, artinya terdapat
penurunan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan domestik.
Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah,
stabilitas politik dan iklim investasi.

Gambar 2.76 Kenatkan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
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Sumber: DPMPTSP.2022

Grafik diatas menunjukkan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
(milyar rupiah). Terlihat bahwa nilai realisasi PMDN sempat mengalami
penurunan hingga minus. Pada tahun 2O2O rrila:. realisasi mencapai 58.05
milyar rupiah dan tahun 2022 telah kembali mencapai 55.3 milyar rupiah.
Angka tersebut menunjukkan adanya minat investasi yang cukup baik di
Kabupaten Tangerang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim
investasi agar realisasi investasi daerah dapat meningkat.

10. Kepemudaan dan Olahraga
a. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator organisasi pemuda yang aktif penting untuk mengevaluasi
kine{a dan dampak dari organisasi pemuda tersebut dalam mencapai
tujuannya. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang
seberapa aktif organisasi pemuda tersebut dalam melakukan kegiatan. seberapa
besar dampak yang telah dicapai. serta seberapa besar kontribusinya terhadap
pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator organisasi pemuda
yang aktif juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan atau
potensi perbaikan dalam kineq'a organisasi pemuda tersebut dan membantu
mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja dan
dampaknya.
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Gambar 2.77 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
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Sumber : Disporabudpar. 2022

Grafi.k diatas menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif di
Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafrk diatas angka persentase selalu
meningkat dari tahun ke talun. Pada tahun 2021 mencapai angka 85%
organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang. Angka tersebut
menunjukkan keal,rtifan pemuda di Kabupaten Tangerang yang juga turut serta
berkontribusi dalam pembangunan kepemudaan melalui tujuan masing-masing
organisasi pemuda yang ada. Pada tahun 2022 persentase organisasi pemuda
yang aktif sedikit menurun menjadi 83.33 persen. hal ini disebabkan
pertumbuhan organisasi pemuda baru senantiasa bertambah sehingga
dibutuhkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

a, Persentase wirausaha muda
Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di

suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang menganalisis melalui
pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperan aktif dalam pembangunan
ekonomi. Indikator ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti. menilai
kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dengan melihat seberapa besar
kontribusi dari sektor usaha kecil dan menengah yang banyak dijalankan oleh
wirausaha muda dan Melihat tingkat partisipasi generasi muda dalam
perekonomian dan membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk
menjadi wirausaha.

Gambar 2.78 Persentase Wirausaha Muda
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Berdasarkan gralik diatas menunjukkan persentase wirausaha muda
yang ada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas angka persentase
wirausaha muda selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka
persentase wirausaha muda mencapai 87.7o/o. Angka tersebut menunjukkan
Kesehatan ekonomi Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi sehat. dilihat
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dari banyaknya wirausaha muda yang mulai menjalankan usaha kecil dan
menengah yang dijalankan oleh pemuda di Kabupaten Tangerang.

b. Cakupan pembinaan olahraga
Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan

untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda. serta mendukung
peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Dalam pengembangan
olahraga, cakupan pembinaan olahraga ini penting untuk mengembangkan atlet
muda yang berprestasi dan menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan
olahraga di tingkat nasional. Cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa
aspek seperti. pelatihan atlet muda. pengembangan program pelatihan fisik,
hingga pemberian fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan finansial.

Gambar 2.79 Cakupan Pembinaan Olahraga

41

2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : Disporabudpar

Grafik diatas menunjukkan cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten
Tangerang. Berdasarkan grafik diatas cakupan pembinaan olahraga mengalami
peningkatan drastis pada tahun 2022 yang mencapai angka 100%. Angka
tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti mulai dilal<sanakannya berbagai
pelatihan pembentukan atlet. penyediaan sarana dan prasarana serta
pelaksanaan berbagai kompetisi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah mulai serius menangani permasalahan pembinaan olahraga di
Kabupaten Tangerang agar terciptanya masyarakat yang bugar dan sehat
jasmaninya.

c. Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Cakupan pembinaan atlet muda meliputi berbagai hal yang bertujuan

untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda serta mendukung
peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan
olahraga. cakupan pembinaan atlet muda ini sangat penting untuk menciptakan
iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak
atlet muda yang berprestasi.
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Gambar 2.80 Cakupan Pembinaan Atlet Muda
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Grafik diatas menunjukkan angka cakupan pembinaan atlet muda di
Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas cakupan pembinaan atlet muda
mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tal:,un 2O22 angka cakupan
pembinaan atlet muda mencapai 100o/o. angka tersebut menunjukkan bahwa
pembinaan atlet muda mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pembinaan atlet
muda yang bermuara pada terciptanya atlet berbakat daerah yang berprestasi.

d. Jumlah Atlet Berprestasi
Atlet berprestasi diciptakan dari iklim keolahraga€rn yang baik serta

dukungan dari berbagai pihak. Kabupaten Tangerang telah melalukan berbagai
upaya dalam hal pembentukan atlet berprestasi salah satunya melalui berbagai
prograrn kepemudaan dan olah raga yang diampu oleh Dinas pemuda dan
olahraga. Atlet berprestasi menunjukkan keberhasilan program pembinaan
olahraga di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.81 Jumlah Atlet Berprestasi
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Sumber : Disporabudpat. 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah atlet berprestasi di Kabupaten
Tangerang. Jumlah atlet yang berprestasi menurut grafik diatas mengalami
penurunan pada tahun 2O2l capaianjumlah atlet berprestasi menurun drastis
hanya pada angka 4 orang saja. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan
pembinaan olahraga yang mulai dirintis kembali setelah terjadinya pandemi
Covid-19 yang lalu. Pada tahun 2022 telah banyak prestasi yang diraih seiring
dengan mulai normalnya berbagai kompetisi olahraga yaitu 104 atlet
berprestasi. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pembinaan
olahraga sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama
harum daerah di kancah nasional hingga internasiona-I.

4
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1 1 . Perpustakaan
a. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Kunjungan ke perpustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk
mengevaluasi kinerja perpustalaan, namun tidak satu-satunya indikator untuk
menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu
dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku
dan materi lainnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital,
kualitas layanan dan program yang ditawarkan. kecukupan dan keterampilan
staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta
sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan
penggunanya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang holistik untuk
menilai kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut.

Gambar 2.82 Jumlah Pengunjung Perpustakaan
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Grafrk diatas menunjukkan jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah
Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan grafrk diatas, teq'adi
penurunan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2021 mencapai
angka 15.582 orang. sedangkan pada tahun 2019 angka kunjungan
perpustakaan sangat tinggi berada pada angka 335.707 orang. Angka tersebut
memperlihatkan penunrnzrn minat masyarakat untuk berkunjung ke
perpustakaan, dimungkinkan perkembangan teknologi yang sangat cepat
mempengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, karena
informasi telah dapat diakses dengan mudah melalui media digital diperlukan
upaya promosi lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke
perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang. Walaupun pada tahun 2022 re4adi
peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 52.841 kunjungan akan tetapi jumlah
kunjungan belum bisa melewati capaian tahun 2019. Selain itu terdapat
beberapa permasalahan yalg menyebabkan kunjungan di perpustakaan relatif
menurun seperti sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar,
Kompetensi SDM Perpustakaan masih terbatas serta Promosi layanan
perpustakaan masih belum masif.

b. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah bisa menjadi salah

satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan. Koleksi buku yang
tersedia di Perpustkaan Daerah semakin meningkat, kondisi ini harus diimbangi
dengan promosi terhadap layanan Perpustakaan sehingga bisa dimanfaatkan
secara lebih luas oleh masyarakat.
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Gambar 2.83 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
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Gralik diatas menunjukkan jumlah koleksi buku yang tersedia di
Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan
grafik diatas, koleksi buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk
pcr pusiakaarr sckcias pcrpusiakaanr tiacr air. ,i"ugira icl sci.rul urcurpcr iiirai-kaur
kuantitas buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Dilihat dari jumlah yang
tidak sedikit, perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macam buku
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa
memalfaatkan layalan perpustakaai tersebut.

c. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah

Kabupaten Tangerang setiap tahunnya, grafft dibawah ini menunjukkan
koleksi judul buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk
pernustakaan sekelas Demustakaan daerah.

Gambar 2.84 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpusta-kaal
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Data diatas menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di
Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Angka tersebut
memperhhatkan kuantltas Judul buku yang tersedn d1 perpustakaan daerah.
Dilihat dari jumlah koleksi judul yang tidak sedikit, memperlihatkan
perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macarn judul buku sesuai
dengan kebutuhan masyara-kat Kabupaten Tangerang untuk bisa
memalfaatkan layanan perpustakaan tersebut. Meskipun apabila dilihat dari

pada tahun 2021 menjadi 57.979 buku di Tallun 2022.

12. Kearsipan
a. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi
JrurB ir.urrsisLcrr .iaiilrl pvrrgurupuiierr, ptrrryur.Lpilranr, pcrrg,ulairaur r.iarr
pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah
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ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikal integritas, keamanan dan
aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Staldar-standar tersebut
dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau
instansi yang melakukan pengelolaan arsip.

Gambar 2.85 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
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Gralik diatas menunjukkan persentase perangkat daerah yang mengelola
arslp secara ba-ku. uerdasarkan gralrk clratas. aIlgl€ persentase perangkat
daerah yang mengelola arsip secara baku pada ta-hun 2022 mencapai angka 66Yo
yang artinya sebanyak 66o/o peratgkat daerah telah mengelola arsip sesuai
dengan standar pengelolaan arsip. Namun masih terdapat beberapa permasalah
sehingga pengelolaan kearsipan di tingkat perangkat daerah masih belum
ulJurrlcu Jcutu l cr<u\ocurdlaur d^Ll1irsr Lra.(r Pcrrygr ir.rlcur drnrP staus lrldsur uclLlllr
maksimal dan belum terkelolanya arsip sesuai NSPK.

b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Sumber Daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar

menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya
Ar sipau is yzurg kuru;rctcrr urcrrjadi sa-iair salu pcr urasaiairaur yaur6, ada di tii i-ritia.rr6
urLlsan kearsipan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu perlu dilakukan
peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM
pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas

/loml1ar D e6 Paninolrotan ehlr/' pa-dal^I. La.fsir1lin' -__D'_-^*
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Grafik diatas menunjukkan kegiatan yang diikuti oleh SDM pengelola
kearsipan. Berdasarkan grafik diatas kegiatal peningkatan SDM pengelola
kearsipal selalu diadakan minimal sekali dalam satu tahun untuk
rucrr.irgkatkarr iruaiilas SDivi pcrrgciuia kcau sipeur. Fiai lcr scLul tiiiakuktur g,urrer
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menunjang pengelolaan kearsipan yang berkualitas dilingkungan pemerintah
Kabupaten Tangerang.

2.4.3 Urusan Pemerinta-h an Pilihan
1. Pariwisata
a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-
tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan
utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikrnati berbagai
keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.

Gambar 2.87 Kunjungan Wisata
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Rerdasarkan grafik riiatas krrnjrrnrran wisata di Kahr:naten Tangerang
pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018
sampai dengan tahun 2O19 meningkat, akan tetapi pada tahun 2O2O karena
pandemi covid- 19 maka kunjungan wisata menurun drastis karena pembatasan
aktivitas ekonomi. Mulai Tahun 2021 kembali meningkat di angka 27.129.OOO
pengunjung dan di tahun 2022 menurun menjadi 24.579.OOO pengunjung.
Penurunan angka tersebut karena kurangnya rencana aksi dan pengembangan
kawasan strategis pariwisata, serta minimnya sarana dal prasarana dalam
pengelolaan kawasal strategis pariwisata.

b. Penyelenggara Festival Seni dan Budaya
Pcrrycicrrggil aarr icslivai scrri ,.ian-, 'uudaya urcr upairur saiair satu uar a

untuk mempromosikan dan mengapresiasi kebudayaan dan tradisi suatu
daerah Festival budaya yang dimaksudkan di sini adalah festival yang
mengangkat tradisi sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di
Indonesia. Festival dalam kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh
Lnmrrnilasnvq olarvlpnoah tur.- pFmarinfala r,.n.' telah mar.naer tlrl;-annva to

dalam program ke4'anya.
Berdasarkan grafik diatas Penyelenggara Festival Seni dan Budaya di Kabupaten
Tangerang pada tahun 20 18 hingga 2022 capatan fluktuatif. dimana pada tahun
20 18 Penyelenggara Festival Seni dan Budaya sebanyak 15 kali, lalu tahun 2019
tetap di angka 15. kemudian di tahun 2020 menealami penurunan vang cukup
signifikan dikarenakan kondisi pandemic Covid- 19.
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Gambar 2.88 Penyelenggaraan Seni Budaya
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Lalu di tahun 2O2l mengalami kenaikan sebanyak I I kali dan tah:un 2022
sebanyak 12 kali. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan
penurunan tingkat penyelenggaraan budaya apabila dibandingkan dengan
tahun 2018 dan 2019 yaitu:
1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan

seni budaya;
2. Minimnya sa.rana prasarana kesenial tradisional yang dimiliki oleh sanggar

seni;
3. Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan

kebudayaan;
4. Kurangrrya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni

budaya.

2. Pertanian
a. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam
perekonomian suatu negara. termasuk dalam menentukan Produk Domestik
traoinnal Elnrin rDhFEll arratrr rrader. Ilarilrrrf ai.lal^h h.-harana lznnfrilrrrci celrtnr

pertanian dal perkebunan terhadap PDRB:

Gambar 2.89 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun
2014-2022
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Berdasarkan grafik diatas Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan
terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang pada tahun 2O18 hingga 2022 capatan
fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebesar 6.68 persen. lalu tahun 2Ol9
rr.rerrgaiiliu prrrur rirra-rr ur"lijir.ii ssl:esm 6.46 ;rcr scrr, lr.curriti.ianr tii taiiurr 2O2O
mengalami kenaikan menjadi 6.95 persen. lalu di tahun 2O2l mengalami

a
15
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penurunan kembali menjadi 6.52 persen dan kembali turun pada tahun 2022
menjadi 6.33 persen.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian yang
terjadi di Kabupaten Tangerang:
1. Masih rendahnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang

pengolahan parrgarr berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian
lokal;

2. Masih rendahnya kesediaan benih unggul;
3- Masih rendahnya ketersediaan sarErna produksi pertanian darl peternakan;
4. Kurangnya ketersediaan air dan lahan pertanian;
5. iviasiir iirrggiuya risiku scr ilrrB,ilrr ir.alra tlaur pcrrya-kil itrrrillrilr,
6. Masih rendahnya kualitas serta daya saing produk pertanian;
7. Masih rendahnya surveilans penyakit hewan. jumlah medik veteriner dan

paramedik veteriner. serta pelayanan kesehatan hewan;
8. Masih rendahnya kualitas produk hewan;
O l\ilasih rat'r'lohnvo Lanaoitos ^cl.V1t i+ear.a Aan tr,altlrtr rrcaha caLtnr

pertanian;
10. Masih rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

3. Perdagangan
a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan dalam bahasa Indonesia adalah selisih antara
nilai ekspor dan nilai impor suatu negara. Ekspor bersih perdagalgan mengukur
seberapa banyak barang dan jasa yang diekspor oleh negara tersebut ke negara
lain dan seberapa sedikit barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2.90 Ekspor Perdagangan Kabupaten Talgerang

r20,000.00

100.000.m

80,000.00

60,mo.00

40,m0.00

20,000.00

0.00

102,501.16

24,520.59 26,211 .5L 26,Lr1.L4 23 ,29r.91.aa
2018 2019 2020 202t 2022

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. 2022

Berdasarkan grafik diatas Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2O 18 hingga 2O2l capaian flulrtuatif. dimana pada tahun
2O18 sebesar Rp. 24.520.59 Miliar lalu meningkat tahun 2Ol9 Rp.26.217.5
iviiiyar tial rlcrrilgkat kcurbaii tairuu 202O. akan tetapri ialurr 2O2 i scdikii
menurun disebabkan kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Selain
itu. menurunnya tingkat ekspor juga disebabkan oleh kurang optimalnya
promosi dan informasi potensi produk IKM darr masih minimnya penggunaan
Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk
Ult,lKll lokal.

4. Perindustrian
a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Bina kelompok pengrajin atau "artisan group buildin!' dalam bahasa
Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk atau membina kelompok
pengrajin atau pekeda seni untuk bekerja s€una dan meningkatkan
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keterampilan dan produktivitas mereka. Secara umum. cakupan dari bina
kelompok pengrajin adalah untuk membantu para anggotanya dalam
meningkatkal keterampilan. produktivitas. dan pendapatan mereka melalui
ke4'asama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas.

Gambar 2.91 Cakupan Bina Kelompok Perajin
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Berdasarkan gralik diatas Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di
Kabupaten Tangeralg pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana
pada tahun 2018 sebesar 18.33. lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
20. kcrrrutiiirr tii tairurr 2A2A .;:,cttgai:atrri pcrrur urrarr yarrg sigrrifikarr sci.rcsa,r
4.94. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 12.92.
Namun pembinaan pelaku Kelompok Pengrajin ini juga harus masih
dikembangkan sehingga dapat mendorong tingkat cakupan bina kelompok
Pengrajin

5. Kelautan dan Perikanan
a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan segmen industri yang memperoleh dan
memproses hasil laut dan air tawar. termasuk ikan. udang. kerang. dan
makanan laut lainnva. Produksi oerikanan meliputi aktivitas nenanekapan ikan
dan budidaya perikarral. Produksi perikanan bertanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat dunia. Selain itu. sektor
ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang di seluruh dunia dan
membantu perekonomial negara-negara yang bergantung pada sektor
perikanan.

Apabila produksi perikanan yang dihasilkan oleh para nelayan dan
pembudidaya ikan meningkat, diikuti dengan daya beli masyarakat untuk
mengkonsumsi ikal meningkat maka diharapkan pendapatan
nelayan/pembudidaya ikan pun akan meningkat. Dikarenakan ikan merupakan
produk yang mudah sekali mengalami penurunan mutu dan kualitas akibat
pr uscs pclr'uusukanr uraira pcr iu tiisiasaii dcrrgtur rucrrirrgkaiirar rriiai tilrr'uair
produk perikanan agar harga ikan tidak turun.

Tabel 2.25 Produksi Perikanan Ta};ln 2Ol8-2O22

Produksi Ton 90.03 207 .9850 209.0221 21,o.3067 422.3700

Uraian Satuan 2018 20t9 2020 2021

Sumber : Dinas Perikanat. 2022

Berdasarkan tabel 2.96 diatas Produksi Perikanan di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2O18 hingga 2O21 selalu mengalami kenaikan. dimana
pada tahun 2018 sebanyak 9O.O3 ton. lalu tahun 2O19 mengalami kenaikan
yirrg sigrrihkzur sc'uaryak 20.799 turr kcurudiur tii tairurr 2020 rucrrgaialri

20
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kenaikan kembali sebanyak 2O9,O2. Lalu di tahun 2O21 sebesar 2l0,3l ton dan
tahvn 2022 sebanyak 42 ton.

b. Konsumsi Ikan
Konsumsi ikal adalah bagial dari diet ma-nusia yang mencakup asupan ikan
dan produk olahan ikan seperti tahu. tempe. dan sushi. Ikan memiliki banyak
manfaat bagi kesehatan. seperti mengandung asam lemak omega-3 yang
berguna untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. serta protein
berkua-litas tinggi yang sangat penting bagi pertumbuhal dan pemulihan.

tdutrt Z,ZU I\Ullsulllsl lt(i:ul I ialrull ZV IO-ZVZZ
Uraian Satuan 2018 20 t9 2020 2021 2022
Konsum
si ikan Persen 101.8 34.62 36.08 37 .44 100.05

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel 2.23 di atas Konsumsi di Kabupaten Tangerang pada
tahun 20 l8 hingga 2O2 I selalu mengalami fluktuatif. dimana pada tahun 20 18
sebanyak 101,8. lalu tahun 2019 mengalami penurun€rn yang signifikan
sebanyak 34.62 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 36.08.
Lalu di tahun 2O21 sebesar 37.44 dan tahtun 2022 sebesar l0O.O5. Hal ini
menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan di tahun 2022 rur:tuk
Konsumsi Ikan. HaI ini disebabkan oleh peningkatan hasil produksi perikanan
yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi
ikan turut meningkat. Sehingga hubungan antara suplai dan permintaan akan
ikan meningkat secara signifikan dt tahtJrr 2022.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Bina Kelompok Nelayan (BKN) adalah suatu upaya pemerintah atau

Iembaga swadaya masyarakat untuk membantu dan memfasilitasi
pengembangan kelompok-kelompok nelayan. seperti kelompok nelayan
iratiisiurrai aiau riiudcrlr. tiErianu urcrlryv.t ulcL riranriaat tlanr urcurpcriruat pusisi
mereka di pasar.

Tabel 2.27 Ceku Bina Kelom Ne

Cakupan bina
2020 2021 2022U raian Satuan 201,4 2019

ne an
Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2020 sampai denqal tallurr 2022 mengalami kenaikan.
posisi terakhir pada angka 29.17 persen.

d. Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan
Produksi perikanan budidaya adalah proses memelihara atau

mengendalikan pertumbuhan spesies ikal dalam kondisi terkendali. seperti
kuiuu. tralr'uak. aiau watiuk. Daialr kurrtcks kciorupok rrciayzur. pr otiuksi
perikanan budidaya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi
para nelayan. yang biasanya berkolaborasi dengan ahli budidaya ikan untuk
memelihara spesies ikan yang cocok untuk lingkungan setempat dan memenuhi
permintaan pasar.

29.17
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Tabel 2.28 Produksi an budida a kelom nela

Persen 23.47 5.56 7.14 4.398

Produksi
perikalan
budidaya

2 1.OO

Uraian Satuan 2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : Dinas Perikatan. 2022

Tabel 2.29 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis
arnan

ne

Proporsi
iand,6ho6 iL6n

yang berada
dalam batasan
biologis yang
aInan

Sumber: Dinas Perikanan. 2021

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam
batasan biologis yang aman di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga
2O2l capatan fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebanyak 99.78. lalu tahun
2019 mengalami penurunan sebanyak 95.29 kemudian di tahun 2O2O
mensalami kenaikan setranyak 96.73. Lalu di tahun 2O21 sebanyak 97.73 dan
tahvn 2022 sebanyak 98.71
f. Nilai tukar nelayan

Nilai tukar nelayan adalah seberapa besar upah atau penghasilal yang
diterima oleh seorang nelayan per satuan produksi ikan atau per satuan waktu.
Nilai tukar nelayan yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa sektor perikanan
belum menjadi sumber penghasilan yang adil dan berkelanjutan bagt nelayal.
Oleh karena itu. penting untuk memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan

Perse 99.78 95.29 96.7 3 97 .73n 94.71

Satua
n

201A 20 t9 2021Uraian

I

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan Produksi perikanan
budidava kelompok nelayan di Kabupaten Tangeralg pada tahun 2Ol8 hingga
2O2l capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebanyak 23.47. lalu tahun
2019 mengalami penurunan yang sig-nifikan sebanyak 5.56 kemudian di tahun
2O20 mengalami kenaikan sebanyak 7.18. Lalu di tahun 2O21 sebanyak 4.398
dan tahun 2022 meningkat 21. Kondisi yang fluktuatif ini disebabkan oleh
beberapa hal yaitu :

l. Sistem produksi dr nelayan dan pembudrdaya masrh tradisional;
2. Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas

kelembagaan perikanal masih rendah dan pola pembinaan untuk
peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.

3. Belum adanya rantai pemasaran produk perikanan yang terintegrasi;
4. Kapasitas kcicrn'uagaarr pcr ikalrilr urasilr rcrttiair,
5. Pengetahuan nelayan dan pembudidaya masih rendah;
6. Pembinaan dan fasilitasi dalam peningkatan konsumsi ikan belum maksimal.

e. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasal biologis yang aman
Drnnnrs.i tarrrlranar iLan voh.r hprar,l.rlalarn Ftefaeah hi.1l.rds

bervariasi tergantung pada jenis ikan dan daerah perikanan. Batasan biologis
yang aman adalah tingkat tangkapan ikan yang dapat diterima secara biologis
dan ekonomis. yang memastikan bahwa populasi ikan tetap stabil dan
terpelihara dalam jangka panjang

I

2020 2022
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nilai tukar nelayan melalui peningkatan akses ke pasar. peningkatan
keterampilan dan teknologi. dan peningkatan kualitas produk.

Tabel 2.30 Nilai Tukar N a_n

2022

I 06.45
Sumber: Dinas Perikan an. 2022

Berdasarkan grafik diatas Nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang
^r1r .' r--'.---^ ar--t-.---.:a

Pa(ld, LcLttLrtr zvto rlulEEa /.w2. I vd.Pd.td-rt llLttrttldlrl. lnulculct PatlcL Lculllll zvlo
sebanyak l2l.6a. lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 109.65
kemudian di tahun 202O menga-lami kenaikan sebanyak 98.73. Lalu di tahun
2021 mengalami kenaikan sebanyak 110,21.

2.{.{ I-In,s111 Pendtrkl,rng I-Tr-r:Sa:r Pernenotaha-rr
I . Perencanaan Pembangunan
a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tersedianya dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Perda merupakan hal yang penting dalam perencanaal pembangunan daerah.
Dokumen RPJPD dan RPJMD vang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa
perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana,
sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam
memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi
dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini. penting bagi pemerintah daerah
untuk memastikal bahwa RPJPD dan RPJMD tersebut tersedia bagi masyarakat
dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami visi dan misi
pembangunan daerah. dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan
daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tangeraag akan berakhir tahun 2025,
datam rangka penyusunan RPJPD 2025-2045 berbagai langkah harus ditempuh
rrruiai tiier i pcrry usurririr Euaiuo"i RFJPD, KLHS RFJPD, iairapa.rr psrry usurri:ur
dokumen RPJPD yang akan di-Perda-kan pada tahun 2024.

RPJMD Kabupaten Tangerang yang berakhir tahun 2O23 akan ditetapkan
menjadi Perda pada Tahun 2025 seiring dengan ditetapkannya Kepala Daera-h
melalui Pilkada Serentak tahttn 2024.

b. Dokumen Perencanaan Tahunan
Tersedianya dokumen Rencala Kerja Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Perkada adalah hal yang penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Kewajiban setiap daerah untuk menetapkan RKPD
menjadi Peratural Kepala Daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam
penlrusunan dokumen Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah/APBD setiap
tahun. Setiap tahun disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daearah untuk perencalaan tahun yang akan datang dan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk
perenczrnaan tahun berjalan

c. Dokumen Rencaaa Tata Ruang dan Wilayah
Tersedianya dokumen RTRW yang tela-h ditetapkan dengan PERDA adalah

hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RTRW
yang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa perencanaurn pemanfaatan
darr pcrrg,ciuiaarr r uitrrB, wiiayair tiiiakuLa-rr ticrrgarr urua yturg, icr crrcarta,
sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam
memastikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dipedomani

Uraian

Nilai tukar nelayan

2018

t2t.6a

202r

1,to.2l

Satuarl 20t9 2020

Persen 109.65 94.73
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dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen RTRW telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 202O
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun
20tt-2037

d. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD memastikal

bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam
jangka pendek sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah yang
tiiiciapirarr tiaiaur jarrgka urcrrcrrgair. irri juga urcrrrl-rarriu pcurcrirrlair dacr a-ir
dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara
berkesinambungan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan RPJMD.

100

98

96

94

92

90

88

86

II-l
99

2018 2019 2020

1-

I -l ''l ;r -'f
2027 2022

Sumber : Bappeda. 2022

Berdasarkal grafik diatas Penjabaran Konsistensi Program RPJMD
kedalarn RKPD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2O18 hingga 2O2l capatan
fluktuatif, akan tetapi capaiannya selalu diatas 90 persen, ketidaksinkronan
a-rrla.r a Prugrilu tiaianl RPiiviD tiarr RXFD Lcr uiarra tiiscilaLkarr kzu crra Lcr tiapat
kegiatan maldatori seperti DAK yang banyak menggunakal program diluar yang
sudah dialokasikan pada RKPD.

e. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
L^--i-r--ai arf ara Penna na l/a;^ Damprin+ah Daarah /plpht

P- vE 9.^-

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting untuk
memastikan bahwa perencanaan dan pengalggaran pemerintah daerah
dilakukan secara terintegrasi dan efektif. Konsistensi ini memastikan bahwa
program yang dicanangkan dalam RKPD sejalan dengan anggaral yang
disediakan dalam APBD.

Gambar 2.92 Penjabatan Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD
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Gambar 2.93 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

1m

98

96

94

92 ;I
)

90

88

86
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : Bappeda. 2022

Berdasarkarr grafrk diatas Penjabaran Konsistensi Program RKPD dengan
APBD mencapai diatas 9O persen. Ketidaksesuaian program dalam RKPD dan
APBD disebabkan karena adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru
muncul pada saat terbitnya Pedomal Pen5msunan APBD tahun bersangkutan
dan terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub
kcaiata.rr, kcgialarr tizur pr ugr ier.uya seirirrgga lrcrryesuaikilr tl.crrgarr yarrg iciair
disusun dalam RKPD..
2. Keuangan
a. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menilai
Aan memlrerilzan nnir.i tarho.ieh la^^ra- 'lzarrancan npmarintoh ElpL

memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat. transparan. dal
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini BPK sangat penting bagr
pemerintah dan masyarakat. karena memberikan informasi tentang keandalan
dan keakurata.n laporan keuangan pemerintah. Opini BPK juga memberikan
dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan memastikan
bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku. Berdasarkan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangal
pada tahun 2018 hingga 2022 selalu WTP.

b. Persentase SILPA terhadap APBD
SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara

penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran.
Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
adalah rasio antara SILPA dan APBD. yang menunjukkan seberapa besar sisa
anggaran pemerintah setelah penerimaal dan pengeluaran dikurangi.

Gambar 2.94 Persentase SILPA terhadap APBD
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Berdasarkan grafik diatas Persentase SILPA terhadap APBD di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatil, Silpa terbesar
terlihat pada tahun 2O2l sebesar 18,7 pesen, hal ini disebabkan makin
membaiknya kondisi pasca pandemi sehingga terdapat kegiatan penanganan
pandemi Covid-19 yang dari Bfi yang tidak dimanfaatkan, besarnya Silpa juga
disebabkan oleh pendapatan yang melebihi dari target. Silpa sebagian juga
berasal dari Silpa BLUD terutama dari pelampauan target pendapatan BLUD
RSU, Puskesmas dan UPDB yang dapat dimanfaatkan kembali oleh BLUD.
Besarnya silpa juga dapat memperlihatlan efektivitas dan efisiensi dalam
penatausahaan keuangan.

c. Belanja pendidikan (20%)
Belanja pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang digunalan

untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dalam hal ini. persentase
belanja pendidikan sebesar 2Oo/o adaJalt rasio antara belanja pendidikan dan
fnfal halania nar.nerintah Annlza ini rnerr rnit rlzlu an salrarana lrpcar nrinritas

pemerintah dalam mengelola pengeluaran untuk pendidikan. Semakin besar
angka ini. menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas yang tinggi
terhadap pendidikan dan memperhatikan peran pendidikan dalam
pembangunan suatu daera-h.

Gambar 2.97 Proporsi Belanja pendidikan

553,110.62

Belania pendidikan {20Y")

r 2018 12019 r 2020

Sumber: BPKAD.2021

tsertiasarkirl grafik ciiatas tscianja Fenditiiial (2O%\ di Kabupai-cn
Tangerang pada tahun 2Ol8 hingga 2020 menga-lami penurunal. dimana pada
tahun 2O18 sebanyak A72.472.5a juta. lalu tahun 2O19 di angka 744.540.23.
kemudian di tahun 2020 mengalami penurunar sebanyak 653. 110.62 Juta.

,l Elalo-ia Ta-o-har66 ,'l nol^l

Belanja kesehatan merupakan salah satu kategori belanja dalam APBD
yang memiliki andil 10% dalam total belanja pemerintah. Belanja kesehatan
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kesehatan. seperti
penyediaan pelayanan kesehatan. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
peningkatan kesejahteraan masyarakat. dan lain-lain.

1,000,000.00

Afi.Lrcrl.!O

600,000.00

400,000.00

200,000.00
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a72.412.5A a
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Gambar 2.98 Proporsi Belanja Kesehatan

614,192.O2

436,236
172 )70

Belanja Kesehatan

r 2018 r 2019 .2020 I 2021

Sumber: BPKAD. 2022

Berdasarkan gralik diatas Belanja Kesehatal di Kabupaten Tangerang
pada tahun 2Ol8 hingga 2027 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018
sebanyak 436.236.29 juta. lalu tahun 2019 mengalami penurun€rn sebesar
372.270.12 juta. kemudian di tahun 2O20 mengalami penurunan Kembali
sebanyak 326.555.31 Juta. lalu di tahun 2O2l mengaTami kenaikan yang
sigrrilikan sebesar 614.192.02 Juta. Penyebab kenaikan tersebut dikarenakan
adanya pemulihan pasca kejadian covid-19.

4. Pengawasan
a. Persentase tindak lanjut temuan

Tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keualgan) merupakan
proses untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama proses pemeriksaal.
Tujuarr uta-rira iirrtia-ir, ialijui icrrrtia-rr BFK atiaiair urriuk rrisurtrstika-ri i.raiiwa
masa-lah yang ditemukan sudah teratasi dan pencegahan masalah serupa dapat
dilakukan di masa yang akan datang.

Gambar 2.103 Persentase Tindak Lanjut Temuan
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Sumber: htpektorat. 2O2 2

Berdasarkan grafik diatas Persentase tindak lanjut temuan di kabupaten
Tangerang pada tahun 2O 18 hingga 2027 capaian fluktuatif. dimana pada tahun
2O18 sebanyak 77,54 lalu tahun 2Ol9 mengalami kenaikan sebesar 90,
l(Cllluluanl Ul LalluII zwzw llLvLtta\:d.flll PETTUI ulra,rl scut:sill Ol,J't, lilltl ul Liiululr
2021 mengalami kenaikan yang sebesar 83,54. Hal tersebut dikarenakan peran
APIP sudah optimal dalam menjalankan tugasnya.

5. Kepegawaian
srrrnlrer I):rr-r.a Ane!"?t'.:r. Penerinteh Daereh senantiasa di

sisi kualitas dan kuantitas. Gambaran kondisi pegawai Kabupaten Tangerang
dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah ini :

83.54
.54

90
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Tabel 2.31Jumlah Seluruh PNS Kabu aten Tan Non Nakes dan Gulr

No. UNIT KERJA

Elarlan DanAa 6ian nopiohI

12
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan

14
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunsan Anak

18
Drnas Pengendahan Penduduk clan
Kelu Berencana

L'INAS ustanftutn oan Arsr

J1 l\CuilttlaLi:tIl \.lllt-l

1n1j, 114. 1 A'7

154

67 ZJ 90

t2 16 2a

7 29 JO

oo

598

+J2J

JUMLAH SELURUH

1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia 40 27 67

2 Badan Kesatuan Bangsa dart Politik 7 5 r2

5
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pen Bencana Daeralr

46

86

29

5 91

75

6 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

1a 16 +o

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

tt4
36

Dinas Bina M Airarga dan Sumber !4y" 40

9 Dinas Kesehatal 108 2t7 325
lo Dinas Komunikasi dan Informatika 39 22 61
11 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 34

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

30 9 3913

l5 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata 31 10 4t

54 24 78r6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanarr
Terpadu Satu Pintu

84 26 llot7 Dinas Pendidikarr

43 2 45l9 Dinas Perhubungan
20 18 3820 Dinas Perikanan
34 152t Dinas Perindustrian dan Perdagangan

40 100Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 60ZJ

51 15 6624
Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pemakaman

19 4225 Dinas Sosial
.t" Ir-:--- .r,-.^ E..^-- r^- n^--,-^- I ac4u I e..!ar r ara. r\uartB u@r u@r6urralr I vr

29 10 3927 Dinas Tenaga Kerja
50 35 8528 Inspektorat
5 I 629 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
t4 8 2230 Kecamatan Balaraja

21 6 27Kecarnatan Cisauk
19 3 22.1., Kecamatan Cisoka

l8 42Kecamatan Curug 2434
l6 3 l935 Kecamatan Gunung Kaler

t7 2Kecamatan Javanti
33 19 5238 Kecamatan Kelapa Dua

JO Kecarnatan .J zun De l+

7

l9 15

49

19
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No UNIT KERJA
JUMLAH SELURUH

L P JML
39 Kecamatan Kemiri 21 1 22
40 Kecamatan Kosambi 40 47
4l Kecamatan Kresek 19 4 23

45

50 Kecarnatan Ra 20 .)

55 Kecametan Sr:kadiri 20 6

AN Relrrata#at Daerah 1nq <n

61 Sekretariat DPRD 40 10 50
TOTAL 2196 1056 3252

Sumber: BKPSDM Kab. Tangerang, 2022

Tabel2.32 Jumlah Pns Funssional Yans Memiliki Sertifrkat Kompetensi (Tidak
Termasuk Guru Dan Te Kesehatan Kabu ten Tan

Sekretariat Daerah 55 50

1 59

1

2 Sekretariat DPRD 2

J Inspektorat 68 47

4 Satuan Polisi Pamong Praja 14 4

5 Dinas Sosial

n;n6- Dah4h-'--- rr^l^l ,{--

Pel anan Te adu Satu Pintu

5

238

5

Kecamatan Kronjo 2S 3 2842
43 Kecamatan l€gok 25 5 30
44 Kecamatan Mauk 26 6 32

1Kecamatan Mekar Baru c')

46 Kecamatan Pagedangan tq 11 JO

47 Kecamatan Pakuhaji ,< 5 30
25 8Kecamatan Panongan

49 Kecamatan Pasar Kemis l5 47

25 6 3151 Kecamatan Sepatan
52 Kecamatan Sepatan Timur 18 6 24

t5 453 Kecamatan Sindang Jaya
18 4 2254 Kecamatan Solear

Kecamatan Sukamulya 17 4 2L56
29 3257 Kecamatan Teluk Naga

58 Kecamatan Tigaraksa 27 l1 38
65 7 7259 Satuan Polisi Pamong Praja

.lumlah PNS

Total Bersertihkat
No. Perangkat Daerah

1 IDinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana6

52 527 Dinas Pendidikan

1 I9
Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata

I I10
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan AnaI<

11
Dnas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa

I1

48

25

26

l9

2



No. Perangkat Daerah
Total Bersertifikat

12 4 4

I

74 Dinas Komunikasi dan Informatika 21

15
Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air 4 2

I Dinas Pertanian dan Ketahanan
I Pangarr

1'7 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 14 t4

18 Dinas Perhubungan 4 4

20
Dinas Perindu strian dal
Perdagarrgan 72 t2

21 Dinas Pe rpustakaan dan Arsip 26 15

1n

Dinas Tenaga Kerja 12

24 Dinas Perikanan I o

5

26
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah 4 4

27 Badan Pendapatan Daerah 5 5

1A q

29 Kecamatan Balaraja I 1

30 Kecamatan Cikupa 1 I
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1.) lJlnas AesenalaLn

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan

na ni6d6 '16i4 Prrana rlan Ela--,---

25 Badan Perencanaan Pembalgunal
Deersh

oe
Badan Kepegawaian dan
Dan d6'.lr^i d^n qr:'nhar n4,,-

Manusia

2',| L-^.h61.- /.ia6,rl-

3

o

5

.) o

1

2

I1

Kecamatan Cisoka 1 1

I I

34

35

Kecamatan Gunung Kaler

Kecamatan Jambe

1

2

36 Kecamatan Jayanti I 1

JI Kecamatan Kelapa Dua 2 .)

I

l\eczunatan l\efiunJO I I

39 KecaJnatan Kosambi ) 2

40 Kecamatan Kresek I I

42 Kecamatan Legok 1 I

4l Kecamatan Kronjo

Jumlah PNS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

JJ Kecamatan Curug
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47 Kecamatan Panongan

51 Kecamatan Sindang Jaya

Kecamatan Sukamulva

55 Kecamatan Teluk Naga t I

56 Kecamatan Tigaraksa 1 1

TOTAI- 428 351

Sumber : BKPSDM Kab. 'l'angerang, 2022.

22

11

22

Jumlah PNS

Tota-l Bersertil-rkat
No. Perangkat Daerah

143 Kecamatan Mauk I

[ecallrat€ul rvleKar E'aru
I

I I

45 Kecamatan Pagedangan 1 I

46 Kecamatan Pakuhaji 2 2

48 Kecamatan Pasar Kemis 1 I

Kecamatan Sepatan 1 I49

50 Kecarnatan Sepatan Timur 1 1

52 Kecamatan Solear 2 2

Kecarnatan Sukadiri 2 2

STRATA PENDIDIKAN

1

Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya

Badan Pendapatan

Dirus tsirra iviar ga
da'l Sumber Daya
Air

Dinas Kesehatan

10

43

31

I 2 35 11

26 2 48 27

l0 6 a2

147

154

4

7 25

SD SLTP SLTA DI D
II D-III D

IV S1 S2 TOTAL

6 6 I22
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

47 9l
Badal
Penanggulangan
Bencana Daerah

10 755
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

22 1l

7 I 3 ll 1 486
Badan Perencanaan
Pembangunal
Daerah

10 26 15 59I
Pencatatan Si

Dinas
Kependudukan dan 7

It 39 9 6l10
Dinas Komunikasi
dar Informatika

9 45 3 50 13 115 86 32s

I

Tabel 2.33 Pemerintah Kabupaten Tangerang Jumlah Pns Menurut Tingkat
Pendidikan (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

| .ru"*" 
I

I

I

S3

133

I

6 6 1

5
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t2

L4

l5

l8

Di::ac
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindu Anak

Penduduk dan
Keluarga
Berenca-na

286

90

+t

100

22

27

3 17 10

2 t2 t4

3 36

38720

nino- Da*-ni.6

23 darl Ketahanan

Dinas Sosial

36

3

INqTANSI
STRATA PENDIDIKAN JUMLAH

SD SLTP DI D
II D.III D

Iv SI S3 TOTAL

1t Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro 5 20 9 34
Dinas I inolrrrnoan
Hidup dan
Kebersihan

1

I T

22
I

6

I

37 21

l3
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahar Desa

9 2 20 u 39

Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan dart tl

4 I 7 to

l6
Dinas Penanalnan
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

2 L7 I I 3t 26 7A

l7 Dinas Pendidikan 13 4 2 67 23 1 110

4 9 19

l9

2t

Dinas Perhubungan

Dinas
Perindu strian darr

9

5

1 I

2 1

18

29

16

12

45

49

Dinas
Perpu stakaan darl
Arsip

11 t9 l4 b6

l7 7

I

2

I

22

Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pemakaman

2 l6 l I 35 11 66

r0 1 2 2 19 7 I

26 Dinas Tata Ruang
dan Banguna-n

1 l5 3 2 50 19 90

27 Dinas Tenaga Kerja 3 20 11 l 39

2a Inspektorat 3 I I 60 20 85

-^ I Kantor Kesatuan2Y 
I Bangsa dan Politik

I

30
Kecamatan
Balaraia 2 13 7 22

3I Kecamatan Cikupa lo 2 l4 5 3l

Kecamatan Cisauk 1 9 t2 5 27

Kecamatan Cisoka 10 2 2 5 3

34 Kecamatan Curug 2 7 1 1 2t) 11 42

35 Kecamatan Gunung
Ka.ler

4 1l 4 l9

Kecamatan Jambe 13 1 8 32

Kecamatan Javanti 1 4 I lo 3 19

NO

Dinas Perikanan 
I

42

t

I

I

I
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JY (ecamatan (emirl

43

Kecamatan

50 Kecamatan Rajeg

53 Kecamatan Sindang

N

SFLreiariar DaFrah

5 IJ J

1l u

t) 8

lo 3

13 4

R7

30

32

12

12

2

i

17

lq

Kecanatan Solear 8 2 4 22

55
Kecamatan
Sukadiri 8 1 t2 5 26

5tr
Kecarnatan
Sukarnulya

6 2 21

t\ecanllatar I eruK

24

57

11

JUtttUcl . D/lroLrttl iuU. t Uttgeluttg, zUzZ

6. Sekretariat Dewan
a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan

DPRD Provinsi / Kab I Kota
Pcnrrroriiaan RltT ini nenfino rrrfrrlc rnemaqtilran hahrva Alat-alaf l(elenqkanan
DPRD Provinsi/ Kab/ Kota memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu
Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota da-lam melakukan evaluasi
kinerja dan memastikan bahwa tugas darr tanggung jawabnya dilaksanakan
secara efektif dan efisien. Berdasarkan capaian pada tahun 2Ol8 }ringg.a 2022
adalah ada.

STRATA PENDTDIKAN JUMLAH
NO INSTANSI

SD SLTP SLTA D-l S1 32 S3 TOTAL

38 Kecamatan Kelapa
Dua 6 2 2 3l l1 52

40 Kecarnatan
Kosambi

14 2 21 9 47

4l Kecamatan Kresek 3 15 5

12 Kecamatan Iftonjo I 8 3 10 6 2A

11

1 t2 1 I 3+4 Kecamatan Mauk 14 32

45 Kecamatan Mekar
Baru 6 2 8 6 23

tl a 36

47
Paku
Kecamatan

12 IJ 30

Kecarnatan
Pano

9 3 14 6 3348

1o 3 l9 t2 47Kecamatan Pasar
Kemis

51 Kecamatan Sepatan I 11 1 I 9 3t

8 t2 4 24Keca&atan Sepatan
Timur

10 1 18 9 3858
Kecalnatan

8 7259 Pra a
Satuarl Polisi

31

2 23 8 so6l 1,7

IO 22 713 6 10 c)a 58 I468 731 5Grand Total

2507 3252Total PNS Berdasarkan
Pendidikan

745

l?;1,,'l?;

1

1 I l

1

1

Kecamatan Legok 
I I

I

lo

1

I49 1

8

2 6

I

I II

I

I

Sekretariat DPRD

1

I
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b. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi
Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen
Rencana Tahunan (RKPD)
Penyusunan dan integrasi program-program ke4'a DPRD dalam dokumen
Rencara Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal
yang penting agar program-program keg'a DPRD memiliki perencErnaan yang
jelas dal terstrulctur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja
DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif. Berdasarkan capaian
Paua riarrurr zu l o u tBBa zvzz a(li raJL a(]a

c. Terintegrasi prograrn-program DPRD untuk melaksanakan fungsi
pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaal dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

nnln rrnpn ,lan enr;rrrrarr spftvan l-lppn rnpnahanfrr l-\DFl t

dalam melalsanakan tugas dan tanggung jawabnya dengal memastikan bahwa
program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal
ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kine{a dan memastikan
bahwa tugas dan talggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintesrasi ke
dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. maka hal tersebut
dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD
sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD.
Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

2.5 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2O22
Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kine4'a serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah. perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
tiarr sasan arr str alcgis Pcr turgkat Dacr air, Dcrrganr kaia iairr iKU tiiguuakarr
sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutal.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kine{a serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kine4'a Pemerintah. perlu menetapkan Indikator
Kine{a Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
,l.r caa.r.n straieois Dera rr rrlra f T.\aerah hanoar totq lain II{T I r{irnrralran

sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Capaial Indikator Kine{a Utama ditentukan atas target yang akan dicapai

dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Tanserans Tahwn 2022 menuniukan hasil sebagai berikut:

Tabel2.34
Capaian Indikator Kinerl'a Utarna Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun

2022

No. lndikator Kincrja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (o/o)

2
rurB a rraraP4r luuuP
(AHH)

Pcrscnrasc 100 100 100.o01

Persentase penanganan
kasus ketentraman da-n
ketertiban

Angka 70.08 72.97 104.12

I



Tingkat Partisipasi
A ndt -f.n Va;.

-ro2-

68 67.O5 98.60r0

t7

3 Prevalensi stunting Pcrscn 3.7 23.I3

Cakupan Jaminan
Kesehatan (UHC)

Indeks Pemberdayaan
Gender (lDG) Indcks 62.O5 o 0.oo

Rata-Rata Lama Sekolai
(RIli) IDalam Tahunl Angka 4.45 105.s6

7

laju Pertumbuhan
ekonomi selcor Pertanian
(Pertanian. Kehutanan.
dan Perikanan)

Perscn 5.27 0 0.oo

It
Pan.6hoh-6 ltrrnirrnoan

wisatawan
30 30 r00.00

9
Persentase peningkatan
investasi di Kabupaten 5. l2 68 1.328.13

II Persentase koperasi aktif 7 3.66 7 t.34 96.85

t2 Jumlah Industri kecil dan
Menengah di Kabupaten Jun aI 16.466 1.325 7.46

Nilai AKIP Nilai 7 | .99 0 0.00t3

l4 Indeks Kepuasan
Masyaral<at (lKM)

Indeks a3 85.r8 r02.63

Survei Ekstemal Persepsi
Ner qym/ Irue^s r Lr wPsr
Anti Korupsi (IPAK)

Indcks 3.15 2.66 tt4.4416
tndeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Eleldronik (SPBE)

99.95
Persentase rntrastruktur
wilayah dalam kondisi
baik

Pcrsun 93 92.95

50.00 84.52 169.O4IJ Persentase Sumber Air
Minum Rumah Tangga

&r.89 95.12 107.0 rI9

Persentase Rumah
Tangga yang Memiliki
Akses terhadap Layanan
Sanitasi [a].ak

Indcks

103.32

r43.70

tKA (Indeks Kualitas Air)

Persentase timbulan
sampah yang ditangani

Indcks

39.5

57 58.49

56.76

lndcks 130 t 30.45 99.6522 Indeks Risiko Bencana

roooo2i Persentase inovasi yang
clflmplementaslkan

I

Indikator Kinerja Uta.Era Satu:rn R.rlisrsiTargctNo Capaian (%)

I

I

I

I I I I

20

2t
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagai berikut :

l. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada:
a. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan hasil yang

sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 7O4.l2o/o;
b. Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) menunjukkan

hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar
l12.OOo/o;

c. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)
menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian
i.i,rcrja >cbesar 1A3.56'^,

d. Indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten
menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian
kine{a sebesar 1.328. l3o/o;

e. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan
hasi! yang sangat lnenuaskar denga!1 capaian kjne{ a sebes3r'
lO2.630/o;

f. Indikator Survei Eksternal Persepsi Korupsi/lndeks Persepsi
Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan
dengan capaian kinerja sebesar lo6.390/o;

g. Indikator Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga
menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian
kine{a sebesar 169.O4o/o;

h. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
terhadap Layanan Sanitasi Layak menunjukkan hasil yang
s€rngat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar lO7.O7o/o;

i. Indikator IKA (Indeks Kualitas Air) menunjukkan hasil yang
sangat memuaskan dengan capaian kineq'a sebesar l03.32o/o;

j. Indikator Persentase timbulan sampah yang ditangani
menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian
kine{a sebesar 143.7 Oo/o;

k.irrdikalur Fcrscrrtasc irruvasi yarrB tiiir.rryicrrrcrriasikanr
menunjukkan hasil yang sar:rgat memuaskan dengan capaian
kine{a sebesar 147 .060/o;

2. Capaian kine4'a yang sesuai target atau mencapai 1OO7o.

a. Indikator Persentase penanganan kasus ketentraman dan
lzatprfilron mannonai lri-cri. r,cno relah rlitetanlrar Ac----

capaian target sebesar 100.0O%;
b. Indikator Penamba.l.an Kunjungan wisatawan mencapai kineda

yang telah ditetapkan dengan capaian target sebesar 1OO.OO%;

3. Capaian kinerja yang tidak mencapai ta.rget ditunjukan pada:
a. Indikator Prevalensi Stuntine belum mencapai kinerja yang telah

ditetapkan namun masih dalam rent€rng nilai baik dengan
capaian target sebesar 23.13o/o;

b. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja belum mencapai
kineda yang telah ditetapkan nannun masih dalam rentang nilai
sangat memuaskan dengan capaian target sebesar 97 .060/o;

c. Indikator Persentase koperasi aktif belum mencapai kinerja yalg
telah ditetapk€ln namun masih dalam rentang nilai baik dengan
capaian target sebesar 96.850/o;

d. Indikator Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten
belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih
daiaurr. rcrrtarig rfidi bdik dcrrg,arr capaiarr ta-rgct scilcsar 7.867'0,

e. Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun
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masih dalam rentang nilai baik dengal capaian target sebesar
44.44%o;

f. Indikator persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik
belum mencapai kineg'a yang telah ditetapkan narnun masih
dalam rentang nilai baik dengan capaian target sebesar 99.95o/o;

g. Indikator Indeks Risiko Bencana belum mencapai kinerja yang
telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan
capaian target sebesar 99.650/o.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 17 Sasaran Strategis.
pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah
tiitciapir:r.rr adaiair sc'uagai 'ucr ikui,

Tabel 2.35
Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Tangerang

Tahun 2022
Tingkat Capaian Kinerja

No.
SaBaaan
Strategis

Jumlah IndilG
tor

2
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan

Prevalensi
stunting

Merlingkatnya
Ketentrannan
Dan Ketcrtiban
Masyarakat Dan
Kehidupan

Meningkatnya

n Cerrder

Meningkatnya
jumla}l investasi

PenaIrganan
Kasus
Ketcntraman
Dan Ketertiban

I 100

loo

100

Indeks

Cender IDC

d:rn

Meningkatlya
pertumbuhan
scktor pertanian
dan sektor
pariq'isata

Laju
Pe'tumbuharl
ekonomi sektor
Pertanien
(Pertanian.
Kehutanan.

peningkatan
investasi di 100

7

Meningkatnya
kualitas SDM
yang memiliki
knmnFlFnsi/ skill

TinSkat
Psrtispasi
Angkatan Kerja

Kabu

ti
Meningkatnya
produk hasil
UMKM dan IKM

Persentase
koperasi aktif I 100
Jumlah
lndustri kecil
dan Menensah
di lGbupaten
Tangerang

I 100

9

Jumlah o/o Jumlah o/o Jumlah Vo

Angka Ha-rapan
Hidup (AHH) 1 lo0

Cakupan
Jaminan
Kesehatan
(UHC)

I 100

MeninSkahya
Kualitas
Pendidikan

Rate-ttala
Loma Sekolah
{RLS) (Dalam
Tshun)

I 100

Penambaha!
Kunjungan I r00

Meningkahya
Kinerja
Akuntabili tas

Nilai AKIP

I

1

1

I

!
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No. Sasaran
Strategig

Jumlah lDdika
lor

Tingkat Capaian Kinerja

Jumlah o/o Jumlah o/" Jumlah

Dacrah

I)

12

t3

I4

15

I6

t7

Meringkatnya
lntegritas
Apat'atur

Survet
Ekstcmal
Persepsi 100

100

r00

100

Meningkatnya
cakupan dan
pelaksanas.n e-

Indeks Sistem
Peruerintah6n
Berbasis
Elektronik

Koru

Tan

Pcrsentase

Indeks Risiko
Bcncana

I

100

Meningkatnye

kuantitas
infrastruktur

Prcscntasc
Sumber Air

Kualitas
Lin8kungsn

IXA 0ndeks
Kualitas Air) I

Hidu

Meningkatnya
PenSelolaan
Pe!saItrpahan

Pe!'s€ntase
timbulan
sarEpah yang
ditengani

Meningkatnya
Kincrja Inovasi
Daerah diimplementasi

kan

100

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran. agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akarl
datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja. perlu juga digr-rnakan perbandingan-
perhandingan antara lain :

1. Kine{a nyata dengan kinerja yang direncanakal.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RPJMD.
3. Kine{a suatu instansi dengan kine{a instansi lain yang unggul di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor sv/asta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar

nasional.
Selanjutnya pengukuran kine{a terhadap indikator kinerja yang telah

dicapai pada Tahun 2022 dengalr membandingkan antara target dan realisasi

MeninSkatnya
Kinerja
Pclayanan
publik

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM

I 100

Persentase
infrast-ru ktu r
wilayal dalarn
kondisi baik

1

Persentas€
Rumah Tangga
yang Memiliki
Akses terhadap
Layanan
Sanitasi Layak

1 100

Total lndikator l1

Menurunnya
lndcks Risiko
Bcncana
Kabupaten
Tangerartg

I

100

I

I

I

I

10

100

wI
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pada 17 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja akan dilakukan analisis
kine{a untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan
demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui
rencana aksi kedepan sebagai upaya nyata pelaksanaan peningkatan dan
perbaikan.

2.6 Capaian Standar Pelayanan Minirnal (SPM) Kabupaten Tangerang
Standar Pelayanan Minirnat (SPM) adafah ketentuan mengenai Jenis dan

Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wqiib yang
i.rcr irak tii1.,cr uicir sctial.r War ga iicga a sccan a uiiliurai. APBD tiiaiukasikarr
secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas
tersebut. maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian
SPM Kabupaten Tangerang meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekedaan
umum dan penataan ruang; perumahan ra\yat dan kawasan permukiman;
ketenteranan. ketertiban urnuln. den perli::dungan nasyarakat; dan sosie.l.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan
pelayanan prima menuju Good Governanc€ dan SPM sebagai usaha pemerintah
daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggzrraan Pemerintahan
Daerah. khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraal
masyarakat. Untuk men-iamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh
pemerintah daerah. maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten
Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai
tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan. mengkoordinasikan. membina
dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87
Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Ttrgas dan Fungsi. serta
raLa rr'qJa L,,ltras rclrluutll,i r -NauulJaLcrr r a.lrB,cl atllE,, rcritll,sl{llaarl r)Larl(tan
Pelayanan Minimal urusan pendidikan mengacu kepada Peratural Menteri
Pendidikan dan Kebudayaar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapaa Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan
pendidikan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

a. Pendidlken dassr
b. Pendidikan kesetaraan
c. Pendidikan anak usia dini

Penyelenggaraan pelayanan bidang urllsan kesehatan di Kabupaten
Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mempunvai
tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan. mengkoordinasikan. membina
dan mengendalikan urusal pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi
kewenangal daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88
Tahun 2O16 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. T\rgas dan Fungsi. serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar
Pelayanan Mini.rnal bidang urLrsan kesehatan mengacu kepada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan pada Standar
r(:rayi:uri r rvluLlulan (DrrYl, lucuPLLLl .

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;



c. Pelayanan
d. Pelayanan
e. Pelayanan
f. Pelayanan
g. Pelavanan
h. Pelayanan
i. Pelayanan
j. Pelayanan
k. Pelayanan
1. Pelayanan

kesehatan
kesehatan
kesehatan
kesehatan
kesehata-n
kesehatan
kesehatal
kesehatan
kesehatan
kesehatan

-107-

bayi baru lahir;
balita;
pada usia pendidikan dasar;
pada usia produktif;
pada usia lal'iut;
penderita hipertensi;
penderita Diabetes Melitus;
orang dengan gangguan jiwa berat;
orang dengan TB;
orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan pekerjaan umum di
Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.
Permukiman dan Pemal<amarr yang mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan. permukiman dan
pemakaman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah. sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan
Organisasi. Ttrgas dan Fungsi. serta Tata Kerja Dinas Perumahan. Permukiman
dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan
iviinimai urusan pekedaan umum mengacu kepacia Peraruran ivienteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Nomor 29lPRTlM/2018 tentang Penerapan Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum pada Standar Pelayanan
Minimal meliputi:

a. Fcrryctiiaarr kcilui-uir.anr pukuk aL rrLlrrr-rlrr sciran i-iran i,
b. Penyediaan pengolahan air limbah domestic

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan perumahan rakyat di
Kabupaten Tangerang secara teknis dilalsanakan oleh Dinas Perumahan.
Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati
meiaksanakan urusan pemerinrahan biciang perumahan. permui<iman cian
pemakaman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah. sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Bupati Tangerang Nomor lO2 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan
Organisasi. T\:gas dan Fungsi. serta Tata Kerja Dinas Perumahan. Permukiman

herrnana Aqn r.phal.ral.qn

tlall rclllialaialuillr AiluuPilLrrr r arrEcr 4u8,. rclar,sallai,'lr oLtllluial rcrayalriarr
Minimal urusan pekerjaan umum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Nomor 29 lPRTlMl2Ol8 tentang Penerapan Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat pada Standar
rr^t^--^-^.^ lr:-:-^l 

-^l:---.: 
.r \-rd.J arranr rvrrrrurr(4l rlruuPuu

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
di kabupaten;

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan ketentraman. ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tangerang secara teknis
dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. yang mengampu SPM sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum dan Badan Penanggulangan
Elcr.rnana l-lqarah u SPI\I sub
Penyelenggaraan pelayanan bidang urusan sosial di Kabupaten Tangerang
secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang mempunyai tugas membantu
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Bupati merumuskan kebijakan. mengkoordinasikan. membina dan
mengendalikan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun
2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata
Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.36 Ca aian SPM Kabu ten T Tah:ur.2022

lt

SPM
PENDIDIKAN

Pendidikan
Dasar

1002

3 100

100

100

100

100

too

98.07

96.63

100.00

99.77

95.08

97 .27

100.00

98.75

94.o7

96.63

100.00

99 .77

95.08

97 .27

100.00

98.75

1.93

0.23

4.92

| .25

Pendidikan
Kesetaraan

Pelayanan
kesehatan ibu
hamil

Pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir

Pelayanan
kesehatan pada
usia pendidikan
dasar

Pelayanan
kesehatan pada
usia lan ut

Pelayanan
kesehatan
penderita
diabetes melitus

Pelayanan
kesehatan orang
dengan
tuberculosis
Pelayanan
kesehatan orang
dengan resiko
terinfeksi HIV

0

3

5

7

09

2

No
Jenis Pelayanan

Dasar
Target

SPM
Realisasi 2O22

Capaian
Kinerja Kesenjangan

1
Pendidikan
Anak Usia Dini i00 67 .72 67 .72 32.28

ts
SPM
KESEHATAN

Pelayanan
kesehatan ibu
bersalin

100 100.00 100.00 02

100 94.o7 98.O7 1 .934
Pelayanan
kesehatan balita

100 98.61 98.616
Pelayanan
kesehatan pada
usia produktif

Pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi

100 I OO.00 100.00 08

Pelayan
kesehatan
ODGJ

96.45 96.45 3.5510

C
SPM
PEKERJAAN
UMUM DAN PR

I nrl

I

1.39

100

I

I

I

I

I

I

I

100



1

Penyediaan
kebutuhan
pokok air

hari
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100 72.43

30 100.oo

100 92.A

100 96.95

72.43

333.33

96.95

27 .57

7.20

3.05

D
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
XAWASAN
PEMRUKIMAN
Fcrryetiiaar darr
rehabilitasi
rumah yang
layak huni bagi
korban bencana
dikabu ten

SPM
KETENTRAMAN.
KETERTIBAN
UMUM DAN
LiiiiviAS

Pelayanan
ltlrut lllasl I a!!aIl
bencana
Pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap

Pelayanan
PUr!)!'rdrrrdLdr
dar evakuasi
korban
kebakaran

Rehabilitasi
sosml dasar
penyandang
disabilitas
terlantar di luar

01

E

92.a

5

1

No. Jenis Pelayanan
Dasar

Target
SPM Realisasi 2022 Capaian

Kinerja Kesenjangan

2

Penyediaan
pelayanan
pengolahan air
limbah domestik

100 91 .89 91.89 8.11

2

Fasilitasi
penyediaan
rumah yang
layak huni bagi
masyarakat
yang terkena
relokasi
program
pemerintah
daerah

60 r 00.oo 166.67 0

I

Pelayanan
ketentraman
dan ketertiban
umum

lo0 92.91_ 92.91 7 .O9

4

Pelayanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban bencana

100 88 88 t2

F SPM SOSIAL

ti

100 97 .33 97 .33 2.67

I

I

I



No.
Jenis Pelayanan

Dasar
Target
SPM

Realisasi 2022 Capaian
Kine{a Kesenjangan
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Rehabilitasi
sosial dasar
anak terlantar 100 97 .33 97 .33 2.67

ti
Rehabilitasi
sosial dasar
lanjut usia
terlantar di luar

Rehabilitasi
sosial dasar
tuna sosial
khususnya
gelandangan

Iuar ti

5

Perlindungan
dan jaminan
sosial pada saat
dan setelah
t"agg"p .1.1-,r.3t
bencana bagi
korban bencana

100 88.37 88.37

kabu ten kota

2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ijacla-n Usa-na Mll-i-k Daera-h (lJUMLrl clapat memalnkan peranan yang

penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya.
Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak
dan retribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang
serius dan profesional berdasarkan prinsip Good Coorporate Couernment (GCG)
yang meiipuri: transparencA, accountabiiitA, respotlsibiiiiA, iruieperuiency,
fairness.

Secara regulasi, keberadaan BUMD diatur dalam UU No 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis diatur dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kehadirannya
tiidauar ir,arr ,uciaiui arraliua kci.rutrrirar, ,.iacr air tian, arraiisa kciayakanr usaira
Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki 3 (tiga) BUMD, yaitu: PT. Banten
Global Development, PT Jamkrida Banten, dan PT Agrobisnis Banten Mandiri.

2.7.1 Yl. Bank Perkreditan Ralryat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)
t)^- - ^^l^ ^- l\^^-^l^ rt^-l- ft^-t--^l:+^- D^L ^-:^

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06
Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan telah

2

mendapat izin operasional
/'lErT /r\6/': I Orl.r9 +-^

97 .33

93.33

dari Gubemur
--^l OO Ia-.'^-i OAAa

97.33 2.67

93.33 6.67

1 1.63

Bank Indonesia
-^-+a '-,'l-i 'a-l^1,-

100

1

Nomor

kegiatan operasional sejak tanggal 08 Februari 2008.
Berdasarkan pendiriannya PD. BPR Kerta Rahada mempakan salah satu

alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan / Perbankan dan
penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan. PD. BPR
Kerta Faharia herlradr rr{r r'lran di .Ialan Farra Serqno KI\' I ( NN 'I Cilrrrne_ - ___*r..
Kabupaten Tangerang dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten
Tangerang dan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangeralg, nomor 9 Tahun
2019, Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta

100
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Raharja, mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi
Perseroan Daerah. Telah mendapatkan keputusan dari Kementrian Hukum dan
Ham dengan nomor AHU- 0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Ralg/at Kerta
Raharia Gemilang PerserodaPada Tahun 2019 PD. BPR Kerta Raharia
melakukan perubahan Badan Hukum menjadi PI. BPR Kerta Raharja Gemilang
(Perseroda) dan telah mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor KEP-
22/KR.OI/2O21 Tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Badan Hukum
PD Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja menjadi PT. Bank Perkreditan
Rakyat Kerta Raharl'a Gemilang (Perseroda).

2.7.2 PT. LKM. Artha Kerta Raharja
PI. LKM. Artha Kerta Raharja merupakan salah satu Badan Usaha Milik

Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang merupakan hasil
penggabungan/peleburan 10 Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di
Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.04 Tahun
2015 tentang Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan
Terbatas berdiri tahun 2Ol5 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 Tanggal 2l
Desember 2015 yang diaktakan oleh Notaris Syahruddin, SH. Notaris di wilayah
Pandeglang, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
ii<rmor A{U-2473998.AH.0 i.Oi. rahun 20i5. Dan berciasarkan Percia i,io 8
Tahun 2019, terdapat perubahan badan hukum dari Perseroan Terbatas
menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dan diaktekan dalam akta notaris No.
10 tanggal 30 Juli 2O2O olel:, Notaris Nur Aziz Hakim, SH, MM, MKn. Notaris di
Tangerang serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Itulttul ?1-tl \J --uvlJ'tJoJ.rtn. u L,vz, LiaLLuLl avav.

Maksud pendirian PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) yaitu
memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin
dan/atau berpenghasilan rendah serta mendorong usaha mikro kecil dan
menengah.

a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas

masyarakat;
c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

+-Fr+^6^ ,-^^.,^--1.^+ 
-:-l-:- 

A^^ l^+^,, k--*6-^L^-:t^6 -^h,l^L.

d. meningkatkan kualitas pengelolaan investasi Daerah;
e. mengoptima-lkan konstribusi terhadap pendapatan asli Daerah; dan
f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu

penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan
lzaceiah+araan rn q srra ralraf

2.7 .3 Pl. Mitra Kerta Raharja (Perseroda)
PT Mitra Kerta Raharja adalah sebuah Ao/Jw.og compaoJ4yang didirikan

dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 19 Tahun
2006 tentsns Pendirian Perseroan Terhatas Mitra Kerta Raharia Kahrrnaten
Tangerang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perseroda Daerah Mitra Kerta Raha{a Kabupaten Tangerang . PT Mitra
Kerta Raharja didirikan berdasarkan Akta Notaris Yasmine Achmad Djawadi,
S.H, notaris di Tangerang dengan Nomor 14 tanggal 11 September 2OO7. W
Mitra Kerta Raharja berkedudukan di Kabupaten Tangerane dan melakukan
usaha di bidang pertanian dan agrobisnis, farmasi, pelabuhan, keuangan dan
permodalan, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, bandara, dan
dermaga, multi media, pasar, air bersih, pengelolaan air limbah, perbengkelan,
persampahan, jasa konsultasi, pariwisata, pemrakarsa jaian tol.
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Secara pengelompokan/ kluster usaha, PT Mitra Kerta Raharja berencana
untuk focus mengembangkan 6 (enam) bidang usaha yaitu:

1. Property
2. Advertising
3. Agrobisnis / holtikuttura.
4. Perparkiran
5. Persampahan
6. Pipanisasi gas rumah tangga.

Untuk arah usaha jangka pendek sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan Tahun 2021,&, Bussines Plan 2Ola/2023, PT Mitra Kerta Raha4'a
akan fokus pada bidang usaha Perparkiran sebagai modal untuk langkah
penyehatan perusahaan.

2.7.4 Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja
Perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar

Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 memifiki tugas dan fungsi
sebagai berikut:

a. Fungsi Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten
Tangerang adalah melaksanakan analisis terhadap potensi perpasaran,
perencanaan pengembangan pembangunan sarana pasar, mengeioia
pendapatan pasar, melakukan pembinaan terhadap pedagang sebagai
pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar, pemberian fasilitas dalam
rangka penciptaan stabilitas harga dan kelancaran distribusi baralg serta
melakukan fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan
uurulr kcpatia ruasyar air.ai.

b. Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raha{a Kabupaten Tangerang
bertugas melaksanakan misi pelayanal publik dengan mengupayakan
peningkatan mutu pelayanan yang berkualitas baik yang terjangkau oleh
masyarakat pengguna pasar dan disisi lain diharapkan dapat memperoleh
tl(-Lutrr.ul6dir ^\.51aLarr-^v5r 

(rralra- Lrr)o.rra PrJrr'lrlanl<
dan pengembangan, pembangunan pasar

c. Dalam melaksana-kan tugas, fungsi dan pencapaian tujuan Perusahaan
Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja melakukan proses dan tahapan-
tahapan kegiatan, secara periodik sebagai dasar kerja dan membangun

t-^---a----^.. 
-^t^1.-: 

l---:^r^- !-^-.:^!-- --+^ ,,-^1-^ -,-^L^

^:-+^- ---^61^l^^-rvrqagr Pv. Puut! url

daerah yang berorientasi kepada pelayanan pada masyarakat (Public
Service) yalg diarahkan kepada peningkatan pendapatan (Proftt Oriented).
Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja mengelola 19 pasar antara lain :

1. Pasar Balaraja Sentiong Jl. Raya Adi - Desa Tobat Kec. Balaraja
,. Pasar Segitiga Balaraja,r1. Raya Serang - Desa B^la:'aja. Kec. Bale.raja
3. Pasar Cisoka Jl. Raya Sukatani -Desa Cisoka Kec. Cisoka
4. Pasar Tigaraksa Jl. Aria Wangsakara Kelurahan Tigaraksa Kec.

Tigaraksa
5. Pasar Curug Jl. PLP Curug - Desa Curug Kulon Kec. Curug
6 Pnsnr Korelet,I'l Rava Ranca Iwtth - T)esa Panonsan Kea Panortsan
7. Pasar Bayam Jl. Empu Barada Perumnas II - Desa Bencongan Kec.

Kelapa Dua
8. Pasar Bojong Nangka Jl. Satria VII Perum Dasana Indah - Desa Bojong

Nangka
9. Pasar Kutabumi Jl. Rava Kutabumi - Desa Kutabumi Kec. Pasarkemis
lO. Pasar Sepatan Jl. Raya Mauk - Desa Sepatan Kec. Sepatan
11. Pasar Cituis Desa Pakuhaji Keca. Pakuhaji
12. Pasar Kampung Melayu Jl. Raya Kampung Melayu - Desa Kp. Melayu

Timur
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13. Pasar Mauk Jl. Ir. Sutami - Desa Mauk Barat Kec. Mauk
14. Pasar kemiri Jl. Raya Kemeri - Desa Kemeri Kec. Kemiri
15. Pasar Kronjo Jl. Raya Kronjo - Desa Pasilial Kec. Kronjo
16. Pasar Kemis Jl. Raya Pasar Kemis - Desa Sindang Panon Kec.

Pasarkemis
17. Pasar Ex Mekarsari (tematik) Jl. Raya Kresek - Desa Tobat Kec.

Balaraja
18. Pasar kelapa Dua Jl. Dayung Raya - Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kelapa

Dua
19. Pasar Karawaci Jl. Raya Rorojongrang Perumnas II - Kec. Kelapa Dua
20. Pasar Pelangi Jl. Raya Mauk - Desa Pondok Jaya Kec. Sepatan

2.7.5 Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja
Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Rahada

Kabupaten Tangerang (Perumdam TKR) pertama kali dibentuk berdasarkan
Peraruran Daerah Kabuparen Tangerarng iiomor i0i Huki i975 ranggai i3 Aprii
1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Kabupaten
Tangerang, yang beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Peraturan
Daerah Air Minum Tirta Kerta Raha{a Kabupaten Tangerang.
Maksud pendirian Perumdam TKR yaitu melakukan Penyelenggaraan SPAM bagi
urasy an akaLi- irirususrrya di Ka'uupa'rcrr Tturgcr tr-rrg. Pcutiir ia-rr Pcr urutianu TK.R
bertujuan untuk :

a. menyediakan air minum bagi masyarakat, khususnya di daerah
berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik.

b. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas
l^--^- l- - --- -----.--:^--l-^--uur15<u1 u(ra 6a JarrS LvrJqrrS^<r,L..

c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah,
Perumdam TKR dan masyarakat.

d. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah melalui
dividen, dan

--^l-L t^t-^ ,.1^- /-+^,, l--,.-+,,----
/ slsq alv q^l!q^^bqr r

2.8 Kerjasama Daerah
Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini
ciiiegaskan <iaiam Lin<iang-un<iang i.iomor 23 Lahun 20 i4 yang mengamanarkan
bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah
dapat melakukan Kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip
elisiensi dan efektivitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama
tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagr
pcrucrirrLair tiisci.rai:karr ycur'uarrgurra-tr urcur'uuLulrir,ir-rr;rurui A.rrg6,a-r rur yturg,
besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga
target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan
perenc€rnaan.

'fabel 2.37 Rekapitulasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAFTARAAN
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANOERANG

NOTA KESEPATAN: SINERGI
PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN
INFORMASI SERTA PENGUATAN
KOORDINASI PEI.IYELENGGARAAN
PEl-^^t{s_^-}l-^-^-lt r^EBtJ_dJ..6^ll
PENGELOLAAN KEUANCAN PUBLIK
DALq,M PET-A.KSANAAN HUBUNGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

1

PIHAK KEDUA TEMA KERJASAMAPIHAK KESATL



2 PEMEzuNTAH
KABUPATEN TOJO UNA.
UNA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

3

J PEMERINTAI I
I{A RI IPA']'E'N

TANGERANG

I1

13

l4
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PT. ROSALINA JAYA

PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN, FASILITASI
PERPINDATIAN DAN PENEMPATAN,

PERMUKIMAN UETANGKO SPl DI
KAWASAN TRANSMIGRASI PADAULOYO
DESA UEMATOPA KECAMATAN
ULUBONGKA KABUPATEN TOJO UNA-
UNA PROVINSI SUL.AWESI TENGAH

POLITEKNIK
PENERBANGAN
INDONESIA CURUG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

NOTA KESEPATAN: PENGEMBANGAN
POTENSI WISATA EDUKASI DIRGANTARA
DI KABUPATEN TANGERANG

KANTOR PENGACARA
NEGAPA I{E,IA KSA 4 N

NEGERI KABUPATEN
TANCERANG

BANTUAN PENANGANAN
pEPIT4ASAI AHAN DI RITTANl.} IJI II{I ll/l
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA PEMEzuNTAH KABUPATEN
TANGERANG

6 PEMERINTAH
XAE}UPATEN TOJO UNA-
UNA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANC

DINAS PERHUBUNGAN
KAE}UPATT]N
TANGERANG

BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINST
BANTEN

PEMERINTAH
KABUPATEN

UNIVERSITAS
TERBUKA

I"AYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR Dt TEPI JALAN UMUM SECARA
BERI.ANOGANAN BAGI KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN
TANGERANG PADA UNIT PELAKSANAN
TENIS DAERAH PENGELOT.AAN
PENDAPATAN DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
BANTEN

7

I TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PEMERINTAH
KABUPATEN

PENGELOLAAN LINCKUNGAN HIDUP
DAN PEIIKSANAAN TANGGUNG JAWAE}
SOSIAL Lli\urru itcAii P!,KUSAHAAi! ul
KAEIUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. BERKAH TIGA
BRILIAN

PENOELOT.AAN LINCKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. ANUGRAH CAHAYA
TERANG

PENGEI'ITAN UNGKUNGAN HTDUP
DAN PEI"AKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KARTIPATE'N TAN(.}F'PANG

PENOELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEL,{KSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LiiiGiiuiicAii FER.USNHAAii Di
KABUPATEN TANGERANG

4 PEMERINTAH PROVTNSI
BANTEN

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAH
DAERAH

UNIVERSTTAS 17
AGUSTUS 1945
JAKARTA

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI8 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI. META COLOR
CONTINENTAL

PENGELOLAAN UNCKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LTNGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

10 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANOGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNCAN PERUSAHAAN DI
KAE}UPATEN TANGERANG

t2 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. ARTHANINDO
CEMERLANG

PENCELOLAAN LINOKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. KIKORA INDONESIA
PERSADA

15

PT. NOOR ANNISA
KEMIKAI

PENGEI'LAAN LINOKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANC

t7 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

l6 PEMERINTAH
KABUPATEN
TAiiGERAiiG

PI. GLOBAL KURNIA
INDOTAMA

NC PIHAK KESATU PIHAK KEDUA TEMA KER.'ASAMA
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19

20

25

27

30

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. HANAN MEKAR
JAYA KARYA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. UNIVERSAL
FURINTECH INDUSTRI

PEMERINTAH
KABUPATEN
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PI. INDONESIA POWER

PT, ANEKA SARIVITA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINCKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG
PENGELOLqAN LINOKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAEI
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KART II)ATFN TANr.}EPAN(i

PENELITIAN DAII PENGEMBANGAN,
PENGEIOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

rt r Artuuu lr\r un vY ari,)
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
DI KABUPATEN TANGERANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERU SAHAAN KAIJUPATEN TANGERANG

POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

29

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

YAYASAN HAE}ITAT
KEMANUSIAAN
INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BAGI
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
PEMBANGUNAN RUMAH I.AYAK HUNI

TANGERANG

PEMERINTAH
KAIJ U PA IEN
TANGERANG

AKADEMI KEBIDANAN
ASSYIIA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

BADAN
PEI,IYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN
CABANG TTGARAKSA

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANCERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN

PI. CITRA RAYA
MEDIKA

PEI,AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PEI"AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANO

PAI-ANG MERAH
INDONESIA (PMD
KABUPATEN
TANGERANG

32

35 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT QADR PET,AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

18 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. SURYA SUKSES
MANDIRI

PENGEIOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN Dt
KAI}UPATEN TANGERANG

21 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANC

PI. KUKUH MANDIRI
LESTARI PIK,2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KAEIUPATEN TANGERANG

24 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

KOMITE MUDA
PEREMPUAN
INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN
TANGERANG

26 YAYASAN PENDTDIKAN
INSAN PEMBANGUNAN

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

2a PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO)
TBK KANTOR CABANG
BAI-ARA^IA

PEMANFAATAN JASA DAN I.AYANAN
PERBANKAN DI KABUPATEN
TANGERANG

33 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

SILOAM
INTERNATIONAL
HOSPITALS TBK

PELAYAIIAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANC

34 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT SINT
CAROLUS
SUMMARECON
btr<Pui\u

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANC

I

I

PIHAK KEDUA TEMA KER.JASAMAPIHAK KESATUNO
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37 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT
KELUARGA KITA

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

39 PEMERINTAH
KABUPATEN
1'A NT:F'PANrl

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK SELARAS

PEI.AYANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANC

40 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RSIA HARAPAN MULIA PEI,AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

.11 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

M TRO HOSPITALS
CIKUPA

PEI,AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

50

54

44

46 PEMERINTAH
I{ A TtI IPATFN
TANGERANG

rENlt Ktl\ I Art
KABUPATEN
TANGERANG

FEiviERiiiTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. BSIHSAIDA
HOqPITAI
INTERNATIONAL
(BETHSAIDA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT
SELARAS

PEL.{YANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

RiiiviAH SAiiiT its-u DAii
ANAK (RSIA) TIARA

PEi,A iAi'iAii iIESEHATAii Di i\AtsiiPATEii
TANGERANG

PELAYANAN KESEHATAN DI KAI}UPATEN
TAN''}FPANT:

HOSPITAL

!(\Jlvuln J,tl\r r JUUr

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT MITRA
KELUARGA GADING
SERPONG

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PEMEzuNTAH
KARI IPATF'N
TANGERANG

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK TI,AN(TR

PET.A.YAI{AN KESEHATAN DI KA-EIUPATEN
TANGERAN(}

PEMEzuNTAH
KABUPATEN

RUMAH SAKIT
PRIMAYA PASAR KEMIS

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

TANGERANGPARAMITA

PERSATUAN OBSTETRI
DAN GINEKOLOGI
TNDONESIA (POGI)
CABANG BANTEN

36 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT MITRA
HUSADA

PET.AYANAN KESEHATAN DI KAI}UPATEN
TANGERANG

38 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK BUNDA
SSJAHTERA

PET"AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT MURNI
ASIH

43 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PEI.AYANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG

45 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT
PERMATA HATI

PEI,AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

47 PEMERINTAH
KABU PATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT BUN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANO

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

SILOAM HOSPITALS
KET,APA DUA

PEI.A.YANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

+9

51 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. MEDIKA LOKA
BITUNG

PELAYANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK SEPATAN MULIA

PELAYANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG

PEI,AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

55 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

IKATAN DOKTER
INDONESIA (IDI)
CABANG TANGERANG

IKATAN DOKTER ANAK
INDONESIA (IDAD
CABANG BANTEN

PEI,AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

56 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PELAYANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG

PIHAK KEDUAPIHAK KESATU TEMA KER^'ASAMANO
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59

60

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANCERANG

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANr}F'PANr.:

PERUSAHAAN UMUM
(PERUi"i) KEHUTAiiAii
NEGARA

-117 -

FORUM PEDULI
KESEHATAN IBU DAN
ANAK (POFKIA)
KABUPATEN
TANGERANG
IKATAN BIDAN
TNDONESIA (IBI)
(rAFlAN''} I(ARI IPATNN
TANGERANG

PEMERINTAH

TANGERANG

FOOTWEAR

PELAYANAN KESEHATAN DI KAEIUPATEN
TANGERANG

PEI.AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PENGEMBANGAN TANGERANG
flrdrt \-,r\\-,, v D vE,r\ r f/I\ LrAlt rLr\(Jwroflr/-r
DI KABUPATEN TANGERANC

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAII
SOSIAL LTNGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

62

64

70

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. TRIAS INDRA
SAPUTRA

PfTMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

I iNTVERSTTAS
MUHAMMADIYAH
TANGERANG

KABUPATEN
TANCERANG

PEMBANGUNAN DAN PEI.A.KSANAAN
TANGGUNGJAWAB SOSI.AL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KAE}UPATEN TANGERANG

TRI DHARMA PERGI IRI]AN TTNG(II

1'RI DHARMA PERGURUAN TINGGI

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

7t PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAE} SOSTAL LINGKUNGAN
PERU SAHAAN KAI}UPATEN TANGERANC

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANC

UNIVERSITAS INSAN
PEMBANGUNAN
INDONESIA
PI. BERDIKARI JAYA
PLASTIK

PEMERINTAH
KABUPATEN

UNIVERSITAS
TANCERANO RAYA

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
l\AtJU PAT EN
TANGERANG

PT. OMIKRON VITA
NATURA

PENGELOI,AAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

58 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

ASOSIASI KLINIK
INDONESIA (ASKLIN)
CABANG KABUPATEN
TANGERANG

PEI"AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PT. NIAGA MAKMUR
SEJATt

61 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PEN G ELO I-AA].I LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANOGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

UNIVERSITAS ESA
UNGGUL

TRI DT{ARMA PERGURUAN TINCOI63

65 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANC

PT. EKAWTJAYA
AGUNGPERKASA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KAE}UPATEN TANGERANG

PT. KUKUH MANDIRI
LESTARI PIK-2

PENINCKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB SOSLAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KAE}UPATEN TANGERANG

67 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI. BANK SYARIAH
INDONESIA, TbK

I,AYANAN JASA PERBANKAN DI
KAETUPATEN TANGERANG

69 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANC

PT. MILWATER
PRATAMA MANDIRI

PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAE} SOSIAL LINGKUNOAN
PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG

72 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

UNIVERSITAS I7
AGUSTUS 1945

PRAKTEK KER.JA PROPESI APOTEKER
(PKPA)

74 DTNAS KESEHATAN
KABUPATEN
TANGERANG

PT. BANK
PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT
DAN BANTEN, TbK.

PEMANFAATAN L,AYANAN KEUANGAN
DESA ONLINE DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KABUPATEN TANGERANG

76 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMEzuNTAHAN DESA

75

I

I

I

I

PITIAK KESATU PIHAK KEDUA TEMA KERJASAMANO
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PT. INDAH JAYA
TEXTTLE INDUSTRY

ADDENDUM PERTAMA: PENGET,LAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA

PT. TUNTEX GARMENT
INDONESIA

ADDENDUM: PENGEI,LAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG
DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

81

,44

86

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEiviAiGMAii
KABUPATEN
TANGERANG
DTNAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

DTNAS PtrPIIMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

CEMERLANG

PT. KIKORA INDONESIA

LUMPUR TINJA

PT. GLOBAL KURNIA
INDOTAMA

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

a2 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PT NOOP ANNISA
KEMIKAL

PE^N''}F]I OI AAN AIP I IMRAH D.)ME'STIK
LUMPUR TINJA

P-T. ANUGRAH CAHAYA
TERANG

PENGEI,OI-AAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PI. SURYA SUKSES
MANDIRI

PENGELOINAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PT. META COLOR
CONTINENTAL

PENGEI.OLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PENGEI'I-AAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

a5 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN

KABUPATEN
TANGERANG
DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
.I ANGERANG

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG
DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
I.-^,8 U P_6-Tg ll
TANGERANG

a8

KABUPATEN
TANGERANG

KANTOR CABANG
BALARA.IA

79 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEBERSIHAN
KABUPATEN
TANCERANG

PT. ROSALINA JAYA PELAKSANAAN UJI LABORATORTUM
PADA UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANCERANC

83 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

PT. BERKAH TIGA
BRILIAN

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

a7 DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TANGERANG

FAKULTAS
KEDOKTERAN
UIVERSITAS PELITA
HARAPAN

PEMBELA^IARAN PRAKTIK KEDOKTERAN
KOMUNITAS, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
KABUPATEN TANGERANG

90 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN

PT. TORABIKA EKA
SEMESTA DIVISI
INSTANT CREAMER

PENGELOLAAN AJR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

89 PT. HANAN MEKAR
JAYA

TEMA KER.'ASAMAPIHAK KEDUANo PIHAK KESATU
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Secara pengelompokan/kluster usaha, PT Mitra Kerta Raharja berencana
untuk focus mengembangkan 6 (enam) bidang usaha yaitu:

l. Property
2. Advertising
3. Agrobisnis / holtikuttura.
4. Perparkiran
5. Persampahan
6. Pipanisasi gas rumah tangga.

Untuk arah usaha jangka pendek sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan Tahun 2021,&, Bussines Plan 2Ol8/2023, Pt Mitra Kerta Raharja
akan fokus pada bidang usaha Perparkiran sebagai modal untuk langkah
penyehatan perusahaan.

2.7.4 Perurnda Pasar Niaga Kerta Raha{a
Perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar

Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 memiliki tugas dan fungsi
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13. Pasar Mauk Jl. Ir. Sutami - Desa Mauk Barat Kec. Mauk
14. Pasar kemiri Jl. Raya Kemeri - Desa Kemeri Kec. Kemiri
15. Pasar Kronjo Jl. Raya Kronjo - Desa Pasilian Kec. Kronjo
16. Pasar Kemis Jl. Raya Pasar Kemis - Desa Sindang Panon Kec.

Pasarkemis
17. Pasar Ex Mekarsari (tematik) Jl. Raya Kresek - Desa Tobat Kec.

Balaraj a
18. Pasar kelapa Dua Jl. Dayung Raya - Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kelapa

Dua
19. Pasar Karawaci Jl. Raya Rorojongrang Perumnas II - Kec. Kelapa Dua
20. Pasar Pelangi Jl. Raya Mauk - Desa Pondok Jaya Kec. Sepatan

2.7.5 Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja
Perusahaan Umum Daerah Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja

Kabupaten Tangerang (Perumdam TKR) pertama kali dibentuk berdasarkan
Peraruran Daerah Kabupaten Tangerang iriomor iO iHukii976 tanggai i3 Aprii
I97 6 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Kabupaten
Tangerang, yang beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Peraturan
Daerah Air Minum Tirta Kerta Raha{a Kabupaten Tangerang.
Maksud pendirian Perumdam TKR yaitu melakukan Penyelenggaraan SPAM bagi
urasy au alr,al kirususrrya tii Kai.lu;ralcrr Tanrgcranrg. Fcrrtiir ial Pcr ulr.dauu TKR
bertujuan untuk :

a. menyediakan air minum bagi masyarakat, khususnya di daerah
berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik.

b. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas
r^--^- l^ ^ --^ -----.^-:---l-^,-\-t\.rr6anr lla-r 5a. J arr5, Li-rJqrr6lta.u.

c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah,
Perumdam TKR dan masyarakat.

d. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah melalui
dividen, dan

- Irf---a-^l-L l^1r6,{^- /a+^!r'lzarrr+rr6^^-

2.8 Kerjasama Daerah
Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini
ciir.egaskan daiam ijndang-unciang iiomor 23 rahun 2Oi4 yang mengamanatkan
bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ralryat, Pemerintah Daerah
dapat melakukan Kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip
elisiensi dan efektivitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama
tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagt
pcrucr ir.rLair ,.iisci-rai-rita-rr ;rcurilarrg,urrarr urcur'uuLuirkzur 1.tu.r si Arrggtl au yarrg,
besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga
target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan
perencanazrn.

Tabel 2.37 Rekapitulasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANC

NOTA KESEPATAN: SINERGI
PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN
INFORMASI SERTA PENGUATAN
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PE I_.6^!{S-^-ll-^_^.!.t I€ 3t_'_^.y-..11

PENGELOI.AAN KEUANGAN PUBLIK
DAI"AM PELAKSANAAN HUBUNGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

1 KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANTEN

PIHAK KEDUA TEMA KER^,,ASAMAPIHAK KESATUNO



2 PEMERINTAH
KABUPATEN TOJO UNA-
UNA PROVINSI
SUI.AWESI TENGAH

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

3 POLITEKNIK
PENERBANGAN
INDONESIA CURUG

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANC

NOTA KESEPATAN: PENGEMBANGAN
POTENSI WISATA EDUKASI DIRGANTARA
DI KABUPATEN TANGERANG

PEMEzuNTAH
KAFIIIPATFN

KANTOR PENGACARA
NEG{F]A I{E,IA T{SA AN

NEGERI KABUPATEN
TANGERANO

PEPIT,ASAI A}JAN NI FIIDANN HIII{IIi,!
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TANCERANC
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P'T. ROSALINA .'AYA

BANTUAN PENANGANAN

PEl-AKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN, FASILITASI
PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN,

TANGERANG

6 PEMERINTAH
KAE}UPATEN TOJO UNA-
UNA

PEMERTNTAH
KABUPATEN
TANGERANO

DINAS PERHUBUNGAN
XAtsUPATEN
TANGERANG

BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI
BANTEN

PEMERTNTAH
KABUPATEN
T.^.ltcEP-^.l.lc

UNIVERSITAS
TERBUKA

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
r^i\GEr(Ai\G

PERMUKIMAN UETANGKO SPl DI
KAWASAN TRANSMIORASI PADAULOYO
DESA UEMATOPA KECAMATAN
ULUBONGKA KABUPATEN TOJO UNA.
UNA PROVINSI SULAWESI TENOAH
LAYANAN PEMUNGUTAN REIRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA
BERI"ANGGANAN BAGI KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH KAEIUPATEN
TANGERANG PADA UNIT PEL.AKSANAN
TENIS DAERAH PENGET-OLAAN
PENDAPATAN DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH PRO!'INSI
BANTEN

7

9 TRI DHARMA PERGURUAN TTNGGI

KAI}UPATEN TANGERANG

ll

l3

14

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEI,AKSANAAN TANGGUNG JAWAB
)(JSIAL LII\\II\U I\UAN TT,i(UDAfIIVTI\ IJI
KAEIUPATEN TANGERANG

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERA-NIG

PI. BERKAH TICA
BzuLIAN

PENGELOLAAN LINCKUNGAN HIDUP
DAN PEI,AKSANAAN TANGOUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KAI}UPATEN TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. ANUCRAH CAHAYA
TERANG

PENGELOI,AAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PET.AKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
I{ARI ]PATEN TANr-}E'PANr-}

PENGELOLAAN LINOKUNGAN HIDUP
DAN PET,AKSANAAN TANGGUNG JAWAB

.l PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

OPNMALISASI PELAYANAN PEMERINTAH
DAERAH

8 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945
JAKARTA

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PI. META COLOR
CONTINENTAL

10 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PENCELOI-AAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEL.{KSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KAEIUPATEN TANGERANG

l2 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI. ARTHANINDO
CEMERLANG

PENOELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PET.AKSANAAN TANGGUNC JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

15 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI. KIKORA INDONESIA
PERSADA

PENGELOIAAN LINOKUNGAN HIDUP
DAN PEI.AKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

17 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI. NOOR ANNISA
KEMIKAL

PENGELOI.AAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEI.AKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

16 PEMERINTAH
KABUPATEN
TAiiGERAiiG

PT. GLOBAL KURNIA
INDOTAMA

PTHAK KESATU PIHAK KEDUA TEMA KER^'ASAMANO

I
I

5



20

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI. HANAN MEKAR
JAYA KARYA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. UNIVERSAL
FURINTECH INDUSTRI

22 PEMERINTAH
KABUPATEN

t9

23

27

31
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PI. INDONESIA POWER

PT. ANEKA SARIVITA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGCUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KAFlT IPATE'N TAN(. T'RAN''}

PENELTTTAN DAN PENGEMBANCAN,
PENGEIDT.AAN LINGKUNGAN HIDUP
DAii PEi;KSAiiliAii TAiiCCUiic JNiiNE
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
DI KABUPATEN TANGERANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PEI-A.KSANAAN
TANGCUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PtsRUSAHAAN KAIJUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

25 POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPAI'EN
TANGERANG

AKADEMI KEBIDANAN
ASSYIFA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

YAYASAN HABITAT
KEMANUSIAAN
INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BAGI
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

TANGERANG

TRI DHARMA PERGURUAN TTNCGI29

30 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANC

BADAN
PEI{YELENG(]ARA
JAMINAN SOSIAL
(BPJS} KESEHATAN
CABANG TIGARAKSA

PELAYANAN KESEITATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN

PALANG MERAH
INDONESIA (PMD
KABUPATEN
TANGERANG
PI. CITRA RAYA
MEDIKA

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
?ANGERANG

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

35 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT QADR PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

l8 PEMERTNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

P-T. SURYA SUKSES
MANDIRI

PENGEI,OLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PET.AKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN Dt
KABUPATEN TANGERANG

21 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. KUKUH MANDIRI
LESTARI PIK,2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAEI
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

24 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

KOMITE MUDA
PEREMPUAN
INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

YAYASAN PENDIDIKA.I{
INSAN PEMBANGUNAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI26

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI, BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO)
TBK KANTOR CABANG
BAI,ARA^IA

PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN
PERBANKAN DI KABUPATEN
TANGERANG

2A

SILoAM
INTERNATTONAL
HOSPITALS TBK

PEI.A.YANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

33 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

34 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT SI},IT
CAROLUS
SUMMARECON
St,KI'U1\(J

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANOERANG

lno TEMA KERJASAMAPITIAK KESATL PI}IAK KEDUA

I

I

I

I

I



39

44

46 PEMEzuNTAH
KARI IPATFN
TANGERANG

HOSPITAL
INTERNATIONAL
(BRTHSAIDA

TAN(-)FPANrl

r rlrln 1r l\laoranrlrr!\
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT
KELUARGA KITA

PELAYANAN KESETIATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG
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I(U lvlAtt 51\l\l I tlru l-rlt1\
ANAK (RSIA) TIARA

rl,LAtAItAr\ l\lr5l,n_A I Alt L,l IIADUrAI El\
TANGERANG

PT. BE"THSAIDA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN

PEMERINTAH
KABUPATEN
TAN'}FPANA

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK SELARAS

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

40 PEMERINTAH
XABUPATEN
TANGERANG

RSIA HARAPAN MULIA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

4I PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANC

METRO HOSPITALS
CIKUPA

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PEiviEKriiTAii
KABUPATEN
TA-I{GERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT
SELARAS

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

HOSPITAL

rrlrYlEl(rlt r ArT

KABUPATEN
TANGERANG

PARAMITA

PERSATUAN OBSTETRI
DAN GINEKOLOGI
INDONESIA (POGO
CABANG BANTEN

50

54

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT MITRA
KELUARGA GADING
SERPONG

PEI.{YANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANC

PEMERINTAH
I{ARI IPATFN
TANGERANG

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK II,ANI IP

PEI"AYANAN KESEHATAN DI KAI}UPATEN
TAN(]ERAN(.l

PEMERINTAH
KABUPATEN

RUMAH SAKIT
PRIMAYA PASAR KEMIS

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

36 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT MITRA
HUSADA

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

38 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK BUNDA
SAIAHTERA

PET.AYANAN KESE}iATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

43 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT MURNI
ASIH

PEI"{YANAN KESEHATAN DI KAI}UPATEN
TANGERANG

45 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT
PERMATA HATI

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

47 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT BUN PELAYANAN KESEHATAN DI KA-EIUPATEN
TANGERANG

49 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

SILOAM HOSPITALS
KET.APA DUA

PEI,AYANAN KESEHATAN DI KAIIUPATEN
TANGERANG

5l PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PI. MEDIKA LOKA
BITUNG

PELAYANAN KESEHATAN DI KA.ETUPATEN
TANGERANG

53 PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

RUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK SEPATAN MULIA

PEI.AYANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

IKATAN DOKTER
INDONESIA (IDI)
CABANG TANGERANC

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

IKATAN DOKTER ANAK
INDONESIA (IDAI)
CABANG BANTEN

PEI.J.YANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANC

PEI"{YANAN KESEHATAN DI KAETUPATEN
TANGERANG

I

TEMA KER.JASAMAPIIIAK KEDUAPIHAK KESATU

55

56

I



59

60

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANT'}EPANr)

PERUSAHAAN UMUM
lrc,^urv4 nc,fiu rn ir}rlr
NEGARA
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FORUM PEDULI
KESEHATAN IBU DAN
ANAK (POFKIA)
KABUPATEN
TANGERANG
IXATAN BIDAN
INDONESIA (IBD
CARAN''} I(APII I[)A'TEN
TANGERANG

PEMERINTAH

PELAYANAN KESEHATAN DI KAE}UPATEN
TANGERANG

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

PENGEMBANGAN TANGERANG
lvrArr\-'r\\,,vIL uDrr rlJlr\ Lrnt! ol\vwrl)11rfr
DI KABUPATEN TANGERANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAI}
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

62

70

TANGERANG

KABUPATEN
TANGERANG

FOOTWEAR PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB SOSTAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

UNIVERSITAS INSAN
PEMBANGUNAN
INDONESIA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. TzuAS INDRA
SAPUTRA

PEMERTNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

I INIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
TANGERANG

TRI DHARMA PERGIIRI]AN TTNGGI

TRI DHARMA PI]RGURUAN TINGGI

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

71,

73

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. BERDIKAzu JAYA
PLASTIK

PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB SOSTAL LINOKUNCAN
PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH
KABUPATEN

UNIVERSITAS
TANGERANG RAYA

PT. OMIKRON VITA
NATURA

PENGELOI,AAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

ASOSIAST KLTNIK
INDONESIA (ASKLIN)
CABANG KABUPATEN
TANGERANG

PEI.AYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TANGERANG

61, PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. NIAGA MAKMUR
SEJATI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANCGUNG JAWAB
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KAE}UPATEN TANGERANG

63 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

UNIVERSITAS ESA
UNGGUL

TRI DHARMA PERGURUAN TINCGI

65 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANCERANO

PI. EKAWIJAYA
AGUNGPERKASA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAI}
SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TANGERANG

67 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PT. KUKUH MANDIRI
LESTARI PIK.2

PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PEI"AKSANAAN
TANGGUNGJAWAE} SOSTAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG

PT. BANK SYARIAH
INDONESIA, TbK

LAYANAN JASA PERBANXAN DI
KABUPATEN TANGERANG

69 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANCERANG

PT. MILWATER
PRATAMA MANDIRI

PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KAI}UPATEN TANGERANG

72 PEMERINTAH
KABUPATEN
TANCERANG

UNIVERSTTAS 17
AGUSTUS 1945

PRAKTEK KERJA PROPESI APOTEKER
(PKPA)

74 DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TANGERANG

76 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTALIAN DESA

PI. BANK
PEMBANCUNAN
DAERAH JAWA BARAT
DAN BANTEN, TbK.

PEMANFAATAN LAYANAN KEUANGAN
DESA ONLINE DALAM RANGKA
PENGELOI.AAN KEUANGAN DESA DI
KABUPATEN TANGERANG

75 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KJa}JUPAI I'I\
TANGERANG

PIHAK KESATU PIHAK KEDUANO TEMA KERJASAMA

58

64



77
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PT. INDAH JAYA
TEXTILE INDUSTRY

ADDENDUM PERTAMA: PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA

PT. TUNTEX GARMENT
INDONESIA

ADDENDUM: PENGEI,OLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA

78

81

86

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMA}I DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG
DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEiviAiiAMAi.i
KABUPATEN
TANGERANG
DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

ntr\r^ q DEtDr n]I 
^ 

LrA l\I

PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

CEMERt.A.NG

PT. KIKORA INDONESIA

rirr)^ Lr nr\irFsfr!.
LUMPUR TINJA

PT. GLOBAL KURNIA
INDOTAMA

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

Rrl NINAS PE',PIIMAHAN
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TIN.IA

PT N.}.)P ANNTSA

KEMIKAL
PF'N(.}F'T NI -A A N AIP I.IMBAH NOMF'STTI(
LUMPUR TINJA

PT. ANUORAH CAHAYA
TERANO

PENGEI.OL,qAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PT. SURYA SUKSES
MANDIRI

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PT. META COLOR
CONTINENTAI-

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PENGELOI.AAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

85 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN

KABUPATEN
TANGERANG

88

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
,lANGURANG

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANOERANG
DTNAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN

KABUPATEN
TANCERANG

KANTOR CABANG
BALARAJA

79 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEBERSIHAN
KABUPATEN
TANGERANG

PELAKSANAAN UJI LABORATORIUM
PADA UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN MILIK PEMEzuNTAH
KABUPATEN TANGERANG

83 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

PI. BERKAH TIGA
BRILIAN

a7 DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TANGERANG

FAKULTAS
KEDOKTERAN
UIVERSITAS PELITA
HARAPAN

PEMBELAJARAN PRAKTIK KEDOKTERAN
KOMUNITAS, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
KABUPATEN TANGERANG

90 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN

PT. TORABIKA EKA
SEMESTA DI'\,'ISI
INSTANT CREAMER

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

89

TANGERANG

PT. HANAN MEKAR
JAYA

PII]AK KESATL I prHnr xBoun TEMA KERIASAMA)

Pr. RoSALTNA JAYA 
I

PENOELOI.AAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA
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PT. UNIVERSAL
FURINTECH INDUSTRI

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

91

95

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TANGERANG

PT. KUKUH MANDIRI
LESTARI . PIK 2

KABUPATEN
TANGERANG

PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING DI KECAMATAN
TELUKANGNAGA KABUPATEN
TANGERANG

91 BADAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISt,AM PELAKSANAAN TRI DHARMA
avErr.rj vr rQr rrl /rrnrrol

TANGERANG

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN
rAiiGERAiiG

KOMITE MUDA
PEREMPUAN
INDONESIA

PEI"AKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS
HTDUP PEREMPUAN DI KABUPATEN
TANGERANG

DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

YAYASAN HABITAT
KEMANUSIAAN
INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKTMAN DI KABUPATEN
TANGERANG

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TANGF.RANrl

AKADEMI KEBIDANAN
ASSYIFA TANGERANC

MENINGKATKAN KEMAMPUAN
MAHASISWA DALAM PRAKTIK KLINIK
I(E'EIT|}A NA N DAN I{F'RIl.IANAN
KOMUNITAS

DiiiAS FERUiviAi iAii,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

rr, r r\r.1J 11\I,,tv1 rE/rr\rflr JrlA,tr! fur\
LUMPUR TINJA
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DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

SAPUTRA

PERUS,^,llt-^.lr ul,{uLl
(PERUM) BULOG
CABANG TANGERANG

PENGAWASAN PEMBANGUNAN,
PENGOPERSIAN, PENGENDALIAN,
PEMELIHARAAN DAN PEI.IYERAHAN
TERMINAL DALAM KAWASAN
PERKOTAAN SERTA PENGENDALIAN
SISTEM JARINOAN TRANSPORTASI
TERPADU DI BSD CITY

PT. EKAWIJAYA
AGUNGPERKASA

PENGELoI,AAN A]R LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANC

PT. BUMI SERPONG
DAMAI

KABUPATEN
TANGERANG

93 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KAE}UPATEN
TANGERANG

PT, THE UNIVENUS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMEzuNTAHAN DESA
KABUPATEN
TA.IIGERANG

POLITEKNIK
KEUANGAN NEGARA
STAN

96 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSTA
PENGET,OI"A ASET DESA DAN
PENCELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESA) KAE}UPATEN TANGERANG

PENGELOI,AAN AIR LIMBAH DOMESTIK
LUMPUR TINJA

99 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN
TANGERANG

103 PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) KEHUTANAN
NEGARA

PEMEzuNTAH
KABUPATEN
TANGERANG

PEMANFAATAN JASA LINCKUNGAN DAN
REFIABILITASI HUTAN DI TANGERANG
MANGROVE CENTER KPH BANTEN

KBTAHANAN PANOAN
KABUPATEN
TANGERANG

P9ltc ELCL.^-1lt 99PlS C.^^Dt^ltClll
PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022
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BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Penyelenggaraan pemerintahal daerah didukung oleh adanya

pendanaan yang memadai. Pendalaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi paj ak daerah, retribusi
daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-
lain pendapatan yang sah. Pendanaan penyelenggara€rn pemerintahan
daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Berdasarkan
pernyataan tersebut, diharapkan dalam pendanaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah atau pendanaan pada suatu urusan pemerintahan
tidak terjadi adanya tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya
pendanaan. Wujud pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran
Pendapatal dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dalam melakukan
analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan
APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran
tentang kapasitas atau kemampuan keualgan daerah dalam mendanai
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja
Daera-h dan Pembiayaan Daera-h. Dengan demikian dalam proses analisis
pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai
dengan kewenalgan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan
sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan
datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tangerang dapat diketahui

dari realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung,
proporsi sumber pendapatan, pencapaial kineda pendapatan, dan
gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta
potensi tantangan ke depan.

3.1 1.1 Pendapatan Daerah
Pendapatal Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah
terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatarr Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Tralsfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya
dijelaskan sebagai berikut.
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pajak daerah
2. Penerimaa-n retribusi daerah
3. Penerimaan hasil pengelolaan keualgan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari
1. Transfer pemerintah pusat
2. Transfer antar daerah

c. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber
dari:
1. Hibah
2. Dana darurat
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Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2Ol8-2O22. Target Pendapatan
tahun 2ola sebesar Rp. 5. 183.337. 186.385, dengan realisasi Rp.
5.460.376.7 41.305 atau sekitar lO5,34o/o, dengal target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.494.578.526.844 tercapai Rp. 2.870.834.840.001
atau sekitar 115,08%, tahun 2019 target Pendapatan Rp. 5,674,547,5OO,9O8,
tercapai Rp. 5,843,397,646,281 (102.98%1, dengan target PAD Rp.
2,613,744,369,343 tercapai Rp. 2,812,901,9O3,974 atau sekitar 7O7,62%o, target
Pendapatan untuk tahun 2020 sekitar Rp. 5.122.73132a379, tercapai Rp.
5.283.259.3OO.7 37 atau sekitar 103,13%, dengan target PAD Rp.
2.152.O99.764.621 dengar realisasi Rp. 2.465.364.759.567 atau sekita-r
114,560/o, kondisi tahun 2020 target Pendapatan baik PAD mengalami
penurunan target dibaldingkan tahun 2019 karena adanya pandemic Covid- 19,
yang berimbas pemerintah Kabupaten Tangerang meralokasi maupun
merrefocusing anggaran termasuk pendapatan. Kondisi penurunan Pendapatan
diakibatkan seluruh sumber Pendapatan Paj ak mengalami penurunan,
penurunarl target yang terbesar bersumber dari Paj ak Restoran, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Pajak Hiburan dan BPHTB. Hal ini disebabkan dengan
diberlakukannya PSBB dan adaptasi kebiasaan baru, yang membatasi aktivitas
pergerakan orang dipusat keramaian dan lesunya perekonomian masyarakat.
SUmber Pendapatan dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi
Perijinan Tertentu mengalami penumnan target. Pada retribusi jasa umum
penurunan target terbesar pada Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi,
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan. Retribusi jasa usaha penurunan target hanya pada
retribusi pelayanan Pelabuhan, sedangkan untuk Retribusi Perijinan Tertentu
penurunan target terbesar pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Penurunan retribusi tersebut antara lain disebabkan lesunya perekonomian
masyarakat.

Tahun 2021 target Pendapatan sekitar Rp. 5,736,671,084,317, tercapai
Rp. 6,149,143,629,4O5 atau sekitar lO7,19%, target PAD Rp.
2,451,3a2,599,948 dengan realisasi Rp. 2,869,92a,724,492 sekitar ll7,O7o ,

tahun 2021 merupakan fase pemulihan ekonomi daerah sehingga Pendapatan
mulai Kembali naik. Target Pendapatan tahun 2022 sekitar Rp.
6,415,749,114,721 tercapar Rp.6,818,283,797,728 atau sekitar 106,27o/o, target
PAD sekitar Rp. 3, 129,813,506,589, tercapai Rp. 3.665.704.373.870 atau
sekitar 1 17 ,I2o/o.

3, Lain-lain pendapata-n sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarr
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Tabel 3. I Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 20ta-2022

5.483. r 10.413.991,00 5.843.672.646.2A1,OO 5.243.259.300.737.OO 6. 149. 143.629.405,OO 6,414,283,797 ,72a 5,52I PENDAPATAN

2.472.564.5r2.647 ,OO 2 .at2 .933 . t24 .7 62 ,OO 2.465.364.759.567,00 2 .469 .924 .724 .492 ,OO 2,486,076,753,678 7,801.t Pefldapatan Asli Daerah

1.915.261 .O73.O35,O0 2.153.661.721.443,OO 1.701.900.649.444,oo 2.056.962.93.593,O0 6l,86t,tt+,29a1.1_l Pajak Daerah 13,18

r22.4 r8.520.065,00 t12.s93.677.767.OO 136.547.373.492,OO IO0.548.5 t 9.872.00 61,764,968,006 (12,9O1t.t.2 Retnbusi Daerah

57.137.623.310.OO 57.766.074.188,OO 56.606.567 .27 | ,U) 55.167.347.998,00 656.00 r.537.BBB1.1.3 Hasil Pengcloleen Keuangan
daerah yang dipisehkan 2,r3

4aa.9t ].650.924,OO s70.310.168.956,OO 657 .2sO.273.O29,OO1.1.4 tai!-lain PAD yang sah 777 .7 5r .296 .277 ,OO 3-665-704.373-970 o,2r

2.90.541.901.304,00 2.682.123.916.5r9,00 2.364.554.056. r 70,00 2.970.840.235.913,00t.2 Pendapatan Transfer 4,89

2.Os3.608.209.7&,00 2.038.372.310.490,00 2. r26.906.818.356,O0L2.t Transfer Pemenntah Pusat 2.(]o4.61O.577.2t7,OO 2,390,O43,749,437 2,9a

628.515.706.755,O0 326.1a I .745.680,00 406.t77.424.517,OOt.2.2 Transfer antar - daerah s3 r.93 r.324.O87.00 761.943.4O4.720 26,64

70.000.o00.oo0,oo 348.61s.605.000,00 453.340.485.000,00 308.374.669.000,00 551,829,3011.3
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah

74,O2

70.ooo.ooo.ooo,oo 453.340.485.OO0,OO 551,829,3011.3. r Hibalr 74,O2

| .3.2 Dana Darurat

556.450.9851.3.3
Lain-lain pendapata.n sesuar
dengan ketmtuan peraturan
peru ndang-undangan

R-EALISASI

2020 20212018 2019 2022

(RP) (Rp)

No Uraian

{Rpl (Rp) (RP)

Rata-rats
Perhrmbuhan

3.152.027.594.557

348.615.605.000,00 308.374.669.000,00
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3.1.1.2 Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Analisis Belanja Daerah
bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebij akan
pembelanjaan pada periode tahun 2018-2O22 yang digunakan sebagai bahan
untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam
rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi
Belanja Daerah juga akan disajikan untuk menginformasikan mengenai rata-
rata pertumbuhan/penurunan rea.lisasi Belanja Daerah Kabupaten
Tangerang yang dijabarkan sebagai berikut. Kondisi Belanja daerah pada
tahun 2020 mengalami penurunan target Belanja karena berpedoman pada
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119 I 2813 I SJ Nomor 1 17 IKMK.OT 12020 tentang Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-l9) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja
daerah mela.lui Rasiona.lisasi belanja pegawai, Rasionalisasi belanja
barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 507o, Rasionalisasi belanja modal
sekurang-kurangnya sebesar 507o.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan
penyesuaian belanja digunakan untuk mendanai :

a. Belanja bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan dalam rangka
pencegahan dan penanganan pandemic covid-l9, antara lain berupa
pengadaaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dalr peralatan
layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19;

b. Penyediaal jaring pengaman social/social salety net antara lain melalui
pemberian bantual social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang
mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemic covid-19;

c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah
tetap hidup, anatra lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dal
menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi
kegiatan perekonomian di daerah
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Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2Ol8-2O22

5.327 .769.a94.O91 .OO 5.338.Or 5.766.404,OO 4 .777 .124 .OO8.370 ,OO 5. 165.378.967.163,002 REI-AN.JA l25,ss)

3.556.745.486.293,00 3.943.484.092.709,50 3.499.349.240.347.OO 3.859.61O. 157.225,OO 4,416,755,637,814.00 l22,s2lBelanja Operasi

r.379.279.128.155,00 1.870.732.s34.O34,00 r.669.545.457.895,00 1.848.67 r.982.738,O0 2,151,189,aO3,213.OO (16, r0)2.t.1 Betanja Pegawar

r.9r6.601.637.944,O0 t.922.454.206.349,50 1.69.1.O51. 144.953,OO 1.539.O29.767.368,OO |,943,227 ,065.240.OO2.t .2 Belanja barang dar jasa (30,18)

Bclanja Hibah 234 .202 . | 52 .594 ,OO ]43.2o4.266.426,OO 449.909.957.I l9,OO 296,O40,O19,361.OO 25,692.t.5

26.662.567 .600,OO 7.O89.085.s00,00 8. 161.676.950,OO 2 r.998.450.000,OO 26,298,750,OOO.A) 2,at2.t.6 Belania bantuan sosial

L .392 .365 . r79 .427 ,50 97 6 .5 t2 .264 .AO4 ,OO r.245.790.580.493,002.2 Belania Modal I .7 63.560 .497 .O24 ,OO L553 ,274 ,496 ,27 | .OO (30,83)

422.43A.669.296.OO 190.663.045.773,00 174.879.250.384,OO 437. 105.252.384,00 342 ,O22 ,722,332 .OO (3,3012.2.1 Belanja Tanah

264 .4 t4 .2 | 4 .369 .OO 254 .524 . t78 .235 ,OO 226.101.911.006.OO t 57 .O74 .6A0 .O27 ,OO 249 ,740 ,486 ,832 .OO (36,36)2.2.2 Belanja Peralatar dan Mesin

374.198.318.620,OO 234.v4.536.514.OO 21o.977 .934 .794 ,OOBelanja bangunan dan gedung 506.a1o.131.538.00 334,646,202,898.OO 143,49l

s34.3sO.783.768,00 *2.446.9A9.23A,OO 302.534.105.154.OO 440.330.930.424,OO 6ro,9r8,173,O51.OO 124,2912.2.4 Belanja Ja.lan, irigasi dan jalanan

30.532.647.561 ,50 34 .444.461 .7 42 ,OO 30\ .7 A2 .460,OO 15,946,9r l,l58.OO2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 3s.v6.698.053.00 ls0,ro)

7.463.9tO.774,OO 2 .162 .494 .267 .OO 30 | .222 .463 .219 ,OO 59 .978 .229 .445 ,UJ 39,645,157.166.00 3.394,57Belanja Tidalc Terduga

ssr.06s. r 83.269,00 650.148.754. 100,00 584.395.766.747,OO 66A.31.9.977.23t,OO 699,043.340, I79.OO (19,48)3 Transfer

157.385.248.029,OO 210.492. r45.819,OOTransfer Bagi Hasil 166.322.457 .0,69.OO 202.796.O24.306.OO 246.063.603.379.OO {16,68}3.I

431.O1O.514.718,OO 457 .427 .83 | .4 \'2 ,OOTransfer Ba.ntuan Keuangan 3A4.742.726.200.OO 447 .352 .729 .794 ,OO 4s2 ,979 ,7 36 ,@O .OO 12o,29)

No Uraian

Realisasi
Rata-rata

Pertumbuhan20la 20 t9 2020 2021 2022

(Rp) (Rpi (Rpl {Rp} (Rp)

2.1

r27.63 r.000.549.OO
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3. 1. 1.3 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kemba-li, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri dari Sisa l.ebih Perhitungan
Anggaran Ta-hun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dala Cadangan, Hasil
Penjualan Kekayaal Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinj aman Daerah,
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Sementara itu Pengeluaral Pembiayaal Daerah terdiri dari Pembayaran
Cicilan Pokok Utarrg yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah,
Pembentukal Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran
Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pos-pos pembiayaan sebagaimana disajikan pada tabel 3.3
menunjukkan nilai neto pembayaan yang positif yang mampu melebihi nilai
defisit, sehingga memberikan SILPA yang positif sej ak tahwn 2078-2022.

Penerimaan pembiayaan umumnya berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan komponen lainnya
seperti pencairan Dana Cadangaa dan Hasil PenjuaJan Aset yang Dipisahkan
hanya terjadi secara berkala. Sementara itu komponen pengeluaran
pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangal, penyertaan modal, dan
investasi non permanen hanya terjadi secara berka-la dan dengan nilai yang
tidak terlalu besar. Sehingga secara neto pembiayaan mengalami nilai positif.
Nilai pembiayaan neto ini cukup besar sehingga m€unpu menutup defisit
realisasi anggaran, sehingga realisasi anggaran tahun 2O13-2O2O
memberikan SILPA positif.
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Tabel 3.3 Rea-lisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2Ola-2O22

1.198.916. r 16.90r,O0 792.249.631.8€0,OO 6t7 .757 .759 .O37 ,OO 535.463.426.36a,OO3.I Penerimaan
Pembieyaan

450,904,r r r,379

792.249.631.8€0,OO 617 .757 .7s9 .Os7 ,OO3.r.t SiLPA t.057.916.116.901,oo 535.463.426.368,OO 450,908,r r r,379

3.1.2
Pencairan Dana
Cadangan

l4l.OOO.OOO.OOO,OO

I O.941.821.652.OO 29.999.998.600,OO3.2
Pengeluaran
Pembiayaan

32,t99,297,rrO

1o.941.821.652.OO 24.999.998.600.OO3.2.2
Penyertaan modal
daerah

32,t99,297,r1O

5.O00.000.000,003.2.5

Pengelu ara.n
pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundarlq-undanqa.n

| . ta7 .974 .295 .249 .OO 762.249.633.24O.OO 6t7.757.759.O57.OO 535.463.426.368,OOPembiavaan Netto 818,708,814,269

792.249 .63t .aao .OO 617.757.759.O57 ,OO 535 .497 .284 .677 ,OO 850.908. r 1 r .379,00 92A,273,980, 7Sisa Lebih Pembiayaan
Anagaren {SILPA)

REALISASI

2019 2020 202120r8Uraian

(RP) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

No

fI
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3.1.2 Neraca Daerah
Kesehatan neraca keualgan suatu daerah dapat ditinjau melalui rasio

likuiditas da-n solvabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan dari beberapa pos
pada laporan keuangan. Adapun penjelasan lebih detil mengenai rasio likuiditas
dan solvabilitas adalah sebagai berikut:

a. Rasio likuiditas: Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Rasio likuiditas terdiri dari:

. Rasio Lancar, menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar
yang dimilikinya.

. Rasio Cepat, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva
lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan
kewajiban lancar.

Rasio lancar dan rasio cepat yang baik bernilai diatas I (satu), yang artinya
pemerintah daerah masih memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai
kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar Kabupaten Tangerang pada tahun
20i8 adalah sebesar 20,18 dengan rasio cepat sebesar 15,48. Berdasarkan
angka tersebut, Kabupaten Tangerang dapat memenuhi kewajiban jangka
pendeknya dengan aktiva lancar maupun tanpa memperhatikan persediaan.
Sepanjang tahun 2018-2019 tren rasio lancar dan rasio cepat Kabupaten
Tangerang mengalami kenaikan, tahiur, 2O2l-2022 mengalami penurunan. Pada
tahun 2020 rasio lancar mencapai 16,60 dan rasio cepat 14,38. Meskipun terjadi
penumnan, angka tersebut masih berada diatas 1 (satu). Secara detail, rasio
tersebut disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 3.4 Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Tangerang
Tahun 2078 - 2022

Sum.ber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah

b. Rasio solvabilitas: rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan
Pemerintah daerah dalam memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban
j angka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva
maupun ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Adapun jenis rasio yang
digunakan sebagai berikut:
1. Rasio utang terhadap aset, menggambarkan kemampuan keuangan

pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban
jargka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah seluruh aset yang
dimilikinya.

2. Rasio utang terhadap ekuitas, menggambarkan kemampuan keuangan
pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan
ekuitas yang dimiliki,
Rasio solvabilitas Kabupaten Tangerang dalam rentang waktr, 20 l8-2O22

menunjukkan angka yang sehat. Pada tahuo 2018 Kabupaten Tangeralg
memiliki rasio utang terhadap aset sebesar O,488o/o yang artinya aset Kabupaten
Tangerang hanya dibiayain O,329o/o kewajiban. Begitu pula pada tahur. 2022
yang menunjukkal angka O,l94o/o. Selanjutnya, untuk rasio utang terhadap
ekuitas Kabupaten Tangerang juga masih dibawah 100% dari tahun ke tahun.
Artinya, Kabupaten Tangeraag akan mampu membayar utang menggunakan
ekuitasnya apabila mengalami gagal bayar.

Rasio Lancar 20,12 t6,57 40,85 37,31 37,31
Rasio Cepat 15,48 14,38 34,41 33,68 33,68

IIMBIIffiE II @@@@@
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Tabel 3.5 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Tangerang 2Ola-2O22

Sumber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah

Rasio Utarg terhadap Aset 0.488 0.384 0.166 0.194 0.194
Rasio Utarg terhadap Ekuitas 0.490 0.385 0.167 0.194 0. r94

Rasio Solvabilitas 2018 2019 2020 2021 2022
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Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tangeralg Tahun Anggaran 2OIa-2O22

14.356.043.519.847,20I ASET

II ASET LANCAR

3a2-036.355.068, l6 643.703.360. l22,OO 643.703.360.122Kas di (as Daerah 695.797.895-875, t6 526-631.1 15.391, r6 eo,azltll

6.940.0O0,O0 7.295.165,OO 6a1.940,00 681.9401.1.3
Xas di B.n&hara Pencrihaan 840.000,00 135,16

15.6a0.570,00t. L4
(ls di B.ndahara Pengeluaran
SXPD

76.078.543,O0

124.a79.960.345,OO I 05.469.801.746.OO 161.493.532.313.O0 224 .447 .574 .7/o9 ,OO 224.447.574.769 ls,7e)tl5 ri€s di BLUD

I t.6 fias di Dam hiapitasi JKl{

1.306.26a.506,OO t4.o03.257_220,001.t.7

t.1.8 Kas di tlendahara FXTP 9.91a.685.207,O0

3.479.985.568,OO 12.323.666.501,00 s.595.339. 172,00 2 .U7 4.7 8).659l. L9 Kas di U.ndahara BOS

24.999.998.600,O0l.l.lo
Ll I I

83 r.243.472.564,00 496 093. t77 90l.OO l.o2a. l76.aa3.l 19,0o 497.043.066.453.0O 897.O43.066.453, l22,ssll. t.l2 Piutans Pcndapatan

l.Ll3 Baaian L€ncar Tuntu(an (iantt
Rugi

1.1. l4 Piutana Dam Bagi llasil Pajak

l.l. t 5

1624.805.479.991,821 16t7.206_443.376,391 1617.206.483.376,39){sas.485.226.017,O0) 1632.930.293.440,881 (23,60)l. | .16 Penyisihan Piulang

L t.l7

42.976.7 54 .54 l2-0a3.3:13,34 12.083.333,34I I 18 Beban Dibavar Dimuka r90.041.66,67 142,Ql

144.7 29.374.357 ,44 la7 .7 t7 .297 .245,9 2 128.O44.974.299,36 t24.o44.97 4.299,36 {39,47}l.l.l9 327.543.1l5_a I l,a7

1.40a.oa5.249-567,70 LO78.688 706 846.66 1.154.709_445.204,45 1.279.360.044. 199,3 t I.279.360.044. I99,31 {26,39)JUMTAH ASET IANCAR

l2 INVESTASI JANGKA PAN.'ANO

48.707.031 554.0O 44.471 125.330.00 44 471 125 330Investasi Non Permanen 20.424.676.247 ,OO 37.293.O5a.Oaa,OOt.2.1

l.2. r.l tnvestasi JanSka PanjanS k€pada

Inv€stasi daraD obligasi

Investasi dalam tto]€k1.2.L3

37.293.O5a-088,00 48.707.031_554,00 44.471.125.330,00 44 471 125 330 o,24Dana a€raulir 20.424.676.247,OO

No 2018 20t9 2020 2021 20)2

4 t_ I l5.6al.oo

2 .874.782.659 ,OO

Investasi Janaka Pend.k

44.290 _212,19

t-2.t-2

t.2.t.4
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1 .2. t.5 Deposito Jegka Panjang

I 2.1.6 Inkstasi Non Peme€n Lainnya

1.02a.27a.454.834,9 t LO2a.a46.62:r.292,56 1.o26.794_O45.4O5,63 r.o23.71 r.826.466,OO 1.o23.71 1.826.866lnveslasi I'emeen

l.O26.798.045.805,63 1.023.71 1.826.866,00 t.023.7t I a26 a661.028.278.454.434,91 t -o2a -a46 -624.292,fi {2s, r r)t.'2.1
Penvert an Modal Pemerintah

t.2.) lnvesrssi Pemanen taimya

l 075.505.1 17.359.63 1.068.142.952. r96.O0 LO68.182.952. t96 (24,tl)JUMTAH INVESTASI JANGKA
PANJANC

1.049.l07 l3l.oa l.9l

1.3 ASET TT]'TAP

s.064.064.958.l2l,00 7 .605.47 3.76 2 .O94.OO 7-A59.447.998.418.00 8.3s2.273.aas.332,00 4.352.273.885.332 llo,os)

1.5 t4.8 t8.922.O13,80 I-721.964.560.982,69 l.900 778.880.283,07 2.077.t 10.389.680,3s 2.O77- I 10.3a9.6aO.37 116,67)1.3.2 PeElatan dan Mesin

4_646.736.675. t3A,OO 4.772.9 16.a67 .90 t ,OO 4 77) 916 467 qnl1.3.3 GcdunS dan Banaunan 3-962 -392-7 59 -320.59 4.407.O89 959.O51.OO (2O,16)

5 a90.no7 420.932,29 6.479.064.097.O30.29 6.a02.248. 168.553,29 7.3A 1.564.0a9. 162.29 7.34I.564_049. 162,29 {19, t3)t.3.4 JaIan, llsas, dan Jarinaan

64.802.O.]5.396,22 73.9 29.80t -57 8,73 76.1 15.654.215,52 76.1 15.654.2 t5,52 I r9,09)13.5 As.t Tcrap Lainnya

t4.89 t.220.719,OO 24.941.650.456,OO 24.941.650.856Konslruhi daleE Peogerjam 162.1 13.230.623,01 l4.3a l .592.639,O0 {30,02)1.3.6

{s.08r.950.646.342,64) {5.aO4.f, I a.7O4.820,20} (6.s87.543.589_045,asl 17 .37 I .579.7 AO. I t2.46!. (7.37 t.579.780. I 12,491 {rs, r 0)t.3.7 Aludulasi Pcnyusutan Asct

I LS73.019. la9.O 19,20 t4 -492 -56 t -',/)2 -37 3,UJ 14.7 t o.449. 155.644,20 15.3 13.342.757.034,70 I5.3 I3.342.757.O34.69 lt1,29!'JUMLAH ASET TETAP

1.4 DANA CADANGAN

1.4 I

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

14.254.375.O0 6.400 000.00 6 400.ooo1.5_t Tasihan .raneka I'anians r24.3,14.364,00

t.5_2 Kemitraan denAan Pinak Ketiga

26.718.750,O0 6t.552.Oa3,33 34.927.O43,33 214.208.333.33 214.208.333,33 67,s21.5.3 A*t Te-k Bcrs"ujud

32s.676 8a?.060,36 317-Oa l-732-238,l3 6r _704.O90.7 52.44 37.295.81 l 054,a7 37.295.at 1.O54,a9 ls5,6n)1.5.4

317.1s7.538.696,46 61.739.O17.836,17 37.516.4 t9.388,20 37.516.419.384,22JUMLAH ASAT LAINNYA 325.831.9s0. r78,36 {s5.6r)

I6.954.547.220-336.60 t7 _oo) _4 02.7 7 6.O44,40 t7 .694.402. t7 2 _A r4,20 t7.698 _402- t7 2.a IA,22 (19.38)JUMLAIJ ASE'I' I4.356.043.519.847,20

)

2,1 KEWAJIBAN JANGK'A PENDAK

242.373.1l2,OO2.1_l Utalrg Perhitun8an Pihak K€tiaa
IPFKI

2.5a4.788.714.O0

20I a 2019 2020 202 | 2022

t.2.2

I.066. 139.642.340,56

1.3.1

60_77 ).544.35 | ,22



2. t.) Utant Bunga

2.L3 Bagie t an.a, Utang Jangka

7.321.44 l. I00.86 9.703.718.O21,4 r 7.404.55?.950,26 9_217.244.766.67 9.2t7 -244 -7($ ,67 1r6.68))t4 Pendapatan Diterima DiEuka

46.462 .297 .645,t 2 42-663.257 .723,OO to.672.29 t .434.OO 871.433.390.0O (r8,75)2.t.5

t2.314.634.745.10 10.021.668-393.702.1.6 Utans Jangka Pendek kinnya 13.443.540.246.70 871.433.390 1s6,49)

2_ t.7 Utant Jaminan Pihak K€tiaa

24 _O94 _922.37 4,70 24 -o,4 .922-37A.702.t 8 Utang B.lanja

),2 KEWA,JIBAN JANGXA PANJANG

).). I UtanS Dalam N€8eri

174.904.437.00 l 3s.2 I ?. s43,6 7 lo.02 r.668.393.70 104.073.250,33 I04.073.250,33).2 6 UtanR Jancka Panjans LaiMya

65.103.201.225,14 2a_263.440.024.29 34 _247 .673.745.70 34.287 .673.7A5.70JIJMLAII KEWAJIT]AN 6S 990.976.143.68 {3s,s6)

14.286.O52.543.703,50 16.aa9.444.O 19. I I I,SO l6-974. 138.936.0 I6,20 l?.664_ I t4.499.032.50 17.664.1 14.499.032,50 {19,3O)JUMTAH EKUITAS DANA

t7 .698 -402.172-A ta,20JUMTAH KEWAJIBAN DAN
EXUTTAS

I4.356.043.519.447.20 16.954_t47. 220.336,60 t7 -oo'2 -402 -7 7 6 -O44.40 17.69a.402. 172.818,20 1r9,38)

-t32-
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3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa La.lu
Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2018 hingga

tahun 2022 diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran
untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan aparatur. Selain itu Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam
analisis Sumber Penutup Defisit Rii1, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
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3.2. I Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tangerang
Tahw2O|S-2O22

3.2.2 Analisis Pembiayaan
Pembiayaan Daerah untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran. Selain itu juga semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kemba-li, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya.

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Tabel 3.8 Analisis Dehsit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol8-2O22

I
Total belanja untuk
pemenuhan kebutuhan
aparatur

|,379,279,124,t55 1,870,732,534,O34 1,669,545,457,895 |,a4a,67 | ,942,734 2,23A376,7a3,604 -t6,10

2
Total pengeluaran
(Belanja + Pengeluaran
Pembiayaan)

t,379,279,130,173,OO 1,870,732,536,O53 1,669,545,459,915 1,444,67 | ,984,739 2,234376,783,604 -16,1O

Persentase loo 100 too loo loo loo

I Realisasi Pendapatan
Daerah 5.483. I 10.413.991,00 5.843.672.646.2at,OO 5.283.259.300.737,OO 6. 149.143.629.405,OO

Dikurangi realisasi

2 Belanja Daerah 5.878.835.O77.360,0O 5.988. 164.520.504,00 5.365.519.775. t 17,00 5.833.698.944.394,00

3
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah 10.941.821-652,O0 29.999.998.600,OO

Defisit riil (406.666.485.021,00) \17 4.451.472.823,OO) 142.260.47 4.38O,OOl 315.444.645.0l r,OO 6.68s.066. 188.86a,OO

No Uraian
Tahun Rata-rata

Pe.tumbuhan20ta 2019 2020 2021 2022

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2O2O Tahun 2o2l Iah\n 2022
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (RP)

6.685.066.188.868,00
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Tabel 3.9 Analisis Sumber Penutup Defrsit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol8-2O22

I Realisasi Pendapatan
Daerah 5.4a3.110.413.991,00 5 .443 .672 .646 .2At ,OO 5.283.259.300.737,00 6 . t49 . t43 .629 .405 ,OO 6 .a ra .243 .797 .724

Dikurangr realisasi

2 Belarlja Daera} 5.478.435.O77.360,O0 5.988.164.s20.504,00 5.365.519.775.1 l7,OO 5.833.698.944.394,O0 6 .704 .57 5 .269 .O90

3 Peng€luaran Pembiayaa-n
r 0.94 r.82 r.652,O0 29.999.998.600,00

Defisit Riil (406.666.485.021 ,0O) 1r74.49r.A72.a23,OO1 (82.260.474.340,0O) 315.444.6a5.01I,OO 6.645.066.188.868.OO
Sisa l-cbih PerhitunSa-n
Anggaran (SILPA)
scb€lumnya

LO57.916. I 16.901,O0 792.249 .631 .480 ,OO 6 t7 .7 57 .7 59 .O57 ,OO 535.463.426.368,00 450.904.1 I 1.379

5 Pencairan dana
cadangan 141.000.ooo.000,00

B
Total Realisasi
Penenmaa.n Pembiayaan
Daerah

1.198.916. r 16.901,00 792 .249 .63 | .aao ,OO 6t7 .757 .759.O57 ,OO s35.463.426.368,OO

A.B
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggarart Tahun
berkenaan

792 .249 .631 .AaO ,OO 617.757.759.O57,OO 535.497.284.677,OO 8s0.908.1 1 1.379,OO 924.417.342.907

I
Sisa t bih P€rhitungan Anggaran
(SiLPA) Taiun A.ngteran
s€belumnya

1.057.916.1 16.901,O0 792.249.63 r.880,OO 6t7.757 .759.O57 ,OO 535.463.426.368,00 450.908.1I1.379

2 Pencairan dana cadangan r4 r .000.000.000.00

u Total Realisasi Penerimaan
Pembiayaafl Daerah

r.194.9 r6.1 r6.901,O0 792 .249 .631 .AaO ,(n 617.757.759.O57,OO 535.463.426.36a,OO 850.908. r 1 r.379

Tahun 2018 Tahun 2019 Ta-hun 2020 Tahun 2O21 Tahvn 2022
No. Uraran

lRp) (Rp) (RP) {Rp) (Rp)

No Uraian

Proporsi dari Total Defisit RiiI

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahur 2020 Tahun 2021 Tahvn 2022

(Rp) lRp) lRp) (Rp) {Rp)
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3.2.2.2 Ana.lisis Sisa kbih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tabel 3. 1O Analisis Sisa Lebih Pembiayaal Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Tangerang
Tahun 2Ol8-2O22

I Realisasi Pendapatan Daerah s.443.1 1o.413.991,00 5 .443 .672 .646 .2At ,OO 5.2a3.259.300.737,OO 6. 149. 143.629.405,OO 6.685.066.188.864,O0

Dikurangi realisasi

2 Belanja Daerah 5.878.835.077.360,00 5.988. r64.520.504.OO 5.365,519.775. r r7.00 5.833.698.944.394,00

3
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah 10.941.82 r.652,00 29.999.998.600.00

Defisrt Rril (406.666.485.021 ,00) lr74 .491 .472 .423 ,OOl $2.260.474.34O,OO) 315.444.645.01 I ,00 6.685.066. r88.868,00
Sisa t€bih Perhitungan
Angearan ISILPA) sebelumnya 1.o57.916.I 16.901,O0 792 .249 .63 | .aAO ,OO 6t7.757.759.O57 ,OO 535.463.426.368.OO

Pencairan dana cadangan l4 t.oo0.oo0.000,oo

u Total Realisasi Penerimaan
Pembiayaan Daerah 1.198.916.I I6.90l,OO 792.249.631.8aO,OO 6t7.757.759.O57 ,OO 53s.463.426.368,00 450.904.111.379

A.B Sisa Lebih Pembiayaan
Anqqaran Tahu n berkenaan

792.249.631.44O.OO 6 t7 .7 57 .7 59 .O57 ,OO 535.497.284.677,OO a50.90a.1 t t.379,oo 928.273.980.ffi7,OO

Tahun 2ola Taiun 2019 Tahun 2O2O Tahun 2O2l Tahun 2022
No. Uraian

(Rp) lRp) (Rp) (Rp) (Rp)
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3.3 Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendaraan bertujuan untuk menghitung kapasitas

tota-l keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai
beianja/pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima)
tahun ke depal serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluarar daerah
lainnya.

Tahapan yang harus ditempuh untuk menganalisa kerangka
pendanaan adalah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah
sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas darr ke pos-pos mana sumber
penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah ada-lah
total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran
berikutnya.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan

untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau haru s dibayar dalam satu tahun
anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib
dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun
oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah 'lahun 2024 -2026
Berdasarkan Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dal Pemerintah Daerah,
disebutkan ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang
peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah;
(2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli
Daerah antara lain :

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan
retribusi daerah.

b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi
daerah.

c. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan
mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).

d. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga
dalam rangka meningkatkan PAD.

e. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
f. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh

potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
g. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di kecamatan dalam

pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
h. Peningkatar koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan

pendapatan daerah;
i. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan

instansi terkait.
j. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan

pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan
kesadaran masyarakat waj ib paj ak/ retribu si daerah ;

k. Peningkatal kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah
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l. Penerapan pola insentif dan disinsentif
m. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatar daerah
n. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatarr

pendapatan daerah
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana perimbangan

yaitu :

1) Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka
peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Tangerang untuk setiap objek dari dana perimbangan
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat dan provinsi
khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan
dana perimbangan bagi kabupaten/kota.

3) Merencana,kan dal mendukung berbagai program yang telah ditetapkan
oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh a-lokasi
anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus
mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel 3.1 1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahwn 2024-
2026

Sumber : Hasil Proyeksi

3.3.3 Proyeksi Belanja Daerah "fohttn 2024-2026
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat

memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah
secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek
multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan raliryat secara
merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu
disusun secara cermat, sistematis dan terpola.

Sebagai komponen APBD, belanja daerah diharapkan mampu mendorong
perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai
program dart kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat
sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung

l PENDAPATAN 7 ,022,765,7 t2,829 7 ,294 ,336 ,604 ,AO2 7 ,45t,857 ,496,776

l.t Pendapatan Asli Daerah 3,479,OO4,294,703 3,s83,376,600,s39 3,57 3,694,906,376

1.1.1 Pajak Daerah 2,819,818,710,91 I 2,97 3,473,326,O57 3,O13,A77 ,941,204
1.1.2 Retribusi Daerah t35,tt2,926,474 r37,224,660,440 139,344,395,283

1.1.3
Hasil Pengelolaan
Kcuangan daerah yang
dipisahkan

58,75 r ,120,901 59,020,037,166 59,288,953,432

l t.4 t^ainlain PAD yang sah 465,325,s36,413 4 t3,254,576,435 36 r, r83,616,4s8

1.2 3,543,757 ,4t4,126 3 ,7 tO ,960 ,OO4 ,263 3,878,162,590,400

L2.t Transfer Pemerintah
Pusat 2,4o4,745,463,357 2 ,937 ,435 ,O77 ,7 t3 3,O7 0,124,292,O70

1.2.2 Transfer antar - daerah 739,01 1,554,769 77 3,524,926,550 808,038,298,330

1.3
LainJain Pendapatan
Daerah yang sah

o o o

1.3. 1 Hibah o o o

| .3.2 Dana Darurat o 0 0

tain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-
undarrgan

o 0 o

No Uraiart
2024 2025 2026

(Rp) (Rp) (Rp)

Pendapatan Trarsfer

1.3.3
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pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang merupakarr penjabaran
visi dan misi kepala daerah dan wakii kepala daerah terpilih.

Dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektilitas,
efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan,
penganggaran, pelaksalaan dan penatausahaan.

Efektifitas dan elisiensi dimaksudkan dana yang tersedia harus
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan
pada masyara-kat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan
dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah,
terutama yalg berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud transparan dan akuntabel yaitu setiap
pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudal dan
tida.k mendapatkal hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan
dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi
keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
1) Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan

perundangan
2) Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yalg memberikal

manfaat langsung bagi masyarakat.Belanja dialokasikan untuk program dan
kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki multiplier effects dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Nasional pada tah:un 2024.
4) Belanja Pemilihan Umum Daerah Bupati Tangerang dan Wakil Bupati

Tangerarg
5) Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhal pelayalan OPD sesuai

tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah.
6) Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja

langsung secara selektif,
7) Pada tahun 2024-2026 belanja diarahkan untuk pemulihan pertumbuhan

ekonomi.
8) Mempedomani mandatory spending antara lain :

a. Anggaran bidang Urusan Pendidikan sebesar 2OYo d,ari APBD sesuai
amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasa-1 49 ayat (1)

b. Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji (UU
Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan)

c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling
sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunal fasilitas pelayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkal kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik
antar daerah (UU APBN)

d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangar yang
diterima Kabupaten/Kota da-lam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa)
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Tabel 3.12 Pr eksi Belan a Daerah Kabu ten Tan eran Tahun 2024-2026

3.3.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal
terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih
perhitungan anggaran tahun la.lu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari
dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta
penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup
pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan
pembayaran pokok utang.

Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1) Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap dengan memperbaiki
kualitas perencanaan dan penganggara:n. Pada tahun 2026, surplus (defisit)
dan SILPA diasumsikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya

2) Efisiensi dan penghematan pada pelal<sanaan program kegiatan dengan
sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap
memperhatikan output dalf outcome.

3) Mengupayakan pemalfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat,
pemenuhan kewajibaa daerah, dal penguatan kemampuan keuangan
daerah.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dengan SILPA
sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal secara
bertallap.

Target
URAIAN

2024 2025 2026

BELANJA DAERAH

5,333,7s6,640,465 5,813,424,277,796 6,293,O91,915,127Belanja Operasi
2 ,451 ,2 t 1 ,7 65,435 2,620,161,377 ,574 2,749,! tO,949,722Belanja Pegawai

2,686,323,819,531 2,997 ,O4 t,844,7 t8 3,307,759,869,906Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Hibah 188,073,055,500 188,073,055,500 188,073,055,500

Belanja Bantuan
SosiaI

8.148.000.000 8,148,000,000 8,148,000,000

Belanja Modal 1,550,450,047,248 I,654,865,557,513 I,769,281,067 ,77A

Belanja Tanah 7 8,7 42,896,506 7 8,7 42 ,896,506 1a,7 42,896,506

Belanja Peralatan
dan Mesin 222,155,626,a51, 237,401,390,381 2s2 ,647 ,t53 ,9 | L

Belanja Gedung dan
Bangunan 621,7 42,L7 4,O99 65t,7 42 ,t7 4 ,099 69L,7 42 ,L7 4 ,O99

Belanja Jalart lrigasi
dar Jaringal 623,176,674,026 680,973,t47,259 738,769,616,492

Belanja Aset Tetap
Lainnya

4,632,67 | ,766 7,379,226,770

Belanja Tak
Terduga 60,000,000,000 60,000,000,000 60,oo0,000,000

Belarja Tak
Terduga 60,000,000,000.00 60,000,000,000.00 60,000,000,000.00

Belanja Transfer 730,860,134,078 730,860,134,078 730,860,134,078
Belanja Bagi Hasil
Pendapatan

246,063 ,603,37 9 .00 246,063,603,37 9 .00 246,063 ,603,37 9 .00

Belanja Bantuan
Keuangan

484,796,530,699 484,795,530,699 444 ,796,530 ,699

Jumlah Belanja 7 ,67 5 ,066 ,a2 | ,79 ). 4,259,t49,969,347 8,853,233,1 16,983

6 ,OO5 ,949 ,264
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Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tehun 2024-
2026

URAIAN
Taiget

2024 2025 2026

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiavaan Daeral. 257 ,251,357 ,662 164 ,502 ,7 t5 ,323 7 |,7 54,O72,985
Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) 257 ,251,357 ,662 164,502,715.323 7 t ,7 54 ,O72 ,945

Penca.iran Dana Cadangan 0 0 o

Hasil Penjualan kekayaan Daerah
Yang dipisahkan

0 0 o

Pengeluaran Pembiayaan Daerah o o 0

Pembentukan Dana Cadangan o o 0

Penyertaan Modal (lnvestasi)
Pemerintah Daerah

o 0 0

Pengeluaran lnvestasi Non
Permanen [,ainnya 0 0 0

Jumlah Pembiayaan 257 ,251,357 ,662 164 ,502 ,7 t5 ,323 7 I,7 54,O7 2,985
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BAB TV

PERMASALAFIAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini, akan menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten

Tangerang untuk periode 2O24-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan pokok dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tangerang.

Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Tangerang didasarkarr atas

beberapa komponen yang telah dianalisis terkait hasil pembangunan yang ada

di periode sebelumnya, seperti, telaa-h atas dokumen RPJMN 2O2O-2O24,

dokumen RPD Provinsi Banten 2023-2026, dokumen RPJPD Kabupaten
rr^-daf6nd onn < ono< ,l^1-,--- pD llitn l/alrrrna+an 'r.-ndar-nd Onr O OnOa

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu intemasional, dan lain sebagainya

4. 1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan bentuk dari "gap

expectation: antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang

telah direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai di masa datang dengan

kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasa-lahan pembangunan ini harus

diidentilikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan

pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa permasalahal yang disampaikan merupakan kondisi yang

menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yalmi
+--1.^;+ ^^*^-^l^L^- *a-c-'-t- ^--^- -r.-L--,l^"- '.^-"-,;- -a'.-..c.1.L'^r.v:..!.i.! |Jvr4.rs

ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastrukfttr

dan lingkungan hidup.
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Tabel 4. 1

Identifi kasi Permasalahitn Pembangrman Berdasarkan Aspek

Aspek Kesej ahteraan Masyarakat :

Fokus Kesejahteraan Sor;ial

Permasalahan

Banjir F.OB melanda pemukim€rn warga daeri*r pesisir utira
Kabupa ten Tangerang
Banjir yang diakibatkan intensitits curah hujrrn yang ting$
Pemanfiratan lahan t.erkonsentrasi di wilayah perkotaan
Hilangrrya lahan aki rat abrasi di Pantai Utarir
Bencanrr banjir melanda permukiman yang b srdekatan de ngan
daerah rrliran sunga
Abrasi terjadi di dae::ah pantai u1:ara
Pemanfiratan lahal i:erkonsentrasi di wilayah perkotaan
Hilangrrya lahan aki:at abrasi di Pantai Utarrt

li elahiral cul.rrp tinggi

1. sektor industri peng':lahan yang merupakan selrtor padat karya
yang mc:mbutuhkan tenaga KerjzL yang banyak, jika
pertumbuhan sektor industri perrgolahan me:eurun, akan
berdampak kepada I)HK.

2. Kenaikan harga mal.:anan dan non makanan akibat kenai kan
BBM penyebab inflasi di Kabupa ien Tangerarrg.

3. Kemaml:uan masyalakat dalam rrkses makar an dan non
makanan belum meningkat.

1. Rata-rat.a lama Sekolah di Kabutr,aten Tanger;mg selama [i,92
tal.un, belum sampej 9 tahun (S.MP) atau 12 tahun (SMA).

2. Jumlah bayi dengan gizi buruk belum tertan6lani secara
maksimal

Asl:ek
Aspek Geog'afi dan Demografi :

I

2
3
4
5

6
7
8
9

Fokus Kesejahteraan da:r Pemerataa:r Ekonomi

a

b

Tabel 4.2

No.
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Identifilctsi Permasahhan Pembalgunan Berdasarkan As k Pelayanar r Umum Per Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pembangunel

I)aerah
Pendidikal 1. Belum maksimalnya pelaksanaan w{ib belajar F endidikan Dasar 9 Tahun;

2. Rasio peserta didik terhadap ruang l<elas belum:deal;
3. Masih terdrtpat peserta '1idik yang pr.rtus sekolah;
4. Belum meratanya fasilitas sarana den prasarana pendidikan;
5. Masih rendahnya perar orang tua t erhadap perrtingnya pendidikan PAUD bagi

pengemban gan potensi rnak;
6. Masih kurangnya jumlah TK Negeri
7. Terdapat k mbaga PAUI) dan Lembaga Pendidikem Non Form,rl/Kesetaraan yang

belum merr.enuhi SNP;
8. Terdapat anak usia PAL D yang belum memperol:h Pendidikan PAUD;
9. Belum menltanya pendidikan Non F,:rmal/KeseLraan;
10. Masih terdzrpat ATS yarg belum terlryani;
11. Masih rend ahnya stanclar kualifrkasi/ tingkat pr:ndidikan pt:ndidik dan tenaga

kependidikan;
12. Belum mer:rtanya distri:usi pendidil< dan tenaga kependidikzn;
13. Belum optirnalnya linearitas pendidikan/progrzurr studi pendidik;
14. Kurangnya dan rendahrrya kualitas :enaga administrasi seko. ah;
15. Belum mak simalnya pengembangan potensi, balr:at, dan minztt peserta diclik;
16. Masih rendahnya Nilai Ilapor Pendidikan;
17. Belum malsimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka;
18. Masih kurangnya sarana pendukunl; pembelajaran.

Kesehatan 1. Cakupan komplikasi kebidanan yan11 ditangani o:nderung me nurun dikart:nakan
kurangnya pendataan dal tindakan preventif da:i puskesmas

2. Kurangnya asupan panilan bergizi pada masa ke hamilan dal 1O0O HPK;
3. Tingginya l:ematian bayi yang disebabkan oleh lrurangnya p erhatian ibu dalam

perawatan rrrak dikarerrakan kesejahteraan kelu arga yang rendah;
4. Tingginya angka stunting dan KEK;
5. Menurunn5'a cakupan pertolongan ibu bersalin dengar. bantuan tenaga

PernrasalahanNo

1

2

kesehatan yang kompel en yang nar ti akan bercampak pada. kenaikan AKI dan



No
Urusan Pembangunan

I)aerah
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Pernrasalahan

AKB;
6. Rendahnya bantuarr teriaga kesehat rn yang kompeten untuk ibu bersalin;
7. Pergantiaa kegiatan anggaran BOK nrenjadi penyrrkit menular dal tidak m,:nular;
8, Petugas PI( M yang terfckus pada l:egiatan penanggulangar. pandemi (I'E dan

vaksinasi);
9. Petugas pr:ncatatan pelaporan PIilvl/RS yanil sering bt:rganti/mempunyai

kegiatan la:n sehingga lrelaporan terhambat;
l(,. Belum optirnalnya kualitas pelayanan maternal;
I l.Fenomena 3 terlambat masih terjadi (Terlambat mengambil .<eputusal nrjukan

fasyankes, terlambat s;rmpai ke te:rrpat rujukan, terlambat. ditangani rlengan
tepat);

lli.Peningkatan kasus anernia pada ibu hamil;
lii.Peningkatan kasus dua penyakit menular yang perlu mendapat pelhatian

khusus (TBC dan HIV/IIIDS);
12.. Belum opti:nalnya penc :gahan dan pengendaliarr penyakit m,:nular;
1li.Faktor risi-li.o gangguan metabolik, risiko perilalnr, dan risiko lingkungan;
1(,.Kurangnya pelaksanaan fungsi p.rskesmas dalam menj:ilankan pelryanan

kesehatan rlasar yang komprehensif ;

1i'. Kurangnya peral rumajr sakit dala-nr pelaksanaan program prioritas;
lti.Adanya ke senjangan p emenuhan :elayanan kesehatan kerrena keterbatasaa

j arak untul: dij angkau ;

1!r. Kurangpya pelatihan S[)M Kesehatan;
2().Belum optirnalnya pelal'anan kesehittan dasar utrfuk masyar ekat miskin;
2l.Penyusunaa Rencana Kebutuhan Ol>at (RKO) be. um optimal;
21i.Belum optirnalnya sediaan farmasi c.an alat kesehatan.
1. Undang-Undang Cipta Kaqra belum ada turunan produk hukum di claerah,

sehingga ['elayanan dokumen tertunda;
2. Belum aclanya standar perhitun gan kebutuhan minimal dalam beberapa

indikator/jenis pelayaran antara lain dalam perhitungan kebutuhan lityanan
air minurr,;

Pekerjaan Umum dan
Penataan lluang

3. Beberapa wilayah Kabrrpaten Tangr:rang cukup sulit untuk ;nencari sun: ber air



No

4

5

Urusan Pembangunal
I)aerah

Perumahan Rakyat darr
Kawasan I'ermukiman

Ketentraman, Ketertibtm
Umum, dan Perlindunllal
Masyarakrrt

- Ae-

Perrrrasa-lahan

baku untuk pemenuhan layanar air minum bukan perpipaan, dis:tmping
Iokasinya.juga cukup jauh dari jaringan air mir um perpipaem;

4. Belum oplimal ketegas,an dalam tilrdakan penertibal pemaltfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan l<etentual ytrng berlaku, salah satu alasannya karena
belum tenledianya PPITIS terkait bic.ang Penataan Ruang;

5. Belum opt imalnya koo:dinasi antar pihak terkaLt dalam bidemg penataan ruang
mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian;

6. Belum op timalnya perrdataan dan penindakan izrrr terhadrrp bangunal tidak
berizin dar tidat sesuE j izin. Salah satu alasanr,ya karena kr:terbatasan s,umber
daya yang tidak da1>at mengejar kemajuar pembangunan yang ada di
Kabupaten Tangerang;

7. Kurang memadainya l,apasitas jalzur Kabupate r karena lebar jalan yang tidak
seimbang dengan volu:ne kendaraan yang ada;

8. Rata-rata kerusakan jalan Kabupaten yan g masih t inggi karen a ada
peningkat an jumlah k:ndaraan pel tahun yang sangat pesat;

9. Tingginya Sedimentasi/Endapan/Sampah pada drairLase jalan yang
menyebabkan sistem cLrainase jalalr Kabupaten belum maks.imal;

1O. Kurangnyil pembangtman untuk daerah resapan air dan daya tampung
Saluran/ Siungai/ Situ;

1 l. Kurangny l kapasitas bangunan un tuk jaringarr irigasi (kureng dari 100(t
I . Pada sebagian TPU tid * ada batas antara TPU Wakaf dan 'I'PU milik Pernda;
2. Rendahnya kesadaran pengembanll untuk men ferahkan PSU;
3. Kurangny,r pemahaman pengembalg terkait re1;ulasi penyelahan PSU;
4. Rendahnya kuantitas infrastruklur permukiman karena t'lrbatasnya s,umber

daya dan ,rnggaral dan akan berdr rnpak pada ':apaian SPM.
1. Tingkat kt:sadaran masyarakat akan Perda dan Perkada serta penanggulangan

bencana nrasih kurang;;
2. Kuralgnyir personal Srrtpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perktrda;
3. Data persr:baran/pertumbuhan tenrpat hiburar belum akurat;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan :erhadap p erlzina n dan al<tivitas

pelaku us.lha hiburan peredaran rniras;



No
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Urusal Pembangunen
I)aerah

PernLasa-lahan

5. Penyalahgunaan pela-ku kegiatan usaha;
6. Belum ter alinnya sinergitas yang irrtensif deng:m Perangkat daerah dan Aparat

KeamanarL di wilayah l erkait permarsalahan tra;rtibum;
7. Belum opl imalnya koo rdinasi penanganan gangguan PSK;
8. Belum opl imalnya penLberdayaarr reasyarakat c alam Satlinroas;
9. Kesulitan pemerolehal data warga yang berada di radius 50 meter dari lokasi

penertiban dikarenakan belum ada petugas ya-ng khusus mencatat data warga
saat pelak sanaan penc rtiban;

I O. Dinamisnl/a sasarail pemenuhan pelayanan dasar sehngga tidak dapat
menentukan angka yarg pasti dalam perhitungan kebutuhen;

l -. Minimnya anggaran yang dialoka sika-n untuk kegiatan p:nertibal sehingga
memberatkal saat mt:nganggarka:r kebutuharr untuk perr enuhan pelryanan
dasar;

l1l. Belum op iimalnya kornunikasi an:ar lembaga dengal bail: saat pelaksanaan
maupun p asca pelakszmaan kegiatrn penertiban;

lll. Terbatasnfa jumlah pr,rsonil saat p elaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
1.[. Keterbataiian sarana <lal prasarala dalam mt:nunjang pela]sanaan kr:giatan

pemeliharlan ketentraman dan ketertiban mas'zarakat.
lli. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalan penanggukmgan bencaea dan

kebalaran;
1(i. Masih renCahnya kualitas dan kuantitas data kebencalaan dan kebakalan;
lfz. Belum actanya dokurnen rencana induk sil;tem proteksi kebakaran dan

dokumen rencana kontingensi per. enis bencana;
1l]. Belum adanya peta da:rah rawan trencana;
l!). Masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat;
2O. Masih ren lahnya cakupan pelayanrrn pos damk ar yang ada <lalam kebent:anaan

dan kebal.aran;
2 l. Masih ren,lahnya kapasitas aparattr BPBD dalam kebencanaan dan kebakaran;
21). Belum dip edomaninya KRB dan Rl']B dalam pe rencanEran penataan ruang dan

perenczrna.an perargka.t daerah terlcait
Sosia-l 1. Belum opl imalnya veriEkasi dan validasi penda-aan PMKS dan PSKS;6.
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Tenaga Kerja
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Pernrasa-lahan

2. Belum opl imalnya sarana dan prasarana pen€u g€rnErn bagi I'MKS;
3. Verifikasi data PMKS t,elum dilaksaLnakan seca: a berkala;
4. Target sas aran kebuttLhan berdasrrrkan mutu layalan masih sulit ditentukan

dikarenakan kejadial yang bersifat kasuistik;
5. Anggaran belum dapat memenuhi l<ebutuhan;
6. Keterbatar;an SDM dan stakehalders dalam penanganan PMKS;
7. Belum opl imalnya sar(rna dan prasarala penanganan bagi I)MKS;
8. Koordinasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah peri.hal bantuan sosial

kurang optimal, sehingga penyalur an belum mzrksimal;
9. Rendahnya a}sesibilitrrs dan keberfungsian pa<[a anak terlantar, lansia, WRSE

dan Fakir Miskin serta disabilitas;
1O. Masih adanya stigma negatif terha<lap eks napi di keluarga ,lan masyarakat;
1 l.. Barrtuan J ang diberikan masih behrm tepat sas a.ran
1 . Belum op timalnya p( nyerapan hrlusal pelatihan UPT I'elatihan K,:rja di

perusahaem;
2. Kurangny,r tenaga instruktur yang kompeten sesuai dengal kejuruan ya:rg ada;
3. Informasi lowongan kerja yang dipt:roleh penca:'i kerja terbatas;
4. Keahlian <tan keteraml>ilan pencari ke4'a tidak r;esuai dengan kebutuhal pasar

kerja;
5. Aftitude pr:ncari kerja rrang rendah;
6. Belum optimalnya l:mbaga kerja sama llipartit da}rm menyele saikan

permasa-lahan ketenagakerjaan di llerusahaan;
7. Belum efe <tifnya pena-rg€rnan HPI 1>ada tahap Elipartit;
8. Tingkat pendidikan pe::cari kerja nrasih rendah;
9. Produktivitas dan etos kerja masih rendah;
10. Minat masyarakat unt:k berwiraur;aha masih rendah;
I t. Adanya pr'langgaran h rbungarr kerja antara pengusaha dan pekeda;

Kurangny,r pengetahuan terkait pe::aturan perundangan kelenagakerjaae
Belum oplimalnya perlindungan te::hadap perernpua.n dan anak;
Perempuan Berpolitik DPRD baru tercapai l4oh dan target 30%;

1

I
.)

3 Perempuan yang menc.uduki jabatim Eselon II llaru 16%

Pemberda:,aan
Perempua.:e dan
Perlindungan Anal<

8.
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4

5
6
7
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Perrrrasalahal

Perempuan Kepala Keluarga yang mendapal kan pelatihan hanya sebesar
19 ,7 20/o;

Belum oplimalnya Pernbinaan TeneLga Pendidik terhadap Se;<olah Ramal, Anak;
Belum opl imalnya Peleitihan Konvensi Hak Ana<;
Belum optimalnya sosialisasi terltang Pembentukan Fcrum Anak, Pusat
Informasi Sahabat Anrtk, Ruang Br:rmain Ramrrl: Anak, Sel:olah Ramah Anak,
Puskesmas dal Rumah Sakit Layed< Anak, Kecramatan Lay ak Anak, Desa dan
Kelurahar. Layak Anak:, dan Tempat Ibadah Lay ak Anak;
Belum opl imalnya T\rgas Gugus T\.: gas Kabupal en Layak Anak;
Belum optimalnya cakapan kreativitas anak;
Belum op timalnya sosrialisasi kepada Dunia trsaha dan lvtedia Massa dalam
upaya per capaian Kabupaten Layak Anak.

1. Konsumsi Pangan Pen duduk KabrLpaten Talgerang cukul) secara kuantitas
n€unun behrm beragam secara kuali:as;

2. Anomali iklim;
3. Harga baLan baku pak-n unggas tic-ak stabil (sering terjadi bnjakar);
4. Skala usaha pemeliharc.an ternak rakyat masih lendah dan lrerorangan;
5. Belum optimalnya sist,:m pengelolaan Cadangan Pangan l)emerintah l)aerah

(cPPD);
6. Masih rendahnya tata }:elola, pendampingan pengelolaan dar jumlah Lu mbung

Pangan Masyarakat (LP VI) yang akill
7. Belum berlembangnya kelembagaan dan jaringan distribusi ?angarr;
8. Masih rend ahnya penar ganar daerah dan efisiensi serta efeklivitas rentan rawan

pangan yar,g terprogranr melalui perrumbuhan dr'n pengembangan desa nrandiri
pangarl;

9. Masih rendahnya capai:rn Skor Pola Pangan Har;rpan (PPH).

1. Tidak ada kesepakatan harga pengadaan tanah antara perrilik tanah tlengan
harga yang ditetapkar <,leh tim apresial.

1. Kurangnya pengetahua.:r, pemahaman dan keszdaran pelaku usaha dar/atau
kegiatan telhadap pengr:lolaan linglc.rngan hidup;

8.
9.
1o

Lingkunga n Hidup

2. Tindak pen,)emaran dan Kerusakan Lingkung an Hidup yang rnasih banyak

9.
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Urusan Pembangune l
I)aerah

Administrzrsi
Kependud:kan dan
Pencatatan Sipil

Pemberda.raan
Masyarak:tt dan Desa

Pengendalian Penduduk
dan Kelua:ga Berencala

Pernrasalahan

3. Kurangnya penyediaan . ahan RTH;
4. Kurangnya kesadaran nrasyarakat tt,rhadap penS;elolaan sampah;
5. Kurangnya sarana dan lrrasarana pengelolaan sampah;
I Adanya ancmali data kependudukar:;
2 Belum optirnalnya pegarvai memenuhi standar sesuai dengan Anj ab ABK;
3 Masih sedil itnya OPD yang memanfiratkan data kependudukan;
4 Keterbatasen pegawai untuk ditugaskan ke Kecaaatan dan ttesa/Kelurat.an;
5 Inovasi pada pelayanan pendaftarar, penduduk ian pelayan m pencatatem sipil

belum optirral.
1 Tingkat korrpetensi SDI{ Aparatur f)esa dan Perangkat Desa belum sesu:ri yang

diharapkan;
2 Desa tidal: mampu memaksimalkan potensi desa unluk meningkatkan

Pendapatar': Asli Desa;
3 Tingkat konrpetensi Len.baga Kemasyarakatan Desa rendah;
4 Kurangnya pembinaan rlan pendam;,ingan Lemb:rga Ekonomi Desa dan Le mbaga

Kemasyaralcatan Desa,
I Penurunal Laju Pertu:nbuhan penCuduk di setiap tahunny,r
2 Penuruna: angka IPBI( di Kabupaten Tangerang
3 Belum terimplementasinya satu data keper dudukan untuk perencanaarr

pembangt,nan;
4 Belum optimalnya penyediaan data kependudul<an berbasis NIK;
5 Kurangny,r sosialisasi tentang pem bangunan kt:pendudukarr;
6 Belum adanya dasar hukum kebijakan GDPK untuk pengendalian pendlrduk;
7 Kurangny,l kapasitas IiDM dalam rrenemukan ,lampak kept:ndudukan;
8 Terbatasnya jumlah bimbingan leknis pembangunan k( pendudukan yalg

dilakukan;
9 Masih ter<lapatnya sikap ego progr am/ sektoral da-lam pelalsanaan pembinaan

ber-KB;
11. Belum ad{mya keterpaCuan dan kolaborasi pelaksanaan prc gram KB;
11. Kurangny.l strategi, dr:sain progra.:l dan inovasi dalam pelaksanaan aclvokasi

darl KIE

No

12

13.

t4.
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Pernrasalahan

12. Tidak adarya PKB/PLIG di tingkal Kecamatan dan Desa.
13. Rendahnya tingkat pr:ngetahuan masyara-kat akan penggunaan konb'asepsi

jargka parjang;
1.1. Rendahnya Penggunaan Kontrasepsi Jangkit Panjang MKJP) dan terus

menurun Cari tahun 2C18 hingga tah:urr 2022;
I 5. Tingginya rata-rata jurolah anak pr:r keluarga;
15. Menurunrgza cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB;
1 7. Rendahnya cakuparr kstersediaan rlan distribus;i a-lat dan ot,at kontraselrsi;
13. Rendahnya faskes yang bekedasanra dengan BIUS dan menrberikan pel:ryanaa

KBKR sesuai dengan s tandarisasi gre layanan.
1 Belum optimalnya pelayanan trans,portasi yanl; terintegras i, kinerja jeringan

pelayanan erngkutal urrum, pengawas€rn dan pe:rgendalian lzdu lintas jalem, dan
pemenuha-r. standar keselamatan dan keamanan transportas:.;

2 Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana jceselamatan lalu lintas jalan;
3 Tingginya kebutuhal trrmsportasi moda darat;
4 Tingkat kes adaran dari masyarakat ,lalam berlal,r lintas masih rendah
1. Belum maksimalnya pe nyelenggara rn informasi publik oleh badan publik dan

pengelolaan komunikasi publik;
2. Belum op,imalnya ke giatan kemitraan deng;an masyar akat, medie., dan

komunitas dalam mendiseminasikarr informasi program atau kebijakan;
3. Jumlah layanan hubungan media m asih belum optimal;
4. Sarana dar prasarana lrcrsandian belum memac ai;
5. Belum adallya j aringan komunikasi sandi antar :erangkat dz,erah;
6. Belum optirnalnya keananan sistem persandian:
7. Kebijakan, strategi, dan perencanaan tata kelola pemerintah berbasis elelctronik

belum optirnal;
8. Layanan pe merintah dan publik berrasis elelctronik belum optimal;
9. Data sectoral dan publikasi statistil,: yang dihasilkan oleh produsen data belum

seluruhnya terinput dalam portal data;
10. Kurangnya operator perrgolah data;
1 1 . Kurargnya pemahamar terkait ian dan mrmliaat metac:ata



Urusan Pembangunen
I)aerah

Koperasi, Usaha Kecil rlan
Menengah

Penanaman Modal

- 752-

Perrrrasalahal

12. Pengumpulan data dali produsen data yang lambat dari batas waktrr yang
ditentukan

13. Beberapa lionfrrmasi hasil analisis data sekto.:a-l yang tid* ditanggal:i oleh
produsen data;

14. Belum optimalnya pem rnfaatan dala sektoral untuk kepentingal perent:anaan
dan evaluasi pembangu.nan;

15. Kurangnya kegiatan statistik yang nrendapatkan rekomendas i dari BPS
l. Rendahnya la:alitas dan pemasaran produk usah;l mikro;
2. Rendahnya jumlah penerima dana br:rgulir untul: koperasi/usaha mikro rnela.lui

UPT UPDB;
3. Rendahnya I<ualitas dan daya saing koperasi.
1. Inkonsister si peraturan;
2. Ketersediaan lahan terliendala denlgan masalah sertifikasi, Lzin bangunan dan

zonalahan;
3. Kualitas inliastruktur r,:latif masitr I endah;
4. Promosi yarg dilakukar belum mak:;imal;
5. Belum mal<simalnya psmantauan, pembinaan, dan pengawasan penan€unzrn

modal;
6. Belum terr;osialisasikalnya secar.r merata informasi pe rgguna€rn aplikasi

perizinan b,-'rusaha dal non perizinam secara online kepada reasyarakat;
7. Belum ada kajian sarana, prasar€rna dan SDM drrlam penyelenggaraan PTSP;
8. Belum optirnalnya sosialisasi tata cara pembuaten LKPM;
9. Belum optfinalnya pemantauan dan berjalannya tindak lanjul. dari hasil kr:giatan

pengawasarl dan pembinaan bagi petaku usaha 5'ang belum rrembuat LKI)M;
10. Belum optirnalnya pemlrcrian sanks bagi pelaku usaha yang belum mela rorkan

LKPM;
1 1. Kurangnya jumlah SDM yang menguasai LKPM;
12. Kurangnya pelatihan dari Kementerian Investasi/BKPM telkait LKPM 1<epada

SDM di daerah
1. Belum optimalnya daya saing pemudrr dalam pembangunan;

No

17.

18.

19.Kepemuda an dan Olah
Adanya pertumbuhan o:'ganisasi pernuda baru sehingga me.sih membul uhkan
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Kebudayarm

Perpustakun

Kearsipan

Perikanan

Pariwisata

Pernrasalahan

pembinaal ctari Pemerinl ah Daerah;
Minimnya prestasi olahre,ga tingkat Nasiona-l dan [nternasional;
Belum optim a-lnya peran organisasi p :muda dalarr pembangu,ran;

I Minimnya g'elaku seni tladisional ur:.tuk melestarikan dan mt:ngembangkan seni
budaya;

2 Minimnya sarana prasalana keseniaa tradisional yang dimiliki oleh sanggru seni;
3 Rendahnya antusiasme masyarakal terhadap ;:enyelenggalaan kesenieLn dan

kebudayaan;
4 Kurangnya perlindungan, pengembangan, darr pemanfaataa Objek Pernajuan

Kebudayaan yang berge :ak;
5 Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni

budaya.
I Sarana dal prasarana telum optimal sesuai sta-r.dar;
2 Kompetensi SDM Perpur;takaan masih terbatas;
3 Promosi layanan perpustakaan masih belum ma:rif;
4 Belum optirnalnya jumlrdr koleksi ju,lul perpustakaan;
5 Belum terctqrainya IPLV. dan TGM;
1. Pelaksanaan akuisisi den penyerahen arsip statis masih belum maksimal;
2. Tidak terse iianya Arsip rris;
3. Belum terk:lolanya arsip sesuai NS['K.
1 Pendapatar Pelaku Usara PerikanarL Masih Rentlah;
2 Belum optirnalnya sistern pemasaran produk;
3 Tingginya biaya operasional produksi;
4 Masih rendrrhnya produ ktivitas pelaJ<u usaha;
5 Rendahnya angka konsrrmsi ikan;
1. Kurangnya perencanaarl, rencana eiksi, dan pe:rgembangan kawasan strategis

pariwisata;
2. Minimnya sarana darr prasaranrt dalam p,:ngelolaan kawasan strategis

pariwisata;
3. Kurangnya tata kelola kawasan strar:egis pariwisrta;
4.Kur€rngnya perlindunga a hasil kreativitas usaha pariwisata;
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Pertanian

Perdagangan

5

6
7

8
9

Pernrasa-lahan

Kurangnya promosi da.:r publikasi melalui media cetak, elektronik dan media
lainnya bai.< dalam dan luar negeri;
Kurangnya data pariwisata baik daltrrn dan luar ::regeri;
Kurangnya pengembangan kompet:nsi SDM pariwisata den ekonomi kreatif
tingkat dasr darr lanjut:an;
Kurangnya peran serta nasyarakat rlalam penge rrbangan kernitraan pari,visata;
Rendahnya kunjungan 'risata yang ada di Kabutr,aten Tanger urg

1. Masih re:rdahnya sosialisasi da:r pelatihan kepada masyarakat tentang
pengolahan pangan berbahan bakur palawija selta tepung urnbi-umbian lokal;

2. Masih ren lahnya keseiiaan benih unggul;
3. Masih ren lahnya ketersediaan sarirna produksi pertanian dan peternak:Ln;
4. Kr:rangnyrr ketersediaan air dan lalran pertanian;
5. Masih tin5ginya risiko ser€rngan hama dan pen5 akit tanaman;
6. Masih renlahnya kualitas serta da'la saing pro<tuk pertaniar;
7 . Masih rerrdahnya surveilans penlrakit hewan, jumlah m:dik veterin,:r dan

paramedil: veteriner, s,:rta pelayani rn kesehatar i hewan ;

8. Masih renlahnya kualitas produk hewal;
9. Masih reniahnya kapa.sitas pelaku utama dan pelaku usahzr sektor pertanian;
1o. Masih ren iahnya manajemen pengelolaan Bala Penyuluhart Pertanian;
I .. Renda-hny a kontribusi pertanian/perkebunal t,:rhadap PDF.B.
I Kurang opr:imalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih

minimnya p enggunaan (ierai Tangerrrng Gemilan;3 yang ditujukan sebagai sarana
promosi pr<,duk UMKM tokal;

2 Masih naik turunnya kegiatan ekspor bersih per<lagangan;
3 Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawas m barang treredar

karena bebr:rapa kendala, seperti masih rendahnya pengetahual dan kes,rdaran
konsumen terkait hak <lan kewajib:mnya sebagrf konsumen menurut u:edang-
undang dao juga regulasi yang b,:lum menge.tur mekanir;me detail tentang
penyidikan dan aturan llelalsana pengu-rusan sengketa kons -rmen

Kelautan <[an Perikalan N:lai tukar nelayan yang rr asih fluktuatif setiap tahunnya

26.
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Pernrasalahan

K'rrang optim(rlnya Pembir.aan kepada pelaku IKM.
Tt:rbatasnya jtrmlah kuota transmigran yang diterirr a oleh Peme:'intah Daerar tidak
se banding dengan animo nrasyarakat ymg ingin be:'transmigrasi.
B,:lum optima.nya penyele:rggaraan Pernerintahan I)aerah

l. Belum Semua Pegawai rnengikuti Pendidikan dal Pelatihan B.ompetensi APIP;
2. Jumlah SI)M APIP belum sesuai rel:omendasi Menpan-RB;
3. Belum sel rruhnya m.:mpunyai F'eta risiko korupsi dar rencana tindak

pengendalirm korupsi.
Kapasitas dan profesionalisme SDI\I perencana yang belum .:nerata;
Kurang m:madainya s:rrana dan pt.asarana pendukung;
Belum tersedianya SOP dalam irrplementasi penyelengg,Lraail perenoanaan
pembangu nan daerah;
Kepatuha:r PD untuk rnemedomani dokumen prlrencanaan rnasih rendah;
Belum optimalnya l,:eterlibatan masyarakat dalam proses peren()anaan
pembangu.nan;
Kurang nremadainya data-data rendukung dalam penl,usunan dokumen
perenczrns €rn ;

Aplikasi yang dibangrur belum terirrtegrasi antara satu dengal yang lain:rya;
Belum ter: ntegrasinya dokumen RF.PD dengan pokok-pokok pikiran DPF.D;
Belum optimalnya kesr:larasal dokumen peren(:anaai dan penganggara:r.

). Belum opl imaln a enCampingan l:epada PD terkait pelalsemaan monev
1. Masih terj;rdi kendala Calam layan an tatalal<sana pendataan dan pendrftaran

wajib pajalr serta penil:dan dan penetapan pajal: daerah ;

2. Masih terjadi kendala c:alam layanan penyelesaian keberatan;
3. Masih terclapat realisasi laporan 5'ang belum mencerminkan fakta dan data

lapangarr;
4. Masih terdapat pengusrha belum n,endaftar sek agai WP;
5. Perlunya pemberlakuan sanksi terhadap WP yalg tidak taat:
6. Kompetensri dan pemahaman PPK pada OPD lerhadap pe.r3rusunan Llporan

1

2
3

4
5

6

7
8
9
1

Keuangan belum mereita dan masih rendahny a perhatian Kepala OPI) a

33.
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Pernrasalahal

proses peny'usunan Laporan Keuan gan;
7. Masih banyak tanah m ilik daerah l.ang belum trersertifikat rlan masih ttrdapat

perbedaan pada beberapa jenis BMI) antara kondisi di lapanl3an dengan (:atatan
database;

8. Banyak BI4D berupa tanah dan gerlung yarrg tiCak terpakai untuk operrrsional
Pemerintah Daerah da-r tidak dilaliukan pemeL haraan rutin atau pengErwasan
secara rutin;

9. Masih tingginya program/kegiatar l/ang tidak terlaksana;
1O. Masih renclahnya peng, :luarart pem,:rintah untuk belan a
B,:lum optima nya Manajernen ASNan

Sumber : Data Dk,lah, 2O23

No

34.
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Permasalahan pembangunan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan
serta antara yang ingrn dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten
T"urgcr turg, tiapal r.iipciaktur sci;ag,a-i i-rcr ikut .
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Tabel 4.3
lnalisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas. dan Sasara:r Pembangu aan Daerah

Masal eh Akar masa"lahMrrsalah Pokok
Belum O;rtimalnya
Pembangrnan Sumber Daya
Manusia

Beluln optimalnva pelayanan
dasa.r' Kesehatan drn Pendidikarr

Permasalahal kinerja s,:ktor Pendidil:an :

oBelum nraksimalnya 1:elaksanaan rzajib belajar Pendidikan l)asar 9
Tahun

oBelum maksimalnya p:laksanaan Pr\UD
oBelum maksimalnya p:laksanaan Pr:ndidikan Nor, Formal/Kes(:taraan
oBelum rtimalnya Pengelolaan Pendidik dan Tenega Kependidil<an
Permasalahan kinerj a s,:ktor Perpustr rJraan dart Ker rrsipan :

e Rendahnya kunjungan perpustakaa:r
oBelum terbangunnya sinergitas ant€r instansi terl<ait
oBelum tertib administrasi kearsipan dalam peranl Ikat daerah
Permasa-lahan kinerja s,rktor Kesehat rn:

Tingginya angka k:matian Ibu dan Bayi
Tingginya angka s,unting dan FIEK
Belurrr optimalnya pencegahan dan penllendalian pt:nyakit
menu.ar
Rendahnya mutu pelayanan Kesehatan Pusl<esmas dan ltumah
Sakit
Rendahnya SDM k.esehatan
BelurrL optimalnya sediaan farnrasi dan a-lat kesehatan

a

a

a

a

a

Belurn optimalny,r daya sair-'g
pemlLda dalam perrbangunan

Permasalahan kinerja s,:ktor Kepemudaan:
oMasih re:rdahnya parlisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
rMinimnye Akses Pemuda dalam pengembangan k:wirausahaar

Belurn optimalnya destina:i
wisata dan pengembangan selri
budaya

Permasalahan kinerja s,:ktor Pariwisa ta:
Belum optimalnya peng:mbangan su:nber daya pa:'iwisata dan ekonomi
kreatif



Mirsalah Pokok Masa.l eh

Belurn optimalnya pemberdayaan
perart gender

Ting6 inya angka kr:lahiran

Belurn efektifnya Pemeliharaan
Keterrtraman dan Ketertiban
Umun
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Akar masalah
Permasalahan kinerja s,:ktor Kebuda,r.aan:
o Belum ol)timalnya pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan seni
budaya

rRendahnya minat masyarakat terhalap seni budeya asli daeralr
.Belum tersedianya sar 1na prasaranir pembinaan r ;eni budaya daerah
Permasalahan kinerje. sektor Pemberdayaan perempuarl dan
perlindunl;an anak :

o Masih rendahnya partisipasi peremlru€rn dalam p,:mbangunan
o Belum o1:timalnya kue.litas hidup alak
o Masih tirrgginya keker rsan pada per empuan dan anak
Permasalahan kinerja s,:ktor kependt:dukan dan kr:luarga beren,:ana :

oBelum t'rrsedianya detabase kependudukan berbasis Keluar6;a hasii
pendatarrn Keluarga

eBelum optimalnya pencapaian pro gram KB dar pemberdayaan dan
en ttan keluarga sejahtera

Permasalahan kineq'a s,:ktor ketentraman dan ketertiban :

o Belum o ptimalnya pe langanan gangguan keamanan dan kel ertiban
umum

o Belum optimalnya penanganan kejadian sosial l<emasyarakatan dan
kebenca:raan

o Kapasitas dan Kuantjtas SDM Satpol PP, Satlinrnas, dan PPNS yang
masih perlu ditingkatl:an

o Belum optimalnya per egakan Perda dan Perkada
e Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana



Mrrsalah Pokok

Belum Optirralnya
Pembangrnan Ekononri Dan
Masih Tir gginya Kesen- angan
Pendapatrn Penduduk

Masa] rh

Belurn optimalnJ'a kontribu:i
sektor-sektor PDRII
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Akar ma salah

Permasalahan kinerja s,:ktor Perikan:m :

Penda ten pelaku usaira perikanan masih rendal
Permasa.lahan kinerja s,:ktor Pertanian dan Pangar :

rMasih rendahnya ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
(CPPD) nraupun Cada:rgan Pangan lvlasyarakat (CPM)

rMasih -endahnya lrenanganan daerah rentan rawan pangan
berdasarkan Peta Ketahaaan dan Kr:rentanan Parrgan (FSVA)

rMasih rendahnya 1>enganekarag rman /diversilikasi pangan dan
keamanzLn parrga.rr

eMasih rendahnya proiuksi dan proctuktivitas perl.anian
oTingginy,r Potensi Risil<o Teq'angkitr:ya Penyakit Hewan Menuier
oMasih rendahnya kap:sitas SDM Pe rtanian (ASN tan Petani/P(te
Permasalahan kineq'a s,:ktor Perindustrian dan Per dagangan:
K timalnya Pembinaan kepada pelaku IKM
Permasalahan kineq'a s,:ktor Pariwisata:
o Rendahnya daya Taril: destinasi pa'iwisata
r Rendahnya pengembengan ekonorr i kreatif melalui pemanfaat.an dan

perlindu ngan hak kek ayaan intelektual
o Rendahnya publikasi dan promosi pariwisata

Belurn
investasi

optimalr.ya realisa:i Permasalahan kineq'a s,:ktor penanarlan :

oBelum optimalnya pertumbuhan investasi daerah
oKetidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan bt:rusaha
dan non perizinan

Lamt,atnya pertumbuhan lKlvl
dan IIM

.Belum tercapainya tar,Iet reaiisasi irrvestasi daera h
Permasalahan kinerja s,:ktor koperasr dan Usaha Illikro :

o Rendahlya kualitas dan pemasararr produk usaha mikro
o Masih rendahnya jumlah pe:rerima dana bergulir

koperasi /usaha mikrt, melalui UPT UPDB
o Rendahnya kualitas dan daya sain5 koperasi

untuk



Mrrsalah Pokok

Belum Optimalnya
Penyelenl garaan Tata Iieloia
Pemerinkrhan yang Baik dan
Implemer tasi Penguatan
Sistem Inovasi Daerah

Masal rh
Belurn optimalnya tingkat
kemandirian desa

Beluln optimalnya penanganan
rehabilitasi sosial I'MKS

Beluln optimalnya pencapaian
Nilai SAKIP

Belurn optimalnye
asli d aerah (PAD)
Belurn terintegrasinya Sistern
Infonnasi Pengelolaan Keuangan
Daer;rh
Belurn optimalnya
penyr:lenggaraan tata kelola
mana emen ASN
Belurn optimalny a
penyr-.lenggaraan SPBE

Belurn optimalny:t pelaksanaan
pelayanan publik sesuai dengan
stanc,ar operasionz J prosedur

berkelan tan
Rendahnya jumla} angkatan Permasalahan kineq'a s,:ktor tenaga l.erja :

ke a n angka pengar gguran
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Akar ma sa.lah
Permasalahan kinerja st:ktor pemberdayaan masyal akat dan pemerintah
desa :

Rendahnya kemampt an desa lalam kegirrtan pembaegunan

Permasalahan kinerja s,:ktor sosial :

Belum opt imalnya Penaaganan Pemerlu Pelayanan Ke sejahteraa.rr Sosial
PPKS

Permasalahan kineq'a s,:ktor Perenca.rraan:
Belum ter'.1'ujudnya per,:ncanzran yan g berkualitas
Permasalahan kinerja s,:ktor Sekretar iat Daerah:
Belum :imalnva Fasi itas dan Pelar.anan Peralgl<at Daerah
Permasalahan kinerja s,:ktor PengawzLsan:
. Belum <,ptimalnya kapabilitas APIP
o Belum optimalnya tir: gkat maturites SPIP terintegrasi

pendapatan Permasalahal kinerja s,:ktor pendape.tan daerah :

Belum t imalnya kontribusi PAD terhadap Perangkat Daerah
Permasalahan kineg'a s,:ktor keuange n :

Pengguna;m aplikasi S,IPD yang belum dapat d iintegrasikan sesuai
de kebutuhan lokal daera-h
Permasalahan kinerja s,:ktor Kepegav'aian :

o Belum optimalnya perencanaan AS N
r Belum optirnalnya kinerja dan pen,gembangan kompetensi ASlrl
Permasalahan kineq'a s,:ktor komunil<asi dan infonnasi :

r Masih belum optirnalnya progr am pengelolaan informasi dan
komunikasi publik

o Belum ,;ptimalnya kttalitas persan lian dan kearranan informrsi
r Belum optimalnya :enyelenggar;an statistik sektoral di lingkup

daerah kabupaten
Permasalahan kinerja s,:ktor Sekretar iat Daerah:

Belum t)ptimalnya pr:nyelenggaraan Pemerintah an Daerah
Belum t)ptimalnya Pt:nyelenggaraan Administrarri Pemerintahrm

a
o
a Belum t)ptimalnya Fztsilitas dan Pelayanalt Perargkat Daerah



Mrrsalah Pokok

Belum 01rfis16.l1ya
Pemenuh an Pemerataao
Pembangr rnan Infrastntktur

Masal rh

Belurn optimalnya peningkatan
penycdiaan infrast -uktur jalan
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Akar masalah
Permasalahart kineq'a s,:ktor Sekretar iat DPRD:
Belum maksimalnya penyrrsunan darr pembahasar raperda
Permasalahan kinerja s,:ktor Kependrrdukan dan P:ncatatan Sipil:
o Adanya anoma.li data kependudukrur
r Belum :ptimalnya Pt:gawai memerruhi standar sesuai denga:r Anjab

ABK
o Belum optimalnya kualitas Pelay rnan Pendaftaran Pendud rk dan

Pelayanan Pencatata:r Sipil
o Belum optimalnya pemarfaatan data kepen,ludukan ole: OPD

maupun instansi layirran publik leinnya
o Belum optimalnya inovasi pada pel,ryarran pendaftaran pendu(luk dall

an an pencatatan sipil
Permasalahan kinerja s,:ktor Perpustr raan dan Kerrsipan:
o Belum o rtimalnya layz.nan kepada tr,emustaka
Permasalahan kinerja s,-.ktor Kewilayzrtran :

Belum optimalnya penyelenggrraan pemerintahan tingkat
kewil rn /kecamatar
Permasalahan Kinerja Sektor Peke{a.;m Umum da-r. Penataan Ruarg:
. Kurang rremadainya kapasitas jalar kabupaten
oKurangn./a daerah resapan air dan Daya t€mpung
Saluran/ Sungai/ Situ

oKurangn/a kapasitas j aringan Daerrrh lrigasi
oTin rr Sedirnentasi / Enda an /S:mpah pada Drainase Jalan
Permasalahan Kinerja Sektor Pekerja;m Umum dar Penataan Ruang:
oMasih t,anyak bangrnan yang ridak sesuai dengan ke!:entuan

pemanfa,rtan ruang
oBelum O ctimalnya Dar:a Sektoral untuk Mendukung Penataan Ruang
oMasih bzrnyaknya bangunan yang tidak berijin rnaupun tidal sesuai

dengan l:in yang diperoleh
oBelum otrrtimalnya perr anfaatan kawasan banguntm dan fasilita r public
oBelum adanya konsep penataan bangunan darn lingkungan yang
terinte

Permasalahan Kine{a Sektor Perumahan Ral<yat dan Kawasan
Permukiman:

Belurn optimalnya penataan
ruanlg kota

Belurn
hunirm

optimalnyrr peningkatan
layak ba;



Mrrsalah Pokok Masal eh
masy arakat

Belurn optimainya sarana
ana perhubrrngan

Belurn optimalnya pengelolaan
lingk:ngan hidup ,ian
keter sediaan ruan11 terbuka hija:
di karvasan
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Akar ma salah
o PSU pe:r:mahan belum terkelola dr:ngan baik
o Belum optimalnya penang.rnan linl;kungan perrrLukirnan kum rh
o Masih t,elum idealnyrr kondisi Tpu Pemerintah
Permasalahan Kinerja Sektor Pertanahan:
Permintaan pemilik tanrrh lebih tingg: dari harga altpraisal
Permasalahan kinerja s,:ktor perhubtLngan :

Belum ima,lnya al<ser;ibilitas trans
Permasalahan kinerja s,:ktor Lingkungan Hidup :

o Masih t ngginya tingkat pencemaran dan kerusa.l:an lingkungar hidup
o Masih tingginya tingl,:at timbulan sampah
o Kur rya penyedia:m lahan RTH
Masih ren lahnya kineda pelayanan sub urusal kebencanaanBelurn optimalnya kapasitas

daereh dalam pen€nganan
bencira

Sumber : Data Diol,rh, 2023
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4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan sebuah kondisi atau permasalahan daerah yang

bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakal dalam merancang

neqlranorrnan daeqalt, f,aqqna d"mpaknya yarrg stcrnifikan hag! eatlfaq rtirnasa

mendatalg. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa

belum menjadi masalah sat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah

suatu saat nanti.

4.2. 1 Isu Internasional

4.2.1.1 Sustainable Deuelopment Goals (SDGs/

Sejak tahun 2O16, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

LreueauP u Lcr LL \)uuas/ ol)\-ts/ rrD,, tir.rt url 1w LJ-avow sEUirl aa rcuull urgrrE6,a-rtul(a r

Millennium Deuelopment Goals (MDGs). SDGs adalah agenda pembangunan yang

menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungal, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan

sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup,

serta pembangunan yang menjamin kearlilan dan terlaksanalya tata kelola yang

marnpu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi

'ucr ikutrrya. SDGs ocuan a cirsyiisii Lcr tujuaur urcurLrcrtlrtas l,curiskirrarr tiarr

kelaparan, mengurangi ketimpangan dalarrr dan antar nega-ra, memperbaiki

manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi

perubahan iklim.

SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar

dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan perrumbuhan

ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka

kc'uuluiranr susiai (sspcr i.i pcrrtiiriiir,ierr, kcsciraicur, pr ulcksi susiai, ir,cscrupa'lanr

kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi

lingkungan. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs

memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang

meliputi berbagai isu pembangunan berkelanjutan, 17 tujuan global tersebut

diuraikan sebagai berikut :

1) Tanpa Kemiskinan (No Pouertg) - Mengakhiri kemiskinan dalam segala

i-rcrri"uiurya tii sciial, icurpai,

2) Tanpa Kelaparan (Z,ero Hunger) - Mengakhiri kelaparan, mencapai

ketahanan pangan, perbaikan g1zi, da:l meningkatkan pertanian yang

berkelanjutan;
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3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (kod Health and Well-beingl -
Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan

bagi semua pada semua usia;

4t Penclirlikan Berkrralitas (Qt tnlitll faluqqti.tnl - M.nj ",mir pendrdikar 5ra:.rg

berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang

hayat bagi semua;

5) Kesetaraan Gender (Gender @ualitgl - Menjamin kesetaraan gender, serta

r-Lrcu.ri.rcr r-iayakeur sclur trir pcr curpui{rr,

6) Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation) - Menjamin

ketersediaar, dan pengelolaan air bersih, serta sardtasi yang berkelanjutan

bagi semua orang;

7) Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy) - enjamin akses

terhadap energi yang tedangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern,

bagi semua orang;

O, rcr lurrrrrultialr E/lrUlrUUIr uanr rgr(ttJa4lr JirllB ,JAy a lt lLrCCY, LL WUt tl Ul U,l

Eanomic Growthl - eningkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

inklusif; partisipasi penuh dalam peke{'aan yang produktif, jenis pekerjaan

yang layak bag semua orang;

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innouation and Infrastrudurel -
Membangun infrastrukhrr yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang

inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;

iO) ivicrrg,ur arrgj Kcsc.rrjaur6,aur (R<.du<xti ir rvquuiiiiesi - ivicrr.g,ur a.rrg,i

ketidaksetaraan di dalam, dan di antar negara;

I l) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (,Sustainable Cities and Commtnitiesl -
Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusii arnan, dan

berkelanjutan;

12) Konsumsi dan Produksi Bertanggungiawab (Responsible Consumption and

Productionl - Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;

rJl frrr.sl rrrrrtluaP \tlllrt lwaatrLulc ll,cLlutLl - rvrErtB,a-ruuu LurLlalaiarr us8,cla ulrlula

memerangi perubahan iklim, serta dampalmya;

14) Kehidupan Bawah Lafi (Life Belout Watef - Melindungi dan menggunakan

lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk

pembangunan yang berkelanjutan ;

15) Kehidupan di Darat (Life on Land) - Melindungi, memulihkan, dan

meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola

Lulanr scuil a 'ucr irciill uta.rr, rucrrgirclltik,rr, .i,rr, lrr"rrri-raliit tity a.iasi

(kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati) ;
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16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and S'trong

Institutions) - menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk
pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan

hog selrlr1a, m.mbangtrn lerntraga. y^ng efektif, alorntah,-l (1apat

dipertanggungiawabkan), dan inklusif, pada semua level; darr

17) Kemitraan untuk Mencapai Ttrjuan (Partnership for the Goalsl - Memperkuat

implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk
prcru'uarrgurrilr yeurg Lcr kcitu rj uiarr.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan

SDGs, melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya

penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN

maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun

Rencana Aksi Daerah TPB. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten

Tangerang berkewqjiban untuk berkontribusi dalam pen1rusunan rencana aksi

(lir.q ttl! lnr ualr ltlElal1,siltlt1,1.t -lurJa nt$uin r4.c w t-rlilrrBaur qacr arr lrLiJllulu,

4.2.1.2 Asean Economic Communitg (AECI

AEC adalah produk yang dihasilkan oleh ASEAN

giuLaiisasi yirrg urcrui-rcrrluk sci-r uai r kcsaluaur ckvl:uru (ur tiig\

Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan

berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Hingga saat ini daya

saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Tanpa mengabaikan

adanya beragam indikator daya saing internasional lagi suatu negara, maka

penguatan fungsi kelembagaan da-lam rangka membangun daya saing nasional,

dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia salgat diperlukan.

iviaka r,iar i ilu, pcriu riiiakuka.rr Lciaair 5W+ iii .lal.uu rusruaLsuki cra AEC.

Pertama " tohaf yatnt apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing pada

umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu institusi kota, daerah, wilayah,

atau negaia dalam mempertahankan, atau meningkatkan keunggulan

kompetitif yang dimiliki secara berkelanjutan. Menghadapi globalisasi ekonomi

yang bercirikan persaingan bebas maka suatu daerah hanya akan bertahan

apabila mempunya daya saing yang tinggi (halwani, 2OO2:4231. Dengan

,.icr.rikieur, tiaya sairrg ,rcr uyaka-rr aku.rrulasi .iar i i-rcr'ua6a-i faklur yarrg diurui,ri

dari penyusunan kebiiakan, sampai pada implementasi, dan evaluasinya

berbasis fungsi kelembagaan, dan tata kelola yang handal, serta pembangunan

infrastruktur pendukungnya.

karena adanya

ul Kawasilll /-rsta
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Kedua, " Whgi yattu mengapa daya saing neg€rra perlu dibangun, dan

ditingkatkan pada era AEC. Karena daya saing negara yang kuat secara

keseluruhan menjadi pilar daya saing nasional . Ketiga" When', kapan daya saing

negara perlu dibangun dan ditingkatkan. Indikator daya saing negara perlu

diperkuat seiring waltu di semua bidang, sektor, dan kegiatan yang semakin

signifikan dengan seiring waktu. Keempat " Wherd yaitu dimana lokus yang

tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Level ala-lisis penguatan

kembali indikator daya saing negara bukan hanya pada tingkat nasional dan

provinsi, melainkal perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat

Kabupaten/Kota, sesuai dengan level daerah otonom yang diamanatkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015, bahkan sampai pada

unit-unit pemerintahan yang terendah (kecamatan, kelurahan/desa) di

masyarakat, sebagai lokus pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal

yang dimiliki.

Kelima " Whd yatttt siapa saja aktor yang berkepentingan terhadap

penguatan, dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Aparat

pemerintah terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada 3 bidang prioritas

pembangunal lainnya yaitu kesejahteraan ralg/at; politik, hukum, keamanan;

serta perekonomian. Keenam, 'HouJ' yaitu, bagaimana cara membangun,

mempertal:alkan, dan meningkatkan daya saing negara atau daerah

Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sa.lah satunya melakukan penataan dan

revitalisasi fungsi kelembagaan di berbagai bidang dan sektor.

4.2.1.3 Asean Free Trade Area (AFlAl

Isu strategis internasional yang sangat berpengaruh terhadap

Kabupaten Tangerang adalah AFTA. Dengal terbukanya pasar bebas di kawasan

ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan

tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya.

4.2.2 Isu Nasional

4.2.2.1 lsu RPJMN 2O2O-2O24

Penyusunan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 -2026 l:.a.rtts

memperhatikan dokumen RPJMN talun 2020-2024. RPJMN 2O2O-2O24 telah

mengarusutamakal SDGs dengan target-target dan 17 TPB/SDGs beserta

indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda

pembangunan Indonesia ke depan. Untuk itu, penguatan proses transformasi

ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi
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fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas SDM, layanan

publik, seta kesejahteraan ra$at yang lebih baik. Lima prioritas presiden juga

diterjemahkan ke da.lam 7 agenda pembangunan RPJMD 2O2O -2024 dilengkapi

dengan isu strategis dalam setiap agenda, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkua-litas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk

meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam

pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi

barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri

dan ekspor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan,

yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (21peningkatan nilai tambah

ekonomi. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data

untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangu.nan,

serta perbaikan kualitas kebijakan. Isu strategis yang mencakup agenda ini

adalah sebagai berikut :

a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA)

b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat

d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dal Menjamin

Pemerataan

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional

dalam RPJMN 2O2O-2O24 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis

utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i)

meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii)

meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii)

meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta

kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Pada 2O2O-2O24, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan

utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan,

sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor

pemerataan berbasis wilayah pulau. Isu strategis yang mencakup agenda ini

adalah sebagai berikut :

a) Ketimpangan Antar Wilayah
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4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan nasiona-l untuk mengubah cara

pandarg, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui

interna.lisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat,

keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Revolusi

mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan

berperan sentra.l dalam pembangunan nasional. Mentalitas disiplin, etos

kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum darl aturan, tekun, dan gigih adalah

karakter dan sikap menta.l yang diperlukan untuk mewujudkan negara-

bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu

berkompetisi dengan negara-negara lain. Melalui gerakan revolusi mental,

nilai budaya dan kearifa,n lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunal,
toleransi, gotong royong, dar kerja sama anta.rwarga sebagai syarat utama

bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman,

bukan pada persamaar dan keseragaman. Untuk itu da-lam RPJMN Tahun

2O2O-2O24, revolusi menta,l terus dilaljutkan secara lebih holistik dan

integratif yarg bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan

dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi

3. Meningkatkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi

penduduk usia produktif Perubahan struktur penduduk ini akan membuka

peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografr (demographic

dividend) yang da-lam j angka menengalr dan palj ang akan mendorong

pertumbuhan ekonomi yalg tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi

negara berpenghasilan menengah ke atas. Pembangunan Indonesia 2020-

2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas

dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,

adaptif, inovatif, terampil, dar berkarakter. Isu strategis yang mencakup

agenda ini adalah sebagai berikut :

a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

b) Perlindungan Sosia-1 bagi Seluruh Penduduk

c) Pemenuhan Layanan Dasar

d) Peningkatan Kua-litas Anak, Perempuarr, dan Pemuda

e) Pengentasan Kemiskinan

f) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
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pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental da-lam tata kelola

pemerinta,harr dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan

akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosiai dengan

pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan

interaksi antarwarga, Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai

berikut :

a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa

b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaal Indonesia

c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti

d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama

e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan

Kerukunan

f) Belum Optimalnya Peran Keluarga

g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan

Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis

dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukaa percepatan antara lain

pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan

dasar di seluruh Indonesia, dan pembangrrnan infrastruktur untuk menopang

perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia.

Diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat

dan badan usaha mela.lui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Isu strategis yang mencakup

agenda ini ada.lah sebagai berikut :

a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan

Terjangkau

b) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

c) Pengelolaan Air Talah dan Air Baku Berkelanjutan

d) Keselamatan dan Keamanan Transportasi

e) Ketahalan Kebencanaan Infrastruktur

f) Waduk Multiguna dan Modemisasi Irigasi

g) Konektivitas Jalan

h) Konektivitas Kereta Api

i) Konektivitas Laut
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j) Konektivitas Udara

k) Konektivitas Darat

1) TransportasiPerkotaan

m) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

n) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan

o) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di

Perkotaal

p) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan

Terjangkau di Perkotaan

q) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

r) Akses serta Ketedangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

s) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

t) Penuntasan Infrastruktur TIK

u) Pemanfaatan Infrastruktur TIK

v) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan

Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam

berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup,

meningkatkan ketahanan bencana, dan pembahan iklim ditetapkan sebagai

sa-lah satu prioritas nasiona.l di da.lam RPJMN 2O2O-2O24.Isu strategis yang

mencakup agenda ini adalah sebagai berikut:

a) Deplesi SDA dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

b) Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum SDA da Lingkungan Hidup

c) Tingginya Risiko Bencana di Indonesia

d) Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi

e) Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat

Perubahan Iklim

0 Masih L,emahnya Tata Kelola dan Pembiayaan Penanggulangan Bencana di

Daerah

g) Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Renda-h

Karbon

h) Dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon



- t72-

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Dan Keamanan Dan Transformasi

Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahalan dan Keamanan

(Polhukhankam) Indonesia 2O2O-2O24 diarahkan menuju terwujudnya

konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia;

birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh

rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

kedaulatan negara dari berbagai ancarnan, baik dari dalam maupun luar

negeri. Pembangunan Polhukhankam memperhaLikan perkembangan yang

terjadi di dalam dan luar negeri. Arah kebijakan Pembangunan

Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi,

Optimalisasi Kebij akan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional,

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan

Nasiona-l. Isu strategis yang mencakup agenda ini adalah sebagai berikut :

a) Konsolidasi Demokrasi

b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

c) Penegakan Hukum Nasiona-l

d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

e) Menjaga Stabilitas Keamanan Sosial

Berdasarkan arah pembangunan wilayah di RPJMN 2O2O-2O24, wilayah

Kabupaten Tangerang adala-h bagian dari lokasi prioritas RPJMN dalam

Kawasal Jabodetabek.

4.2.2.2 Reformasi Birokrasr

Reformasi birokrasi (RB) menurut Sedarmayanti (2OO9:721, merupakan

upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan

tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas, sementara menurut KemenPAN RB

pada hakikatnya reformasi birokrasi menrpakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dal perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan,

ketatalaksalaan, dan sumber daya manusia aparatur. Adapun beberapa faktor

yang mendorong dilakukannya reformasi birokrasi menurut Miftah Thoha

(2008: 106- 108) adalah sebagai berikut:

1) Adanya kebutuhan melakukan pembaharuan;

2) Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional;

3) Memahami strategis yang te{adi di lingkungan global; dan
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4) Memahami perubahan yang terjadi da.lam paradigma manajemen

pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25 adalah rancangan induk arah kebijakan

pelaksalaan Reformasi Birokrasi Nasional dalam kurun waktu 2010-2025.

Adapun isu reformasi birokrasi dalam paparan Oscar (2O19) adalah sebagai

berikut :

),1 Leadership;

2) Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

3) Administrasi dan Kelembagaan;

4) Budaya Birokrasi;

5) Transformasi Digital;

6) Globalisasi dan TPB;

7) SDM Aparatur; dan

8l Closed System Bureaucracg dan Silo Mentalitg.

Program Birokrasi diharapkan al<an mampu berdampak optimal

sehingga sesuai dengan instruksi Presiden, Kementerian PANRB sebagai

instrumen untuk mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah

terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi membentuk

program Reformasi Birokrasi Tematik sebagai sa.lah satu strategi yang mengurai

aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis,

perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, formulasi program/kegiatan

sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sebagainya. Perbedaaa antara

RB Tematik dengan RB Genera.l adalah sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi Tematik :

1. RB tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab

permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh

masyarakat.

2. Melalui RB Tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam

menyelesaikan setiap masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung

dengan kine{a yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan dan

administrasi pemerintah).

3. Penerapan RB Tematik a1<an mempercepat manfaat program pembangunan,

sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara cepat.
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4.2.3 Isu Regional

4.2.3.1 Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta

Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta disusun dengan mempertimbangkan

beberapa hal seperti :

a. Permasa-la-han strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan;

b. Prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2OO5-2O25;

c. Kebijakan da-lam RTRW 2030;

d. Agenda pembangunan, program prioritas, kegiatan prioritas dar. Major

Projects dalam RPJMN 2O2O-2O24;

e. Kebijakan dalam RPJMD Prov/Kab/Kota Penyangga;

f. Hasil eva.luasi capaian SDGs. Serta;

g. Isu aktual yang sedang te{adi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) isu strategis

pembangunan, diantaranya :

1) Ketahanan terhadap Bencana

Sebagai salah satu kota yang berkomitmen dalam penurunal dampak iklim
melalui C4O Cities Climate Leadership Group, Jakarta mendorong perubahan

Reformasi Birokrasi General :

1. RB General mempunyai sasaran jangka panjarrg untuk mewujudkan

terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan

lincah.

2. RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada

instansi pemerintah.

3. RB General mempunyai fokus pada tercapainya budaya birokrasi beTAKHLAK

dengan ASN Profesiona-l.

Kabupaten Tangerang dinilai sudah menerapkan tata kelola manajemen

kepegawaian yang baik, sudah mendekati dengan Sistem Merit yang ditetapkan

oleh KASN. Salah satu yang menjadi tantangan da-lam pengelolaan

pemerintahan di Kabupaten Tangerang adalah masalah kurangnya SDM di

jajaran aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, saat ini jumlah pegawai

Non ASN di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi. Sesuai dengan mandat

dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),

tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan

PPPK. Oleh karena itu, ketimpangan Non ASN dan ASN haru s segera diatasi agar

pemerintahan dapat tetap be{alan sebagaimana mestinya dengan adanya

kebijakan penghapusan status Non ASN tersebut.
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nyata mela.lui kolaborasi dan pembelajaran melalui praktik terbaik.

Rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak

terlepas dari demografi Jal<arta, yang memiliki tingkat kemiringan 0- 3% dan

i3 aliran sungai di dalam wilayahnya.

2) Pemerintahan Dlnamis dan Transiormasi Pelayanan Publik

Peran DKI Jakarta sebagai ibukota negara, yang mempunyai kedudukan

khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undaag Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi

panutan dan acuan bagi provinsi lain dalam upaya penyediaan optimal bagi

masyarakat.

3) Ketahanan Ekonomi Inklusif
Pada tahun 2021, capatan indeks Gini DKI Jakarta kembali mencapai angka

0,411 dimana angka Gini ini naik dari 0.399 pada tahun 2O2O. Peran

kelompok penduduk dengan pendapatan 407o terendah dart 4Ook menengah

sudah lebih renda-h dibandingkan dengan 20% penduduk dengan pendapatan

teratas di DKI Jakarta.

4) Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas

Angka timbulan sampah di Jakarta diperkirakan 3,4 liter tiap orang per hari

dan kepadatan sampah adalah 0,20 kg/liter, yang berarti bahwa angka

timbulan sampah adalah 0,68 kg tiap orang tiap hari (DLH, 2018).

5) Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara

Jakarta, dengan segala keunggulan sumber daya manusia dibandingkan di

daerah lain, mampu menjadi Center of Human Development bagi Indonesia

yang membawa kontribusi positif bagi daerah lainnya. Kondisi pendidikan di

DKI Jakarta seczua umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik,

narnun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkal dalam raagka

menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat.

6) Pemerataan Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat adalah

tuntutan klasik dan utama yang menjadi tantangan Jakarta sebagai kota

metropolitan. Tingkat kemiskinan di wilayah Kebupaten Administrasi

Kepulauan Seribu mencapat 14,87o/o dan di wilayah administrasi Kota Jakarta

Utara mencapat 6,7 8o/o pada tahun 2O20, jauh dibawah tingkat kemiskinan

Provinsi yang mencapu 4,690/0. Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata
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Provinsi yaitu Jakarta Pusat sebesar 4,51o/o, Jakuta Timur sebesar 4,160/o,

Jakarta Selatan 4,34ok dan Jakarta Barat sebesar 4,2570.

4.2.3.2 lsts, Strategis Provinsi Banten

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi

masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu

strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara

optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang

signifikan. Isu strategis Provinsi Balten untuk Dokumen RPD Tahun 2023-

2026 merupakan sintesis dari permasalahan pembangunan dalam RPJMD

Tahun 2017-2022, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun sebelumnya, serta masalah yang muncul dari setiap bidang urusan,

permasalahan pada kondisi saat ini yang relevan dan telaah berbagai dokumen.

Isu strategis Provinsi Banten Tah:;n 2023-2026 dirumuskan sebagai berikut.

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia;

2. Daya Saing Perekonomian;

3. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;

4. Kua-litas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang

baik.

Untuk memberikan gambaran terhadap isu strategis disampaikan

penjelasannya sebagai berikut.

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui, persentase jumlah penduduk miskin di

Provinsi Banten relatif menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir,

apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi lainnya di

Pulau Jawa. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten merupakan

nilai terendah kedua setelah DKI Jakarta. Meskipun demikian, masih

terjadi kesenjangan persentase penduduk miskin antar kabupaten dan

kota di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak

memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika

dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten secara

keseluruhan. Hal lain, angka IPM 72,72 juga menunjukan secara umum

kenaikan positif namun terjadi perlambatan, perlu terobosan luar biasa

khususnya pada daerah yang angka IPM nya masih jauh tertinggal yaitu

Lebak dan Pandeglang. Perlambatan ini dapat mengindikasikan adanya

permasalahan dan kesenjalgan kemajuan pada pelaksanaan SPM di dua
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wilayah tersebut dan juga di sektor-sektor pendukung IPM, seperti

Pendidikan dan Kesehatan.

Dari sisi Pendidikan, rasio murid-guru di jenjarg SMK melebihi

batas ideal (15:1), selain itu juga persentase guru bersertifikat untuk

tingkat pendidikan menengah ke atas belum mencapai 50% dan Angka

Partisipasi Sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun masih di bawa-h rata -
rata APS nasional. Sementara dari sisi kesehatan, yang harus menjadi

iokus adalah masih tingginya angka prevalensi stunting tercatat 24,5

dengan target nasional 16. Angka kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran

hidup) dan angka kematian bayi (Per 1000 kelahiran hidup) dimana target

nasional untuk Provinsi Banten masih belum bisa tercapai lewat capaian

yang ada saat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten mempunyai komitmen untuk
pengurangan pengangguran, yang merupakan salah satu masa.lah penting

yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi

Banten pada Agustus 202 1 sebanyak 1,22 juta jiwa darr diupayakan turun
signifikan di tahun 2026. Masalah pengangguran yang sebagaimana

diketahui bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi

penyrrmbang terbesar angka pengangguran, kondisi ini harus menjadi

perhatian pemerintah daerah dalam penyiapan SDM berkua.litas dal
berdaya saing sehingga mampu terserap di pasar tenaga kerja

2l Daya Saing Perekonomian

Ekonomi Provinsi Banten diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa

tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi

dibaldingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa isu

harus diselesaikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi

Banten utamanya perlu menciptakan iklim usaha industri yang kondusif

untuk mereka tetap menjadikan Barten sebagai wilayah investasi.

Sebelum pandemi, terdapat indikasi hilangnya daya saing Provinsi Banten

dalam beberapa tahun terakhir.

Tak lupa pula akan fokus dan dukungan pemerintah lebih serius

terhadap sektor unggulan lain seperti pertanian, perikanan dan

perdagangan khususnya Usaha kecil menengah untuk turut menjadi

perhatian dalam rangka peningkatan kontribusi perekonomian di Banten

selain dari sektor industri. Hal lain adalah belum menguatnya pariwisata

sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut
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disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas

infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata. Selain hal tersebut

masih belum meratanya pembangunan kewilayahan di Banten dan juga

pemenuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Hal lain pula, terjadinya penurunan realisasi penanamal modal

asing yang disebabkan oleh realisasi investasi yang masih berkutat pada

wilayah Banten utara karena ketersediaan dan kualitas infrastruktur

penunjang investasi belum merata. Dampak pandemi COVID-I9 dan

pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia

menyebabkan te{adinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan

meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan

keragu-raguan pasar dalam berinvestasi. Pemerataan pembangunan perlu

diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti

penyediaan perumahan layak huni, penataan wilayah kumuh

peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan

persampahan dan limbah.

Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan

lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk
diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan

wilayah dan sektoral. Penataan tata ruang dan pembangunal wilayah

perlu juga memperhatikan RTRW dan melihat potensi di setiap daerah

Kabupaten Kota yang dalam hal ini dibagi menjadi WKP I, WKP II dan WKP

III, dimana di setiap WKP sudah ada desain pembangunan kewilayahan

dan prioritas pembangunan berdasarkan daya dukung lingkungan

3) Lingkungan Hidup, Ketahalan Bencana dan Perubahan Iklim

Pendekatan paradigma pembangunan dewasa ini tidak hanya

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic groufh) namun secara

lebih komprehensif pada pendekatan kua-litas pembangunan yang

mengakomodir keberlanjutan (ststainability) dan pemerataan. Isu global

terkait dengan perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian dari

Pemerintah Daerah termasuk Provinsi Banten. Perubahan ikiim yang

timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi diyakini akan memberikan

dampak yalg justru dapat membebani perekonomian di suatu wilayah.

Kesadaran akan hal tersebut menuntut implementasi kebijakan

pembangunan daerah yang ramah lingkungan termasuk di dalamnya

langkah antisipatif dalam bentuk mitigasi penumnan kua.litas lingkungan
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hidup. HaJ ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras dari seluruh

stakeholder yang memiliki peranan dalam aksi bersama penurunan emisi

Gas Rumah Kaca.

Selain itu, proses pembangunan di masa mendatang diharapkan

tidak hanya menghadirkan kesejahteraan untuk wilayah, kelompok dan

generasi tertentu narnun pembangunan dengan manfaat dan dampak

yang dirasakan oleh wilayah, kelompok dan berbagai generasi secara terus

menerus. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan program pembangunan

juga mengedepankan mitigasi akan dampak yang ditimbulkan termasuk

fenomena alam dalam hal ini terkait kebencalaan

4) Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu strategis bagi

Provinsi Banten, khususnya terkait dengan optimalisasi capaian

Reformasi Birokrasi, seperti diketahui skor indeks capaian reformasi

birokrasi Provinsi Banten masih berada pada kategori B dengan nilai

61, i2. Hal ini menunjukan Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen

yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten serta perbaikan terus menerus dalam

akuntabilitas kinerja pembangunan.

Tata kelola pemerintahan ini pun tidak terlepas dari harmonisasi

hubungan antar tingkat pemerintahan, kelembagaan pusat juga lembaga

vertikal lainnya dimana diperlukan juga keharmonisan dengan aparat

penegak hukum dalam rangka menjaga ketahanan nasional di Provinsi

Banten dalam upaya kondusilitas wilayah dari berbagai isu SARA dan

penegakan ideologi Pancasila yang juga penting dalam mewujudkan

pemerintahar yang berwibawa.

4.2.3.3 Isu Strategis Kabupaten Tangerang

1) Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Hijau serta Masih Tingginya Angka

Kesenjangan Pendapatan Penduduk

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu isu

strategis di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki fokus

terkait dengan green economA atau ekonomi hijau yang mana bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosia.l masyarakat, serta

mengurangi resio kerusakan lingkungan secara signifikan. Pembangunan

berkelanjutan yang difokuskan oleh Kabupaten Tangerang saat ini
mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon. Pembangunan

rendah karbon telah diamanatkan da.lam dokumen RPJMN 2O2O-2O24 daJam
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salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan

membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan

perubahan iklim.

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat pemb€rngunar yang tidak

memperhatikan lingkungan akan menyebabkan berbagai ketimpangan, salah

satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran serta

kemiskinan. Dalam kasus algka kemiskinan, Kabupaten Tangeralg telah

mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan pada tahun 2013-

2019, pada tahun 2019 merupakan persentase terendah yaitu 5,14 persen.

Pada tahun 2O2O persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi

6,23 persen ini disebabkan pandemi covid-19 yang belum mereda sampai

dengan tahun 2021 yang mencapai angka 7, 12 persen, dengan berbagai

program untuk mengatasi pandemi pada tahun 2022 lerjadi penunrnan

angka kemiskinan menjadi 6,92 persen.

Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya

Angkatan Kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada

peningkatan kemampuan keterampilan dalam pengolahan sumber daya

potensi yang dimiliki daerah. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang

beriimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu

akan sia-sia. Sala-h satu yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan

ada pendidikan vokasi. Selain sekolah, keterkaitan tenaga kerja dengan usaha

dapat juga melalui Balai Latihan Ke{a (BLK). Tentu da-lam upaya pelayanan

peningkatan keterampilan tenaga kerja ini, perlu diidentifikasi kebutuhar

dasar, baik peralatan maupun teknologinya.

Salah satu isu yang mulai berkembang dan dihadapi oleh para pencari

kerja di Kabupaten Tangerang adalah mulai sempitnya lapangar pekerjaan

karena banyak industri dan pabrik yang pindah beroperasi di daerah lain. Hal

ini menjadi tantangan bersama bagaimana akhirnya para pencari kerja harus

mulai diberikan pelatihan dan bimbingan agar bisa lebih mandiri dengan

berwirausaha. Selain itu, permasalahan lain seperti kurangnya fasilitas modal

untuk UM dan IKM, informasi potensi dan peluang investasi yang kurang

detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan

mendapatkan informasi menjadi satu isu strategis di Kabupaten Targerang.

Tantartgart yang dimiliki Kabupaten Tangerang terkait dengan IKM dan UM

adalah pendataan dan pembinaan IKM dan UM yang belum berkelanjutan darr

merata. Beberapa IKM juga terkendala terkait dengan legalitas produk,
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sehingga IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen

karena birokrasi sangat sulit untuk mendapatkan legalitas tersebut.

Untuk wilayah kebij akan kabupaten, penekanan pemulihan di sektor

unggulan adalah yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Adaptasi baru berupa kemampuan IKM memenuhi

kebutuhan di sektor yang sedang meningkat contohnya ada-lah pada sektor

kesehatan. Khusus untuk sektor pertanian, dalam jangka waktu perencanaan

ini diharapkan tidak terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten

Tangerang. Hal tersebut dikarenakan, semakin berkurangnya lahan pertanian

karena pembangunan yarrg gencar dijalankar. Sektor unggulan lain yang

harus dikuatkan karena menjadi ikon dan wajah Kabupaten Targerang

ada-lah sektor industri dan perdagangan, yang belakangan ini mengalami

penurunEm karena beberapa hal.

Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor

ekonomi kreatif, Pariwisata tidak akan berkembang bila tidak diselesaikan

" bottlenecH' yang menghambat proses pengembangan pariwisata itu sendiri.

Ekonomi kreatif dikembangkal berdasarkan potensi sumber daya iokal yang

dimiliki Kabupaten Tangerang. Selain itu, ekonomi kreatif juga menstimulasi

lahirnya wirausaha lokal yang dapat mengangkat keungguian, budaya, dan

karakteristik wilayah sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan

ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah.

2) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertalggung jawab serta sejalan

dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja,

dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa indikator yang

digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola pemerintah yang baik.

Perencanaan pembangunan yartg strategis diperlukan agar pemerintah

daerah tahu terkait dengan apa yang harus dike{akan, kapan harus

dikerjalan, sumber daya yang diperlukan dan berapa target yang harus.

Pengukuran kineq'a juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis secara

tepat terkait dengan informasi-informasi dan data-data yang diperoleh yarrg

mana nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja

pemerintah daerah. Evaluasi kinerja difungsikan untuk mengetahui seberapa

baik tingkat penguasaan pegawai terhadap kompetensi yang telah ditetapkan
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dan juga untuk mengetahui terkait kendala-kendala yang dialami pegawai

sehingga nantinya bisa ditemukan penyelesaial atas kendala tersebut.

Beberapa indikator lain yang digunakan Kabupaten Tangerang terkait dengan

pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah terkait dengan:

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Tangerang serta

pemerataan kua-litas aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah

diperlukan sehingga Kabupaten Tangerang marnpu mela-kukan pelayanan

kepada masyarakat secara profesionaJ, kompeten, bersih, dan berintegritas

untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata;

Revitalisasi reformasi administrasi juga digunakan sebagai upaya

mewujudkan tata kelola pemerintahan yarg baik, yaitu pemerintahan yang

memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat

peraturan, dan partisipatif; Peningkatan tata kelola keuangar dan aset daerah

yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja

daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang

dapat dipertanggungjawabkan; Pengembangan kelembagaan dan regulasi

yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi

dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebij akan, serta

terwujudnya penegalan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;

Pengembangar Smart Citg untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan

komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari-hari sehingga terwujud

efisisensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga

Kabupaten Tangerang yang modern; Pemanfaatan teknologi untuk proses

pengadaan barang dan jasa seperti e-purchasing sehingga terwr:jud

pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.

Sedangkar tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten Tangerang

terkait dengan pengelolaan pemerintahan adalah terkait dengan belum

optimalnya kualitas SDM yang memiliki skrll dan kompetensi sesuai dengan

tugas darr kewaj iban utamanya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat

ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikal dan

pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui BPSDM sej alan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat

Daerah.

3) Belum Optimalnya Pelayanan Dasar pada Sektor Sosial Budaya

Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah SDM di bidang sosial budaya yang

dapat menghambat kineda pelayanan publik, yang salah satunya te{adi di

bidang Pendidikan. Fenomena semacarn ini dikhawatirkan dapat mengurangi
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mutu dan kualitas sektor pendidikan karena terbagunya fokus pengajar

kepada lebih dari satu tugas yang harus dilaksanakan sekaligus. Isu

pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Tartgeralg

sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2O2O-2O24. Apabila bonus

demograli ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan

berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus

kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan.

Pada bidang kesehatan juga terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian,

yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen

rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan

kesehatan. Permasalahan gizi di Kabupaten Tangerang turut menjadi isu

strategis yaitu terkait dengan stunting. Hal ini diduga dikarenakan oleh masih

rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat

terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang tedaganya

lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih.

Pada sektor kependudukan, isu kepemilikan dokumen kependudukaa masih

menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan dan data

kependudukan. Selain itu, masih terdapatnya kasus anak yang memeriukan

perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan

arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dart Anak mengenai

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mengarahkan Kabupaten/Kota

mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

sumber daya pemerintah, masyarakat dar dunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakar, proglam dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Isu strategis lainnya adalah belum optimalnya kapasitas lembaga kebudayaan

da.lam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masih terbatasnya

sarana dan prasarana serta fasilitas dasar, masih terdapat keluarga pra-

sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni, dan proses verifikasi data

PMKS yang masih tumpang tindih, yang menyebabkan adanya perbedaan

jumlah PMKS yang terekam.

4) Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur

Strategi dan arah kebijalan pembangunan daerah dirumuskan dengan

memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani

prioritas nasional. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar yang

digunakan untuk kepentingan umum, baik frsik maupun non fisik yang
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dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bukan hanya sekedar

membangun atau mengadakan kebutuhan infrastmktur tetapi juga

sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan pengembangan infrastruktur

yang melibatkan berbagai macam pihak.

Isu strategis yang ada di Kabupaten Tangerang yang pertaa adalah terkait

sektor bina marga yang masih kurarg memadainya kapasitas jalan kabupaten

yang mana masih banyak keru sakan jalan. Hal ini ditandai dengan proporsi

jalan yang memenuhi kua-lifikasi dalam kondisi mantap adalah 77,O7o/o pada

tahun 2021. Kabupaten Tangerang juga memiliki daerah rawan banjir yang

cukup tinggi persentasenya, hal ini dikarenakan masih kurangnya daerah

resapan air dan daya tamping dari Drainase Jalan/Sungai/ Situ yang ada

disekitar daerah rawan banjir. Selain itu, tingginya sedimentasi/ endapan/

dan sampah pada drainase j alan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya

banjir.

Kedua, aksesibilitas transportasi di Kabupaten Tangerang termasuk termina.l

dan transportasi umum menjadi isu strategis di Kabupaten Talgerang.

Pelayanan transportasi di Kabupaten Tangerang belum terintegrasi karena

belum ada Kqjian Rencana Umum Jaringan Transportasi yang disusun.

Tingginya kebutuhan transportasi moda darat juga masih belum semua

teratasi karena belum terdapat pemetaan jaringan trayek sesuai kebutuhan

baik da-lam trayek maupun yang tidak dalam trayek, Rencana Pembangunan

terkait BRT, LRT, dan MRT serta Terminal Tipe A dan C yang terintegrasi juga

menjadi isu strategis di Kabupaten Tangerang.

Ketiga, rumah tangga dikatakan mempunyai akses sanitasi apabila rumah

tangga yang ada di Kabupaten Tangerang sudah memiliki fasilitas buang air

besar (BAB) baik sendiri maupun bersama dan tangki septik sebagai tempat

pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Kondisi wilayah pedesaan dan

perkotaan yang ada di Kabupaten Tangerang menimbulkan adanya perbedaan

tingkat sanitasi. Kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih terhitung

tinggi, yaitu sebesar 29,660/o pada tahun 2021. Hd ini disebabkan karena

rendahnya kualitas infrastruktur permukiman dan masih terbatasnya

kemampuan SDM dalam penyediaan infrastruktur tersebut.

Keempat, pencemaran dan kerusakan di Kabupaten Tangerang juga menjadi

isu strategis daerah, karena kondisi lingkungan hidup yang masih belum baik

dan juga terkait pencemaran yang masih rendah, khususnya pada

pengelolaan persampahan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
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pengelolaan sampah dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah

menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah di

Kabupaten Tangerang.

5) Pemekaran Wilayah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal Daerah juga

mengatur terkait dengan Pemekaran Daerah. Pemekaran yang dimaksud

adalah pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota menjadi

dua atau lebih Daera,h baru atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah

yang bersanding dalam satu Daerah Provinsi menjadi satu Daerah Baru.

Pemekaran daerah baru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan daerah. Rencana pemekaran di

wilayah Kabupaten Tangerang merupakan suatu langkah strategis yang

ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksalaan tugas

pemerintahan baik da.lam rangka pelayanan, pemberdayaan dan

pembangunan menuju terwrrjudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat

yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

4.2.3.4 Telaah Kebijakan RTRW Kabupaten Tangerarg

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan

keselarasan renca-na pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur
dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, tujuan penataan

ruang wilayah Kabupaten Tangerang 2O1l-2O31 adalah untuk mewujudkan

Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan

pengembangan kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan iingkungan

dan berdaya saing menuju masyaraat madani yang didukung oleh pertanian

yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Berikut

adalah rincian Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Tangerang :
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Tabel 4.4 Rincian Kawasan Strate s Kabu ten Tan ran
Kawasan Strategis Lokasi

Kawasan Hutan Lindung 1. Kecamatan Kronj o
2. Kecamatan Kemiri
3. Kecamatal Mauk
4. Kecamatar Pakuhaj i
5. Kecamatan Teiuknaga
6. Kecamatan Kosambi

Kawasan yang Memberikan
Perlindungan Kawasan

Bawahannya

1 . Kecamatan Solear
2. Kecamatan Cisoka
3. Kecamatan Tigaraksa
4. Kecamatan Panongan
5. Kecamatan Jambe
6. Kecamatan kgok
7. Kecamatan Kelapa Dua
8. Kecamatan Cisauk

Kawasan Sempadan Pantar l. Kecamatan Kosambi
2. Kecamatan Teluknaga
3. Kecamatan Pakuhaji
4. Kecamatan Sukadiri
5. Kecamata Mauk
6. Kecamatan Kemiri
7. Kecamatan Kronjo

Kawasan Sempadan Sungai a. Sungai Besar :

r Sungai Cisadale
o Sungai Cidurian
r Sungai Cimanceuri

b. Sungai Kecil :

o Sungai Ciapus
r Sungai Ciasin
r Sungai Cibarebeg
o Sungai Cibiuk/Ciiaku
o Sungai Cibolang
o Sungai Cibugel
r Sungai Cicalengka
r Sungai Cicayrrr
o Sungai Cigonteng
r Sungai Cigarukgak
o Sungai Cimauk
o Sungai Cijantra
o Sungai Cikakalen
o Sungai Cikolear
o Sungai Cileuleus
o Sungai Cilongo
o Sungai Cilongok
r Sungai Cilowong
o Sungai Cimaneuh
o Sungai Cimanceuri
o Sungai Cimatuk
r Sungai Cipasilian
o Sungai Cipayeun
r Sungai Cirajeun
o Sungai Cirangon
e Sungai Cirarab
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Kawasan Strate91s Lokasi
r Sungai Cirumpak
o Sungai Cisauk
o Sungai Cisabi
o Sungai Ciselatip
o Sungai Cisoge
o Sungai Cituis
o KaIi Ketapang
r Kali Perancis
r Kali Kramat
r Kali Apung
r Kali Asin
r Sungai Tahang

Kawasan Sekitar Danau atau
Situ

1. Situ Pondok dan Rawa Warung
Rebo (Kecamatan Sindangiaya)

2. Situ Cilongok (Kecamatan
Pasarkemis)

3. Situ Pasirgadung (Kecamatan
Cikupa)

4. Situ Kelapa Dua (Kecamatan
Kelapa Dua)

5. Situ Cihuni (Kecamatan
Pagedangan)

6. Situ Jengkol (Kecamatan Solear)
7. Rawa Ranca Ilat dan Rawa

Waluh (Kecamatan Kronjo)
8. Rawa Garukgak, Rawa

Patrasana, Rawa Gabus, Rawa
Genggong (Kecamatan Kresek)

9. Rawa Setingin (Kecamatan
Kemiri)

10. Rawa Gede (Kecamatan Sukadiri)
1 1. Rawa Kepuh (Kecamatan

Pakuhaji)
12. Rawa Gelam (Kecamatan Pasar

Kemis)
13. Rawa Jambu (Kecamatan Rajeg)

Kawasan Cagar Budaya 1. Kecamatan Tigaraksa :

Situs Makam Gajah Barong,
Situs Makam Nyi Mas
Gamparan, Situs Makam Buyrrt
Siyam, Situs Makam Syech
Mubarak, Situs Makam Buy,ut
Sandi, Situs Makam Bu1'ut Mali,
Situs Makam Nyi Sarinem, Situs
Makam Ki Mas Laeng, Situs
Makam Raden Mas Kuncung,
dan Situs Makam Wali Ahmad.

2. Kecamatar Mauk :

Sisa fosil Elephant Maxtmus,
Situs Bangunan Pekong
Soekong, dan Situs Makam Dewi
Neng

3. Kecamatan Cikupa:



Kawasan Strategis Lokasi
Situs Sumur Tujuh dan Situs
Makam Nyi Mas Aulia

4. Kecamatar Sukadiri :

Situs Sumur Tua dan Situs
Rawa Kidang

5. Kecamatan Pakuhqji :

Situs Makam Panj ang Syech
Daud dan Situs Makam Wali
Riman

6. Kecamatan Teluknaga :

Situs Penggilingan Tebu
7. Kecamatan Kronjo:

Situs Makam Jaga Laut
8. Kecamatan Solear :

Situs Mal<am Solear
9. Kecamatan Kosambi :

Situs Makam Panjang Dadap
10. Kecamatan Sepatan :

Situs Makam Buyut Mijah, Situs
Makam Buyrrt Akhir, Situs
Makam Kepuh, dan Situs
Makam Buy,ut Resem

I 1. Kecamatan Cisauk:
Situs Makam Mede, Situs 

I

Makam TUbagus Taram, Situs
Makam Ki Buyut Golokgog

12. Kecamatan Sukamulya :

Klenteng
Kawasan Rawan Bencana a. Rawan Banjir :

r Kecamatan Kemiri
e Kecamatan Kronjo
e Kecamatan Sepatan
o Kecamatan Sepatan Timur
o Kecamatan Pakuhaji
o Kecamatan Mauk
. Kecamatan Rajeg
. Kecamatan Balaraja
. Kecamatan Tigaral<sa
o Kecamatan Jambe
r Kecamatan Teluknaga
o Kecamatan Pasar Kemis
. Kecamatan Kresek
o Kecamatan Cisoka
r Kecamatan Solear
. Kecamatan Jayanti

b. Rawan Gempa dan Tsunami :

o Kecamatan Kronjo
o Kecamatan Kemiri
o Kecamatan Mauk

Kawasan Pertanian a. Pertanian Lahan Basah :

o Kecamatan Sindang Jaya
o Kecamatan Sepatan
. Kecamatan Sepatan Timur
. Kecamatan Pakuhaii
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Kawasan Strategis Lokasi
. Kecamatan Teluknaga
. Kecamatan Kronjo
o Kecamatan Mekar Baru
r Kecamatan Sukamulya
. Kecamatan Gunung Kaler
. Kecamatan Kresek
o Kecamatan Mauk
o Kecamatan Rajeg
r Kecamatan Kemiri
. Kecamatan Sukadiri

b. Pertanian Lahan Kering :

. Kecamatan Jambe

. Kecamatan Panongan

. Kecamatan Solear

. Kecamatan Cisoka
o Kecamatan Jayanti

Kawasan Peternakan 1 Kecamatan
2. Kecamatan
3. Kecamatan
4. Kecamatan
5. Kecamatan
6. Kecamatan
7. Kecamatan
8. Kecamatan
9. Kecamatan
10. Kecamatan
1 1. Kecamatan
12. Kecamatan
13. Kecamatan
14. Kecamatan
15. Kecamatan

l,egok
Panongan
Pagedangan
Curug
Cikupa
Tigaraksa
Kemiri
Pasar Kemis
Rajeg
Teluknaga
Cisauk
Jambe
Cisoka
Mauk
Gunung Kaler

Kawasan Agropolitan Kecamatan Sepatan dan
Kecamatan Sepatan Timur

Kawasal Perikanan 1. Perikanan Tangkap
o Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI) Tipe C :

a.PPI Kronjo, Desa Kronjo,
Kecamatan Kronj o

b.PPI Cituis, Desa Surya Bahari,
Kecamatan Pakuhaji

o PPI Tipe D :

a. PPI Benyawakan, Desa Lontar,
Kecamatan Kemiri

b.PPI Ketapang, Desa Ketapang,
Kecamatan Mauk

c. PPI Tanjung Pasir, Desa
Tanjung Pasir, Kecamatan
Teluknaga

d.PPI Dadap, Kelurahan Dadap,
Kecamatan Kosambi

2. Perikanan Budi Daya
r Perikanan budi daya air
tawar berupa kolam tersebar di
wilayah Kabupaten
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r Perikanal budi daya air
payau berupa kolam di
Kecamatan Kronjo, Kecamatan
Mekar Baru, Kecamatan Mauk,
dan Kecamatan Kosambi

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan
o Pengolahan Komoditas Ikan
Asin di Desa Suryabahari,
Kecamatan Pakuhaji

. Tempat Pelelangan lkan (TPI)

a.Desa Tanjung Pasir
Kecamatan Teluknaga

b. Desa Dadap Kecamatan
Kosambi

c. Desa Suryabahari Kecamatan
Pakuhaji

d.Desa Ketapang dan Desa
Mauk Kecamatan Mauk

e. Desa Lontar Kecamatan
Kemiri

f. Desa Kronjo Kecamatan
Kronjo

Kawasan Minapolitan Kecamatan Kronj o
Kawasan Industri l lndustri Besar :

. Kecamatan Pasar Kemis
o Kecamatan Cikupa
. Kecamatan Jambe
. Kecamatan Tigaraksa
o Kecamatan Sepatan
o Kecamatan Balaraja

2. Industri Sedang
o Kecamatan Curug
. Kecamatan Kosambi
o Kecamatan pakuhaji
. Kecamatan Jayanti
o Kecamatan Sepatan
o Kecamatan Kelapa Dua
o Kecamatan Pagedangan
o Kecamatan Mekar Baru
o Kecamatan Sindang Jaya
o Kecamatan l,egok
o Kecamatan Cisauk
. Kecamatan Kronjo
o Kecamatan Panongan

3. Industri Kecil dan/atau Rumah
Tangga
. Kecamatan Pasar Kemis
. Kecamatan Curug
. Kecamatan Cisoka

Kawasan Pariwisata 1. Pariwisata Alam :

. Pantai Tanjung Pasir dan
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Pantai Mutiara Kecamatan
Teluknaga

o Pantai Tanjung Kait
Kecamatan Mauk

r Pantai Dadap Kecamatan
Kosambi

. Pulau Cangkir Kecamatan
Kronjo

r Pantai Karang Serang
Kecamatan Sukadiri

o Situ Kelapa Dua dan Danau
Kelapa Dua Kecamatan Kelapa
Dua

r Situ Cihuni Kecamatan
Pagedangan

o Situ Pondok Kecamatan
Pasar Kemis

o Situ Garukgak dan Situ
Patrasana Kecamatan Kresek

2. Pariwisata Budaya :

o Rumah asli peninggalan dan
Situs makam Raden Aria
Wangsakara, Situs ma-kam
Buyut Onang, Situs Makam Ki
Muttaqin, Situs Makam Ki
Yunus, dan Situs Makam Ki
Musa di Kecamatan Pagedangan

o Rumah kebaya tempo dulu,
Situs Makam Nyi Mas Melati, dan
Situ Ma-kam Pangeran Jayakarta
di Kecamatan Sukamulya

o Situs Makam Gajah Barong,
Situs Makam Nyi Mas
Gamparan, Situs Makam Buyrrt
Siyam, Situs Makam Syech
Mubarak, Situs Malam Buy'ut
Sandi, Situs Makam Buyut Mali,
Situs Makam Nyai Saritinem,
Situs Makam Ki Mas Laeng, Situs
Makam Raden Mas Kuncung,
dan Situs Makam Wali Ahmad di
Kecamatan Tigaraksa

o Sisa fosil Elephant Maximus,
Situs Bangunan Pekong
Soekong, dan Situs Malcam Dewi
Neng di Kecamatan Mauk

o Situs Sumur Tujuh dan Situs
Makam Nyi Mas Aulia di
Kecamatan Cikupa

o Situs Sumur Tua dan Situs
Rawa Kidang di Kecamatan
Sukadiri

. Situs Makam Panjang Syech
Daud dan Situs Makam Wa.li
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Kawasan Strategis Lokasi
Riman di Kecamatan Pakuhaji

e Situs Penggilingan Tebu di
Kecamatan Teluknaga

. Situs Makam Jaga Laut di
Kecamatan Kronjo

o Situs Makam Solear di
Kecamatan Solear

r Situs Makam Panjang Dadap
di Kecamatan Kosambi

r Situs Makam Buyut Mijah,
Situs Makam Buyut Akhir, Situs
Makam Kepuh, dan Situs Makam
Buyut Resem di Kecamatan
Sepatarr

. Situs Makam Gede, Situs
Makam Tubagus Taram, Situs
Makam Ki Buyrrt Galokgog di
Kecamatan Cisauk

3. Pariwisata Buatan
o Wisata Edukasi di Tanjung
Pasir Resort

. Penangkaran Buaya di
Kecamatan Teluknaga

. Bumi Perkemahan Kitri
Bhakti, Desa Sukabakti,
Kecamatan Curug

r Wisata olahraga, Desa
Sampora, Kecamatan
Pagedangan dan Kelurahan
Bojongnangka, Kecamatan
Kalapa Dua

1. Permukiman Perkotaan :

. Kecamatan Pagedangan
o Kecamatan Cisauk
o Kecamatan Legok
o Kecamatan Kelapa Dua
. Kecamatan Curug
o Kecamatan Cikupa
r Kecamatan Pasar Kemis
. Kecamatan Balaraja
. Kecamatan Sukamulya
. Kecamatan Tigaraksa
o Kecamatan Panongan
r Kecamatan Jambe
r Kecamatan Cisoka
o Kecamatan Solear
o Kecamatan Jayanti
o Keca:natan Teluknaga
o Kecamatan Sepatan
o Kecamatan Sepatan Timur
. Kecamatan Kosambi
r Kecamatan Sindang Jaya

2. Permukiman Pedesaan :

Kawasan Permukiman
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a
o

a
a

a

a

o

o

a

Kecamatan Kronjo
Kecarnatan Mekar Baru
Kecamatan Gunung Kaler
Kecamatan Kresek
Kecamatan Mauk
Kecamatan Kemiri
Kecamatan Rajeg
Kecamatan Pakuhaji
Kecamatan Sukadiri

Kawasan Reklamasi 1. Kecamatan Kosambi
2. Kecaatan Teluknaga
3. Kecamatan Pakuhaji
4. Kecamatan Sukadiri
5. Kecamatan Mauk
6. Kecamatan Kemiri
7. Kecamatan Kronj o

Kawasan Pertahalal dan
Keamanan Negara

1. Komplek Datasemen Arhanud
Rudal O03 Falatehan Kecamatan
Cikupa

2. Makorem O52 Jayakarta
Kecamatan Keiapa Dua

3. Radar TNI AU Kecamatar Mauk
4. Polres Metropolitan Tigaraksa
5. Pos Angkatan Laut Tipe C

Kecamatan Kronjo
6. Polsek tersebar di seluruh

kecamatan
7. Koramil tersebar di seluruh

kecamatan
Kawasan Ekonomi 1. Kecamatan Jambe

2. Kecamatan Kronjo
3. Kecamatan Mauk
4. Kecamatan Kosambi
5. Kecamatan Pasar Kemis
6. Kecamatan Sepatarr
7. Kecamatan Cikupa
8. Kecamatan Kelapa Dua
9. Kecamatan Curug
1O. Kecamatan Kemiri

Kawasan Lingkungan Kecamatan Balaraja dan
Kecamatan Teluknaga

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 201 I Tentang Rencana
Tata Ruang Wilagah Kabupaten Tangerang Tahun 201 1-2031

Tabel 4.5 Kebi akan dan Strate Penataan Ru
Kebiiakan Strategi

Pengembangan kawasan
industri yang
mempunyai daya saing
dan nilai tambah dengan
skala pelayanan nasional

a. Mempersiapkan ruang kawasal industri
dibagian tengah Kabupaten dilengkapi
dengan sarana prasa-rana yang
berwawasan lingkungan;

b. Meningkatkan dan membangun
infrastruktur pendukung kawasan
industri;
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c. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat

produksi dan pusat pemasar€rn.

Pengembangan kawasan
permukiman yang
terintegerasi dengan
pusat perkotaan dan
pusat pelayanan
kawasan sekitarnya di
seluruh wilayah
kabupaten

a. Mengintegrasikan pembangunan
infrastruktur permukiman dengan
kegiatan industri dan pertaninan;

b. Mewujudkan pusat-pusat kegiatan
wilayah baru yang dipromosikan sesuai
dengan kewenangan Kabupaten;

c. Mengembangkan fungsi pusat-pusat
kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten
sesuai dengan hirarkinya;

d. Meningkatkan intensitas pembangunan
permukiman di tiap kecamatan melalui
pola pembalgunan vertical, pola
perluasan dan/atau pengembangan
kawasar permukiman dengan tetap
mempertahankan ekosistem lingkungan;

e. Menata kawasa permukiman Tigaraksa
untuk meningkatkan peran dan fungsi
kawasan perkotaar Tigaraksa sebagai
pusat pemerintahan dan ibukota
Kabupaten;

[. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat
perkotaan, desa, antar pusat perkotaan
dan pusat desa.

Pengembangan Kawasan
Perkotaan Baru Pantura
yang berwawasan
lingkungan

a. Melaksalakan reklamasi sepanjang parrtai
Utara Kabupaten dengarr memperhatikan
ekosistem sekitarnya;

b. Membangun dan mengintegrasikan
infrastruktur pendukung reklamasi Utara
dengan wilayah daratan Kabupaten

Pengembangan pertnian
berkelanjutan

a. Menetapkan kawasan pertanian yang
berkelanjutan untuk menunjang
keberadaan kawasan permukiman dan
meningkatkan ketahanan pangan
masyarakat Kabupaten;

b. Menetapkan kawasan minapolitan di
wilayah bagial utara Kabupaten;

c. Menetapkan kawasan agropolitan di
wilayah bagian tengah Kabupaten;

d. Meningkatkan dan mengembangkan
infrastrukur yang mendukung
pengembangan pertanian.

Peningkatan fungsi
kawasar untuk
mendukng pertahanan
keamanan negara

a. Menudukung penetapan kawasan
strategis nasional dengan fungsi khusus
kawasan perthanan dan keamanan
negara;

b. Mengembangkan kegiataa budi daya
secara efektif di daiam dan di sekitar
kawasan untuk menjaga fungsi
pertahanan dan keamanan negara;

c. Mengembangkan kawasan lindung
dan/atau kawasan budi daya tidak
terbangun disekitar kawasan pertahanan
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Kebijakan Strategi
dan keamanan negara sebagai zona
penyangga yang memisahkan kawasal
pertahanan dal keamanan negara dengan
kawasan budi daya terbangun;

d. Membantu memelihara dan menjaga
asset-aset pertahanan dan keamanan
negara.
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BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-

2026 secata khusus disajikan pada bagian ini. Tujuan merupakan suatu kondisi

yang a1<an dicapai atau dihasilkal dalam j argka waktu 3 (tiga) tahun

Sedangka,n sasar€rn merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasii pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Kinerj a tujual dan

sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang

ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai a.lat ukur pencapaian kinerja suatu

kegiatal, program atau sasar€rn dan tujuan dalam bentuk keluaran (outputl,

}:asil (outcomel, dampak (impact), n€unun secara khusus indikator yang pada

bagian ini mempaka a.lat ukur pencapaian kinerja hasil (outcome), dampak

(impactl. Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan

pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan eiisien dan efektif

dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, darr

indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar

pen;rusunan arsitektur kinerja pembalgunan daerah secara menyeluruh.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka

menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 ter,tang Penl'usunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daera-h bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah

Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan

adanya perbedaan pendekatan pemmusan tujuan dan sasaran karena tidal<

tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga

keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berla-ku dan menjaga

kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten

Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tah:.:.n 2O2O-2O24;

2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Banten Ta},wr 2023-2026.
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Talgerang Nomor 12 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jarrgka Panjang Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2005-2025

5.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2OO5-2O25

Periode pen1rusunan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 merupakan

tahun kelima pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang 2OO5-2O25, yang

merupakan tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Arah kebijakan dan

sasarar pokok RPJPD Kabupaten periode tersebut ditujukan untuk mencapai

visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan sebagaimana

tertuang da-lam da.lam RPJPD Kabupaten Tangeralg 2OO5-2O25 ada.lah:
*Kabupaten Tangerang Berdaga Saing Menuju Masgarakat Madani.'

Yang dimaksud dengan :

a. Daya Saing (Competitive Forces);

Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan

eksternal untuk meraih keberhasilarr dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan darr masa depan yang lebih baik.

Daya Saing Daerah ; kemampuan perkonomial daerah dalam mencapai

pertumbuhal tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan

tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global.

Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian

Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya

Alam serta Potensi Daera.h, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya

Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerj a Pemerintahan

dan kebij akan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

b. Masyarakat Madani (Ciuil Societgl; adalah masyarakat yang menjadikal

agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa

dan hubungan horizonta-l antar sesama manusia dan mahluk hidup

lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/ persaudaran

/ kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi,

keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka

(independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga

masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangal sosial yang anarkis dan

destruktif.
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Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah

Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang

mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;

2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis

pada potensi keunggulan lokal;

3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan

proporsional;

4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan

5). Mewujudkal pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan

pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi dan Misi tersebut djabarkan lebih lanjut dengan menetapkan sasaran

pembangunan

Tabel 5. 1

Misi dan Sasaran RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

1 Terlaksananya sistem jaminan
sosial dan penataan kependudukan
bagi masyarakat Kabupaten
Tangerang yang terpadu, efisien dan
efektif.

2 Meningkatnya derajat
pendidikan
KabupatenTangerang.

dan mutu
masyarakat

3 Meningkatnya der4jat dan mutu
kesehatan masyaral<at Kabupaten
Targerang.

4 Meningkatnya kualitas sumber
daya manusia yang ditandai dengan
meningkatnya indeks
pembangunan malusia (IPM) dan
indeks pembangunan gender (lPG).

5 Berkembangnya karakter
masyarakat Kabupaten Tangerang
yang mandiri, berdayasaing,
berbudi luhur, bertoleran,
bergotong royong, berjiwa patriotik,
dan berorientasi pada ilmu
pengetahuan dan teknoiogi.

6 Meningkatnya peran pemuda dan
perempuan dalam seluruh bidang
pembangunan.

I Mewujudkan kualitas
sumber daya manusia
Kabupaten Targerang
yang mandiri,
berdayasaing tinggi
dal berakhlak mulia;

Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Tangerang adil
dan sej ahtera
yang beriman
dan bertaqwa
sebagai
landasan bagi
tahap
pembangunan
berikutnya
dalam Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan
Pancasila dan
Undang-
undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

7 Makin kuatnya nilai-nilai
keutamaan, berakhlak mulia,
bermora-I, beriman dan bertaqawa

Misi Tujuan Sasaran
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yang dianut oieh masyarakat
Kabupaten Tangerang.

8 Makin mantapnya budaya dan
pemberdayaan masyaralat serta
organisasi masyarakat Kabupaten
Tangerang.

1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkua-litas dan
berkesinambungan sehingga pada
tahun 2025 pendapatan domestik
regional bruto (PDRB) Kabupaten
Tangerang semakin meningkat,
pengangguran menurun dan
penduduk miskin berkurang.

2 Meningkatnya produktivitas, nilai
tambah dan pendapatan
masyarakat Kabupaten Tangerang
dari pengembangan sektor industri
pengolahan yang berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Meningkatnya produktivitas, nilai
tambah dan pendapatan
masyarakat Kabupaten Tangerang
dari pengembangaa sektor
pertanian modern yang berbasis
ilmu pengetahuan dan teknologi..

2 Mewujudkan
perekonomian daerah
yang maju darr
berdaya saing
berbasis pada potensi
keunggulan lokal;

4 Meningkatnya produktivitas, nilai
tambah dan pendapatan
masyarakat Kabupaten Tangerang
dari pengembangan sektor jasa
yang iebih bermutu dan berbasis
ilmu pengetahuan dan teknologi
berdayasaing.

I Terbangunnya jaringan
infrastruktur perhubungal di
Kabupaten Tangerang yang terpadu
dan merata ke seluruh wilayah
kecamatar.

2 Terpenuhinya pasokan tenaga
listrik yang efisien sesuai
kebutuhan termasuk terpenuhinya
pasokan listrik bagi hampir seluruh
rumah tangga dal wilayah
perdesaan dan .

3 Terwujudnya konservasi sumber
daya air yang mampu menjaga
keberlanjutan fungsi sumber daya
air.

Mewujudka-n
pelayanal dasar bagi
masyarakat seca-ra
merata dan
proporsional;

4 Terpenuhinya penyediaan
prasarana dal sarana dasar
perumahan, permukiman dan
fasilitas umum

Misi Tujuan Sasaran
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Terwujudnya efisiensi pemanfaatan
dan pembangunan infrastruktur
pos dan teiekomunikasi

1 Meningkatnya kapasitas aparat
pemerintahan Kabupaten
Tangerang yang profesional,
kompeten, bersih, andal, berwibawa
darr bertanggungjawab.

2 Menguatnya peranan masyarakat
sipil dan partai politik dalam
kehidupan politik
Terciptanya penegal<an hukum
tanpa memandang kedudukan,
pangkat, dan jabatan seseorang
demi supremasi hukum dan
terciptanya penghormatan pada
hak-hak asasi manusia.

4 Mewujudkan tata
pemerintahan yarrg
baik, demokratis dan
partisipatif; dan

4 Terwujudnya ketertiban dan
keamaran di wilayah Kabupaten
Tangerang yang menjamin
martabat kemanusiaan,
keselamatan masyaral<at, dan
keutuhan wilayah dari ancaman
dan gangguarr pertahanan dan
keamanal

1 Terwujudnya kesejahteraan dan
kemajuan yang makin merata ke
seluruh wilayah Kabupaten
Tangerang termasuk wilayah
perdesaan.

2 Terwr:judnya lingkungan perkotaan
dan perdesaan yang sesuai dengan
kehidupan yang baik,
berkelanjutan, serta marnpu
memberikan nilai tambah bagi
masyarakat.

3 Terwujudnya kualitas kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat
Kabupaten Tangerang yang
didukung oleh pengelolaan dan
pendayagunaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup secara serasi,
seimbang, dan lestari.

4 Terpeliharanya keragaman hayati
dan kekhasan sumber daya alam
dan lingkungan Kabupaten
Tangerang.

5 Mewujudkan
pembangunan yang
terpadu dan serasi
dengan pendekatan
pengembangan
wilayah berbasis
ekonomi dan ekologi.

5 Meningkatnya kesadaran, sikap
mental, dall perilaku masyarakat
Kabupaten Talgerang dalam
pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan
t idup.

Misi Tujuarr Sasaran
5
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5.2 Tujuar dan Sasaran RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026
Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol9 -2023 serta memperhatikan RPJPMN

2O2O-2O24 dar RPD Provinsi Banten 2023-2024, Pemerintah Kabupaten

Tangerang merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana

Pembangunal Daerah Kabupaten Tangerang 2024 -2026.

Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten

Tangerang 2OO5-2O25 dan berdasarkan pada analisis arah kebijal<an RPJPD

tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kabupaten Tangerang, maka

dirumuskan Tujuan Pembangunan RPD Kabupaten Tangerang 2O24-2026

sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Perumusan Ttrjuan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Manusia

Mewujudkan
kualitas sumber
daya malusia
Kabupaten
Tangerang yang
mandiri,
berdayasaing tinggi
dan berakhlak mulia
dan Mewujudkan
pelayanan dasar
bagi masyarakat
secara merata dan
proporsional (Misi 1

dan Misi 3)

2 Meningkatkan Kondusifitas Daerah
dengan Pengembangan Perilaku
Masyarakat yang Berlandaskan
Keagamaan, Toleransi, dan Gotong
Royong

Mewujudkan
perekonomian
daerah yang maju
dan berdaya saing
berbasis pada
potensi keunggulan
lokal dan
Mewujudkan
pelayanan dasar
bagi masyarakat
secara merata dart
proporsional (Misi 2
dan Misi 3)

3 Meningkatkal pertumbuhal ekonomi
yang berkelanjutan dalam rangka
mewuj udkan kesej ahteraan
masyarakat secara komprehensif

Mewujudkan tata
pemerintahan yang
baik, demokratis dan
partisipatif; dan

4 Meningkatkan Kua.litas Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik melalui
Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan
Publik

Misi RPJPD Tuj uan RPD
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Secara lengkap cascading tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tangerang 2024-

2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Mewujudkan
pembangunan yang
terpadu dan serasi
dengan pendekatan
pengembalgan
wilayah berbasis
ekonomi dan
ekologi.

5 MeningkatkanPengembangan
Infrastruktur yarrg Terpadu dan
Berkelanjutan

Misi RPJPD Tujuan RPD
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Gambar 5. 1 Cascading Tujuan I dan 2 Rencana Pembangunal Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026
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Gambar 5.2 Cascading Tujuan 3 Rencana Pembarrgunal Daera,h Kabupaten Talgerang 2024-2026
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Gambar 5.3 Cascading Tujuan 4 Rencana Pembargunan Daerah Kabupaten Talgerang 2024-2026

Gambar 5.4 Cascading Tujuan 5 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Talgerang 2024-2026
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Tabel 5. 3
Trrjuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangeralg Tahon 2024-2026

I Meningk
atnya
Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

Indeks
Pembangun
an Malusia
(IPM)

lndeks Pembangunan Manusia
(IPM) mengukur capaian
pembarlgunan manusia berbasis
sejumla-h komponen dasar kua-litas
hidup. Sebagai ukuran kua-litas
hidup, IPM dibangun melalui
pendekerarr uga dimensi dasaJ.
Dimensi tersebut mencakup umur
panjarg dan sehat; pengetahuan,
dan kehidupan ]'ang layak.

- Indeks Xij : Indeks komponen IPM
ke I untuk wilayah ke-j

- i: l, 2,3 (urutan komponen IPM)
- j: 1,2 ........ k (wilayah)

IndeksXijI1
tPMi = -

Keterangan:

'74 o
7

73,2
7

73,55 73,8
2

74,1 74,1

Meningkatk
aI1 Kualitas
Pendidikan

Indeks
Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk
IPM ada.lah dari dimensi
pengetahuan yang diukur melalui
tingkat pendidikan. Dalam hal ini,
indikator yang digunakan adalah
rata-rata lama sekolah (mean years
of schooling), dan harapan lama
sekola-h (expected years of
schooling). Pada proses
pementukan IPM, rata-rata lama
sekola-h dan haJapan lama sekolah
diberi bobot yarg sama, kemudian

o,68 0,68 o,69 o,7 o,7 | o,71 Dinas
Pendidikan,

DInas
Perpusta-kaan
dan Arsip

No Tnjuan Sasararr Indikator Dcfinisi Opcrasional
Kondisi Arval Tareet Kineria

Kondis
i Akhir

PD Penanggung
jawab

PD Pendukung
202

2
2023 2024 2025 2026
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penggabungan kedua indikator ini
digunakan sebagai indeks
pendidikan sebagai salah satu
komponen pembentuk IPM.

K
o
m
p
o
n
e
n

20 0 0M
in

0

ln"s - lats

HLS - HLS,ni^

RLS^", - RLS,nin

Ha
rap
an
la,
ma
Se
kol
ah
(H
Ls)

Ta
hu
n

Ta
hu
n

Penge
luara
n per
Kapit

a
Dises
uaika

n

Ta
hu
n

Rupia
h

t.oo7
.436

HLS^", - HLS^in
RLS _ RLS-i"

Ra
ta-
rat
a

l.€,
ma
Se
kol
ah
(RL
s)

An
ek
a

Ha
rap
AI
Hi
du
p

saa
t

lra
hir
(A

HH

Kondisi Awal Target Kineria

202s 2026
Kondis
i Akhir

PD Penanggung
ja*'ab

PD Pendukung
202

2 2023 2024No Tujuan Sasaran Definisi Operasionallndikator

sl
atl
"l"l"l
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Keterargar:

- Iars , lndeks Harapan Lama
Sekolah

- /^r5 r Indeks Rata-rata Lama
Sekolah

- Ip.naiai*on : Indeks Pendidikan

o,7a o,79 o,8 0,8 Dinas
Kesehatan

DInas Perkim,
RSU

lndeks kesehatan merupakarr
ukuran yang digunakan untuk
menghitung Indeks Pembangunan
Manusia (lPM) pada dimensi
kesehatan, yaitu Umur Panjang dan
Hidup Sehat. Indikatornya adalah
Angka Harapan Hidup saat lalir
(AHH) yang merupakan rata-rata
perkiraar banyal< tahun yang dapat
ditempuh oleh seseorang sejak
lahir. AHH mencerminkan derajat
kesehatan suatu masyarakat. AHH
dihitung dari hasil sensus dan
survei kependudukan.

t _ AHH-AHHnin
tkesehatan - AHH^., - AHH^,^

Keterangan:
- AHH: Angka
- Kematian menurut umur (Age

Specifi c Death Rate/ASDR)
- AHHmin: 20
- AHHmaks: 85

o,77 o,775Meningkatk
an Kualitas
Kesehatan

lndeks
Kesehatan

No T\rjuan Sasaran Indikator Defrnisi Operasional
Kondisi Arva.l Tarset Kineria Kondis

i Akhir
PD Penanggung

jawab

PD Pendukung
202

2
2023 2024 2025 2026
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I E

- -

E

-
Metingkatk
an Daya
Saing
Pemuda

Indeks
Pembangun
an Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
merupakan alat ukur pembangunan
pemuda di l:ima domain dasar yaitu
pendidikar, kesehatan dal
ke sejahteraan, lapangal darl
kesempatar ke!a, partisipasi dan
kepemimpinan, serta gender dan
diskriminasi.
Tahapan menghitung IPP:
1. Menetapakan nilai skor setiap
indikator

^'la 
Dz;tub. L - blb dituEd-

sr.rnd;r...r.- 

---
o

oN,L, a/,\",a,i A@ hh,hn"
sr.r irlit t r,- | - =--------1-----:

2. Menghitung nilai indeks doma:n
lu n . *o )O ... + 

'lo, 
X.

3. Menghitung nilai IPP
ttuLlr Dtu, t , lnl* /.M, 1 . .. r In&b l>tu, ,

50,1
3

51 52 53 54 54 Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan,
dan Pariwisata

Disdik,
Disnaker,
Dinkes, DPPPA

Meningkatk
an
Partisipasi
Perempuan
dalam
Pembangun
an

Indeks
Pemberday
aan Gender

Pemberdayaal gender dalam
pembanguna-n diukur melalui
indeks komposit Indeks
Pemberdayaal Gender (IDG). Indeks
ini merupalan nama lain dari
Gender Empowerment Measure
(GEM) yarg dikembangkan UNDP.
IDG didapat dari rata-rata aritmatjk
dari tiga indeks yang dibentuk dari
tiga komponen yaitu keterubatar
perempuan dalam parlemen,
perempuan sebagai tenaga

62,1
7

62,17 Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Badan
Kesbanglrol

No Tujuan Sasaran Indikator Deflnisi Operasional
Kondisi AwaI Target Kineria Kondis

i Akhir
PD Penanggung

jawab

PD Pendukung
202 2023 2024 2025 2026

I



-2tt-

2
2023 2024 ..)o.) 5 20 2b i Akhir jau ahNo iasarzln

profesional dan sumbangan
pendapatan perempuan. IDG
melihat sejauh mana kesetaraan
gender sudah terbangun melalu,
partisipasi perempuan di bidang
politik, pengambilan keputusan,
dan ekonomi.

Meningkatk

Pengendalia

Penduduk

an

ll

Laju
Pertumbuh
al-t
Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per
tahun adalah angka 1,ang
menuDjukkan rata-rata tingkat
pertambaian penduduk per ta}Iun
dalam jangka waktu tertentu.
Metode penghitungan laju
pertumbuhan penduduk ]'ang
digunakan oleh BPS adalah metode
geometrik
Kegunaan lndikator ini adalah
untuk mengetahui perubalan
jumlah penduduk altar dua periode
waktu.

.P,.-Lr = (j)r_r
Keterangan:
- r: laju pertumbuhan penduduk
- Pr : Jumlah penduduk tahun t
- Po : Jumlah penduduk tahun

awal
- t : periode waku antara tahun

dasar dan tahun t (dalam tahun)

1,47 1,4 1.3 1, 15 1 ,O5 1 ,O5 Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Dinkes,
Disdukcapil

N/A N/A 74 76 78 782 Meningk
atkan
Kondusi
fltas
Daerah
dengan

Indeks
Kesalehan
Sosial

Survei masyarakat terhadap
Solidaritas, Toleransi, dalr Stabilitas
yang memberikan implikasi sosio-
kuttural bagi pembangunan
masyaJakat dan bangsa

Kondisi Arval Tareet Kineria PD Pendukung
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I
2011s 2025 ia\\-al)

r uJllan Sasaran I Defi.isi ()perasr'onal | 2O2ln.iili;rtor

Rumusa?l IKS
NiLqi SoLidqritas + NiLaToLeransi I

:l

Pengem
bartga-n
Perilaku
Masyara
kat yang
Berland
askan
Keagam
aan,
Tolerans
i, dan
Gotong
Rovong

Komposisi penyusunnya adalah
penegakan perda dan perbup,
laporan jumlah lriminalitas kab,
konflik sosial. Tingkat
keberhasilannya dengan
membandingkan indeks
ketentranan da'rr ketertiban umum
tahun n dengan tahun n- 1, iika
nilai lebih rendah menuniukkan
capaian yarrg lebih baik.

Indeks ketentr aman don ketertiban l
Persentase penyelesdidn pelang g(
iumlth pelang oaran ketentr aman

2,O2 2,1 2,74 2,26 2,38 2,34 Satuan Polisi
Pamong Praja

Badang
Kesbangpol

Mewujr.ldka
n
Lingkungan
yang
Kondusif,
Aman, dan
Tertib

Indeks
Ketentrama
n dan
Ketertiban

l,aju
Pertumbuh
an Ekonomi

Perkembangan produksi barang dan
jasa di suatu wilayah perekonomian
pada tahun tertentu terhadap nilai
ta-hun sebelumnya yang dihitung
berdasarkan PDB/PDRB atas dasar
haJga konstan. Indikator ini
berguna untuk
a) Mengukur kemaj uan ekonomi
sebagai hasil pembangunan

5,21 5,20-
5,47

5,1i-
5,25

5,20-
5,33

5,27-
5,41

5,27-
5,41

3 Meningk
atkan
pertumb
uhan
ekonomi
yang
berkela
njutan
dalam

No
Kondisi Awal PD Pendukung
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o Ilan n llr,1l ni si a)11.rasiona I

nasional;
b) Sebagai dasar pembuatan
prol eksi at.1Ll perkiraan penerimaan
negara untuk perencanaan
pembargunan nasional atau
sektoral dan regional;
c). Sebagai dasar pembuatan
prakiraan bisnis, khususnya
persamaan penjualan.
Pertumbuhan ekonomi
menunj ukkan pertumbuhan
produksi barang dan jasa di suatu
wilayah perekonomian dalam selang
waldu tertentu.

o2 2024 '.)o?_5
tor- 2

1r ll

rangka
meu.uj u
dkan
kesejaht
er€utn
masyara
kat
secara
kompre
hensif

-

Tingkat pengangguran tertuka
adala}t persentasejumlah
pengangguran terhadap jumlah
angkatankeia. Angkatan Ke{a
adalah penduduk usia keda (15
tahun ke atas) yang bekeda atau
punya pekerjaan namun sementara
tidak beke{a, dart
penggangguran. Pengangguran
yaitu: (1) penduduk yang aktif
mencari pekerjaan, (2) penduduk
yarg sedang mempersiapkan
usaha/pekerjaan baru, (3)
penduduk yang tidak mencari
pekedaar karena merasa tidak
mungkin mendapat pekerjaan, (4)
kelompok penduduk yang tidak
aktif mencari pekerjaan dengan
alasan sudah mempunyai peke{aan
tetapi belum mulai bekerja.
Indikator ini berguna untuk
mengindikasikan besamya

7 ,67 7 ,51 7 ,36 2 7 2Tingkat
Penganggur
a-n Terbuka

2026

PD PendukungKondisi Awal



\o nd T , ,' lnl si (fl,r'rr <ional

-2).4-

202
'] .1\t r :

pclsent3se angkatan keqa yang
termasuk dalam pengargguran,

PP
T PT -_ 

- 
x tOOo/.

PAK
Keterangan:
- TPI : Tingkat pengangguran

terbuka (%)
- PP : Jumla-h pengangguran (orang)
- PAK: Jumlah angkatan kerja

(orarg)

Persentase
Penduduk
Miskin

Persentase penduduk miskin yang
berada di barvah garis kemiskinan.
Headcount Index secara sederhana
mengukur proporsi yang
dikategorjkan mrskin. I ndikator ini
berguna untuk mengetahui
persentase penduduk yang
dikategorikan miskin.

- 1+ rz-troYo=iL | , )
l=1

Keterangan:
- Po : Persentase penduduk miskin
- z: Garis kemiskinan
- lrl : Rata-rata pengeluaran

perkapita sebulan penduduk yang
berada di bawah garis kemiskinan
lr1z

- q: Banyalmya penduduk yang
berada di bawah garis kemiskinan

- n : Jumlah penduduk

6,92 6,58 5,94 5,7 4 5,5 5,5

Meningkatk
an
Pertumbuh

Persentase
Kontribusi
PDRB

PDRB yang akan dinilai adalah
PDRB yarg bersumber dari Seldor
unggulan Kabupaten Tangerang.

52,6 53 53,49 54,35 55,21 55,21 Dinas
Perikanan;
Dinas

DPMPTSP

PD PendukungKondisi Arval
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Pertanial dan
Ketahanan
Pangan; Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

Sektor
Unggrr'lan

Terdapat 4 sektor yang atan
dil.ritur.rg dalam perhitungan PDRB
ini
1. Sektor Industri
2. Sektor Perdagangan
3. Sektor Pertanian
4. Sektor Perikanan

Persentase Kontribusi PDRB Sektor l)
Total P DRB Sektor Industri Pengoi

5,12 5, 12 5,12 Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayana!

Terpadu Satu
Pintu

Badan
Kesbangpol,
Satpol PP,
Dinas
Perindu strian
Perdagartgan,
Dinas Tenaga
Kerja,
DBMSTJA

Persentase
Rea.lisasi
Investasi
(PMA/
PMDN)

Penanaman modal asing adalah
kegiatan menanarn modal untuk

melakukan usa-ha di wilal'ah negara
Republik lndonesia yang dilakukar

oleh penanam modal asing, baik
yajrg mengguna-kan modal asing

sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam

modal dalam negeri.

Penanaman modal dalam negeri
ada-lah kegiatan menalam modal

untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik lndonesia yang
dilalukan oleh penanam modal

dalam negeri denga-n menggunakan
modal dalam negeri.

Persentase Realir*i ln rrt,.r' 
(PMA

'PMDh
Reqlisasi Investori ffi,- aeat

Realisasi Inuestas

N/A N/A 5,12

20,4
5

21 ,00 22,73 26,52 30,30 30,30 Dinas Koperasi
dal Usaha

DiporabudparPersentase
Dava Saing

Daya saing adalah produk Unggulan
l,okal dari usaha milro, kecil dan

art Ekonomi
Daerah
Sektor
Unggulan

No Tujuan Sasaran IDdikator Delinisi Opcrasional
Kondisi Anal Tarqet Kineria

Kondis
i Akhir

PD Penarggung
jarvab

PD Pendukung
202

2
2023 2024 2025 2026



-2t6-

Meningkrrtk
an
Kemandi:'ia
n Desa

menengah yang diampu oleh Dinas
Koperasi darr lndusti Kecil

Menengal (IKMI yang dirmpu oleh
Din:rs Perindustriatr dan

perdagangan. Produk llnggulan
adaiah Al:umulasi dari dua jumlah
produk telsebut yang di.iual keluar
daerah Krb Tangerang baik sekala

regional, nasional maupun
intr:rnasional (eksl)or).

Persentase Daya. Saing Produk Ung
lumlah produk usaha r,ikro dan I

'l'otal seluruh duk
Persentas(: Peningkatan . umlal
kunjungarr Wisatawan adalah
perhitungim Peningkatar Jumlah
Wisatawarr yang datang l:e
kabupater Tangerang da'i ta-hun ke
ta.l.un.

P er s entos e P e'nin g katan Kunjung an
lumaah wlsatawan tahtn (n) -

Jumlah wisotav/an

tDM terdiri dari Indeks K,:tahanan
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi
dan Indekr Keta-hanan Liagkungar /
Ekologi. Ir deks Ketahanan Sosial
terdiri dar. Dimensi Modz.l Sosial
(indikator solidaritas sosial,
memiliki t')leransi, rasa aman
penduduk, kesejahteraar Sosial) ;

Dimensi Kesehatan (indilator
pelayanan kesehatan, keberdayaan
masyaraki rt, dan jaminar

o,740
7

0,75o
7

3,2s 3.30 3,41 3,57 Dinas
peerhubungan,
dinas
binama rga,
dtrb,
diskoperasi
usaha raikro
dan dinas
perindustrian
dan

Produk
Unggulan
Loka]

Persentase
Peningkala
n
Kunjungan
Wisatawa 1

Indeks
Desa
Me mbalgu
n

o,72
,)7

o,725
0

(),730
7

0,750
7

Mikro; Dinas
Perindustr a.rr

dan
Perdagangrrn

Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaal,
dan Pa-riwisata

Dinas
Pemberdalaan
Masyaraka t
dan Desa

DLHK

kesehatan Dimensi Penrlidikan

I

I

No Tujuan Sasara.:r Indikator I D,:finisi Operasional
Awal

i02 2023 2024 2c,25 2026
Kondis
i Akh ir I

PD Penanggung
jawab

PD Pcn lukung

2

I

I
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Meningkr rtn
ya
Ketahanan
Pangan

Indeks
Ketaharra:r
Pangan

(indikator akses ke pendi likan
dasar dan menengah, akrres ke
pendidikan non formal drtn akses ke
pengetahuan); dan Dimerrsi
Permukiman (indikator a <se s ke air
bersih, akres ke sanitasi, alses ke
tistdk, da.lr a-kses ke informasi dan
komunika si). Indeks Ketahanan
Ekonomi lerdiri dari Dirr ensi
Ekonomi (rndikator keragamajl
produksi rxasyarakat desa, tersedia
pusat pelayanan perdagangan,
akses dist'ibusi/ logistic, akses ke
Lembaga l:euangan dan
perkreditan, Lembaga ekonomi, dan
keterbuka rn wilayah). Inrleks
Ketaianarr Lingku ngan / Ekologr
terdiri dar. Dimensi Ekologi
(indikator kua-Litas lingku ngan dan
potensi rar/an bencana d.rn tanggap
bencana).

Ukuran pt ngklasihkasiar Desa
dalam ran gka menentulc€n
intervensi baik anggaran maupun
kebijal<an pembangunan Desa.
Berikut m,:rupakan 5 (linla) status
Desa : Desa Mandiri Desa Mqju
Desa Berkembang Desa l ertinggal
Desa

Indeks yang digunakan untuk
menget.rhui ketahanarr pangan

suatu daerah. Indeks ini terdiri dari
3 dimensi yaitu dir:rensi

ket ersediaan pal11an,

50,,7

lz L:

77 ,O
0

77 ,20 78,00 78,50 78,50 Dinas
Pertaiian rlan
Ketahanan
Pangan

Diperin,lag

<auan akses dan

PD Penlukung
No Tuju an Sasala:r I tna*ator 

I

Dr:finisi Operasional t02 2023 | 2C24
I

2025 2026 jawab

I
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Meningkrrtn
ya daya
saing
tenaga
kerja

Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja

Dinas Tenrqa
Kerja

Dinas
Pendidi <an

pemanfeatan pangan. tlegunaan
untuk mengetahui ket.altanan

palgart suatu da( rah

.. It, xl
-J

X : raLa-tala skor untuk rnasing-
masing dirnensi dimana i
menunjukkan dimensi" (rentang
nilainya 0 s x< 23 atau dalam
bentuk pe "sentase 0 Yo < X < 100%)

Jika indeks ketahanan prngan< (p-
1,0 o) mala daerah tersel)ut kurang
talan pangan; Jika (U-1,1) o) <
indeks ketalanan pangalr < (P+1,0
o), mal(a daerah tersebut cukup
tahan pangaa; Jika indet s
ketalanar Pangan > (P+ I ,Oo), maka
daerah tersebut memiliki tahan

Persentasr: penduduk usia 15 ta-hun
keatas yar,g merupakan ;firgkatan
kerja. Kegrnaan indikator ini untuk
mengindikasikan besarnl'a
persentas( penduduk usia kerja
yang aktif secara ekonomi disuatu
negara/witayah.

a
1,ptry=_xtOOVo

Keteranga r:

67 ,4
5

6A,25 68,65

i Akh ir
_2024

68,6567 ,65 ti7,85

- a: Juml ah angkatan kt

N. 
l

Kondisi AwaI a lKondis PD Penangguflg
jawabTuju an Sasarar r Indikator

I
Dr:Iinisi Operasio nal t02

2
2023

I
I

PD Penlukung



- b : Juml rh penduduk 15tahunke
atas

Sema-l<in t:nggi TPAK menunjukkan
bahwa senakin tinggi pu.a pasokan
tenaga kerja (labour suptr ly) yang
tersedia urrtuk memprodttksi
barang da-r jasa dalam suatu
perekononrian.

Pemerlu P:layanan Kesej,rhteraan
Sosia.l adaLah perseornng,rn,
keluarga, <elompok, dan/'atau
masyarakrt yang karena suatu
hambatalt, kesulitan, atau
gangguan, tidak dapat
melaksan: Lkal fungsi sosialnya,
sehingga rremerlukan pe ayanan
sosial untrrk mem€nuhi l. ebutuhan
hidupnya baik jasmali drrn rohani
maupun scsial secara memadai dan
wajar.
PPKS Berc aya adalai PPI(S yarlg
sudah merniliki kemamprran dalam
rangka pe:nenuhan kebu lrhan
dasarnya. PPKS yang ditzrgetkal
akan berd:"ya adalah PPkS dengart
beberapa l(etentuan, mul ai anak
terlantar, ansia terlantar,
penyandarlg disabilitas tt rlantar,
WRSE, ekB napi dan pakir miskin
desil 1.

Persentdse PPKs yang Bitdaya
J umlah,o P R S y ang b er,lay a

-2ttt-

1,69
o/o

Meningkrrtn
ya cal<upm
penangarra
n PPKS

Persentase
PPKS yan q

Berdaya

L,87"/o Dinas Sosirl Dinas
Kesehalan,
Dinas I(operasi
UM, DPPA

1,470/0N/A 1 ,44Vo

umlah PPRS
x 100

xonais I PD Penanggung I 
PD Penlukuns

No Sasara:t Indikator Dr:finisi Operasionsl 2023 | 2024 2025 2026 i Akhir
I l2 I

I

I\I/A

I



4 Indeks
Reformasi
Birokrasi

62,7
4

72Meni.rgk
atkart
Kuali tas
Tata
Kelola
Pemerin
ta-harr
yang
Baik
mela.lui
Digitrrlis
asi drrn
Integras
i
Pelay an
an
Publik

Meningkrtk
an Kualitas
Tata Kelola
PemerinLrh

Definisi InCeks reformasi birokrasi
adala-h perryimpulan atas hasil
penilaian rnandiri pelaksr uraan
reformasi :irokrasi dilakrrkarr
dengan mr:njumlaikarr argka
tertimbanll dari masing-nrasing
komponen. Nilai hasit aklrir dari
penjumlal an komponen- komponen
akan dipelgunaker untu <

menentuk]n tingkat pelaksanaan
reformasi lirokrasi. Nilai al{an
diperoleh rla-ri Hasil Evahtasi
Pelaksana rn Reformasi Eirokrasi
oleh KemenPANRB.

Akuntabili tas Kinerja Ins -ansi
Pemerintaa yang selanjul nya
disingkat ,\KIP adalah
pertanggu :rgiawaban dan
peningkabrn kinerja inst€ nsi
pemerintah melalui impk mentasi
Sistem Ak:ntabilitas Kin,;rja
lnstansi P')merintah. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Ins':ansi
Pemerinta [, yang selanj u tnya
disingkat I;AKIP adalah r.rngkaian
sistematik dari berbagai rrktivitas,
a.lat, dan l,rosedur yang clirancang
untuk tujrran penetapan dan
pengukuriur, pengumpuLrn data,
pengklasii i.asian, pen gikl rtisaran,
dan pelaporal kinerja pa,la instalsi
pemerintax, dalam rangka

au'aban darl

72,6
8

74

74

7A 80,5 80,1; Badan
Perencanarrn
Pembangu ran
Daerah;
Sekretaris
Daerah;
InspeltoraL
Daerah

SeluruL OPDNilai SAKIP

-220-

73

76

No lndikato r D:finisi Operaaional

I

I
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Nilai Inde(s
Kemaldiria
n Fiskal

peningkaLm kinerja instensi
pemerinta: Nilai akan dilrcroleh
dari Hasil Evaluasi SAKII' oteh
KemenPAllRB.
Kemandirian fiskal send i
merupakan indikator utama dalam
mengukur kemampuan Pemerirttalt
Daerah ur tuk membiaya sendiri
kegiatan Femerintah Dae rah, tanpa
tergantunll bantuan dari luat,
termasuk lari Pemerintah Pusat.
Kemandirian hskal daerai dapat
diketahui lengarl menghitung rasio
antara perrdapatan asli d.rerah
terhadap total pendapatan atau
rasio pendapatan traasfe - terhadap
total pend rpatan, Oleh krrena itu,
reviu atas kemandirian it :ka-l
daerah diJ,andang perlu llntuk
dilakukan agar kemandirian hskal
daerah bisa dipetakan dan
diketahui <ondisi kemanrlirian
fiskal daerah.

Konrrisi
Kemandi

riar
Fiska-l

o,525 0,530

Belunr
Mandiri
Menulu
Kemandi
rian
Mandiri

N
o

1

Nit ri IKF

so 025
0,00 < IKF

2 0,()25 <
IKF < O,50

3
so 75

0,50 < IKF

Badan
Pendapatar
Daerah

0,530

Sangirt
Mandiri

0,50
5

0,510 t),520

4
<l 00

0,75i < IKF

No Ttrjuan
Xondisi Awal Kondis

i Akh irSasara.ir Indikator Dr:finisi Operasio nal 2023 2024 2026

I

PD Penan8gung
jawab

PD Pen Jukung
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2025

TTGP +TTSP + B + REVSH

REVOR 1. TrGP + TrSP 1. B + REVSH
Keteranga:r:
- IKF : Inceks Kemandirim Fiskal
- REVLR: l)endapatan Asli Daerah

yang ter,liri atas Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil
Pengelol a.al Kekayaan ')aeralt
yang dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daeralr yang Sa}r

- Trcp '. Cnrneral Purpose 'flansfer
(DAU), E ana Otonomi hhusus,
DaJta Keistimewaan, Dima Desa,
dar Pen,lapatan Transler antara
Daerah lPendapatan Bz gi Hasil
dan Bantuan Keuangajr)

- Ir5p: Dama Alokasi Khusus (DAK
Fisik da:r DAK Non Fisik)

- B: Subnational Borroutng
(Penerin.aan Pinjaman Daerah)

- REVSH: Dana Bagi Hasil terdiri
dari:
a. DBH Pajak Bumi d:.rt

Bnatiunar (PBB);
b. DBH PPh Pasal 25 (lan Pasal

29 wajib pajak orang pribadi
dala:n negeri dan Pl'h Pasal
.)l.

c. DBH cukai yang belsumber
dari cukai hasil tem bakau
sesu a.i dengan ketelltuan
pera:uran perundarrg-
und(mgan; dan

IKF
=1

Kondisi Awal
o2
2

Tarcet Kineria PD Pen Cukung

2026
Kondis
i Akh ir2023 2024IndikatorNo Tuju an Sasarajl
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d. DBH sumber daya .Jam.

Opini Bad'en Pemeriksaarr
Keuangan (BPK) atas Laporan
Keuangan Pemerintah De erah
(LKPD) m€rupakan indikrrtor
terhadap transparasi dan
akuntabilitas penyelenggrrran
pemerintah daerah. OpinL Badan
Pemeriksa Keuangan (disingkat
Opini BPKI merupakan p,:myataan
profesional pemeriksa mt ngenai
kewajaran informasi keuirrgan yang
disajikan rlalam laporan l<euangan
yang didarerkan pada errPat
kriteria yakni kesesuaiar dengan
standar a-l:untansi pemerintahan,
kecukupa:r pengungkapa n
(adequate disclosuresl, k(ipatuharr
terhadap I,eraturan peru:tdarrg-
undargan dan efektivitart sistem
pengendalian intem. Opirli BPK
terhadap laporan keuangan
pemerinta:1 daerah dikel( mpokkan
menjadi ernpat :

a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
yaitu opin audit yang akm
diterbitJcar r jika laporan keuangan
dianggap rnemberikan inlormasi
yang bebas dari salah saji material
b. Wajar t,engan Pengecu alian
(WDP) adatah opini audit yartg
diterbitkan jika sebagaiarr besar
informasi ,Jalam laporan keuangan

WTP wTl, Selurut OPD

Badan
Pengelolaa:
Keuangan dan
Aset Daerah

WTP WTP WTP\I'TPOpini BPti

bebas dari salah I

I(ondisi Awal a Kondis PD Penanggung
jawab2024 2025 2026 I Akh ir

PD Pen lukung



Indeks
Profesionrrli
tas ASN

-C)2.-

kecuali untuk rekening a[au item
tertentu yimg menjadi pe -rgecualian,

c. Tidak Memberikan Pendapat
(Disclaimer) yaitu opini yllng
diberikan retika auditor t idak
menyakini apa-kah laporan
keuangan yang disajikan waja-r atau
tidak.
d. Tidak Wajar adalah op ni audit
yang diter :itkan j ika lapc rart
keuargan mengandung salah saji
material, €.tau dengan ka-a lain
taporan k€ uangan tidak
mencerminkan keadaan 1'ang
SE

Pengukurrm Indeks Profesiona.litas
ASN a-kan digunakan sebagai dasar
penitaian rlan eva-luasi dalam upaya
pengembangan profesion; isme ASN
serta penilaian Reformasi Birokrasi.
Rumus Pe ngukuran Inde ks
Profesionalitas ASN yaitu jumlah
tota-l hasil perkalian dari bobot
indikator <tikalikan nilai tnasiag-
masing jari,aban indikato'. Sumber
Indeks Prc fesionalitas ASN yaitu
Sistem Ap ikasi Pelayana:
Kepegawaian (SAPK), Pendataan
Ulang PNS (e-PUPNS), penilaian
prestasi k:rja PNS dan d.rta
hukuman disiplin pegaw;r.i. Hasil
penilaian l)rofesionalisme ASN oleh
BKN.

1

Badan
Kepegawai,rn
Pengembalgan
Sumber Drrya
Manusia

2024 2025-02
_2

81 8i SeluruL OPD:;. { I 71 75

I lPi

No Turju an
I I

Sasarar') lndikato r Dr:finisi Operasional
Target Kine ria

2023



-22i;-

= lPr + IPz + IPt -- lP1

IP1-- Wq t Rr1

IP1=W2ptft*
IP, = Wrr.' *t,
IP1=Wn^tPr^
Keteranga 1:

- lP : lndeks Profesiona.lirrme
- IP1 : Ind:ks Profesional sme ke-i
- IPr : Indeks Profesionalisme

Dimensi Kualifrkasi
- IP2 : [ndeks Profesiona]isme

Dimensi Kompetensi
- IP3 : Indeks Profesionalisme

Dimensi Kinerja
- IPa : Indeks Profesionalisme

Dimensi Disiplin

W u * Rrl : Bobot Indikator
Kualihkas. ke-j * Rating J awaban
Indikator l(ualihkasi ke-j
Wz*' Rzr : Bobot Indikat( r
Kualihkas' ke-k * Rating 'rawaban
Indikator l(ua.lifikasi ke-k
Wu * Rzr : Bobot Indikator
Kualifrkas, ke-l ' Rating J awaban
Indikator l(ualifikasi ke-l
W+^ * R+^: Bobot Indikator
Kua.lifikas ke-m * Rating Jawaban
Indikator l(ualifikasi ke-nr
Tingkat m ituritas penyel,:nggaraan
SPIP adalzh tingkat
kematangtm / kesempurnrratl
penyelengaaraan sistem
pengendal ian intern Pem,:rintah

3 3 Inspektorat
Daera.l.

SeluruL OPD3 33Maturitas
SPIP
Terintegrrisi

da-lam mer tu

Awal PD Penlukung
Dr:finisi Operaeio na.lSasarar) Indikator

I 202s2023 2024
2

Penanggung
jau'ab

PDKondis
Akh irI2026Tuju anNo



-226-

N
o

TinBkat
Manrrit

ari
0 Belum

Ada

t Rintisa
n

1,0 s/d
kurang d.rri
2,O

pengendalian intern sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistr:m
Pengendal ian Intem Pem,:rintah.
Tahap Penilaian:

1. Perrilaian Pendahttluan
Tingkat Maturitas SPIP:
a. Survei Perse pt,i

Maturitas SPII'
(Kuesioner)

b. Validasi Awal ;Survei
Maturitas SPII) (Diagnosa
awal tingkat trEturitas)

2. Per rgujian Buldi lltaturitas
SP: P
a. Pemilihan tehnik

pengumpulan buliti
b. Pemilihan foktts yang

diuji
c. Kuesioner lanjutan

(wawancara, analisis
dokumen, obs:rvasi)

d. Simpulan TinE,kat
Maturitas

Interval S kor

O<skor<

Kurang dari
1,0

I

l^" | 
*j,"r 

I

Sasaral I tndikato r
isi Awal I PD Pen lukung

Kondis PD Penanggung
jawabD:finisi Operasional i02

I zozs 
I

2026 | i Akhirl2
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Optimu

2

3

4

5
m

ur

(1,0<skor<2,

N
o

Berl em
bang

Terdefi
nisi

Terkelo
la drm
Teru ku
r

Ju
mla
h

Sub
Uns
ur

Jum
lah
Bob
ot

Uns
ur

2,o s/d
kurang d ri
3,0
(2,0<skor<3,

Uns

5
1 Lin

gku
nga
n
Pen
8en
dali
an

30 8

5

Bo
bot
Su
b

Un
sur

3,0 s/d
kurang d.rri
4,0
(3,0<skor<4,

4,0 s/d
lmrang d.ri
4,5
(4,0sskor<4,

Antara 4,5
s/d 5,0
(4,5sskor<5,

No I Tujuan
i Awal I Kond is

i Akh ir
PD Penanggung I 

PD Pen Jukune
Sasararr lndikator Dr:fnisi Operasional 502 2023 2024 2025 2026 I jawab

I
2

I

I

I

I
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2 ')

3

Pen
ilai
an
Risi
ko
Keg
iata
n
Pen
gen
dali
an

20

)i 11

2

))

10

5

7

4 lnfo
rlna
si
darr
Ko
mu
nik
asi

10

25 7 5

3, l9 3,2t Dinas
Komunikar;i
dan
lnformatikr

3,08 3,10Indeks
SPBE

15Pe

uan

ma
nta

Ju 100
mla
h

3,17 3,2:. Selurut OPD

Xondisi Awal PD Penanggulg
jawab

PD Pen lukung
t02 20242023 2025

2

Kondis
Akh ir2026Dr:finisi OperasionalIndikatorSasara.i tNo Tuju an

Struktur tr enilaian tingkat
kematangrm penerapan SPBE terdlri
atas:
a. domain. mempakan area
penerapan SPBE yang dililai;
b. aspek, t nerupalan arerr spesifik
penerap€u'r SPBE yang diltilai; dan
c. indikatcr, merupakan informasi
soesifik deri asDek penerrrpan SPBE
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yang dinild, dimana sebrLah domain
terdiri darL satu atau beb -'rapa
aspek, darr sebuah aspek terdiri
dari beber rpa indikator

Penghitungan Nilai Indeks Tingkat
Kematangr:n SPBE
Nilai indet,:s terdiri atas:
a. indeks ;rspek;
b. indeks rlomain; dan
c. indeks liPBE, dimana rnasing-
masing nilai indeks dihitttng secara
agregat dari nilai tingkat
kematangrm indikator

Perhitungrm Indeks Aspe< :

,+
t i.r' try\c -.lL ,,

Dimana:
Indeks Aslrk adalah nilai indeks
aspek ke-i
BAi adalal nilai bobot as:ek ke-i
NIij adalah nilai tingkat kematangan
indikator lc-j pada aspek ke-i;
BIij adalah nilai bobot in<likator ke-j
pada aspe k ke-l

Perhitung.rn nilai indeks SPBE

,r.t$.' LNq ' 'o'

Dimala:
Indeks dornain ada.lah nilai indeks
domain ke-i
BDi adalah nilai bobot domain ke-i

l\otlors
i Akh ir L-No Ttrjuan Indikator Dr:finisi Operaaional

PD Penan8gung
jawabi02 2023 I 2024 2025

2 I
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2025

NAij adalah nilai indeks a.spek ke-j
pada domrrin ke-i
BAij adalah nilai bobot as.pek ke-j
pada domrrin ke-i

Perhitungrrn indeks dome in :

,,,.,.-.ri-^, .,.

Dimana:
NDj adalal nilai indeks domaia ke-j;
BDj adalah nilai bobot domain ke-j.

Prr dikat lndeks S IBE

1

Cu
Kur

o
1

3
4
c

Nilai Indeks Pre(tika

2 6-<3 5
1 8-<2 6

<1 8

4,2 - 5,0

3,5 - < 4,2

Baik

Merlua
sk,rn

Sangat
Baik

Ti:ju an

4,4 4,44,12 4, 15 4,3Indeks
Pelayana-rL
Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP
adala-h inc eks yarrg digur.akal
untuk meugukur kinerja pelayanan
publik di I Lngkungan ken enterian,
lembaga, rlan pemerinta} daerah di
Indonesia berdasarkan A'rpek
Kebijakan Pelayanan, As1rck
Profesionalisme SDM, Aslrek Sarana
Prasarana. Aspek Sistem Informasi
Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi
dan Pengaduan serta AsFek Inovasi.
Berikut m,:rupakan prose s evaluasi
pelayanan publik:

24 Sekretadal
Daerah;
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat Dar:rah;
Dinas
Kependudukan
dan Pencal atan
Sipil; Dina;
Perpustakrtan
dan Arsip

Selurut
Kecamatan

I

No Dr:finisi Operasional | 2o2
xonais lPo Penanggung

jawabSasaraJ) lndikator 2023 2024
t 2 I

1

I

I

I
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a. Formulir F-01 (Kue sioner
Data objehifl

b. Folmulir F-02 (Ku€sioner
Observasi)

c. Fo|mulir F-O3 (Kuesioner
Su vei Publik

Angka ind:ks yallg dihas lkan
merupakao komposit dari berbagai
data, baik data primer dan
sekunder ;ierta data obyeKif
maupun persepsi.
Indikator Indeks ran Publik

Prin si
K

1
t
il
1
n

P

r

A
k
u
n
t

T
r
a
n
s
p
a
r
a
n
s
i

B
3

r

A
k
S

e
s
b
il
it
a
s

ti
s
i
P
a
s

a
b
it
it
a
S

I
:L

1

u
nI

Keb
ijak
an
Pel
aya
nan

INDIKATOII
(Hasil persilar gan
antara ASPEK dan

Prinsip)Prof
esio
nali
SM
e

I

No T\:juan Sasara:r lndikator
I

I Hondisi Awal
D:finisi Opcraeional t02 2023 2024 2025 2026

2

Kondis I PD Penanggung
i Akhir I jawab

PD Pen Cukung

I

I

I
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r

Range llilai Evaluasi P,:layanan
Publik dengan lndeks telayanaa

Publik
Kategor Malma

A

4 50

4 00

3 50

3 o0

I

4,01-

Baik3,51-

Baik3,01-
DC

2,51- Cukup

SD
M
Sar
ana
Pra
sar
ana

Kon
sult
asi
darr
Pen
gad
uan

SIP
P

lno
vasi

Range
Nilai
4,51-
5,O0

Pel rya
n€ lt

Prlna
San gat
Baik

B

B

C

No Tujuan Sasara r Dr :finisi Operasio nal 202
2

2023

Target Kineria
Kondis
i Akhir l"2024 I 2025 2026

I I

PD Penlukung

I



2

Terdiri dari 3
kelompok indikator
dengan jumlah 13
indikat,;r
(Stand€r
Pelayar.an,
Maklunat
Pelayar,al, Survei
Kepuasa-n

Terdiri Cari 5
kelompck indikator
dengan jumlah 7
indikat,rr
(Kompetensi
Pegawai, Aturan
Perilalnr dan Kode

c-

D

F

F

ek
Bo
bot
AsP
ek
30
%

2 50

2 00

I 50
0- 1 00

2,O1-

1,5r-

1,01-

Culrrp

Bur uk

G

P:mbobotan
Aspek

me SDl4
II. 18

%

I. Kebijal an
Pelayar.an

San gat
Bur uk

'" | ^"'" I

I Awal I Kondis I PD PenanSgung
Sasara r

I

lndikator Dr:hnisi Operasional i Akh ir jawab

I
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15
%

l5
vo

Terdiri lari 5
ketompck indikator
dengan jumtah 7
indikat,rr
(Tempa t Parkir,
Ruang lunggu,
Toilet I(husus
Pengguna, Sarana
Prasaru na Bagi
Pengguna Layanan
Yang
B€rkeb rtuhan
Khusur,, Ruang
Laktasi/ Nursery,
Arena Ilermain
Anak,
Kanttn,' Fotocopg /T
oko ATI(, tr)ont

Iv stem

Etik, Budaya
an

Elektronik

o

Informrtsi
Pelayar,an Publik

III. Srrrana
PrasaJzna

Terdiri Cari 2
kelompck indikator
dengal jumlah 5
indikat,)r
(Sistem Informasi
Elektro nik darl Non

I(ondisi Awal Kondis
i Akh ir

PD Penanggung
jawab2025 2026

PD Pendukung
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Pemutakhiran

V. K,rnsultasi
dan Perrgaduan

Data)

7Yo

15
%

10
)o/o

Terdiri Cari 2
kelompok indikator
dengan jumlah 4
indikat'rr
(Saranz, Konsultasi
dan Perrgaduan

VI. Ir ovasi

Hanya :erdiri dari 1

indikat,rr namun
meliputi salalr
satu, br:berapa
atau semua prinsip
(Inovas yang
dimiliki unit

yang di

layanar ,)

Total

5 Menilgk
atkarr
Pengr:m
bang,m
Infraritr
uktur
yallg
TerpE-du
dal
Berkt:la
niutan

Indeks
Kepuasan
Layanan
Infrastrul:t
ur

No Tuju an Sasara.: r
I

lndikator Dr:ltnisi Operasional i02 2023 2024

I

I



Meningkttk
an
Pemerataan
dan
Kua.litas
Infrastru <t
ur

Indeks
Pembangrrn
an
Infrastrul':t
ur

Persentase
Realisasi
Pola
Pemanfaa ta
n Ruang
Sesuai
RTRW
Rasio Luas
Kawasan
Permukinra
n,
Perumahem
darr
Pemakama
n yang

Rasio
Konektivit a
S

Kabupatel

-23G

0,75

o,94 4
2

0,

Jumlah luas Kawasan Permukiman,
Perumahan dan Pemakaroal layak
dibagi lua:r wilayalr Kabupaten
Tangerang.
Rasio Luas Kawasqn Permukiman, P

(Luas Kabupaten Tangerang - Luas

Luas Kabuf. aten T anger

R as to l' one ktiv ttas K ab up ot en
= (lKt x bobot angktton jalan)

+(tK2
x bobot anikutan sung at, danau dan
- IKl (angkutan jalan) = tJumlai

trayek y:rng dilayani pada
kabupaten x bobot trayek) dibagi
jumlah kebutuhan trayek pada
kabupaten tersebut)

- IK2 (angkutan sungai, (lanau dan
pcnyebe rangan) = jumLrh lintas

32"1 35(,/oPembangunan infrastruk -ur yang
dimaksud disini ada-lah
infrastruk:ur Bina ma-rga dan SDA.
Indeks Pernbangunan Inf :astruktur
= Persentase Kondisi Infr,rstruktur
Bina MarBa dalan Kondi$i Baik +
Persentas(: Kondisi Infrastruktur
SDA dalanr Kondisi Baik
Pembangunan maupun
pemanfaat an ruang senantiasa
merujuk dan selaras denl;an RTRW
Persentose Realisasi Pol,a Pe

lumlah ,oola Pemo.nf aatan Ruang

290/0

35.)/"

55% 55% DPMPT:JP

270/o

o,94
l3

ll1o

0,943
6

0,943
9

37%

o,944
2

Dinas Bine.
Marga dan
Sumber D:ya
Air

55%,

3502,

Dinas Tata
Ruang dan
Bangunan

Dinas
Perumahan,
Permukimrm,
dan
Pemakaman

Bappedl

o,76

o,944

o,83

2

0,83o,79 Dinas
Perhubunp al

DBMSDA

be be asl

No Tuju an Saaara.lr lndikato r Dr:finisi Operasional
2

2023 2024 2025 2026

I

lumlah T(ta,l Pemanl
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pada kabupaten tersebrrt x bobot
lintas) d bagi ffumlah k,rbutuhan
Iintas p€ nyeberangan pada
kabupaten tersebut)

Keteranga 1 :

a.lK1 (Angkutan Ja.lan):
- Jumla r trayek yang c iiayani

adalah jumlah trayek perintis
ditamtra-h trayek AKA P

- Jumlae k€butuhan trayek
adalah juruah kebutrrhan
trayek perintis dalam kurun

- waktu tertentu dan krbutuhan
trayek AKAP da.lam lc.rrun
waktu tertentu

b. IKit (Angkutan Sungai,
Danau can Penyeberangan):
- Jumla h Lintas penyel)erangan

yang beroperasi adalz}t jumlalr
lintas :erintis ditambah lintasan
komer iil

- Jumla r kebutuhan li:ltas
adala-b jumlah kebutuhan lintas
penyel rerangan baik I intas
penyeberangan perint is maupun
komerril untuk
mengh ubungkan anL[ wilayah
yarrg d irencanakan drrlam kurun
waldu tertentu

Bobot Angkutan Ja.lan atru Sungai,
Danau dan Penyeberangel :

Wilayah yrurg tingkat peLLyanan
angkutan laut dan penye trerangan
lebih tingei dibandingkan dengan

tan alan bot tarl

No TuJU an Sasala.: r
I

Indikator
Awal Kondis PD Penanggung

Dr:hnisi Operasional 2023 2024 2025 2026 i AL} ir jawab

PD Penlukung

I



MeningkrLtk
an Kualitas
Hidup yang
Sehat darl
Tangguh
Terhadap
Bencana

Indeks
Kualitas
Lingkungirn
Hidup

Indeks
Resiko
Bencana
(IRBI)

SDP = 7O, bobot angkutar jalan =
30).
Wilayah y.ng tingkat pekryanan
angkutan laut dan penye terangarn
sama denl;an dibandingk en dengan
angkutan.ialan (bobot an gkutan
SDP 50, b,rbot angkutan.ralan = 50).
wilayah yang tingkat pelayanan
engkut€n taut dan penye nerangan
lebih rend rh dibandingkzn dengan
angkutal.ia]an (bobot angkutan
SDP = 30, bobot angkutal jalan =
70.
Rumus perhitungan :

lndeks K nlttas Ltngkungan Hidup
= (0,326 x tRA)
+ (0,405 :< Iru)
+ (0,279 :< IKL)

Keteranga'r:
- IKLH :Indeks Kuelitas

Lingkungart Hidulr
- IKl, : Indeks Kualrtas Udara
- IK,/r : Indeks Kua.litas Air
- IKl,: Indeks Kualilas Lahan
Ind.eks Restko Bencana (lRBl)

= Hazard.
Vulne rability

^ -----:- ---:-LalracLty
Keteranga'r :

Hazard (b:Lhaya) dihitung
berdasarkur probabilitas spasial,
frekuensi rlan kekuatan ( magnitude)
dari semu,r fenomena alam
Vulnerability (kerentanan ) dihitung
berdasark.rn parameter srsia-l

-23ti-

130,
15

56,89

120 115

55,8
8

55,62 :i6,25 s6,89 s6,89 Dinas
Perhubrrngan,
Diperin,lag

t2s 115

Dinas
Lingkunga r
Hidup

Badan
Penanggulrnga
n Bencana
Daerah

Dinas Sosial

b elronomi fisik dzm

*" | ^r,,, I
lndikator ISasaraj r Dr:Iinisi Operasional

LI I

Xondisi Awa.l

I
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lingkunga.:r capacity (kaFasitas)
dinilai dengan menggunakan
pendekatan dngkat ketal.anan
daerah beldasarkan tuju:1 tas

l*l*,,""1
I

Kondis
i Akh ir

I Ro R"r,"ru*r,* | PD PenJukuns

I ja*au 
I

Sasata;r Indikator Dr:finisi Operasional
'12 | zozt 2024 I 2025 2026

I
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5.3 Penyelarasan Sasaran Indikator Makro Pembangunan

Penetapan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Talgerang Tah:;:: 2024-

2025 tcrsebut Ci atas ner';pal<ci b"Sfrl dan upaya pcilcapa.la.n ta-rget lndrkator

makro pembangunan yang sekaligus menggambarkan kemqiuan pembangunan

daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Indikator makro

pembangunan terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat

Fcrrgarrgg,ur arr Tcr i-ruira, irrdcirs PcurL.r-uB,Lllrill iyialusia tia-u irrtieits Girri.

Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impadl dan
pelaksanaan program/kegiatan yarrg bersifat lokal, regional dan nasional

sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan

lainnya.

Penentuan target indikator makro memperhatikan pencapaian indikator

rrrairr u sarrrpeti ticrrgarr La-j-rui:. 2a22, rala-rala pcr Luur'uuirarr da-ri urasilg-urasirrg

indikator serta kecenderungan pencapaian jika dibandingkan dengan Nasional

dan Provinsi Banten.
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Tabel 5;. 4
Sas aran Indikat,rr Makro Nar:ional, Provinsi Banten drrn Kabupaten Tangerang

5,O2-
5,15

4,67

5,58

73,27

0,354

'2,88

1

LPL

Laju
Pertumt,
uhar
Ekonomi

Persen 5,50 5,80 5,03
5,27

5,41

5,20-
5,33 4,70 5,20 -

5,47
5,i1
5,25

2 Persen 7 80 7 ,OO 8,82 8,36 4,2

5,27 -
5,..1

9,06 7 ,67 7,51

5,2C

5,33

/,JC

3 Persen 4 50 3,48 6,t6 5,7 4 7 ,1,2 6,58 5,5

4 Poin 73,26

5,70

7 ,31

3,6r;

75,54

4,49

8,98

6,66

7"t,72 73,32

b!
5,11-
5,25

5,94

73,55

8,51

73,82 72,29 73,27

5,94

73,55

5,7 4

73,A.2 74,r

5

Tingkat
PenBaIEg
uran
Terbuka_
Tingkat
Kemiskia
an dzn
Jurnlah
Pendudll
k Miskir
Indeks
Pembang
unan
Manusiar
0PM)

Index
Gini Poin

!i,40

ti,00

..,80

72,51

0,385
o,377

0,382

74,O1

o,37 6-
o,374

4,00

5,60

7 ,70

o,375

Q,377

o,374-
o,376 o,363 0,360 o,349 o,344 0,28s o,2a o,27:i o,27

5,i'9

74,tO

0,3 39 o,294

t;,92

? 2,97

c,2a2

RPJMN 2020-2024 RPD Provirsr,i Banten Taiu t 2O23-2026 RPD Tar Tahun

N
o

Uraian
Indikat<,r

Makro

Target I t.ondisi Awal Tr rrget Kon<lisi Awal
Transi

T trgetSatua SI

n 2020 2021 2022 202) 2024 2)21 2022 2023 20z6 lzo2Lltto22 2023 2024 202:; 
I

202
6

I

I
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BAB VI
STRATEGI, ARAH KtrBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Straregi
Strategi merupakan wawasan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah

dalam mcngelola setiap program kegiatannya dengan men1rusun cara, langkah
atau tahapan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dilaksanakarr secara
efektif dan cfisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai
tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun
kualitasnyzr, Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dal sasaran pemerintah
daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan
program prioritas setiap tahun dalam pencapaian pembangunan daerah.
Berbagai nrmusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapal pemerintah
daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah
satu rujr-r karr penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan
strategi aka:r mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan a-kan
dicapai dengan seralgkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.
Rumusar strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan
sasaran trl<ln dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan.

6.2 Arah Iicbijakan

Arah l<cbijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan
dasar rencrLna untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah
kebijakan.jrrga merupakan rumuseln kerangka pikir atau kerangka ke{a untuk
menyeleslLil<an permasalahan pembangunan dan mengarrtisipasi isu strategis
daerah alru perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabar:rn strategi. Strategi akan diturunkan ke dalam sejumlah arah
kebijakan Llan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata
dalam mer', Lr.judkan visi pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan akan
merumusl<:l:r perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras
dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
perencanrrr.l pembalgunan daerah. Arah kebijakan juga merupakan pedoman
untuk mcnllarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai lLr.juan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Strategi-
strategi yan,1 telah dibahas se belumnya akan difokuskan untuk mencapai arah
kebijakan r rrng diterjemahkan pada tabel berikut ini :

242



Tfijuan. Sasaran dan Strate

-243-

Tabel 6.1
Kabu ten Tan an 2024-2026

fl r"'tn
-T

Strate
1. Pelingl.:rtan ;rl<srrs dan mutu I:r-r'arran

i'-'r.'ll l:l:.rn Dr s-r:'9 T.lhu:'t
2. Perrirrgkal:ur akscs mLltu layaulan PAUD
3. Peningkatan akscs dan mutu layanan

Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
4. Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga

kependidikan
5. Per-ringkatan kuantitas dan kualitzrs SDM

dalam bidalg administrasi sekolah
6. Peningkatan kualitas pembelajaran

Arah Kebi akar-r
l. Pemenuhan kebutuhan ruang kelas

L:rtul< peseltl riidili
2. Sosialisasi dan penyuluhan dalam

rangka meningkatkan kesadaral
masyarakat terhadap pentingnya
Pendidikan PAUD bagi pengembangan
potensi anak

3. Peningkatan standar kualifikasi per-rdidik
darl tenaga kependidikan

4. Meningkatkan pengembangan potensi,
eserta didik

l,rr

Manusia

bakat, dan minat
Meningkatkar-r
Kualitas
Kesehatan

1. Adanya sincrgitas penyelenggaraal up:r)'a
Kesehatan Ibu dan Anak

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit
4. Penguatan pelayanal kesehatan dasar dan

rujukart
5. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi

tenaga Kesehatan
6. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat

Kesehatan sesuai standar

1. Pclayanan Iicschzrtan menggunakar-r
pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu
hamil, bayi, anak ba-lita, arlak usia
sekolah, remaja, usia produktif, dan
lansia, dan intervensi secara kontinu
dengan penekanan promotif dan
preventif

2. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu
hamil

3. Penguatan pencegahal faktor risiko,
deteksi dini, dan al<si multisectoral,
guna pencegahan dan pengendalian
penyakit

4. Penguatan pelayanan Kesehatan primer
dengal mengutamakan UKM tanpa
meninggalkan UKP, serta mensinergikan
FKTP Pemerinta-h dar FKTP Swasta

5. Pengembalgan tenaga Kesehatan untuk
penguatan fungsi pelayanan Kesehatan

Sasaran I

I
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pembangurlaul
2. Peningkatari akses pemuda dalam

pengembangan kewirausahaan
3. Optimalisasi pembudayaan olahraga di

masyarakat
4. Optimalisasi pembinaan olahraga prestasi
5. Peningkatan perlindungern, pengembangal,

dan pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaar (OPK)

6. Peningkatan minat masyarakat terhadap seni
budaya

7. Pengadaan sarana dan prasarana seni budaya

dasar seperti promosi kesehatan dan
. 'r'a\\-:rt l:r, nr,.:: i'-:r:;

j.-r:t, r-,...,. i, ,/

, . .,i1.,:i rt iLl-... .. 1- ^ .,!,i.1lil purllLirl.l;ii
pemuda dali.in hal pengembangeur
kepemimpinan, kepeloporan darr
orgalisasi kepemudaan, program
keu'irausaharan pemuda, program
pernbuclal,zriur olahraga sej aJ< ciini,
prograrn pernllsatart Latihan pada sentra
olahraga, program perlindttngzLn,
pengembangan, dan pemanfaatan OPK,
prograrn promosi dan festival seni
budaya, program pembangunan gedung
pertunjukan kesenial kebudayaal,
program perencaraan kawasan strategis
pariwisata

2. Dibentuknya rencana aksi
en mban ekonomi kreatif

Di,tya S.rilg
Pemuda

Tu'iuan Strategi Arah Kebi jakan

Meningkatkan
Partisipasi
Perempuan
dalam
Pembalgunan

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam
bidang pendidikarr, kesehatal, ekonomi,
hukum, dan sosial politik

2. Meningkatkan perlindungan dan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Meningkatkan regulasi menuju Kabupaten
Layak Anak

1. Meningkatkan pemahaman dal komitmen
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dan
media massa tentang pemenuhal hal< anak di
daera-h

5. Meningkatkan kapasitas dan kua-litas lembaga

1. Peningkatan komitmen Pemda,
masyarakat dal dunia usaha untuk
meningkatkan capaian indeks
pemberdayaan gender dan dalam
pemenuhar hak-hak anal<

2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraal
dengan berbagai pihak untuk
mengeliminasi tindak kekerasal,
eksploitasi dan diskriminasi terhadap
perempuan dan ala-k serta
meningkatkan jejaring kerjasama dalam
penanganan kasus-kasus kekerasan

i

t\

I

I

Sasaran
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I

l.

penl,edia latranan pemennhan hak anak vang

. -'.....;., -. .,.r-,,. git... l,!i L r r!ir,tarqt r, 1tci.rli.;.rr,.r.., i
dan pe manfaatzrn d:Lta kependudukan

. Pemanlaatan NIK pada datctbase
kepcndudukan berbasis keluarga

. Nf cngoptirnalk:Ln pcngclol;ran sistem inlorrn;.lsi
kepe r-rdudukan

. Mcningkatk.rn pemahanrun slakehol.ler diiu
masvarakat tcntang kcpcndudukan

. Mengoptimalkan penyusunan dal
pemanfaatan GDPK

. Mengidentifikasinya masalah dampak
kependudukan

. Meningkatkan peran serta orgalisasi
kem asyaralatan dalam sosialisasi
pembangunan kependudukan

. MeningkatJ<an koordinasi dan pembinaan ber-
KB antar program dan sektoral

. Mengoptimalkannya advokasi dan KIE KB
0. Meningkatkan pelayanan ber-KB
1. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan

pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL,
PPKS, PIK-R dan UUPKS

2. Mengoptimalkalnya advokasi promosi darr
KIE dalam pembinaan dan pemberdayaan
kelompok BKP, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
UUPKS

terhadap Derempuan dan anak
'..1:.;.....r

I(or.rrdinasi da:r sinergitas dalam
Pengendalial
Pcnduduk D

pelakszrnaan pengenda-liar
kependudukan

2. Ir4cn goptirnalkan penyediaar-r data
kt pcndr,rclukan berbasis NII(

3. Mclakukarr pemetaan data
kepcnd ud ukar-t

4. Pcningkatan kapasitas dal
pcndayagunaan PKB, PLKB dan Kader
dalam penyuluhan dal pembinaal KB

5. Menyrrsun dasar hukum kebijakan
GDPK untuk pengenda-lian penduduk

6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam
menemu kenali dampak kependudukan

7. Meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas kelembagaal dalam
pembangunan kependudukal

8. Meningkatkan sikap ego
program/ sektoral da-larn pelaksanaan
pembinaan ber-KB

9. Mengoptimalkan data dan pemetaan
sasaran dalam melakukan advokasi

10. Mengoptimalkan pendayagunaan mitra
ke{a dalam pelayanan KB

I 1. Menyedialal data dan pemetaan
saszrr€rn kelompok pemberdayaan dan

3. Men ediakal sarana dan tal kel SC ahtera

I

I

I



-246-

Tuiuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
dukungan operasional pembinaan dan
pemberdayaan kelompol BKB, BKR, BKL,
PPKS, PIK-R dan UUPKS

14. Meningkatkan peran serta organisasi
kemasyara-katal dalam pemberdayaan dal
peningkatan keluarga sejahtera

15. Meningkatkan a-kses keluarga dan
masyarakat untuk mendapatkan informasi
dal konseling keta1 anan keluarga

12. Meningkatkan strategi, desain program
dal inovasi advokasi dan KIE dalam
pelaksalaan pembinaal

13. Menyediakan data sasaran untuk
perencanaan sarpras dan dukungal
operasional dalam pembinaal da-n
pemberdayaan kelompok sasaran K3

1 4. Mengoptimalkan pendayagunaan
organisasi kemasyarakatan dalam
pemberdayaan dan peningkatan

15. Menyediakan pusat informasi dan
konseling keta-halan keluarga

Meningkatkan
Kondusifitas
Daerah
dengan
Pengembangan
Perilaku
Masyarakat
yang
Berlandasakan
Keagamaal,
Toleralsi, dan
Gotong Royong

Mewujudkan
Lingkungan
yang
Kondusif,
Aman, dan
Tertib

1. Meningkatkan kegiatan deteksi dini dan cegah
dini, peran serta masyarakat dan
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
ketertiban umum darr ketentraman
masyarakat

2. Meningkatkal pemberdayaal Satlinmas dan
Personil Satpol PP dalam penanganan
keamanan dan ketertiban umum

3. Meningkatkan sa-rana dan prasarana
ketentraman dan keterLiban umum

4. Memelihara situasi dalam masyaralat yang
kondusif

l. Melakukan rapat koordinasi secara
rutin dengan perangkat daerah dal
aparat keamanan di wilaya-h terkait
permasalahan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat

2. Melakukan perhitungan jumlah ideal
personel Satpol PP sesuai yang
diamanatkan dalam Peratural Menteri
Dalam Negeri Nomor 6O Tahun 2012
tentang Pedoman Penetapal Jumlah
Pamong Praja dal mengusulkarr
penambahan kepada unsur pimpinarr

3. Melakukan sosialisasi terhadap
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat

4. Pengiriman diklat PPNS bagi PNS/ASN
yang memenuhi persyaratan

5. Membuat usulan penambahan
anggaran untuk pengembangal
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kapasitas bagi personil Satpol PP dan
Satlinmas

6. Menginventarisasi sarpras yang belum
terakomodir dan pemenuhan sarpras
sesuai prioritas kebutuharr

7. Memprioritaskan anggaran untuk
sosia-lisasi terhadap Perda darr Perkada

8. Melestarikan nilai Pancasila dan
kearifan lokal melalui pembinaan
Ideologi Pa-ncasila dan Wawasan
Kebangsaarr

9. Pembinaal tentarg kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik dan
pemanfaatan modal sosial

10. Penguatan sumber daya Aparatur
Badan Kesbangpol

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah
Sektor
Unggulan

1. Meningkatkal produksi penangkapan ikan
melalui bantuan dan pemberdayaan nelayan
kecil

2. Membangun pusat kawasan budidaya terpadu
3. Merehabilitasi lingkungan perikanan
4. Meningkatkal sistem penyelenggaraan

pelelangan ikan
5. Meningkatkan produksi budidaya melalui

aplikasi teknologi
6. Meningkatkan produksi benih melalui

optimalisasi fungsi BBI
7. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap

kelompok usaha perikanan
8. Meningkatkan informasi dan pemasaran

produk hasil perikanan
9. Meningkatka-n kelembagaan, keamanarr

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Berkelanjutan
dalam rangka
Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat
secara
Komprehensif

1. Peningkatan sarpras penargkapan ikan,
produk hasil perikanan, pengolahan
produk hasil perikanan dan perikanan
budidaya serta pendidikan pelatihan dan
bimtek penangkapan ikan bagi kelompok
nelayan

2. Peningkatarr pelayanan TPI dalam
permodalan, meningkatka-n kebersihan
TPI melalui Gerakan Jumat Bersih,
mendorong seluruh nelayan melelangkan
hasil tangkapannya ke TPI melalui
sosialisasi & penerliban

3. Peningkatan sistem pengawasan
terhadap kelompok usaha perikanan
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pangan dan mutu produk hasil perikanan

1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani
maupun nabati dalam jumlah keragaman
untuk mendukung konsumsi pangan sesuai
kaidah kesehatan dal gizi seimbang dan
pengembangan cadangan parlgan hidup

2. Pengembangan distribusi pangan ya-ng
merata, harga stabil dan terjangkau dengan
mendorong dan mendukung upaya
peningkatan daya beli dan mengurargi jumlah
penduduk yang miskin

3. Pemantauan impor pangan
4. Pengembangan dan percepatan

penganekaragama-n konsumsi palgan
berbasis pangan lokal melalui upaya
pengolahan pangan berbahal baku palawija
serta tepung umbi-umbian lokal diantararya
menjadi berbentuk tepung dan pengembangal
aneka pangan lokal lainnya.

l. Mengkoordinasikan dan mensinergikan
upaya peningkatan kapasitas produksi
pangan untuk meningkatkan
ketersediaan pangan

2. Meningkatkan koordinasi dan kerja
sama pengelolaan cadanga-n pangart
pemerintah daerah

3. Mengembangkan dan memperkuat
ketrampilan masyarakat dalam hal
menyediakan makanan sesuai kaidah
kesehatan dan gizi seimbang

4. Meningkatkan pemberdayaar
kelembagaan ekonomi pedesaan dalam
rangka mengembangkan sistem
distribusi pangan dal a-ksesibilitas
pangan serta upaya kewaspadaan
pangan dan penanganan rawar parlgan

5. Peningkatal capaian skor PPH dengan
menin gkatkan penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis bahan baku
pangan lokal

6. Mengembangkan jaringan antar
lembaga masyarakat untuk
pemenuhan hak atas pangan d,an glzi

7. Meningkatkan pengawasan mutu dan
keamanan pangan

8. Meningkatkan ketersediaan benih
unggul melalui pembinaan kepada para
penangkar benih

9. Meningkatkan ketersediaan alat mesin
pertarriarr pra-panen
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1 O. Meningkatkan sistem agribisnis

terintegrasi on-fann sampai derrgan off-
farm di lokasi pusat kawasa-n
agropolitan

1. Meningkatkal nilai investasi daerah
2. Meningkatkan kineda pelayanan perizinan

berusaha dan non perizinan

1. Perbaikan iklim penanaman moda-l
sebagai layanan yang mudah bagt
investor

2. Menerapkan OSS dan SIPINTER dalam
pelayanan sistem online perizinan
berusaha dart non perizinan

1. Perluasan akses pelayanan dala bergulir
2. Peningkatar permodalan
3. Peningkatan akses pemasaran
4. Fasilitasi legalitas dan penguatan

kewirausahaan
5. Peningkatan usaha koperasi
6. Peningkatan kualitas SDM Koperasi
7. Peningkatan kualitas kelembagaan dal

pengawasan koperasi
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas

produksi koperasi

1. Pembentukan koordinator wilayah
pelayanan dana bergulir

2. Peningkatan akses pembiayaan,
kemitraan dal promosi dengan pelaku
usaha kecil dan menengah serta kualitas
produk usaha mikro

3. Pembentukan j aringan kerjasama,
pemas€rran dan informasi produk
koperasi

4. Peningkatan pengetahual dan kapasitas
SDM pengelola koperasi

5. Peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi dan intensitas pelaksanaarr
pengawasan dan pemeriksaal kesehatan
koperasi

6. Penguatan manajemen usaha koperasi
melalui pengembangar dal
restrukturisasi usaha serta peningkatarr
kualitas produksi

1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui

pemanfaatan dal perlindungan hak kekayaan

1. Promosi dan publikasi sosial media
cetak, elektronik dan media lainnya baik
da-lam dal luar negeri
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intelektua-l

3. Optimalisasi publikasi dan promosi pariwisata
4. Optimalisasi pengembangan sumber daya

pariwisata dan ekonomi kreatif

2. Pengembangan kompetensi SDM
pariwisata darr ekonomi kreatif tingkat
dasar dan lanjutan

Meningkatkan
Kemandirian
Desa

I . Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
2. Meningkatkan ketaha-nan sosiai desa
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi desa
4. Meningkatkan ketahanan ekologi desa
5. Meningkatkan pemberdayaar ekonomi desa

1. Meningkatkan kompetensi SDM
Aparatur Desa dan Perangkat Desa

2. Meningkatkan penguatan koordinasi
dan integrasi pembinaar SDM
masyarakat desa

3. Meningkatkan penguatan fasilitasi
pengembangan produk unggulan di desa

4. Meningkatkan penguatan fasilitasi
pengembalgan produk unggulan di desa

5. Meningkatkan penguatan koordinasi
dan integrasi kualitas lingkungal desa

6. Meningkatkan pembinaan,
pengembangan, pengelolaan dart
pendayagunaan BUMDes

Meningkatnya
Ketahanan
Pangan

1 . Optimalisasi pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah bekerja sama dengan Perum
BULOG atau lembaga lain sesuai ketentuan
perundangan

2. Penguatan kelembagaan lumbung pangan
masyarakat dan lembaga cadangan pangan
komunitas lainnya dan pengembangan sistem
cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi
Pangan Masyaralat (LDPM) dengan
optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun
lembaga

3. Peningkatan elisiensi dan efektivitas intervensi
bantuan pangan di daerah rawan pangan dan
mengelola pangan pokok fortifikasi bagi

l. Mengembangkan dan memperkuat
kemampuan pengelolaan cadangan
pangan pemerinta-h dan masyarakat
hingga di tingkat desa dan atau
komunitas

2. Meningkatkan penggunaan sistem
kewaspadaan pangan dan gizi dalam
hal pemantauan dan penzrnganan
daera-h rawan pangan

3. Mendorong, mengembangkal dal
membangun serta memfasilitasi peran
masyarakat dalam pemenuhan pangan
sebagai implementasi pemenuhal hak
atas pangan
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kelompok khusus

4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran
tentang keamanan pangan pada masyarakat

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap keamalan pangan

5. Meningkatkan ketersediaan bibit
tanalnan dengarr mengoptimalkan
tugas dal fungsi UPID Produksi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura
serta BPP

6. Meningkatkan pendampingan kepada
para petani dalam melaksanakan GAP

7. Melaksanakan penyediaal bibit ternak
ruminansia dan unggas

8. Melaksanakan bimbingan teknis
pengolahan pakan ternak dengan
pemanfaatan sumber bahan baku

9. Mengembangkan kelompok tani ternak
yang handal dalam melakukan
manajemen usaha

10. Menyediakal obat-obatan hewan yang
bermutu serta sarana kesehataa hewan
yalg berkualitas

Meningkatnya
Daya Saing
Tenaga Kerja

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan

perluasar kesempatan kerja
3. Meningkatkan hubungan industrial yang

harmonis dinamis dan berkeadilan

1. Peningkatan keterampilan tenaga kerja
melalui pelatihan berbasis kompetensi,
masyarakat dan pemagangan

2. Peningkatan akses dal kemudahan
layanan informasi lowongan ke{a bagi
pencari kerja melalui sistem informasi
berbasis web

3. Peningkatan perlindungan hubungan
keria altara pekeria dan pengusaha

Meningkatnya
Cakupan

1. Meningkatkan perlindungan sosial bagi PPKS
2. Meningkatkal penangaran rehabilitasi sosial

bagi PPKS

1. Meningkatkal cakupan penerima
bantuan bagi PPKS

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan
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Penanganarr
PPKS

3. Penye lenggaraan program penanggulangan
kemiskinal berbasis data terpadu yang valid

4. Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PPKS
5. Penyelenggaraan pendampingan terhadap

bantuan sosial

dasar bagi PPKS
3. Meningkatkan pemutakhiran data

penerima bantuan
4. Meningkatkan pemberdayaal melalui

KUBE dan UEP bagi PPKS
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Baik
melalui
Digitalisasi
dan Integrasi
Pelayanan
Publik

Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah

1. Peningkatan kompetensi aparatur perenc€rna
melalui Bimtek dan Diklat

2. Menjaga keselarasan dokumen perencanazrn
dan penganggaran

3. Mengembalgkan data dal teknologi informasi
perencana€rn pembalgunan

4. Meningkatkan keterlibatan stakeholders
dalam perencanaal pembangunan

5. Optimalisasi pelaksanaan monev
perencanaan) pengukuran, dan pelaksanaan
pembangunan

6. Pelaksanaan kajian, penelitian pengembangan
dal inovasi berbasis potensi dan
permasalahan pembangunan

1. Peningkatan penyelenggaraan BIMTEK
da-n Diklat bagi perencana dalam
penlusunan dokumen perencanaan

2. Optimalisasi pemanfaatan sistem
perencanaan, penganggaran, dal
pelaksanaan pembargunan

3. Peningkatan integrasi data perencanaan
pembangunan

4. Membangun sistem perencanaan
pembangunan yang inklusif dan dapat
dial<ses oleh seluruh stakeLalder

5. Peningkatan pemahaman PD terkait
konsep anggaran berbasis kinerja

6. Pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar
dalam implementasi kebijakan, program
dan kegiatal pembanzunan

Meningkatkan kualitas dokumen
pertanggungjawaban Pemerinta-h Daerah

l. Men5rusun laporar penyelenggaraarr
pemerinta-han daera-h secara intens
dengan PD terkait

2. Menyrrsun dokumen perencanaan,
keuangal dal pelaporan tepat waktu

3. Meningkatkan pelaksanaan reformasi
birokrasi pemerintah daerah

4. Menyrrsun pedoman pelaksanaan
pembangunan daerah

Peningkatan mutu sistem pengawasan dan
pengendalian internal

l. Peningkatan sistem pengawasan dan
pengendalian internal yang efektif
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2. Peningkatan transparansi melalui

pengembangan zona integritas
3. Monev implementasi SPIP
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan

baei APIP
1. Optimalisasi tatalaksana layanan pajak

daerah
2. Optimalisasi pengawasan dal pengendalian

terhadap wajib pajak
3. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi

secara terintegrasi
4. Optimalisasi perencanaan dan pengembangan

potensi pendapatan daerah
5. Optimalisasi peningkatal sarana dal

prasarana aparatur dan sistem pelaporan

1. Pemalfaatan teknologi informasi terkini
dalam pelayaran pajal daerah

2. Pengawasan objek pajak daerah
3. Optimalisasi penggalian potensi objek

pajak baru
4. Persiapan dan penyusunan regulasi

pendapatan daera-h

1. Peningkatan kualitas layanan pajak daerah
2. Optimalisasi pengawasan terhadap wajib paj ak
3. Optimalisasi intensihkasi PAD
4. Penyiapal dan pen)rusunan kebijakan

pendapatan daeralr yang mendukung program
5. Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan

pendapatan daerah
6.Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan

keuargan daerah
7. Meningkatka;r profesionalisme aparatur
8. Meningkatkan penatausa-haan keuangan
9. Meningkatkan manajemen aset daerah melalui

aplikasi handal dal terintegrasi

1. Peningkatan sistem pengelolaan
belalja daerah

2. Pengadaal sosia.lisasi kebijakan
pengelolaan keuangan daeralr

3. Perencanaan pengangga-ran daerah
sesuai peraturan perundang-undalgan
yang berlaku

4. Peningkata-n profesionalisme aparatur
5. Peningkatan penatausahaan keuangan
6. Peningkatal manajemen aset daerah

melalui aplikasi yang harrdal dan
terintegrasi

7. Inventarisasi bidang tanah milik Pemda
8. Pengoptimalan pengelolaan aset daerah
9. Peningkatan jaminan pengamanan aset

daerah
I O. Peningkatan penerimaan retribusi
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pemakaian kekayaal daerah

1. Meningkatkan pengembangan kompetensi,
disiplin, kinerja dan penempatan aparatur

2. Meningkatkan pelayalan, kualitas data dan
informasi kepegawaian

1. Peningkatan pengembangan karir
aparatur melalui talent pool dan rencana
suksesi

2. Peningkatan pelayanan kepegawaian
sesuai standar pelayanan

3. Peningkatan terhadap bobot dari
perencanaan, pengukuran, pelaporan,
eva]uasi

1. Peningkatan kebijakan, tata kelola dan
layanan Pemerinta-han Berbasis Elektronik

2. Peningkatan keterbukaan informasi publik
melalui penyediaan informasi publik secara
mudah dal terbuka

3. Peningkatan kualitas persandian dan
keamanan informasi yalg a-kuntabel

4. Penyediaan dan pengintegrasian data sektoral
dari seluruh OPD

1. Meningkatkan kebijakan internal,
strategi dan perencanaan tata kelola
pemerintah berbasis elektronik

2. Meningkatkan penyelenggaraan
informasi publik oleh Badan Publik
melalui Forum PPID

3. Meningkatkan sarpras persandian
4. Meningkatkan penyediaan data sektoral

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pengendalian terhadap fasilitasi pelayanan
publik, tata laksana dan kelembagaan

I . Menyelesaikan rancangan perundang-
undalgan menjadi produk hukum

2. Meningkatkan fungsi bidang
kesejahteraan rakyat

3. Menjaga ketersediaan, keterjangkauan,
kelancaran distribusi bahan pokok dal
ba-han penting lainnya serta
mengoptimalkal komunikasi efektif

4. Percepatan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah daerah

5. Menyusun RKBMD dan RKPBMD PD
dengan efektif dan efisien

6. Menyrrsun jadwal pelaksanaan petugas
protokoler, komunikasi pimpinan dan
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pendokumentasian dengan efektif dan
efisien

l.Meningkatkan layanan fasilitasi Sekretariat
DPRD

2.Harmonisasi penyusunan pembahasan
Raperda

1. Meningkatnya kinerja fasilitasi tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD

2. Harmonisasi usulan raperda melalui
propemperda

3. Meningkatkan kineda fasilitasi tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD

1. Peningkatan kua-litas data kependudukan
2. Pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling
3- Membuat inovasi untuk memudahkan

pelayanan pendaftaran penduduk dan
pelayanan pencatatan sipil

1. Meningkatkan cakupan perekaman
penduduk wajib KTP-el, KIA, aktivasi
identitas Kependudukal Digital,
cakupan akta kelahiran, akta kematian,
akta perkawinan, da-n akta perceraian

2. Meningkatkan pelayanan pendaftaral
penduduk dan pelayanan pencatatan
sipil yalg memba-hagiakan melalui
inovasi

3. Pemanfaatan data kependudukan
1. Meningkatkan kunjungan perpustakaan
2. Mengoptimalkan kepuasal pemustaka

terhadap layanan perpu stakaan
3. Mengoptimalkan pengelolaan arsip daerah
4. Meningkatkal kesadaran dan pemaharnan

pentingnya arsip

1. Peningkatan akses dan sarpras
perpustakaan

2. Peningkatan pengelolaan arsip statis
dan dinamis pemerintah daerah secara
profesional

3. Implementasi 'SRIKANDI" secara optimal
l. Meningkatkan sinergitas dengan TNI POLRI
2. Pemerataan a-kses, peningkatan kualitas dan

pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkal pelayanal kecamatan

1. Meningkatkan efekifrtas pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan

2. Meningkatka-n pemberdayaarr
masyarakat desa dan kelurahan

3. Meningkatkan pemeliharaan sarpras
pelayalal umum

4. Meningkatkan administrasi kepegawaian
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Tuiuan Sasaran Strategi Arah Kebiiakan
perangkat daerah

5. Meningkatkal perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi kinerja
perangkat daerah

6. Meningkatkan administrasi keuangan
perangkat daerah

7. Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi
dan koordinasi pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa

Meningkatkan
Pengembangan
Infrastruktur
yang Terpadu
dan
Berkelanjutan

Meningkatkal
Pemerataan
dan Kua-litas
Infrastruktur

1. Peningkatan kapasitas ja-lan
2. Pembuatan embung dan kolam retensi
3. Peningkatan sungai dan sa.luran drainase
4. Pembuatan jaringaa daerah irigasi pada

Lahan Sawah Dilindunei (LSD)

l. Penyediaan la-harr, alat berat, dokumen
pengelolaa-n SDA, dokumen perencanaan
teknis drainase dan fisik konstruksi

2. Memperbarui SK Ja.lan Kabupaten
3. Pemeliharaan drainase ialan kabupaten

1. Mendigitalisasikan seluruh data perizinan,
non perizinan, dan tematik menjadi peta
digitaf

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam
hal penataan dan pemanfaatzrn ruang

3. Meningkatkan kesesuaian bangunan terhadap
ketentuan pemanfaatan ruang

4. Peningkatan kenyamalan kawasal bangunan
dan fasilitas publik

1. Pemanfaatan SIG sebagai datobase
permohonan perijinan dall non perijinan

2. Membangun kawasan prioritas yang
perlu ditetapkan RDTR secara
berkesinambungal

3. Optimalisasi sosia-lisasi penataan ruang
secara langsung maupun tidak langsung

4. Meningkatkan ketegasan dalam
tindakan penertiban pemanfaatar ruang
yang tidal< sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

5. Mengoptimalkan koordinasi antar pihak
terkait dalam bidang penataan ruang

1. Meningkatkan sarana dal prasarala air bersih
bagi masyarakat

2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dal
prasarana TPU aset Pemda

3. Meningkatkan pelayanal air limbah domestik

1. Menyediakan sarana air bersih bagi
masyarakat

2. Melakukan pemeliharaan sarpras TPU
yang sudah dibangun secara berkala

3. Melakukan pelayanan pendistribusian



Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakarr
4. Meningkatkan penataan kawasal kumuh
5. Meningkatkan kualitas PSU Perumahan

air bersih secara maksimal
4. Melakukal pembangunan sarpras

pemakaman
5. Menyediakan sarana sanitasi bagi

masyarakat miskin
6. Melakukan pelayanan penyedotan air

limbah domestik baik niaga maupun
non niaga secara maksima-l

7. Melakukan peningkatan jalan
lingkungan, sanitasi dan drainase
lingkungan

8. Melakukan penataan pada PSU
perumahal

9. Pengadaan lahan untuk kepentingan
umum yang tepat peruntukalnya

1. Membuat jaringan trayek sesuai kebutuhan
baik dalam trayek dan tidal< dalam trayek

2. Menyedialan perlengkapan jalan sesuai
dengan kebutuhan transportasi lalu lintas

1. Pembangunan s€rrpras transportasi
2. Beroperasinya moda transportasi

angkutan
3. Melakukan pengawasan pengendalian

lalu lintas
Meningkatkan
Kualitas
Hidup ya-ng
Sehat dan
Tangguh
terhadap
Bencana

1. Meningkatkal pema-hamal pela-ku usa-ha
terhadap pengelolaan lingkungan

2. Meningkatkan pembinaal dan pengawasan
terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan

3. Meningkatkal luas tutupar lahal
4. Meningkatk€rn penangan€rn persarnpahan

dengan mengoptimalkan sarana dan
prasarana pengelolaan persampahan

1. Meningkatkan pengawasal dan
pengendalian terhadap pelaku usaha
dal/atau kegiatan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup

2. Melakukan pembinaan pengelolaan
Iingkungal terhadap pelaku usaha
dan / atau kegiatan

3. Meningkatkan pembinaan dan
pengawasan baik langsung maupun
tidak langsung terhadap pelaku usaha
dan/atau kegiatan

4. Meningkatkan luas RTH
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Tu juarr Sasaran Strategi Arah Kebij akan
5. Meningkatkan sarpras dan pengelolaan

dan penanganan persampahan
6. Terkelolanya pengolahan sampah

melalui teknologi ramah lingkungan
1. Meningkatkan layanan informasi rawan

bencana
2. Meningkatkan layanal pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Meningkatkan layanan penyelamatal dan

evakuasi korban bencana
4. meningkatkan layanan respon cepat

penanggulangan kejadian kebakaran selama
15 menit

5. meningkatkan layanan pemberdayaan
masyaratat / relawan kebakaran

l.Pengembangan kegiatan komunikasi
informasi dan edukasi bagi masyarakat
di daerah rawal bencana

2. Peningkatan kapasitas masyarakat
dalam pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana melalui pembentukan
desa tangguh bencana dan penyelamatan
eva-luasi mandiri

3. Peningkatan cakupan layanan pemadam
kebakaran melalui penambahan pos
damkar di wilayah manajemen
kebakaral, peningkatan kapasitas
aparatur damkar, dan peningkatan
kualitas dan kuantitas peralatal damkar

4. Peningkatan pera-n relawan pemadam
kebakaran dari tingkat kabupaten
sampai ke tingkat desa/kelurahan

Sumber : RPD Kabupaten Targerarg 2024-2026
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Berdasarkal strategi dan arah kebijakan tersebut, selanjutnya dirumuskan arah kebijakarr tahunal pembangunar untuk periode
tahtn 2024-2O26 sebagai pedomar dalam peny'usunal Rencara Kerja Pemerintah talluna-n.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Kabupaten Targerang Tahun 2024-2026

Tujual Arah Kebiialan Tahunal
2024 2025 2026

Tema: Pemartapan Sdm Yang
Berdaya Saing Dalam Rangka
Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat

Tema: Peningkatan
Kualitas Sumberdaya dan
aksesibilitas Kesehatan
dalam rangka penumnan
stunting

Tema: Peningkatan Kualitas
infrastruktur dalam rangka
Pemerataan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Kua.litas
Sumber Daya Manusia

Meningkatkan al<ses dan
mutu layanan Pendidikal
Dasar 9 Tahun serta
meningkatkan peran pemuda
dan perempuan da.lam
pengembangan
kewirausahaar dan karir

Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan menggunakan
pendekatan siklus hidup
dengan penekalan promotif
dan preuentif serta
penguatan kelembagaan
kesehatan dan sumberdaya
kesehatan.

Meningkatkan
Kondusihtas Daerah
Dengan Pengembangan
Perilaku Masyarakat
Ya-rtg Berlandaskan
Keagamaan, Toleransi,
Dan Gotong Royong

Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam
penyelenggaraan ketertibarr
umum dan ketentraman
masyaralat guna melahirkan
situasi kondusif yang baik
bagi pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan toleransi,
kerukunal dan empati
dalam kehidupan
bermasyarakat

Penguatan nilai gotong royong guna
melahirkan pembangunan yang
berkualitas dan merata

Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan
kerja dengan

kesempatal
kerjasama

Penguatan
ekonomi

pertumbuhan
dalam rangka

Mendorong
perekonomian

pertumbuhan
dalam rangka

Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, daerah perbatasan
melalui pelayanan dasar sosial yang
terpadu serta peningkatan akses
masyarakat miskin pada pelayanan
publik
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Tujuan Arah Kebiiakan Ta}unan
2024 2025 2026

Yang Berkelanjutan
Dalam Rangka
Mewujudkan
Kesej ahteraan
Masyarakat Secara
Komprehensif

antara industri dan instansi
pendidikan untuk
menyesuaikan kebutuhan
pekerja dengan penyediaal
tenaga kerja serta
meningkatkan kompetensi
tenaga kerja.

peningkatarr
kesehatan

pembalgunan infrastruktur yang
lebih merata dan berkualitas

Meningkatnya Kua.litas
Tata Kelola
Pemerintahan Yang
Baik Melalui Digitalisasi
Dan Integrasi Pelayanan
Publik

Meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi dalam
rangka melahirkar kebijakar
yang berkua-litas bagr
pertumbuhan perekonomian
dart peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Penerapan digitalisasi data
dalam rangka mengawal
penurunan stunting dan
pencapaian kinerja dalam
reformasi birokrasi

Pemantapan menuju Pelayanan
Publik Berkualitas dan Pemerataan
Pelayanan Publik dalam rangka
mewujudkan birokrasi yang efektif
dan efisien

Meningkatkan
Pengembangan
Infrastruktur
Terpadu
Berkelanjutan

Yang
Dan

Mendorong Pembangunan
Infrastruktur yang
berkualitas dan merata
untuk menekan kesenjalgan
ekonomi

Pemantapan Infrastruktur
kesehatan yang berkualitas,
lengkap dan merata guna
mendorong penurunan
angka stunting

Meningkatkan pertumbuhan
infrastruktur dasar yang merata
dalam rangka menekan argka
kesenjangan sosia.l dan pemerataan
pelayanan kepada masyarakat

mendukung
kualitas
masyarakat
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6.3 Program Pembangunan
Program Pembangunal Daerah Kabupaten Tangerang Ta}Lur. 2024-

2026 merupd<an bentuk pengimplemntasian dari strategi dan arah
kebijakan pembangunan j angka menengah. Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang 2024-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Tangerang Ta!run 2o24-2026

Capaian Kinerja Capaian Kinerja
Prografil

Pembangu nan
lndikator Kineda

Kondisi Kondisi
Akhir

Program
Prioritas

(Kepmen0SO/58
89)

Indikator KinerlaNo Prioritas Daerah Indikator
Kondisi Kondisi

Akhir

Bidang urusan

Men ingkatkan
Kualitas
Pendidiken

Indeks Pendidikan 0,68 o,7 |
AnAka Panisipasi
Mumi (APM) SD/MI 94.5 96

Angka Partisipasi
Mumi (APMI
SMP/MTs

79.3 a1

Angka Partisipasi
Kasar {APK) PAUD

49 54.6

PtopJaln
Pengelolaan
Pendidikan

Angka Partisipasi
Mumi (APM) Non
Form al / Kesetaraan

N/A 86

Pendidikan

Program
Pcngembangan
Kurikulum

implementasi
kurikulum muatan
lokal

100 100 Pendidikan

hogram
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Persentasc Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
Berkualitas (minimal
D4lS1l

0 92 Pendidikan

Program
Pcngendalian
Ferizinan
Pendidikan

Persentas€
Rekomendasi
Perizinan yang
Diterbitkan
(PAUD/SD/SMP dan
Pendidikan Non
Forma.l)

0 90 Pendidikan

PrograIn
Pembinaan
Perpu stakaan

Pemenuhan
Pembinaan
Perpu stakaan

I Oop/o tay/" Perpu stakaan

o,77 o,a
Progrsfi

Upaya

Meningkatkarl
Kualitas
Kesehatan

Indeks Kesehatan
Jumlai Logistik
Pelayanan K€sehatan
Ibu Hamil

61.o53 65.424 Kesehatalr

74,1I
Meningketnya
kuslitas sumbcr
daya manusia

Indeks Pembangunan
Manusia (lPM)

T--i-
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No Prioritas Daerah Indrkator Program
Pembangunan

lndikator Kinerja

Capaian Kineda Program
Prioritas

{Kepmen050/58
89)

Kesehatan
Peroranga.n dan
Upaya
Kesehatan
Masyarakat

lndikator Kinerta

Capaian Kine!a

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Jumlah SDM
Kesehatan ya'Ig
Memb€rikarl
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Sasaran Ibu
Hamil

1.654 1.654

Jumlah t gistik
Pelayanan Kesehatan
lbu Bersalin

58.4 r 62.45

Jumlah SDM
Kcsehatan yang
M€mberikan
Pelayanan Kesehatan
lbu Bersalin

1.654 1.654

Jumlah Logist <

Pelayanan Kes€hatan
Bayi Baru Lahir

55,351 59,317

Jumlah SDM
Kes€hatan yang
Memberikan
Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir

1.698 1.69a

Jumlah togrstik
Pelayanan Kesehatan
Balita

284.O85 302.449

Jumlah SDM
Kes€hatan yang
Memberikan
Pelayanan Kesehatan
Balita

1.558 1.558

Jumlah Lrgistik
Pelayanan Kesehata
Usia Pen.tidikan
Dasar

555.505 583.329

Jumla} SDM
Kesehatan yang
Memberikan
Pelayanan Kes€hatar
Usia Pendidikan
Dasar

794 794

Jumlah t grstik
Skrinins Pelaya.nan

2,211,9
73

2,370,42
6
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Prioritas Daerah Indikator Program
Pemba-ngu nan lndikator Kineda

Capaian Kinerja Progam
Prioritas

(Kepmenoso/sa
89)

lndikator Kineia

Capaial Krne9a

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Keehatan Usia l5-
59 Taiun
Jumlan SDM
Kesehatan yang
Melal<ukan Skrinirg
Pelaysnan Kesehatan
Usia 15-59 Taiun

974 974

Jumlah L.gistik
Pelayanan Kesehatan
Warga Ncgara Usia
60 Taiun Ke Atas

190,92 204,597

Jumlah SDM
liesehatan yang
Memberikan
Pelayanen Kes€hatan
Warga Negara Usia
60 Taiun Ke Atas

t.649 1.649

Jumlah l.ogistik
Pelayanan Kes€hatan
Penderita Hipertensi

707.620 758.3I I

Jumlah SDM
Kes€hatan yang
Mcmberikan
Pelayanarl Kes€hatan
Pend€rita Hipertensi

834 834

Jumlah lrgistik
Pelayaflan Kes€halan
Penderita Diabetes
Mellitus

45.349

Jumlah SDM
Kes€hatan yang
Memberikan
Pelayanan Kesehata-n
Sesuai Sasaian
Penderita Diabetes
Mellitus

858 8S8

Jumlah Irgistik
Pelayanan Kes€hatan
Sesuai Sasaran
ODGJ Berat

4.2t9 4.523

Jumlah SDM
Kesehatan yang

42.316
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No Prioritas Daeralr Indrkator Program
Pembangunan Indikator Kineda

Capaian Kineda Program
Prioritas

(Kepmeno50/58
89)

Indikator Kineda

Capatari Kine{a

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhrr
Kondisi Kondisi

A}(hir

Memberikarr
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Sasaran
ODGJ Berat
Jumlah t gistik
Pelayanan Kesehatan
Sesuar Sasaran
O.ans Terdusa TBC

48.751 52.245

Jumlah SDM
Keschatan yang
Memberikan
Pelayaman K€s€hatan
Sesuai Sasaran
Orans Terdusa TBC

244 244

Jumlah lrdstik
Pelayanan Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV

40.163

Jumlah SDM
Kesehatan yang
Memberikan
Pelayanan Kes€hatan
Risiko Terinfeksi HIV

328 324

wasting yang
Mendapatkan
Perawatan / Pe layana
n Kesehatan

6.156

Jumlah Balita
Stunting yang
Mendapatkan
Perawatan / Pe layan a
n Kesehatan

4.746 7 .982

Persentasc lndikator
Nasional Mutu
Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit

9/1/" 95v.

lndeks Kepuasan
Masya-rakat terhadap
Pelayanan
Puskesmas

arva

Puskesmas dengan
85v" 9svo

a5.907

6.745

85.4G/o

l
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No Prioritas Daeral Indikator Program
Pembangu n a-n

lndikator Kineqa

Capaian Kineria Program
Prioritas

(Kepmen050/58
89)

Indikator Kinerja

Capalan Kineia

Bldang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Ketersediaan Obat
dan Vaksin essensial

Persentas€ Alat
Kes€hatan Memenuhi
Stander'

8(l7. 83"/.

Persentase RS
RuJukan Tingkat
Kabupaten/Kota
yang Terakreditasi

74.O70/" 1000/.

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kes€hatan

Persentas€ Sumber
Daye Menusia
Kes€hatan Tingkat
Daerah
Kabu paten / Kote
yang Ditingkatkan
Mutu dan
Kompetensinya

100 loo Kesehatan

Persentase
Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga
Kesehaten s.rta
Tindak l-anjut
Perizinan Praktik
Tenaga Keschatan

lo0 Kesehatan

hogram Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan
Minuman

P€rsentase P-IRT
yanq S€suai Standar 100 to0

Persentase Sarana
Kefarmasian yang
Sesuar Standar

r00 loo

Persentase TPM yang
Memenuhi Syarat
Berdasarka.n Inspeksi
Kes€hatarl
Linekunsa.n

100 to0

ProEtram
Pemberdayaa.n
Masyaralat
Bidang
Kesehatan

Jumlah PHBS
Rumah Tanssa

40274 44881

KesehatanOrganisasi
Masyarakat
Kemitraan Bidans
Kesehatan

loo r00

100

Kesehatan

r

[---T----
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No kioritas Daerah Indikator Prosam
Pembangunan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program
Prioritas

(Kepmeno50/58
89)

Indikator Kineda

Capaian KineDa

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Persentas€ Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehe( Tatanan
Rumah Tangaa

100 ro0

Persentas€ P€rilaku
Hidup Bersih dan
Sehat Tatanan
lnstitusi Pefldidikan

100 loo

Persentas€ Posyandu
yang Berada pada
Strata Purnarna
Mandiri

lo0 100

Meningkatkan
Daya Saing
Pemuda

Indeks
Pembangunan
Pemuda

50,13 54

hogram
Pengembangan
Kapasitas Daya
Saing
Kepemudaan

Persrntase
Pemenuhan
Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

N/A t00% Kepemudaan
dan Olahraga

kogam
Pengembangan
Kapasitas Daya
Saing
Keola}lragaan

Pemenuhan
Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

N/A too% Kepemudaan
daJl Olahraga

Program
Pengembangan
Kebudayaan

Pers€ntas€
Pemenuhan
Pengem bangan
Kebudayaen

N/A I O07. Kebudayaan

Program
Peningkatan
Daya Tarik
Destinasi

Persentase
Pemenuhan
Peningkatan Daya
Tarik Destinasi
Pariwisata

l0(ruir 10(r7D

Prograrn
Pemasafa-n
Pariwisata

Persentasc dokumen
hesil penguatan
promosi dan laporan
keeiatan oar_iwisata

N/A lo(P/o Pariwisata

Program
Pe ngembangaJl
Ekonomi Kreatif
Melalui
Pemanfaatarl
dan
Perlindunsan

Persentasc ekonomi
kreatif yang
dikembangkan

N/A tuv/o Pariwisata
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No P ontas Daerah Indikator Program
Pembangunan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program
Prioritas

(KepmenO50/58
89)

Indikator line.ja
Capaian Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Hak Kekayaan
Intelektual

ProFarn
Pen gemban gan
Sumberdaya
Pariwista daJr
Ekonomi Kreatif

Persentas€ SDM
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

I OOP/o

Meningkatkan
Partisipasi
P€rempuan
dalam
Pembangunan

Indeks
Pembc rdayaan
Gender

62,t7 65

Program
Pengaru su tamaa

Pemberdayaan
Perempuan

Penglratan
Kelembagaan
Pengaru stamaan
Gender

to(y/" I Oop;

Pemb€rdayaan
Perempua-n
dan
Perlindu ngan
Anak

Progtam
PerlindunBan
Perempuan

Prosentase
Perlindungan
terhadap Perempuan

r 00./" I O(P/"

Pemberdayaan
Perempuen
dan
Perlindungan

Progran
Peningkatan
Kualitas
Keluarga

Peninekatan Kualitas
Hidup Keluarga

touh 10070

Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anal{

Prograrn
Pengelolaan
Sistem Data
Oender dan
Arlak

Persentas€ Profil
Gender dan
Penlru susnan
Pedomarr
Pengumpula.n Data
Temilah

100p/o I00D/o

Pemberdayaan
Perempuan

Perlindungan
Anak

Program
Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

Persentase Seluruh
Klaster Hak Anal<

toG/" 1000/0

Pemberdayaan
Perempuan
dan
PerlindLrngen
Anak

Prograjn
Perlindungai
Khusus Anak

Persentase
Perlindungan
terhadap Anak

100d/o I OOo/.

Pemberdayaan
Perempua-n
dan
Perlindungan



No Prioritas Daera}l Indikator Program
Pembangunan Indikator Kinerja

Capaian Kineria Prograrn
Prioritas

(KepmenOS/54
89)

Indikator Kineda

Capaian Kine{a

Bidang u msan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Meningkatkan
Pengendalian
Penduduk

taju
Pertumbuhan
Penduduk

|,47 I,O5

Program
Pengendal ian
Penduduk

rekomendasi
kebijakan dalam
rangka pengendalian
kependdkan

100 I

Pengendalian
Penduduk dan
Kclualga
Berencana

Persentase Kampung
KB yang dibina dan
scsuai dengan
standa, p€nilaian

30 70

Pers€ntase Rumai
Data di KampuDg KB
yang memenuhi
klasifikasi Paripurna

25 10

ketersediaan
p€metaan dan sistem
infomasi
Pengendaliarl
kependudukan

100

Program
Pembinaan
KeluarSa
Berencana (KB)

Angka Prevalensi
Kontrasepsi Modem

7 |,750/d

Peflgendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Persentase Peserta
Aktif Metode
Kontras€psi Jangka
Paniang

26,650/n

Persentas€ Hasil
Kegiatan Advokasi,
Penfrluhan dan
Pendayagu naan
KeluarRa

90,o0/" I O0,Oop/"

Program
Pemberdayaan
dan Peningkatan
Keluarga
Seja-trt€.a (KSl

Persentasa Capaian
KineDa
Pemberdayaan KS

9T/o 92,750/o

Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
B€rencarra

Prosentasr Iieluarga
Beresiko yanS
Mendapat
Pendampinga-n dan
Ditindald3niuti

9?/" 95,Oty/o

Kerjasama dengan
Mitra Keria

tuvk

-269-
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Caparan Kinerja Capaian Kineda

No Priontas Daerah Indrkator Program
Pembangunan

Indikator Kineda
Kondisi Kondisi

Akhir

Program
Prioritas

(Kepmeno50/58
89)

Indrkator Krne!a
Kondisi Kondisi

Akhir

Bidang urusan

II II

II
Mcwujudkan
Lingkungan
yang Kondusif,
Aman, darn
T.rtit)

Indeks Ketentraarl
dan Ketcrtiban 2,O2 2,5

Persentase
Penanganan Perda
dan Perkada yang
Ditegakan

toG/" 1OO"/o

Ketenteralnan
dan Ketertrban
Umum s€rta
Perlindungan
Masyarakat

Program
Peningkatan
Ketentraman
da, Ketertiban
Umum
Program
Penguatarl
ldeologi
Pancasila dan
Karaktcr
Kebangsaan

Pembinaan ldeolo8i

Kebangsaan

o,4to/" o,270/"
Kesatuan
Bangsa da-n
Politik

Program
Peningkaten
Peran Partar
Politik dan
l,embaga
Pendidikarr
Melalui
Pendidikan
Politik dan
Pengembangan
Etika serta
Budaya Politik

Persentase
Pendidikan Politik di
Daerah

8,61"/o 25,94"/"
Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Progam
Pemberdayaa.n
dan Pengawasa.n
Organisasi
KemaYarakatan

Pers€ntas€
Pembinaan
Organisasi
Kemasyarakata.n

t4,29/o 42,860/o
Kesatuan
Bangsa dan
Politik

o,33/" 2,7y/o
Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Proglam
Pembinaa-n dan
Pengembargan
Ketahanan

Pers€ntase
Pembinaan dan
Pengembangan
Ketahenan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya

2

Meningkatkan
Kondusifitas
Daergh dengan
Pengembangan
Perilal<u
M as,'a.rakat yang
Berlandaskan
Kcagarnaan,
Toleransi, dan

Iodeks Kesa.lehan
Sosia]

78
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No Prioritas Daerah Indikator ProSram
PembarlgunaJl Indikator Kineia

Capa.lan Kinerja Progmm
Prioritas

{Kepmeno50/S
89)

lndikator Kineda

Capaian Krnerra

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Aldir
Ekonomi, Sosial,
dan Buday

Program
Peningkatan
(ewaspadaan
Nasional dan
Penlngkatan
Kualitas dan
Fasilitasi
Penangarlan
Konflik Sosial

Perscntasc
Pembinaan
Kei/aspadaen
Nasional dan
Penenganan Kooflik

N/A 38,83"/.
Kcsatuan
Bantsa dan
Politik

I

4,63 5,27-
5,41

I
Tingkat
PengangSurarl
Terbuka I 7,88 I 7,2 I I aI
Persentase Penduduk
Miskin I

-

6,92 5,5

-

I

Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
Sektor Unggulan

Kontrihrrsi PDRR
Sektor Uirggulan

52,63"/" 55,2to/o

hogram
Pengelolaan

Tangkap

MeninSkatnl.a
hoduksi Perikanan
Tancksp

22.433 Kclauta.n dan
Perikanan

Persentas€
Realisasi Investasi N/A 5,tx/"

Program
Pengelolaan
Perikanan
Budidaya

Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya

21,405 22.343 Kelautan dan
Perikanan

Persentase Daya
Saing Produk
Unggulan lnkal

20,450/0 100,oelo

Program
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan

Kelompok Usaha
Perikanan di
Kabu paten yang
Diawasi

N/A r65 Kelautan dan
Perikanan

Pers€ntase
Peniflgkatan
Kunjungan Wisata

3,250/a 3,7T/o
ProSram
Pengolahan dan

Jumleh Kelompok
yang Menerima
Informasi,

N/A Kelautan dan

Angka Pcrtumblrhan
Ekonomi

M eningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Berkelanjutan
dalam Rangka
Mewujudkan
Kesej ahtcrsan
Masyaral<at

Komprehersif

30!
!
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Indikator Program
Pembangunan Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program
Prioritas

(Kepmen050/s8
89)

Indikator Kineqa

Caparan kineda

Bidang urusan
Kondisr Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Pemasaran Hasil
Perika-nan Kelembagaan, dan

Mutu Hasil
Pemasaran

Progam
Pengelolaan
Sumber Daya
Ekonomi untuk
Kedaulatan dan
Kemandirian
Pangan

Petsantase Lumbung
Pangan yang Aktif u/o 64,470/" Pengan

Program
Perizinan Usaha
Pertanian

Persentas.Irrmleh
Unit Usaha Pertanian
yang Dilakuken
Pengawasan dan
Pembinaan

9C,/. I Ooe,. Pertanian

Prograr[
Penqem bangan
Ekspor

Pros€ntase
Meningkatnya Pelaku
Usaha yang siap
melakukan Ekspor

5a.6rol" 69.6e/o Perdagangan

Program
P€ningkatan
Sarana
Distribusi
PerdasanEan

hos€ntase jumlah
fasilitasi pengelolaan
sarana distribusi
perdagangan

70.0e/" I OOo/o Perdagangan

Prograrn
SGbilisasi Harga
Barang
K€butuh.n
Pokok dan
Barang Penting

Prosentase harga
barang kebutuhan
pokok dan baranS
penting yang
disubsidi yan8
dimonitor/ dipantau

36.1 1% loo.ooo/o Perdagangan

Program
Penggunaan dan
Pemasaran
Produk Dalam
Negeri

Prosentase jumlah
produk IKM yang
difasilitasi promosi
penggunaan Produk
Dalam Negeri

Perdagangan

hogr6m
Standardisasi
dan
Perlindungan

Pers€ntas€ Pelaku
Usaha yang
mendapatkan
pelayanan tera/tera
ulans UTTP

41.630/" I OO.00",6 Perdagangan

No Pnontas Daera}l
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No Prio.irrs Daerah Program
Pembangunan

tndikator Kine{a

Capaan Kinei, Program
horitas

{Kepmen050/58
89)

Indikator Kneila

Capajan Kineqa

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondrsr
Akhir

ProtfaJn
Perencanaan dan
Pembangunan
Industri

Peningkatan Jumlah
IKM

9.460/" t6.370/" Perindustrian

Program
P€ngendalian
Izrn Usaha
Indu stri
Kabupaten/Kota

Persentase Pelaku
Usaha yang Memiliki
Izin/l,cgalitas yang 24.95"/o I OG7" Penndustrian

Program
Pengelolaen
Sist.m Informrsi
lndustri Nasional

Pros€ntas€ data
industri dan data
kau,asan industri
yang dilakukan
pengolahen, analisis,
dan
publikasi/discminasi

24.950/" I Oot6

Prograrn
Pe ngembangan
Iklim

Pengem banSan
Potensi Investasi
ReAional di dal3-rn
Aplikasi lnvestaai

750/o

Modal
Implementasi
Pelayanarl Publik
Berbasis
Ketcrpaduan

l00p/"

Program Promosi
PenanamaJ}
Modal

Pcrsentas€
Peningkatan Minat
Investasi

2G/o 6e/" Pena-naman
Modsl

Program
Pen gendalian
Pelaksanaan
Penanaman

Persentase
Kepatuhan Pclaku
Usaha pada Sekor
lndustn dengan
Skala Usaia
Menengah dan Besar
yang Melaporkan
Leporan Kegiatan
Penanaman Modal

7tY/o
Modal

Prograrn
PelayanaJlan

Modal

Persefltase Survei
Kepuasan
Masyarakat terhadap
hyanan Perizinan
lnvestasi

9(y/" 9tv" Penanaman
ModaI

tndikator
Kondisi



No Priontas Daerah Indikator Program
Pembangunan

Indikator Kinerja

Caparan Kinerja Program
Pnoritas

(Kepmen05o/58
89)

lndikator Kinerja

Caparan Kineria

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Program
P€ngelolaan Data
dan Sislem
Informasi
Penajraman
Modal

Pers€ntas€ Data
Perizinan yang Diolai
dan Diinformasikan
Melalui Sistem
Pelaporan Onlme

7U/" 85%
Penanaman
Modal

Program
Pengawasan Dan
Pemeriksaan
Kop€rasi

Persentase update
dan jumlah Koperasi
aktifyang dilakukan
Pemeriksaan darl
Pengawasa-n

2r.4T/o 64,2q/o
Koperasi,
Usaha Kecil.
dan Menengah

Program
Penllaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi

Pers€ntas€ Update
dan Jumlah Koperasi
Aktifyang Dilakukar
Penilaran dan
Pemf ringkatan

27 .O!/o a I .09Dlo

Kop€rasi,
Usaha Kecil,
dan Mcnengah

Program
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian

Persentase Jumlah
Koperasi Berkualitas t7 .a60/" 53.58"/0

Koperasi,
Usaha Kecil,
dan Menengah

Program
Pem berdayaan
dan
Perlindungan
Koperasi

Persentase Ulrdal€
dan Jumlah Koperasi
Aktifyarlg Dilakukan
Peningkatan
Pemberdayaan dan
Perlindungan
Koperasi

13,2q/o ao.37"/"

Progrem
Pem berdayaan

Menengah,
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro
IUMKM)

Prosfntasc Usaha
Mikro yang
Diberdayekan

I ,846/0 9.40/o
Koperasi,
Usaha Kecil,
dan Menengah

Program
Pengem banga-n
UMKM

P€rs€ntas€ KoFrasi
den Usaha Mikro
yang Terfasilitasi
Dana Pemerintah
melalui UPDB

2.t40/" 6,4T/o Kopcrasi,
Usala Kecil,
dan Menengah

Persentase Usaha
M*ro yang
Dipromosikan

|,2V/o 4,8tY/o

-27 4-

Koperasi,
Usaha Kecil,
dan Menen8ah



Indikator Program
Pembangunan Indikator Kineda

Caparan Kineda Program
Prioritas

(KepmenO50/58
89)

Indikator Krneia

Capaian Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Meningkatkan
Kemandirian
Desa

Indeks Desa
Membangun

o.7 to7 0,7507

Program
Administrasi
Pemerintahan
Desa

Jumlah Desa Mandiri l5
Pemberdayaan
Masyaralat
dan Desa

Program
Pemberdayaan
I-eInbaga
Kerdasyarakatan
, L€mba8a Adat
dan Masyarakat

Jumlah Desa yang
Menghasilkan PADes

I

Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa

Prosentase l,embaga
Masyarakat yang
Difasilitasi

I O07. I OG,i,

Program
Penataan Desa

Jumlah Rekornendasi
Penataan Desa

t 4
Pemberdayaan
Masyarakat
dan De$a

Program
Peningkatan
Keda Sama Desa

Jumlah Desa yang

Kerj asam anya
1

Pemberdayaa.n
Masyarakat
dan Desa

MeninSkatnya
Ketahana-n
Pangan

Indeks Ketaianan
Panga.n

77 78,5
Program
Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan
Paigan
Masyarakat

Feraantage 12 Jenis
Pangan Strate8is
yang Medgalami
Kenaikan Harga < 5-
te/"

I O07" 100"/"

Pangan
Ketersediaan
Cadangan Pangan
Pemerintah

to,7g/o 29,t5"k

Persentasc Capaian
Skor Pola Pangan
Ha.rapan

44,5 a6

Proglam
Penanganan
Kerawana.n
Pangan

Jumlah Peta
Kerentanan dan
Kerawanan Panqan

I 3

PanganPersentase jumlah
Desa Rentan Rawan
Pangan yang
Diintervensi

6ty/" 1000/"

Program
Pengawasan
K€amanan
Pangan

Persentase Pangan
Segar Asal
Tumbuhan yang
Memenuhi
Persyaratan Mutu

750h 9e/" Pangan

No Prioritas Daerah

45
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No Pnoritas Daerah Indll(ator Prograrn
Pembangunan

Indikator ll1nerja

Capaian Kinerja ProgaJn
Prioritas

{Kepmenos0/54
89)

Indikator Kineia

Capaian Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi
Akhrr

da.n Keamanan
Pangan

Program
Penyediaan dan
Pe ngem ban gan
Sarana
Pertanian

Persentasa
Keterscdiaan Sarana
Pertanian

15% 6U/r Pertanian

Progra-rn
Penyedlaan dan
Pengem bangan

Pertanian

Ketersediaan
Prasarana Pertanian

450/o Pertanian

Program
Pengendalian
Kesehatan

Kesehatan
Masyarakat

Penanganan Jumlah
Penyakit Hewan yang
Ditangani

53"/o 8U/o Pertanian

Pers€ntase Produk
H€wan yang
Memenuhi
Persyaratan SNI

62 68 Pertanian

Program
Penwluhan
Pertanian

Persentase SDM
Pen)'uluh Pertanian
dan Kelompok Tanr
yang Meningkat
Kapasitasnya

5U/" au'/"

Meningkatkan
Daya Saing
Tenaga Keda

Tingkat Partisipasi
AnSkatan Ke!a 67,O5 66,52

Program

Tenaga Keia

Perscntase
Keters€diaan Data
Malro dan Mikro
Ketenagakeriaan

I OOP/o I OG.,o Tenaga Keda

Program
Pelatihan Kerja
darl
Produktivitas
Tenaga KerJa

Persantase Lulusen
Pelatihan BLK yang
Dltem patka.n

5 rolo 67 ,3e/o Tenaga Keda

Jumlah kmbaga
Pelathian Keda (LPK)
yang teralcIedi tasi

25 40 Tenaga Kerja

Progra.rn
Penempatan
Tenaga Kerja

Persentase
Penempatan Tenaga
Kerja Berdasarkan
t wongan Keia yang
Terdajtar

94,740/o 95,450/. Tenaga Kerja

Kondisi
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No Prioritas Daerai Indikator Prograln
Pembangunan Indikator Kineda

Capaian Kinerja Program
Prioritas

(Kep[lenoSO/58
8e)

Indikator Kineda

Capaian Krneqa

Bldang u ru san
Kondisi Kondrsr

Ak}lir
Kondisi Kondisi

Akhir

Jumla}l Wirausa}la 241 2000

Program
Hubungan
lndustrial

Pers€ntas€
Persilisihan
Hubungan Industnal
vanc Ters€lesaikan

65"/o 85% Tenaga Kerja

Program
PembanSunan
Kawasan
Transmigrasi

Jumlam Penurunan
Animo Masyarakat
Bertran smigrasi

t2 24 Trarlsmigrasi

Mcningkatnya
Cal<upan
Penanganan
PPKS

P€rsentas€ PPKS
yang Berdaya 50/"

PrograJn
Pemberdayaan
Sosia.l

Pers€ntas€ PSKS
yang Meningkat
Perarlnya dalarn
Usaha Ke s€j ahteraan
Sosial

67 ,9q/" a3,ar/" Sosial

Progarn
Penanganan
Warga Negara
Migran Korban
Tindak
Kekerasan

Prosentase Warga
Negara Migran
Korban Kekeraaan
yang Mendapatkan
Penanganan

e/o tocp/o SosiaI

Program
Rehabilitasi
Sosiaf

Persentase PPKS
yang Mendapatkarl
Rehabilitasi Sosial

t9,tT/o I O0p/o Sosial

ProErgm
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial

Persentase
Masya.rakat Miskin
yang Mendapatkan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial

100,00
t 00,00"/. Sosial

Progrern
Penanganan
Bencana

Persentase Korba.n
Bencana Alam dan
Sosial yang
Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya
pada Saat da-n
Setelai Taiggap
Darurat Bencana
Daerah
Kabupaten/Kota

850/" 1000/0 Sosial

Program
Pengelolaan

Pemeliheraan TMP
a0.oe/" 90,oe/" Sosral



No Prioritas Daerah Indikator Program
PembangunaJl

Indikator Kineda

Caparan Kinerja Prografi
Prioritas

(Kepmen0SO/58
89)

Capaiarl Kine{a

Bidang urusa-n
Kondisi Kondisi

Akhrr
Kondisi Kondisi

Akhir

Tama! Makam
Pahlawan

I

r
I I

Mcningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah

Nilai SAKIP 72,52 ao,5

Progreln

Pengendalian
dan Evaluasi
PembanSunan
Daerah

Persentas€ Dokumen
Pelaporan dan
Pengendalian
Perencanaan
Pembar gu na-n

tocPk I Oop/o Perencanaan

Program
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaa-n
Pembangunan
Daerah

Persentase Tingkat
Afirmasi Konsistensi
Program
RPJMD/RPD dengan
RKPD

IOU/" I OO%

Prograrn
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Persentase Hasil
Kelitbangai yarg
Meniadi Kcbiialcan

lo0%
Penclitian dan
Pengemba.nga
nPersentasc Inovasi

Daerah yang
Diimplementasikan

55,560/" 1000/"

Progra.rn
Pemerin taha.n
darr
Kesej ahteraan
Rakyat

Predikat Kinerja
Penyelenggaiaan
Pemerintah Daerah

Sedang Tinggt

Sekreta-riat
Daerah

lndeks Reformasi
Hukum Cukup Baik

Pros.ntase Hasil
Kebijaan yang
Ditetapkan

100"/o 100

Program
Perekonomian
dan
Pembanqu na.n

Prosentase Rumusan
Kebtal€n
Perekonomian yang
Dis€l€saikan

lU}/o lo0 Sekreta.ri at
Daerah

-274-

Indikator Kineda

Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Baik Mclalui
Digjtalisasi dan
lntegrasi
Pelayanan Publik

Indeks Reformasi
Birolsasi 7L 75
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No Prioritas Daerah Indikator Program
Pembangunan

lndikator Kinerja

Capaian Kineia Program
Prioritas

(KepmenO50/54
89)

Indikator Krneda Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhrr
Kondisi Kondisr

Aknir

Prosentase Jumlah
Perangkat Daerah
l,ang Petuh terhadap
Pemenuhan
Adminiatrasi
Pembangunan

I00ori, 100

Indeks Tata Kelola
Pengelolaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

100"/o ro0

3t,522 3,37
Pros€ntase Perangkat
Daerah yang
Melaksan alan 3E

rocr/"
Pengawasan
Urusan
Pemerinta}lan

Prograrn

Kebijakan,
Pe ndarnpingen

Prosentas€ Perengkat
Daerah yang
Memenuhi Kriteria
Menuju Zona
lntegitas

toff/o 100"/o
Pengawasan
Urusan

Program
Pelestarian
Koleksi Nasional
darl Naskah
Kuno

Pers€ntase
pemenuhan kegiatan
pada program
pelestarian koleksi
nasional dan naskah
kuno

IOU/o roe/" Perpu stakaan
dan Kearsipan

Progtam
Pengelolaan
Arsip

pemenuhan kegiatan
pada program
penqelolaan aisip

I OOPz; tuv/o
Dinas
Perpu stakaan
dan Kearsipan

Program
Perizinan
Penggunaan
Arsip

Pers€ntase
pemenuhan kegiatan
pada program
perizinan
penPlqunaan arsip

l00D/. tou/o
Dinas
Perpu stakaan
dan Kearsipa,

Program
Pe rlindu ngan
dan
Penyelam atan

Pers€ntase
Pemenuhan kegiatan
pada program
perlindungan dan
penvelamatan arsiP

r 000/. l OOP/o
PenSelolaan
Arsip

Nilai Indeks
Kemandinan
Frskal

o,505 0,53 Progra.rn
Peng€lolaan Kepatuhan Wajib

PaJak
77./o au/" Keu angajr

Capaian Kine{a

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan
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No Prioritas Daerai lndikator Program
Pembangunan Indikator Kinerja

Caparan Kineda Program
Prioritas

(KepmenOS/58
89)

Pendapatan
Daerah

lndikator Klneda

Capaian Kineoa

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi

Persentase
Pemenuhan
Ket€rs€d iaan
Dokumen
Perencanaan dan
Pengem bangan
Pendapatan Daerah

I000/0

Persentase Capaian
Target Paiak Daerah

l0o./" r o00/.

Pemenuhan Layanarl
dan Pelaporan Data
Informasi
Pendapatan Daerah

I OCr7" toe/o

Opini BPK WTP WTP

Program
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Rala-rala Mondalory
Spending,
Penfrsunan KUA
PPAS, Penyampaian
Nota Keuangan dan
Persetuiua.n RAPBD

9g/"

Keuanga.n

Keaesuaian waktu
penyarn paian
Laporan Keuangan
Daerah Kepada BPK,
kescsuaia.n
penyerap€rn arSgararl
terhadap rencana
anglqaian

N/A 96"/o

Peraentase
Kesesuaian Dokumen
Pemcairan

N/A 100./o

Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Rata-rata Pers€ntase
Capaian Pengamanan
Aset Daerah

70/n

KeuanganPers€ntase
Pemanfaatan Barang
Milik Daera-h yang
Digu nau sshekan

95./o

lndeks
Profesionalitas
ASN

85 8t
ProgIarn
Kepegawalan
Daeran

Nilai Aspek

Kebutuhan ASN
40 40 Kepegawaian

Kondisi
Akhir

toe/o
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No Pnontas Daeral lnd <ator Prografl
Pembangunan

Caparan Krnetja Program
Prioritas

(Kepmen0so/58
89)

lndikator t(lne!a

Capaian Kineria

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Aknir

Nilai Aspek
Pensadaan ASN

40 .10

Nilai Aspek
Pengem bangan
Karier

62,5 75

Nilai Aspek Promosi
dan Mutasi

40 40

Nilai Aspek
Manaiemen Kineria

70 80

Nilai Aspek
Penggajian,
Penghargaan den
Disiplin

37 ,5 40

Nilai Aspek
Perlindungsn dan
Pelayanan

16 16

Nilar Aspek Sistem
Informasi
Kepesawalan

19 24

Prografi
Pengembangan
SDM

Nilar Aspek
Pengembangan
Karier

62,5 Pendidikan
da-n Pelatihan

lndeks SPBE 3,0a 3,21

Program
lnformasi dan
Komunikasi
Publik

Prosentas€ Layanan
Keterbukaan Daftar
Informasi Publik

tooP/o tuv/o

Program Aplikasi
lnformatika

Pers€ntasr
Penyediaan Layanan
Aplikasi darl Layanan
Internet

I OoP/o tuv/o
Komunikasi
dan
Informatika

Program
Penyelenggaraen
Persandian
untuk Pengatnan
lnforrrasi

Pros€ntase Layanan
Keamanan Informasi

450/o 7 5./r
Kornunikasi
da-n
Informatika

Program
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

Pers€ntas€ Statistik
Sektoral 5v/o 7 5"/o Statistik

Indikator Lrneta

KomuDikasi
da,n
Informatika
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No Prionras Daerah Indikator Program
Pembangunan

Indikator Kine{a

Caparan Kineda Prograrn
Prio.itas

(Kepmen050/58
89)

lndikator Klneila

Capaian KinerJa

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhrr
Kondisi Kondisi

Akhir

Indeks Pelayanan
Put lik 4,12

ProgIarn
Dukungan
Pelaksan aa-n
Tugas da-n
Fungsi DPRD

Pers€ntase
Pemenuharl
Duku ngan
Pelaksanaan Tugas
dan Funqsi DPRD

8</'/o 10(}1"
Sekretariat
DPRD

Program

Penduduk

Cakupan Per€kaman
KTP-el 99P/o 9q/"

Administrasi
Kcpenduduka
n dan
Pencatatan
Sipil

Cakupan
Kepemilikan KIA

5U/" ae/o

Cakupan SKPWNI
vang Diterbitka, 1OOP/o 100"/o

Cakupan SKDWNI
yang Diterbitkan 10(P/o I Ood/o

Program
Pencaratan Sipil

Cakupan
Kepemiliksn Akte
Kelahiran O s/d 18
Tahun

98P/" I OO"/o

Administrasi
Kependuduka
n darl
Pencatatan
Sipil

Cakupan
Kepemrhkan Akte 100./o

Cakupan Akte
Kematian

I O00/o

Cakupan Akte to@/" 1000/.

Cakupan
Kepemilikan Akte
Pengesahan Anak

100'/o toCPk

Program
Pengelolaan
lnformasi
Administrasi
Kependudukan

Pers€ntase Jaringan
SIAK dalam Kondisi
Baik

I000/0 1007"
Administrasi
Kep€nduduka
n dan
Pencatatan
Sipil

Persentase OPD dan
Lembaga Non
Pemerintah yang
Melakukan Kerja
Sama Pemanfaatan
Data Kependudukan

53,230/. 100"/o

Program
Pengelolaan
Profil
Kependudukan

Persentas€
Pengelolaan Profil
Kependudukan

I00"/o tav/o

Administrasi
Kep€nduduka

Pencatatan
Sipil

I OO"/o

lOtY/o
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No Priontas Daerah Indikator Progam
Pembangunan Indikator Kineda

Caparan Kinerja PrograJn
Prioritas

(KepmenO50/58
89)

Indikator Kineia

Capaian Kineia

Bidang umsan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

hogram
Koordinasi
Ketentraman
daJl Ketertiban
Umum

Persentase Laporan
Trantibum yang
Difasilitasi

1000/0 I0@/o Kewilayahan

Progmm
Pembinaan dan
Peflgawasan
Pemerintahan
Desa

Persentase Desa
denga-n Laporan
Keuangan darl
Administrasi Baik

I O07" 100"/"
Kelapa Dua

PrograJn
PenyelenSgaraan
Pemenntahan
dan Pelayanan
Publik

Perscntase
Terp€nu hinya Patcn
sesuai dengan
Standat

I OG/" 1000,n Kelapa Dua

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
da.n Kelurahan

Perscntase Kelompok
Masyarakat yang
Mendapat
Pembinaen/Pemberd

1000/" 1000/0
Kecamatan
Kelapa Dua

Program
Penyelenggaraan

Pemerintahan
Umum

Prosentas€ Program
Penyelen ggaraarl
Urusan
Pemerintehan LIml1m

I OO"/o 1ooD/o
Kecamatan
Kelapa Dua

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYAI{AN
PUBLIK

Persentase
pemenuhan
Peenyelenggaraan
pemenntahan dan
pelayanan publik

r oo% tou/o Kecamatan
Balaraja

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase
Pemenuhan
Pemberdayaan
masyarakat desa dan
kelurahan

1000/0 100p/o
Kecamatan
Bataraja

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN

Persefltase
Pemenuhan
koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

I00p/" 1jek Kecamatan
Balaraja
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No Prioritas Daerah Indikator Program
Pembargu nan

Indikator Kinerja

CapaiaJr Kineda Program
Prioritas

(Kepmeno50/58
89)

Indikator Kineda

Capararl Kine0a

Bidang urusan
KondiBi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akiir
KETERTIBAN
UMUM

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase laporan
trantibum yang di
fasilitasi

100"; tuv Kecamatan
Cikupa

PROGRAM
PDMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentas€ desa
dengan laporan
keuangan dan
administrasi bark

90.1U/o 90.4e/o Kecamatan
Cikupa

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pers€ntas€ kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaefl/pemberd
ayaan

65.00./. 80.00p/"
KecaJrlatan
Cikupa

PROCRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Pers€ntas€
terp€nuhinya paten
s€suai dengan
standart dan
lnfrestruktur yang
terpclihara

98.55% 98.88"/"
Kecamatan
Cikupa

PROCRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KRTERTIBAN
UMUM

Prosentasc gangguan
trantibum yeng
ditangani

93,25"/o 95.Oe/. K€camatan
Cisauk

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENCAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

90,o0/" 95,5flo Kecamatan
Cisauk

Plosentase desa
dengan laporan
keuangan baik
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No Priorrtas Daerah Indrkator Indrkator krneI]a

Capaian Kine{a ProAram
Prioritas

(KepmenOSO/54
891

Indikator Krneda

Capaian Kinerja

BidanS urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROCRAM
PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN URUSAN
PEMEzuNTAHAN
UMUM

Prosentas€ Program
Penyelenggaraan

Pemerintalan Umum

90,of/" 95,sUl" Kecamatan
Cisauk

PRO(}RAM
PENYELENCGAR
AAN
PEMORINTAHAN
DAN
PEI,AYANAN
PUBLIK

Persentas€
pemenuhan paten
sesuai dengan
standart da-n
Insfrastruktur dasaa
yang t€rpeliha-ra

87,5 49,5 Kecamatan
Cisauk

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
XELURAHAN

Pros€ntase kelompok
masyarakat yanS
mendapat
pembinaan / pemberd
ayaan

90,ou/o 93,7 50/o
KecaJnatan
Cisauk

PROGRAM
KOORDINASI
KE"TENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase laporan
trantibum yang di
fasilitasi

1ooP/o 1off/o
Kecamatan
Cisoka

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMDRINTAHAN
DESA

Pers€ntase desa
dengan lapoaan
keuangan dan
administrasi baik

9?"/o 10@ro
Kecamatan
Cisoka

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
terpenuhinya paten
s€sua.i denga-n
standa.rt

tou/" 10op/"
Kecamatan
Cisoka

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KEI,T,IRAHAN

P€rs€ntas€ kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaai / pemb€rd
ayaan

to<y/o I OO"/"
Kecamatan
Cisoka

Program
Pembangu na.n
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No Priorltas Daerah lndrkalor Program
Pembangunan Indikator Kinerja

Capaian Kineda Prograrn
Prioritas

(Kepmenoso/s8
89)

Indikator Kinerja

Capara.n Kineqa

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Aknir

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PEI-AYANAN
PUBLIK

infrastruktur dasar
dalam kondisr bark
Kecamatan Cunrg

I00p/" I O0P/o
Kecamatan
Curug

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase kelompok
masyarakat yang
mendaPat
pembinaan/pemberd
ayaa Kec. Curug

7g/o l00P/o
Kecamatan
Cunrg

PROCRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Prosentese ganglEuen
trantibum yang
ditindaklanjuti di
Kecamata.n Curug

65n/4 1oe/o
Kecamatan
Curu g

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Prosentas€ desa
dengan laporan
keuangan baik di
kecamatan Curug

ae/" tuv/o Kecamatan
Curug

PROORAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Perscntase laporan
trantibum yarlg di
fasilitasi

I Oop/" 1ocPk
Kecamatan
Cunung Kaler

PROCRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentas€ desa
dengan laporan
keuangan dan
administrasi baik

97/o 1000/.
Kecamatan
Gunung Kaler

PROCRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN

Pers€ntasc
terpenuhinya paten
sesuar denSan
standart

I Oop/o I OOo/"
Kecarnatan
Gunung Kaler
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No Prionlas Daerah Indikator Program
Pembarlgu narl lndikator rnnerja

Capaian Kinerja Program
Prioritas

(KepmenoS0/sa
8e)

Indikator Kineda

Capaian Kinerja

Bidang urus3n
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
infrastruktur dasa,
yang terpelihara

9Th 100./.
Kecamatan
Gunung Kaler

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETDRTIBAN
UMUM

Persentase laporsn
trantibum ya.ng di
fasilitasi

l00p/" to{yk Kecamatan
Jambe

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentas€ desa
dengan laporan
keuangan dan
administrasi baik

42.46y" 79.gq/o Kecarnatan
Jambe

PRO(IRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAITAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaan / pemberd
ayzran

65.00p/o 80.oflo Kecamatan
Jambe

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Pers€ntas€
terpenuhinya paten
sesuai dengan
standart dan
Infrastruktur yang
terpelihara

8q/" 49.7$/" Kecamatan
Jarnbe

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
TJMUM

Persentase laporan
trantibum yang di
fasilitasi

7 t.4e/o lou/" Kecamatan
Jayanti
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No Priontas Daera} Indikator Program
Pembangunan

lndikator Kineda

Capaian Klneda Program
Pdoritas

lKepmeno50/58
89)

Indikator Kineda

Capaiai Kinetja

Bidang unrsan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROCRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

dengan laporan
keuangan darl
administrasi baik

88.84"/" I Oop/"
Kecamatan
Jayanti

PROGRAM
PENYELENCGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PEI.AYANAN
PUBLIK

Perscntase
terperluhinya paten
sesuai dengan
standart

I Off70 I O0p/" Jayanti

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaan/
pemberdayaan

8B% 100p/o
Kecamatan
Jayanti

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PEI-AYANAN
PUBLIK

terpenuhinya PATEN
scsuar dengan 100p/.

Kecamatan
Kelapa Dua

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase
p€menuhan
Pemberdayaan
masyarakat desa dan
kelurahan

l OG/o 100/. Kecamatan
Kelapa Dua

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
I(E"TE RTI BAN
UMUM

Pers€ntas€
penunrnan g,rnSguan
ketentraman dan
ketertiban umum

tu/o tlJf/o
Kecarnatan
Kelapa Dua

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEM ERINTAHAN
DESA

Pers€ntase
pemenuhan
pembinaan dan
p€ngawasan
pemerintahan desa

toG/o I OOP/o
Kecarnatan
Kelapa Dua

lUr/o



-289-

No Prioritas Daerah Indikator Program
Pemba.ngu nan

Indikator Kineria

Capaian Kinerja Progra-rn
Prioritas

(Kepmeno50/58
8e)

Indikator Kinerja

Caparan Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

Prosentasf Program
Penyelenggeraan
urusan
Pemerintahan Umum

I00P/o
Kecamatan
Kelapa Dua

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Pers€ntase Iaporan
trantibum yang di
fasititasi

toe/o I Oop/"
Kecamatan
Kemiri

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Pers€ntas€ desa
denSan laporan
keuangan da,n
administrasl baik

9?./" 100p/"
Kecamatan
Kcmiri

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

terpenuhinya paten
sesuai dengan
standart

1oc/o I OOp/"
Kecamatan
Kemiri

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentasc kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaan/pemberd
ayaurn

t(vj/" I OOp/"
Kecamatan
Kemiri

PROGRAM
PENYELBNGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PETAYANAN
PUBLIK

Persentase
pemenuhan
peenyelen gg€uaan
pemenntahan dan
pelayanen publik

l00p/. 100p/"
Kecamatan
Kosambi

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
XELURAHAN

pemenuhan
Pemberdayean
masyarakat desa dan
kelurahan

aao/o 1O0P/o
Kecarrlatan
Kos3mbi

lC,(}/o
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No Prioritas Daerai lndikalor Program
Pembangunan

Indikator Kineda

Caparan Kineda Progran
Prioritas

(Kepmen0SO/58
89)

Indikator l.rneda

Capaian Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMA},I
DAN
KETERTIBAN
UMTJM

Persentas€
pemenuhan
koordinasi
ketentraman dan
kctertiban umum

7 |,4e/" \an/o Kecamatan
Kosambi

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PDMERINTAHAN
DESA

Persentase
p€menuhErn
pembinaan dan
Pengawasan
p€merintaian desa

aa,aUlo I O0P/o
Kecarnatan
Kosambi

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentas€ laporan
trantibum yang di
fasilitasi

100/" I OOP/o Kresek

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentasc desa
dengan laporan
keuangan dan
administrasi baik

42.860/0 79.89e/o
Kecamatan
Kresek

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentasr kelompok
masyarakat yanS
mendapat
pembinaan/pemberd
ayaan

65.O0(2" ao.ou/o KecaJnatan
Kres€k

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
POMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

terpenuhinya paten
sesuai dengan
standart dan
lnfrastruktu. yang
te.pelihara

8*/. 89.7U/" Kecanatan
Kresek

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
XETERTIBAN
UMUM

Persentase laporan
trantibum yang di
fasilitasi

lo(yk I OOP/o
Kecamatan
Kronjo
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No Priontas Daerah lndI}(ator Program
Pembangunan

Indikator Kinerja

Caparan Kinerja Program
horitas

(Kepmen050/58
89)

Indikator Kineia

Capaian Kineda

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhrr

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

jumlah desa dengan
laporan keuangan
dan admin istresi
baik

2 lo0 Kecematan
Kronjo

PROGRAM
PENYEI-ENGGAR

PEMERINTAHAN
DAN
PEIAYANAN
PUBLIK

terpenuhinya paten
sesuai dengan
standart dan
Infrastruktur yang
terpelihara

aqk 89.?V/o
Kecamatan
Kronjo

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pers€ntas€ kelompok
masyarakat yarlS
mendapat

pemberdayaa.n

l0Oo/" I OOo/"
KccaJnatan
Kronjo

PROGRAM
PENYELENCGAR
AAN
PEMDRINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

hos€ntas€
terpenuhinya PATEN
sesuai dengan
standar

l o00/o 1000/.
Kecamatan
Legok

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Perscntasc
pemenuhajr
pemberdayaan
maayarakat desa dan
kelurahan

100 t00 K€camatan
Legok

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentas€
pemenuhan
koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

75 roo Kecamatan
Legok

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENCAWASAN
PEMERINTAIIAN
DDSA

pemenuhan
pembinaan dan
pengawasan
p€merinta}lan desa

48.88 loo Kecamatan
t€gok
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hioritas Daerah Indikator Program
Pembarlgu n an

lndikator Kinerta

Capaian Kinerja Progra-rn
Prioritas

(Kepmenoso/58
89)

Indikator Kineia

Capaian Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PBMERINTAHAN
DAN
PEI.AYANAN
PUBLIK

Persentase
pemenuhan
peenyelenSSaraan
p€merintahan dan
pelayanan publik

I00p/o t 00p/o
Kecamatan
Mauk

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAI
DESA DAN
KELURAHAN

pemenuhan
pemb€rdayaan
masyarakat desa dan
kelurahan

100p,/o t 00p/o
Kecamata-n
Mauk

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase
p€menuh,rn
koordinasi
kelentraman dan
ketertiban umum

1,v/o toek Kecamatan

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

pemenuhan
pembinaan dan
PenSawasan
pemerintahan desa

48.88 92
Kecamatan
Mauk

PROGRAM
KOORDINASI
KE'TENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase laporan
trantibum yang di
fasilitasi

1ju/o 100p/o

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DDSA

Persentas€ desa
dengan laporarl
keuangan dan
administrasi baik

6e/. 7 50/"
Kecamatan
Mekar Baru

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pers€ntas€ kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaan / pembcrd
ayaan

6e/. 750/"
Kecamatan
Mekar Baru

No
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No Prioritas Daerah lndikator Program
Pembangunan

Indikator Kinerja

Capaian Kineda Program
Prioritas

(Kepmen050/58
89)

Indikator KrneIa

Capaian Krneda

Bidang urusan
Kordisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Aknir

PROCRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentasc
t€rpenuhinya paten
sesual dengan
standart dan
Infrastruktur ya.ng
terpelihara

7e/" 85% Mfkar Baru

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Prosentas€
infrastr-uktur dasar
dalam kondisi baik
Kecamatan
Pagcdangan

a7.k 95v6 Kecamatan
Pageda.ngan

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DATI
KELURAHAN

Prosentas€ kelompok
masyaralat yang
mendapat
pembinaan/pemberd
ay,ran Kec.
Paqedansan

8s.0el. Keca.rnatan
Pagedangan

PROGRAM
KOORDINASI
KE'TENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Pers€ntasc gangguan
trantibum yang
ditangani

9(P/o Pagedangan

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Prosentase desa
dengan Iaporan
keuangan baik di

Pagedangan

880/" 950/"
Kecamatan
Pageda,ngan

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KDTERTIBAN
UMUM

Persentase lapora.n
trantibum yang di
fasilitasi

tay/" taJ"a Kecarnatan
Pakuhaji
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No Priorrtas Daerah lndikator Program
Pembangunarl

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Pro€ram
Prioritas

(Kepmenoso/s8
891

Indikator l(lneia

Capaia-n Krnela

Bidang urusan
Kondisi Kondrsi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase desa
denga! laporan
keuangan dan
administrasi baik

l00p/o
Kecamatan
Pakuhaji

PROGRAM
PENYELENGGAR

PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Pcrsentas€
t€rp€nuhinya paten
sesuai dengan
standart

IO(y/6 t 0(170
Kecematan
Pal(uhaji

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaan/pemberd
ayaan

I000/" 100vo
Kecamatan
Pakuhaji

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Perscntase laporan
trantibum yang di
fasilitasi

1oG/o I00

PROCRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEM EzuNTATIAN
DESA

Pcrsentase desa
dengan laporan
keuangan dan
administrasi baik

totyk loo Kecamatan
Panongan

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
t€rpenuhinya paten
s€suai dengan
stande.rt

Kecamatan
Panongan

PROGRAM
PEMBORDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Percentas€ kelompok
masyarakat yang
mendapat
p€mbinaan/pemberd
ayaan

t4 _29 28.57
Kecamatan
Panongan

9V/o

Kecamatan
PaIlonSan

9T/o 9sn/o
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No Priontas Daeratr Indikaror kogram
Pembangunan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program
Prioritas

(KepmenOsO/g
89)

Indikator Kinerja

Caparan Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Pers€ntas€ laporan
trantibum yang di
fasilitasi

6e/o touk

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase desa
dengan lapora.n
keuangan dan
administrasi baik

tov/" tov/o Kccamatan
Pasar Kemig

PROGRAM
PENYELENCGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PEI-AYANAN
PUBLIK

Persentas€
tcrp€nuhinya paten
sesuai dengarl
standart

toe/o I O@/o Pasar Kemis

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

PeGentase kelompok
masyarakat yang
mcndapat
pembinaan/
pemberdeyean

100p/o l00p,,o
Kecamatan
Pasar Kemis

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Pers€ntas€ laporan
trantibum yang di
fasilitasi

toe/. l00p/" Kecamatan
Raies

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
IJESA

Persentase desa
dengan laporan
keuangan dan
administrasi baik

100p/o to0"/o Kecafiratan
Rajeg

PROGRAM
PENYELENGGAR

PEMERINTAHAN
DAN

I O00/o I OOo/o
Kccamatan
Rajeg

Kecamatan
Pasai Kemis

Persentasc
terpenuhinya paten
s€suai dengan
standart
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No Prioritas Daera}l Indikator Program
PembaJrgu n an

Indikator Kineda

Capaian Kineda Program
Prioritas

(KepmenOS0/54
89)

Indikator Kineda

Caparan KinerJa

Bidang urusan
Kondisr Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PELAYANAN
PUBLIK

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pers€ntase kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaen/pemberd
ayaalr

1007. I OO"/"
Kecarnatan
Rajec

PROGRAM
PENYELENGGAR

PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLI K

Persentas€
pemenuhan PATEN
scsuai dengan
standar

a9.a Kecalnatan
Sepatan

PROGRAM
PEMRERT,AYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persrntase lembaga
masyarakat yang
mendapat
pembinaan/pemberd
aynan

ao 90
Kecamatan
Sepatan

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase gangguan
tlantibum yang
ditinda-LJanj u ti

75
Kecamatan
Sepatan

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase desa
dengan laporan
keusngsn baik

88.88 92
Kecamatan
Sepatan

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTA}IAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Pers€ntase
p€menuhan
p€enyelenSgaraan
pemerintahan dan
pelayanai publik

100
Kecamatan
Sepatan Timur

92.45

r00

100
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No Pnonlas Daeral lnd (aror Program
Pembangunan

Indikator Kinerja

Capaian Kineda Prografi
Prioritas

(KepmenOsO/58
89)

Indikstor tnne{a Bidang urusarl
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DDSA DAN
KELURAHAN

Perscntase
Pemenuharn
pemberdayaan
masyarakat desa dan
kelura}lan

84
Kecamatan
Sepatan Timur

PROGRAM
KOORDINASI
KE'IENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Pers€ntase
pemenuhan

ketentrarnan dan
ketertiban umum

100 r00 Kecamatan
Sepatan Timur

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN

44.25 8a
Kecamatan
Sepaten Timur

PROGRAM
PENYELENGOAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PEI,AYANAN
PUBLIK

pemenuharl
peenyelengSaraan
pemerintaian dan
pelayanan publik

89.4Plo 9'2.45./0
Kecamatan
Sindang Jaya

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DE.SA DAN
KELURAHAN

Perscntase
pemenuhan
p€ mberdayaan
masyerakat desa dan
kelurahan

80,/" 90 Kccamatan
Sindang Jaya

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase
pemenuhan
koordinasi
ketentraman dan
k€tertiban umum

75 lo0 Keca.rrlatan
Sindang Jaya

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentasc
pemenuharn
pembinaa, dan
penSawasan
pem€rintahan desa

44.88 92
Kecamatan
Sindang Jaya

Capaian Kin€da

pemenuhan
pembinaan dan
PenSawasan
pemerintahan desa
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No Priontas Daerah lndikator Program
PembangunaJI

Indikator Kine.ja

Capalan Kineda Prografi!
Prioritas

(Kepmeno50/S
89)

Indikator Kinerja

Caparan Kineta

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Program
koordinasi
ketentraman dan
ketertiban
ulllum

pemenuhan
koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

43./"
Kecamata.n
Solear

Program
pembinaan dan
penSawasan
pemerintalEn
desa

Pers€ntas€
pemenuharn
p€mbinaen dan
penSawasan
pemerintahan desa

7G/n 8v/o K€camatan
Solear

Program
penyelenggaran
pemerintahan
dan pelayanan
publik

F'emenu harl
peenyelenggaraan
pemenntahan dan
Delavanan Dublik

8.yh Kecametan
Solear

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

88"1, I OOp/"
Kecamatan
Solear

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMORINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentasc
pemenuhan
p€enyelensgaraaJr

Pemerintahsn dan
pelaysnan plrblik

I O0Z, roo% Kecamatan
Sukadiri

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

p€menuhErn
pemberd ayaan
masyarakat desa dan
kelureharr

1000/" 90 Sukadiri

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KE.TERTIBAN
UMUM

pemenuha.n
koordinasi
ketentraman darr
ketertiban umum

l00pui, I Oop/o
XecamataJI
Sukadiri

7G/"

Pers€ntas€
pemenuhan
pemberdayaan
masyarakat d€sa dan
kelurahan
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No Prioritas Daerai Indikator Program
Pembangunafl

Indikator Kinerja

Caparan Kineda Program
Prioritas

(KepmenO50/54
89)

Indikator krneqa

Caparan Kinerja

Bidang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

pemenuhan
pembinaan dan
Pengawasan
pemcrintahan d€sa

a8.ase/d 92
Kecamatan
Sukadiri

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PEL.AYANAN
PUBLIK

Persentas€
pemenuhan
p€eoyelenSgaraan
pemerinlahan dan
pelayanan publik

I000/0 1of/o Kecarnatan
Sukarnulya

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pers€ntas€
p€menuhan
p€mberdayaan
masyarakat desa den
k€lurahan

I OGlo 1000i
Kecamatan
Sukarnulya

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KE'TERTIBAN
UMUM

Persentase
pemenuhan
koordinasi
ketentraman dan
ketertibarl umum

I00p/o tovk Kecamatan
Sukamulya

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Pers€ntase
p€menu han
pembinaen da-n
pcngawasan
pemerintahan dese

tocPk l00p/o
Kecamatan
Sukamulya

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PURLIK

Persentase
pemenuhan
peenyelenggaraan
pemerinta}lan dan
pelayanan publik

a9.800/o 9 2.450/o
Kecamatan
Telu knaga

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pers€ntase
pemenuhzrn
pemberdayaan
masyarakat desa dan
kelurahan

8e/o 9G/. Kecamatan
Teluknaga
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No Priontas Daeral Indlkator hogram
Pembangunan

Indikator Kjnerja

Capaian Kineda Progra.rn
horitas

(Kepmenoso / 58
89)

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Bidang urusan
Kondisl Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

pemenuhan
koordinasi
ketcntraman dan
ketertiban umum

t 0f,6 Kecamatan
Telu knaga

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENCAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentas€
pemenuhan
pembinaan dan
penSawasErn
pemerintalan desa

92vo
Kecamatan
Teluknaga

PROC RAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KRI-T'RAHAN

pemenuhan
pe m berdayaan
masyarakat desa dan
kelurahan

90
Kecamatn
Tigarel<sa

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentasc
pemenuhan
peenyelenggaraan
pemerintaian dan
pelayanan publik

89,4 92,45 Kecamatn
Tigaraksa

PROCRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

pemenuhan
koordinasi
ket€ntrama.n dan
ketertiban umum

75 100 Ke camatn
Tigara-ksa

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Pers€ntas€
pemenuhan
pembinaan dan
Pengawasan
pemerintahan desa

84,48

PROCRAM
PENYELENGGAR
AAX URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

Prosentase Paogram
Penyelenggaraarl
urusan
Pemerintaian Umum

to(|/o 1OO"/o
Kecamatn
Tigaraksa

44.88:,/o

ao

Kecamaur
Tiaaraksa
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Capaian Kineda Caparan Kinela

Kondisi

PrograJn
Prioritas

(Kepmenoso/58
89)

Indikator Kineda
Kondisi Kondisi

Akhir

Bidarg urusanNo Priorltas Daerah Indikator Program
Pembangunarl

Indikator Kinerja
KondiBi
Akhir

Indeks
Pembangunan 27

Program
Pe nyelengqaraan

Prosentas€ Ja]an
Kabupaten dalam
Kondisi Baik

92,OAv" 940/"

Pekeijaan
Urnum den

Ruanq
Persentas€
Realisasi Pola
Pemanfaatan
Ruang sesuai
RTRW

av"
Program
Pengelolaan SDA

Perscntase
Infrast-ruktur Sungai
dsn Pcmbuang delam
Kondisi Baik

63,2e/" 840h

Pekedaai
Umum dan
Penataan
Ruang

I t,49/o

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Rasio Luas
Kawasan
Permukiman,
Perumahan, dan
Pemakaman yang
l,ayak

o,9433 o,9442

ProEram
Pengelolaan dan
Pengembangarr
Sistem Drainase

Infrastruktur
Drarnase yang
Tertangani

t4,4?/o

Men ingkatnya
Pcmerataan dan
Kua.litas
Infrastruktur

Rasio Konektivitas
Kabupaten 0,83

Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Preseotas€ Penataan
Ruang yang
Tersclenggara

65 76

Pekerjaan
Umum dan

Ruang
Plogram
Pcnataa,
Bangunan darr
Linskuneannva

Persentase Penataan
Bangunan darl
Lingkungan yang
Terseleneeaia

35 50

Pekerjaan
Umum .tan
Penataan
Ruang

Program
Penataan
Banguna.n
Gedung

Prosentas€
Pemenuhan
Pembangunan
Gedung yang
Berkualitas Baik

55 70

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Cakupan Sarana Air
Bersih 64,6?./o 88,67"/"

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Progarn
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan fur
Minum

Pros€ntas€
Terpenuhinya
Pelayanafl
Pendistribusian Air
Bersih bag
Masyarakat

roek I OOo/"

5

Meningkatkai
Pengembangan
Infrastruktur yang
Terpadu dan
Be.kelaniutan

Indcks Kepuasan
Layanan
Infrastruliatur

ao
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No Prionlas DaeraI Indrkator Prograrn
Pembangunao

Indikator Kinerja

Caparan Kineda Program
Prioritas

(KepmenO50/58
89)

Indikator Kineila

Caparan Kinerja

Bldang urusan
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi Kondisr

Akhir

Program
Pengelolaan dan
Pengem bangan
Sistem Air
Limbai

P€rs€ntas€ Sarana
Sanitasi yang
Dibangun

96,48/o 96,6e/o Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Persentase Cal<upan
l,ayanan Penyedotan
Lumpur Tinia

o,t40/" o,4T/o

Program
Pengcmbangan
Permukiman

Persentase
Peningkatan Kualitas
Permlrkiman Tidak
Tertata

I Otr/o 100p/o

Perumahan,
dan Kawasan
Permukiman

Pers€ntas€ Sarana
dan Prasarana TPU
vanq Terbangun

14.140/o I Oop/o

Pers€ntasc Sarana
dan Prasarana TPU
yang Terpclihara

I 1.1t70 I O@/o

Program
Pengem ba-ngan
Penrmahan

Persantas€
Pemenuhan
Pembinaan
Pengclolaan
Penyelenggaraan,
Pendataan dan
Perencanaan
Perumahan, Rumah
Susun dan

touh 1000/"
Perumaha.n,
dan Kawasan
Permukiman

Persentase
Pemenuhan
Rehabilitasi Rumai
bag Korban Bencana

1000/. 1000/0

Program
Kawasan
Permukiman

Persentase
Pemenuhan
Perencanaan
Pengembanga!
Kawasan
Permukiman

1000/0 toeh Perumahan,
dan Kawasan
Permukiman

Persentase Ruma}
Laval Huni 5,57/o t4.ov/o

Program
Peningkatan

Persentase
Perumahan yang
Memenuhi Standar

42,3q/o 54,3t /o
Perumahan,
dan Kawasan

E
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No Prioritas Daeral lndrkator Prograrn
Pemba.ngu n an

Indikator Kineda

Capaian Kineria f'logram
Prioritas

(KepmenOSO/58
89)

lndikator Kinerja

Capaian Kinerja

Bidang urusarl
Kondisi Kondisi

Akhir
Kondisi
Akhir

Sarana. dan
Utilitas Umum

Program
Penatagu n aan
Tanah

Persentase
Kebutuhan L€ha,
bagi KepentinSan
Umum

100 100

Pertanahan
Ters€dia-nya Jaringan
Angkuta, yang
Beropcrasi

7

hogram
Penyelenggaraan
talu Lintas dan
AnSkutan Jalan
tLr.A^r)

Jumlah Terminal
yanq terbangun N/A 3

Dinas
Perhubungan

Rasio tingkat
keselamatan lalu
lintas dan angkutan
jalan

N/A o.7

Perscntas€
Penanganan Titik
Kemac€tan Lalu
Lintas

2

Perlanskapan Jalan 750/r 921/"

Men ingkatkan
Kualitas Hidup
yang Sehat dan
Tangguh
terhadap
Benca.na

55,48 56,49

kogram
Perencanaan
Lingkungan
Hidup

Jumlah dokumen
Perencanaa.n
Lingkungan Hidup
yang Dibuat

3 3
Lingkungan
Hidup

Progra-rn
Penghargaan
Lingkungan
Hidup Untlrk
Masyarakat

Terlakaa-nanya
Pembinaan dan
Penilaian terhadap
Kineia Masyarakat

35 30
Lingkungan
Hidup

Program
Pengendalian

dan /atau
Keru sal<an
LinSkungan
Hidup

Peas€ntase
Peningkatan Kualitas
Lingungan Udara, Air

50p/. 504/6
Lingkungan
Hidup

lv/o tff/o

Kondisi

loo.oGlo

Indeks Kualltas
Lingkungan Hidup

t-

!
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No ttioritas Daeral Indikator Program
Pemba.ngu nan Indikator Kinerja

Caparan Kineda Prograrn
Prioritas

(Kepmeno50/5a
891

Indikator Kineia

Capalan Kinela

Bidang urusan
Kondisr Kondrsr

Akhir
Kondisi Kondisi

Akhir

Program
Pengendalian
Bahan
Berbahaya darl
Beracun (B3)
dan Limbah
Bahan
Berbalaya den
Beracun

Presentas€ Tindak
lanjut Pengaduan
Pengelolaan Limbah
B3

100"/o tuv/o Lingkungan
Hidup

Program
Pembinaan dan
Pengawasan
terhadap lzin
Lingkungan dan
lzin
Pcrlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup

Jumlah Pelaku
Usaha yang Memiliki
Dokumen
Lingkungan Hidup

t50 750 Lingkungan
Hidup

Progafi
Penanganan
Pengaduan
Lingkun8an
Hidup

Persentasc
Penanganan
Pengaduan
Pengelolaa-n
Linskunsan HiduD

I OOo/" r 00D/o
Lingkungan
Hidup

Program
Pengclolaan
Keanekaragaman
Hayati

Persentase Kawasan
Keanekaragaman
Hayati yang Terkelola

t,ou/o 3,6e/" Lingkungan
Hidup

Progra-rn
Pengem banga-n
Sistem dan
Pengelolaan
Persampahan
Regional

P€rsentase
Pemenu han
Pengembangan
Sistem da-n
Pengelolaan Sampah
Reqional

N/A 100". Lingkungan
Hidup

Program
Pengelolaan
Persampahan

Persentas€ Tlmbulan
Sampal ya.ng
Terkelola

60 64
Lingkungarl
Hidup

Indeks Ketangguhan
1oG/o 1C]iv/.

Ketenteraman
da-n Ketertiban
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No Priontas Daerai Indikator Program
Pemban gu na-n

Indikator Kineia

Caparan Kinerja Program
Prioritas

lKepmenos0/54
89)

hogram
Pcnanggulan gan
Bencana

lndikator Kinerja

Capaian Kne!a

Bidang urusan

Umum serta
Perlindungan
Masl/arakat

Kondisi Kondisi
Akhir

Kondisi Kondisi
Akhir

Indeks Resiko
Bencana 130,45 115

Persentase Jumlah
Penduduk di
Kawasan Rawan
Bencana yang
Memperoleh
Informasi Rawan
Bencana sesuai Jenis
Ancaman Bencana
Persentasf Korba.n
Bencana yang
Mcndapat Layanan
Penyelamatan dan
Evakuasi

Program
Pencegahan,
Pe nanggu langan ,

Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan
Non Kebakaran

Pers€ntase Korban
Kebakaran dan Non
Kebakaran yang
Mendapat Layanan
Pencegahan,
Penyela.rnatan dan
Dvakuasi

IOU/a 1007d

Ke ten teram arr
dan Ketertiban
Umum serta
Perlindungan
Masyarakat
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Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sesuai dengar uraian
program yang telah dij abarkan ada tabel di atas merupakan sebuah amanat
yang harus diprioritaskan. Selain program tersebut, prioritas
pembangunan juga harus diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penerapan SPM telah
dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Program
penerapan SPM dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4 Target Standar Pelayanan Minimal Tahuo 2024 - 2026

No Jenis Pelayanan Dasar
Target SPM Perangkat Daerah

2024 2025 2026

SPM PENDIDIKAN Dinas Pendidikan

1
Pendidikan Anak Usia
Dini 100 100 100 Dinas Pendidikan

2 Pendidikan Dasar 100 100 100 Dinas Pendidikan
3 Pendidikan Kesetaraan 100 100 100 Dinas Pendidikarr
B SPM KESEHATAN Dinas Kesehatan

1
Pelayanan kesehatan ibu
hamil

100 r00 100 Dinas Kesehatan

2
Pelayanan kesehatan ibu
bersalin

100 100 100 Dinas Kesehatan

3
Pelayanall kesehatan
bayi baru laiir 100 100 100 Dinas Kesehatan

4 Pelayanan kesehatan
ba.lita

100 100 100 Dinas Kesehatan

5
Pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan
dasar

100 100 100

6
Pelayaran kesehatan
pada usia produktif 100 100 100 Dinas Kesehatan

7
Pelayanan kesehataJl
pada usia laniut 100 100 100 Dinas Kesehatan

8
Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi 100 i00 i00 Dinas Kesehatan

9
Pelayanan kesehatan
penderita diabetes
melitus

100 100 100
Dinas Kesehatan

10 Pelayan kesehatar ODCJ 100 100 Dinas Kesehatan

11
Pelayanan kesehatan
orang dengan
tuberculosis

100 100 100
Dinas Kesehatarr

Pelayanan kesehatan
orang dengan resiko
terinfeksi HIV

100 100 100
Dinas Kesehatan

C
SPM PEKERJAAN UMUM
DAN PR

Dinas Perumahan,
Pemukiman dan
Pemakaman

1

Penyediaan kebutuhan
pokok air minum sehari-
hari

100 100 100
Dinas Perumaharl,
Pemukiman dan
Pemakamal

2
Penyediaan pelayanan
pengolahan air timbah
domestik

100 100
Dinas Perumahal,
Pemukiman dan
Pemakaman

D
SPM PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PEMRUKIMAN

Dinas Perumahan,
Pemukiman dan
Pemakamal

1
Penyediaar dan
rehabilitasi rumah yang 100 100 100

Dinas Perumahan,
Pemukiman dan
Pemakarnan

Dinas Kesehatan

100

t2

100
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No. Jenis Pelayanan Dasar
Target SPM Perangkat Daerah

2024 2026
layak huni bagi korban
bencalta dikabupaten

2

Fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang
terkena relokasi program
pemerintah daerah

100 100
Dinas Perumahan,
Pemukiman dan
Pemakaman

E
SPM KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN LINMAS

100 100 100
Satuan Polisi Pamong
Praja

1
Pelayana-n ketentranan
dan ketertiban umum

Satuan Polisi Pamong
Praja

2
Pelayanan informasi
rawan bencana 100 100 100

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

3
Pelayanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

100 i00 100
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

4
Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban
bencana

100 100 100
Badan
Penalggulangan
Bencana Daerah

5
Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban
kebakaran

r00 100
Badan
Penanggulangarr
Bencana Daerah

F SPM SOSIAL 100 100 Dinas Sosial

I
Rehabilitasi sosial dasar
penyandang disabilitas
terlaltal di tuar panti

r00 100 100 Dinas Sosial

2
Rehabilitasi sosial dasar
anak terlantar terlantar
di luar panti

100 100 100

3
Rehabilitasi sosial dasar
lanjut usia terlantar di
luar panti

100 100

4

Rehabilitasi sosial dasar
tuna sosia.l khususnya
gelandangan dan
pengemis di luaj panti

100 100 100 Dinas Sosial

5

Perlindungan dan
jaminan sosia-l pada saat
dan setelah tanggap
daJurat bencana bagi
korban bencana
kabupaten/kota

100 100 100 Dinas Sosial

2025

100

100

100

Dinas Sosial

100 Dinas Sosial
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BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan yang memuat kapasitas riil
keuangan daerah dalam rangka mendanai program pembangunan daerah.
Kapasitas riil keuangan yang disajikan adalah perkiraan ketersediaan
pendanaan di luar belanja wajib dan mengikat. Pemerintah Kabupaten
Tangerang telah menyusun program pembangunan, indikator kinerja dan
target kinerja outcome seluruh perangkat daerah untuk melal<sanakan
arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

7.1 Kerangka Pendanaan
Belanja daerah ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan

urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam Undaag-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan urusan konkuren pemerintah
daerah provinsi meliputi uru san pemerintahan wajib yang berkaital
dengan pelayanan dasar, umsan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung
urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur
pengawasan urusar pemerintahan, dan unsur pemerintahan umum.

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimaaa
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang SPM,
sedangkan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman
pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah
guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka
dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung
dan dianalisis pada Bab III Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini.
Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan
menurut struktur belanja daerah. Belanja daera} yaitu Belanja Operasi,
Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pemerintah
Kabupaten Tangerang telah menerapkan moneg follou programme dengan
memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi
dalr kondisi pada tahun mendatang.

Tabel 7. 1

Tabel 7. I Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026

BELANJA DAERAH

Belanja Operasi 7 .252 .99 | .356 .934 .6 | 7 .699.257 .79t .22t ,aa 8. r95.950.845.078.63

Belanja Pegawal 4 .762 .223.95t .7a4 ,22 5.149.149. t71.587,65 5.582.840.077.980,54

Belanja BaranS datl Jasa 2 .430 .642 .304 .647 ,45 2.746.447.76t.OO7,29 3.103.324.118.885,89

Belanja Hibah 332.837 .793.767,57 374.209.531.532,88 420 .7 23 .77 6 .302 ,42

Belanja Bantuan Sogial 28.57 A.7 44 .A64 ,94 31.056.406.029.01 33.748.870.357.90

Belanja Modal | .709 . 126 .205 .420 .90I .697.710.096.730,9 1 1.703.404.587.570,64

Belanja Tanah 397 .643.463.276,4t 462.3 tO .342 .7 A4 .49 537.493.150.993,10

URA1AN
Tsrget
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Sumber: Progeksi Tim Penyusun, 2023

7.2 Proyeksi Pendanaan Program
Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh

perangkat daerah sebagai instrumen arah kebij akan untuk mencapai
sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah
disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah
dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah
kebijakan yang dipilih. Perencanaan program dilakukan dengan
memperhatikan beberapa hal, yaitu :

a. Penj abaran visi dan misi RPJPD Tahun 20O5-2025;
b. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
c. Pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d. Pencapaian Sustainable Development Goa-ls (SDGs);
e. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan

Kesempatan Kerja, Peningkatan Kua.litas Sumber Daya Manusia,
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dan
Peningkatal Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

f. Penerapan sub bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan

g. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Rencana program perangkat daerah Kabupaten Tangerang untuk

periode tahun 2023 sampai dengan 2026 sebanyak 152 program. Program
dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan piliharr
sesuai kewenangan Kabupaten Tangerang, serta unsur pendukung, unsur
penunjang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Kabupaten
Tangerang tah:un 2O23-2026, telah disusun program pembangunan yang
disertai pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang. Pendanaar program pembangunan berdasarkal
urusan, bidang urusan, dan perangkat daerah sebagaimana tercantum
pada Tabel 7.2.

Belanja Peralatan dan
Mesin

254 .205 .632 .? 66,r7 266.957 .7tt.334,2A 276.006.448.338,69

Belanja Gcdung dan
Bangunan 347 .496 .617 .Oag ,24 360.840.487. r 85,51 37 4 .696 .7 6 | .893 ,44

744.51O.144.729,t2 821.891.352.583,54Belanja Jalan lrigasi dan
Ja.ringan 67 4 .4 t4 .397 .7 40,34

Belanja Aset Tetap
Lainnve 19.949,585,8s8,66 24.9s6.93 r.909,18 31.221. r21.8r8,39

Belsnja Tak Terduga 43.007.066.493,68 46 .654 .065 .732 ,34 5o.610.330.506,44

Belanja Tak Terduga 43.007,066.493,68 46.654.065.732,34 50.61o.330.506,44

Belanja Trangfer 750.050.2.r 1.925,80 800.04s.966.33 r,2 r 4s3.374.230.770,74
Belanja Bagi Hasil
Pendapatan 27 6 .93t .990 .237 .25 3t t.672.779.572,52 350 .7 7 L7 59 .677 ,32

Bclanja Bqntuan
Keuengan

473.1 18.251.688,55 494.152.O42.OA2 34 5r6. r 21.031.802,97

Jumlai Belanja 7 .252.99|.356.934,6| 7 .699 .257 .7 9 t .22 t .Aa 8. 195.950.845.078.63

URAIAN
Ts-rgct

2024 2025 2026
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Tabel7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabu aten T Tajrun 2024-2026
Capaia. Kin rja Pr%6o d@ K..adAX. Pc.d@an

:]015 2026

Kondisi Kn.ra Fda Akhtr P.nod.
lndikator Kin.rja PrclEh

20_23

I 5 11 12 ]J t5

DENGAN

A.Aka P.rtB'F3i Mumi
Jumlah P.*rb D'd!L
U.B 7-12 lr,lun dibag
Jumhn P.nduduk U.E

.196,956,331 ,62 I ,94 I

Anaka Pan6rp6i Mum
Ju-lrh P.*rrr Didik

P.ndurruk U.6 13- 15
i7 30 4,334.696,346,326 45127986431423 500 I 20 I 5306099 I 8r 00 s@, r 20. 1s3,060,99 r

Antka P.nsp6!, rllg
Jumlrh P.arr, DidiL
UM 5{ i.nun drba8i
JumLh P.rduduL Uu 53 -rr.392.893.406 4 s.407.493.806 4s,40?,893,806

Anaka Parr8 pasi Mumi

Jumbn mk us6 ?-la

pcndidiksn der de
o.n.ntan yug rudan

b.lar&.ti Fnditita

JuELh amk aE 7-la

Ftr.tdikan der du

012 l 3,4 L s,600,000 r 3,69s,600,000

P.Mntae rmpLm.ntdi
kurikulum muatm lokal

Junla]' P.*rb Ddrl<
te8 dapa{ baca tuus tor]/o 300,000.mo

P.Mnl& P.ddd& dd
T.na8a K.p.ddidrkm ydA
B.rkualiiksi diniEal
D4lSr

Out.oh. pada Prosm
220,(xlo,aroo 240,000,000 260,000,000

2024

=

tl
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lndikato. Kh.D. Progm

CapaEn l6n rla PrcBram dan K.mak P.ndman (onds (ln.rra pada Akhk P..i.d.

7022 2023

l5
Ktgh,bn Usi, 15-59

m.mb.riLad FlaYane
P.layaB K.$hatan

r00

li.sha(u Usra l5-59
Flayal]5 kc*hatan
&suai ffie WdEa
N.aaE UsE 60 tahun

too r00 ),x70,4 )6

Prlayin n lft*hatan UsB

h.mh.nka p.layanan

ser Warga N.Eara
Uaa 60 rahon k at6

r00

,.hyalM k &halan
ll.r3! N.aaE UsB 60

FIayaM k sh.hn roo to0

D.mh..iks p.Lyalm
k &hata WarBa N.ae
U.ir 60 Ghun k arB

6.Dbc.ik4 p.layde loo loo loo r00

Fl:yans kr&h.tan lo0 r00 ?5a.f,1I

m.6b.rikrn Flaya!@
D.Eb.nke p.layanan

p.by.nan k.*halrn
suaisa3afuODGJ

m.hb.rikan FLyaffi m.mh.nl€n Flaysu loo

p.lsyms k *hatm Fl6yat6 k&harzn
suiMOmia loo too 4,5)3

m.nb.nts Flayane
k *h8r ODCrJ B.Et

m.mbcrikan Flales r0o

100 100

100

roo l0o 100 loo

100
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ln.h}'6ro. Ke.rla ftogFE

Capatan Kn.rJ. ProEiaD da K.tuEk P.nd.man Ko.dBi rft4. p€da Akh,r P..Dd.
RPD

2021 2025 2026

10)2 2023

.t 11 ]J
wre Oranaf.rnuaa
TBC

p.layamfl k€*hatan
ssuai @m Riiko loo s2,215

m.hb.rikm FLy.,r,
k $hars Or.ru T.rduaa
TBC

&.rtr.ik n p.l6yaEn
100 loo loo ta.1

Jumbn Baln: Warina

Fc.amrf / P.layanan loo

m.hb.nk n p.layanan
Jumlah Balila Slunrina

F.hmr,n/ P.liEnan too 32n

P.rnl'e Balrr, weting

P.EEtan/ P.Lyatrf i.dil6re I l3 lndikrrorl

P.enra$ Bahta Srunting

P.rawata/ P.l,yaM
K.puasn Mas)aEk r

F.layamn t\3k.smas

-17 I loo

P.r*nte t\rk..ms

Esuill (P.mula(]s
dilatsnalon r.rh.dap
40 n.h Oba! ln.lrkzron

at 0() 45.40 a5 40

P.entae t\rsk.smas
d.nsa K.t.rdEan Obat
dan Vskqo Ur*rsral

Jrni3 Alar ,iehare

P.llyamn (.*hal&

ditBs' Total l.n!s Alar

T.edi, d,Lrl, lfi)gi,

P.rnta* alat k.*hat n minihal Mady. dibqd
Juml,I RS Rujutan dr
(ahuFdr.n d&al looqo

ar 85% 8r 00,"

PEB'M P.nmAkatm
P.rnr.* SuBb.r Daya

Kat qpar.n/Kota yana
Di&aL.tk n Mqtu da

Smb.r Dayd M&6i:

(abupat.n/Kota yex
Ditinakall€n Mutu .lan

t00 loo 2.923,8?3,314 2,98?,350,790 3,04?.962,5 L0 t0o 3.04?.962.5r0

P.enie P.mbrl1gn dan

44,.10

100

loo loo
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Indikaror Kin.qa PToAEE

CnpaEn Kin.rja ProAE de K..aneL P.ndman
Kondilr Kin.rja pada A&hir atriod.

RPT]
2024 ,l025

2022 2023

l5
Jumr.n banaula dm
linskuniEn ymE dila.a
p.r roral bansunn d5 35 16,334,500,OO0 2I,al4,OOO,000 50 27.293,500,000 27,293,500,000 Oi,s Tal! Ruang ds

PENYELENOOARAAj{
P.rnra* P.nnakatan
ds R.hcbditai Jal&

Panjana P.rinskatsn

I 380/" I 50 545 000 000 169.706.500.0OO r 88, l 03, l so,000 r44,103,t50,000 Di.e Bin. Ma.aa da.
SDA

PEr{YELENOCARAAN Fuee vm8 T.rlcnss a I ,274,625,O45 ?3 4,as5,6ar,64.1 5.413.944.107 5.413.948,107 Dhd Tarr Ruana dd

PENOEMBANOA}I

Pcrnll* Pcm.nuho
P.mbi]1ra P.ngclolaat

P.Enadm P.rumahd

Fm.nuhs P.obi:l.a

suun ds Ap6ncm.n

5{lo,000.ooo 520,000,ooo loo loo P.rumlEn.P.mukilm

P.r&nb& Pcm.nuhm
R.h.biLtai Ruoan hqgt hun' (.rb.n B.n@ 350.0m.0oo 370,000,ooo loo loo

f rnta! P.m.nuh.n

F.nt.ebdrae K.M

100

ro0 ! ,soo.00().000 2 ,500,(rco,000 r00 I 500 000,000

PcEnra* RuEah Lay.k

Jumlsh Ru@h ridak

.LEhsb dihaalJmlah

huni yarul diFrbupkan
5.52 4.27 P.ruo6n6n,P.mukiman

PENINOI6TAN

(PSUt

P.r-.tav P.rumahd
Iam m.m.nuhi Standar di*rantnmahn rBu

dit a8i Juola}l S.luruh
P.rumalEn dil€li l0O

a2 39 ) 7.a I O.OOO.000 ?o.45{),000,ooo 20,850.OOO,OOO Pcrum.hm,P.mukimm

P.rumhan.P.mukitM

F.nmrd.P.mukilrb

14 03
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lndrkator Kih.rl. ftogm

C5p.Er run.rja Pixram datr KrEnBk P.nd@n (ondB l.ln ra pada Alhr P.nod.

2lJ)3 2026

)o22 2023

2 J )) 12

PROORAM

KETENTERAI4AN
DAII KETERTIBAN
UMUM

l,.Mniav llnanEaEn
aangauan l(.r.niraman
dan t.r.nrban umud

K.t.njbm Umum yanB

K.t rtibe U6um yara
10,42t,000.000 100 I1,0s,000,000 I1,050,000,000

P.rnta& Ltmdyana r.rlatih di basj Jumlah
LlDd (.*luruhan tl l0

P.rni.I P.nurakahn
Ycpanh SDM S.rlan Satlan Polisi PaEora

P.rsnils Pcrd. dan
P.rkada y.na dil.aakan

Jumlah Fny.ldian

y&E dibF)rkan dilGli
t00

lo0

Badan PcEnaaulaqan

lnd.k k.ransauhan t).s
(tKDt:

B.d5n P.nanEaulaoean

tll 920,000,000 920,0O0,000 Badan P.nang8ulanAan

9I 910,000.000 r82
Bada. P..anBqulaqqan

P.ndutlu& di rosalq
Rawan A.nana yans
M.mp.rcl.h lnfomasl
Rrwan EL.@ *ruai
J.nb Are!!,m B.Ma

M.mp.mt h lnroM,
Rawu B.d(sa *su.t

soo.000,000 Badan P.narB8ularyan

B.l@ yan! M.ndapal
Laylla Pcotllah6lan

Badar P.Bnaallanas
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lndikalor Km.i. PrcrEm

Capaian Kinerla PrograE dan K.ranaka P.ndana&
Ko.disi Kin.ria pada Atnir P.nod.

RPD
2024 2025

20)2 2021

I 5 a l1 t3 l5
t biaLm FByahran

P.entae P.nhakalan

JuElah Nomr Induk

ditcrbitkd Fr r.nqn /
Juml.h ta,a.t Nooor
In<luk B.rusha (NlBl

l55.5OO MB) r lo0e6

Dind P.nal1a& Modal
.lln P.layanaa T.rpdq

Pcenr.i K.paluhs
P.lalu UsrE Fda S.tlor
InduBrri d.na Skdg
Usha M.n.nr.h d.n
&s. ydl8 U.Lpork n

&kor lDdu6tn d.ngs
skala @ha Y6.4an

Juht*r P.litu Ush.

M.n.naah de E sr r

2 ,0 l6,000,000
Drns P.n.l]ms Mod6l
dan P.Lyamn T.rpadu

K.puM May*akat
Hasn p..hilunge SKM

3,9',t1, 2,aao.o00,oo0
Or.e P.nal]ms Modal
dan P.t yean 't rpodu

P.rnta* O.ra P.roman

Diintomail6n M.Llu'
SBt m P.hpo6n oihn.

Jumlah data FEi.atr
5r), , l.440,ooo,o@ 85'.

O6d P.naM Mod.l
dan P.layanm T.rp.du

P.rntas p.mcnuh.n
Pcnacmbanlan (rpanr,B
Daya $ina kp.Duda3n

out@d. k xi.t n pad.

6.325.000.000 8,700,ooo,om

P.Mnta* p.m.nuhan
P.og.mbaiain Llapdn,s
DayeinS Kdlrhragm

ou16E. k Si.ran P.da

rsp.lira Daya &in!
)9 6,325,mO,000 .13 Olahraga, (.6udayutr

55 r,092 ,500,0(l0 t,256,37S.000 L444,431.250 1,444,431,250 Dim l(oEunik8i dan

I,613,450.000 t,855.467,500 1,855,467,500 Dinas Komunikai dan

OllhEas,,(.buday!an,
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CapaEn gs.ia Program dan Kcraryla P.nd@n

2026

Kondisi En..ja p.da Aklir P6iod.
lndik ror KDcrl3 ProaBh

21t23

t1 15I

PENO EM BANCAI
P.enta* p.d.nuhan out@d. k a,atan pada

33,r, :2,482,999,gO7 taJ'/" ,,445.999.907

,,434.937.500 OiE! rtrpustal@M danttlsntas Fm.nuhan
p.mbi!1a4 Frpusrak&n

out@m. k 3,atan pada
2,575.OOO.000 2,703.750.OOO 2.434.937,soo

KOLEKSI NASIONAL

P.M.ta$ p.m.nuhan
krgDra! pada prcaram

odiooal drn nask h kuno

o!t@o. k alarln Fda
r6{), t 25,ofi) t6a,13t.250 164. t31.250 Di@ P.rpusrak&n d.n

PENCELOI,A,\N
P.enta* p.o.nuhan
kcgjala pad6 proamm kcgalan pada prqhm 2,a3a,937,s00

Dine P..pustakm dan

PERlzINAN
P.rn!.* p.m.nuhan
k Aiah pa<la prqlfu
p.EiI]& p.nxsunam 15.000.ooo lOer, 15,000,000 Dit@ Pcrpusizlod d,n

P€RLIND UI'iGA]Y
P.eor,s p.m.nuha.
k giatm p.dr prcAtu

Drogtu p.rlindunaan aa2.ooo,ooo 100% a42,00(),000 442,000.000
Dim P..pallke dan

PILIITAN

PENC ELO LAA'{ M.ninelatnya lu6lah
2l,148 2 t.251 2r,343 21.510 21,639 3,2S0 000,000 21.639 :1.250,000,ooo

3,.00,000.oooPEIIOELO L]IAN
M.nirakarnya ludbn

2 t ,0a9 21,405 21,727 3,?00 ujo.ooo 22,O52 3.4@,0l]0,000 22,343 3,.r00.ooo.000 22,343

P.luta$ p.nu8katan

P.NAkab. Produkt
l5 l5 t5 l5

Olah.a8a. X.buday&n
PEstm P.nhskat n ftrnra P.o.nuhan

ttninalatan Daya Tak
out@m. kcaBr4 !€da
proarm e.ninakatan 33,)"

II

Olahraaa, K€bu&ye",

2.834,937,500
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Indrkato. Kin.Da Prcer.m

Capaiao Kin€rja Pro8ram dan K.ranaka P.ndmaan
xon<lisr Kinerla pada Akhir P.nod.

2025

2lJ23

3 5
P.Enla* dokudrn h6il
pcnguat n prcdda <le out@m. k gnhn Fda 450.000 000 450.000,0oo 450.000,ooo aso,ooo,ooo Olah.aga, lcbudayen,

P.Ents .ko.omi kftaril

Our.od.k gJat r pada

de P.runduryBn tl.]{

775,0O0,O00 275,000,00(] Obhraga, (.budayaan,

Pari*isra dan Ekonomi

Oql@m. k g6hn psda

P.na.dbanae SumlEr 339; 475.000,0@ 33c6 a7 5,000,0i)0 100r, 875.@O,000 OlahE*a, kcbudaycn,

PENOEMBANCAN
SARANA PERTAI{IAN

Jumlah K.t.ed6s

Tanun n drbaar Jumlah t4 ,392 ,974 ,370 1s,569,935,978

PEI{YEDIAAN OAI',I PcrDbs (.r.B.dEan
Jumlah (.r.Md'.k

Tchun n dibaar Jumlah

PENOENOAltAt{
KESEHATAN HEWAN
DAI{ KF,SEHATAN

P.Rnta& PcnanaaM
Juhlah P.nyalnr H.un dib€ai .lcqan juml*

h.ru y.na dilqaani '
l@

1,r50,000,000 40." r,450,000,000

F.rnr.& Produk H.fu
JuDlan SuFl lduk
Hd6 yag M.h.nuhi
P.Eyamtan SNI d'bap
Jumlah SaaFl Produk

I , r 50,000.dx) r,ls0,000,ooo

P.Rnle Jumlah t nrr
Usha P.nadan y.na
DiElruk@ P.naa*'l4

Drlallrci Pcna.,Esn
.Lan P.mbim drbarr ,o I 150,u)o,ooo I I l50,ooo,ooo I t 50,0@,000

P.rntas SOM P.nrlluh
PcrLnid da K.lomp.k P.rtmian d€n P.tani

2.471,143,500 3,088,443,500 3,592,941,soo 3.592,94r.s00

2026

2022

M.l!lqr P.maotaatan

Dins P.rianBn dan
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lndikator Ru..r'a f,rosam

Capaian Kin.ia PEaram dm K.ranaka Prndalran
Kondisi Kin.rla pada Al{ni. P.nod.

2025

2022 2023

l J 5 11 t2 l3 l5

Nilai AsFk P.rcn@ffi
3;2.s 35,977.500 35,977.5oO 3s,977,500 35,9??.500 F.qlobanean suEh.r

Nrla AsD.k P.nxadan NrItu A3p.k P.ngade
36 1.253,693,?45 1,253,693,245 1.2s3.693,245 1,253,693,245 P.na. banaatr SuDbtr

Nilai AlFk P.na.mbdgao
P.na.mbsad (an.. 57,5 9,24i,151.7?6 72,5 9,440,774,021 ?5 P.ns.dbai8e Suhb.r

Nilai A!F& PDodi dan 7at,l10,{qt F.na.hboraan Sudh..

Nilai Asp.k M,Ei.m.n N ar A!p.k Ma@l.m.n
75 F.nF6b.nsan SuDb.r

Nilai Asp.k P.naaajran,
P.,uharaan dan Dbrplm

Nrla Asp.k P.nsaJrm,
35 37.5 P.na.mbanaan Suhb.t

Nil,j Asp.k p.rtndunss {44,6?6,350 P..A.obanAs Sumb.r

lofomasi (cp.EaRian lnlomasr K.p.aawaian t7 aaa,625,393 ,r 844,625,393 l!.nB.dban8an SumlEr

Niiai ArFk P.n3lht anam outo(. k.galan pad.

ururn Emmntahm
5r,5 62,5 9.243.44t,776 72.5 9 1& ,774,02 I 75 9 ,724 ,349 ,4 t9 75 Itna.m&iss Sunh.r

PENELITLAIT DAX
PENOEMB,{NOAN

k.lilb.qsn ye8 fr.njadi
JumLh 6pl.m.nta'

33 33 33 33 265,062,500 loo 265,062.500 P.mlrhgunm Da.mh

PcE.las Inovdi Da.dh
yana otrmpl.m€nras €n

Da.r.n ydg difasilit!.i

in@i da.nh di6.ar

E.nguulk n in@*r x
100

55 56 33 33 33 33 ?,046353,375 ),t28.080,443 2. r24.040,443

33 33

P.Bbaraune Da.ah
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rndrk3ror kM.rla rroaram

Capaid Km.n. ProAm dan K.ranaks P.ndMn (ondEi Kin..ja pada Akhtr P.ridd.

2024 2025

2023

5 I5

Pl1Enl.s P.6nAlGr

hdalenal€h 3E {ELhil
Dacrah r€ry d'Fn&s

t 532.223,l5a 532.223.t54

fto*nla* P.raql<at
Da.ra} y6ng M.m.nutn
tGit.ria M.nuju Zon6

2,rr3s,2a9,oo3 3,904,630,436 s2M ,732 ,A2 t lon"/" 5,204 .7 32 ,82 |

PEIJYELENCOARAAI.I
PEMERINT^}IAN

PUALIK

P.enl.* p.m.nuh'n
PATEN suai d.ngan st Jd&/ torr.l &luruh 4,850.OOO.OOO s,350,ooo,(x)o s 3s0.000.000

P.ent3* p.h.lihaM
Feilitas Uhuh y.na d.el yes lcrFlihe

PET{YELENC,CARAAN

PUBLIK

P.rntgg p.ftl*E':m
F6intas Umum y.ra d.&l yang rcrFlihm 9.072,700.183 r1,340,4?5,229

P.EntlE p.h.nuhsn
PATEN s3uai d.q." lrarda/ total *luruh

PET{YELENOOARA N

PI,JBLI(

P.*nri* Fm.liha,M
Faiit3s Umum yana d.sl yse t..Flfitra 47.5% aa.?5q; aa,7sry" a,900,000,000 49,51, a,900.000,ooo 8.q)0.000,00088.2S'%

F
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h.ltt 16r &n !. Prcsll5
CapaEn Kin Da fto866 dd K..anaka P.ndaEs

Kondisi tun.Oa p.da Athir P.nod.

2026

2022 2023

3 5 11 l5

PENYELENC,CARAAN
PEMERIN?AllAN

PUBLIK

P.enta* Fm.lih,.an
Farilit r Umum yan8 d.sl y&s t.rFnhara

4,472 .24.o.531 6,090,304,166 7.6r2.445,204 7.612.aas,203

P.rnt * p.h.nuhan
PATEN *suai d.n8a. 3trrd&/ tohl &luruh

PEIIYEI-ENC,(iARAAN
PEM ERINIAIIAN

PUBLIK

P.Ent * p.m.nuhao
PATEN *6u d.ngan srrdd/ ror.l *luruh

l@96

395.1r03,oaa ?50,o00,000 2$.000,ooo

P.Bnl,e p.m.lrharun
Fudi.! Uouo y6ns d@) yars tcrFllrEn

PENYELENOGARAAN
PEM ERINTA}TAN

P.rnta* p.m.nuhan
PATEN *suai d.nae stardd/ lold &luruh 11,323.275,400 I1.450,004,000 r r,579,356,300 I1,579,358.300 K@hatan Kclzpa Dua

P.*!la* p.m.lllraruf,
Fditira UBud yang dej yang t rFlih.F Kcgmatan l(.Lpa Oua

PROCRAM
PEII'YELENCCARAA'!
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Indikalo. Kh..ja hogre
Capatan Kn 4a ProBram dan K.rangka P.ndanaan

Kondbi Kin..la pada Akhr. P.riod.

2025

202 ) 202X

.l 5 11 l.l l5

PUBL!K

P.ent * p.m.nuhao
PATEN *su.i d.ns.n rtmd{/ total &luruh t00'i, l0rlr" 220,000.000 ,ro,000,ooo 220,000,000 2 20.O00,oo{) X(am.ian Paer K.d*

P.enlr* p.m.lihatun
Fasnnas Uhue yaog d.sl y.na l..FlrhlE

Kdaoatan Paer K.hrs

PEIfYELENOOARAAN
PEMERINTA}IAN

PUALIX

P.enta& p.m.nuhao
PATEN Esuaj dcn8an si{}d /totrsluruh 100 " A,244.6)a ,5 t-9 IO,l00,000.ooo

P.en'€s Fodiha@n
F.silrtm UhuD yana d.sl yes t .p.tih.E

PEMERIIVTA}IAN

Pt,BLIK

P.enla* p.m.lihmn
Fdd,ra Uhum yana .lcsl yda rcrFlfiaE

P.enta* Fh.nuh.n
PATEN *suai d.n8 .rards/ ror'l *luruh

a6 9.',1 898 9135 i2 45 92 45

PENYELFNCGARAAN
PEMERINTA.RAN

PUELIK

P.entas p.m..uhm
PATEN ssusj d.naan .lddd/ total &lutuh 100 5,)26,Ot2,721 5,504,534.039 6,4t6.25t,49(} 6,416,25r.490

2026

too
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Indikator Km.rl. Program

CatEi.n Kin qa PmaEE.lan K.cql@ P.nd@n

2!J25 2026

2022 2023

l 5

Fmh.rday.alx IoOYo

FEMBERDAYAA.IT

p.mbi@n / p.ob.rdryla
Fmb€rdavaanl\ lfi),n

r.398,r30,797 t,220,000.ooo t,320.000,ooo 1,120.000.000

Pcenta* p.m.nuhe
p.mb.rday@ oasyahkar

,.ob.rdaYe, r lodvo

920,000,cuo 1 . r s0,000,0oo 1,250,000,000

P.enta* p.m.nuhan
p.mb.rd.ytu malyaEkat

Ehh.r&vaanr x I00%

75 a0\" 1,330.?60.219 t.396.773.?30 t,396,7?3 230

FEbi].&/ FEb..dayaan
D.mb.rdar@nl x lOOq'i

73 r.200,00{},000 t,300,000,000 1,.r00,000,000

Pcmntax p.6.nuhan
Fmbcday@ lrEyaFl@l

!.Bh.rd.vunl x lOO9r,

1,250.000,ooo loor,

P.Bnt.* p.m.nuhs
p.ob€.daym msy.Ek I

riotrrdavaanl r I fi)1,

toct" a5{],ooo.o(rc

P.Enras p.E.truhan
FDb.rda) aan Bastractar

p.hb.rd.yel x r0o9o

990, l +a,.r.r 3 1,o49. t63,287 r,oa9,t63 247 t <amabn Sukamu\3

P.rnta p.m.nuhan
!.mb.rdayaa m*rahk t

,.eb...l5idnl r 100%

l,000,000,ooo r.000.000,ooo l((jmahn Tclulrnaga

Pcrnla* p.mcnuhm
FdbcrdaY.e masr?Ekat

Dtdb.rdav.dli loovo

ao I . I 25,000,000 8? l , t a0,000,ooo ,.23s.000.oq1 1,2:15,0oo,000

Kondir Kirurja pada Akhn F..iod.
RPD
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lndik,tor Xin..ia Pros6m

CapaEn &ncrja Prqram dan K..s8ka P.nddaan
l(6ndisi tcin.rja pada Akhii Pcnod.

2024 20126

2022 2023

5 II I5

KOORDINASI
I(E'iEMTRAM^II OAN
KETEKTIBA]'{ UMUM

Pcentas aanAauan

t'etibuh yaig lr6uk
519,277.500 519.r77.500

KOORDINASI
KETEIIRAMAN DAN
XETETTIBAII UMUM

P.rnla* Aeaau6o

ttutibue y t 'Euk

362,vr.0(I) 3?0,soo,or].) 340,700.0oo

KOORDINASI
KMENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

P.rot & aanSau.n

rtutibuh ,6A n@uL
584.0m.000 s44,000,000 5a{ 000,fl)o

KOORDINASI
(ETEMTRAMAN DAI1
I(ETERTIBAN UMUM

P.Enle aangauan

rMtbqm yd8 .@uk
5n0,000,000 540.G)o,000

KOORDIIJASI
I(ETETTTRAMAI,J DAN
I{EIERTIBAN UMUM

Pcentag lEng8lan

t@tibur ydB oduk

K'E1ENTRAMAI{ I)AN

I'cenla< sana8uan

lranlibum yanA llEuk
232.o(rc.0OO 29(),OOO_OOO 362,500,000 362,sOO,0()0

XOORDINASI
(ETEMRAMAN DAX
KETERTIBAN UML]M

P.rntas aanaauan

tmtibum yaru m4uk
120,@o,00() ! 30.0oo,000 150,000,ooo ls0 000,oon

xooRDINA-St
I(ETEIvTRAMAN DAN
(ETERTIB,\'Y VMUM E ntibuE ye. ruk

I14,712,000 r30,606,{J00 lr)," ,(6amalan K.lapa Oua

rF:TEltTRA ITIAN DAJ'J

I(ETERNBAI UMUM t@tibud yang meuk
370,OO0,OOO lou)i 340,000,000 340,oo0,000

(OORDINASI
I(E'IEI\ITR MA]T DAN
{ETERTIBAN UMUM

792.O4S.462 a7t,250,4r4 871,250.44ar u]pr,
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lnd,kator Kn.na Pros@
CapaEn Kn.rla Prcarah dan Kcranak P.ndda.n

Xondisi Kn.rja pada Aldir Pcriod.

,0ls

2022 )o23

1 2 3 5 a t1 12 I3 l5
trantibum yang hasuk

KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAI{ UMUM

P.enta* aangluan

tEntit uE yeE E uk

1125.204,136 l0(}L 833,400,10? 833.400,10?

KOORDINASI
XTTEI{TRAMAN DAA
KETERTIBAT,I UMUM

Pcrrta$ Eanaaus

ttutibuh yr4 o6uk
364,000.0oo

KOORDINASI
KETEMTRAMAN DAN
KETERIIBAN UMUM

Pcenr.* aanaauan

tmntibuB ysa mduk
100r, 492.200,000 -19:],200.00{)

(ooRDttlAsl
KETEMRAMAN DAN
KETERNBAN UMUM EeliblE yanr @uk

34o,0@,ooo 492,200,00o 492,200,OOn

xooRDtNAsr
XETEMTRAMATI DAN
KEIERIIBAN UMUM

P.Mntas aanaauan

tmtibum y.n8 llBul(
164,241,? i2 2s0,000,0i]0 2s0.000,000 K(.@lan M.kar Baru

I(OORDtNA.sT
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBA't UMUM

P.Mntag a.ntauan

tBntrbqm y.r8 r@!k
350.000.000 K..amat6 P.a.danaM

XOORDINA.sI
KETEMRAMAN OAN
KEIERTIBAN UMUM

l'€]-nia- ga.3auan

trstibuE Fng @ul
3a0,ooo,00o 3ao,ooo,ooo

KOORDINASI
KETEI'.TRATVIAN DAN
I{ETORTIBAN UMUM

P.enlag Eanaluan

tlatibum y.ng E6uk
too 765,000,000 765,000.00{) l(c.salaf, Panonsa.

I{OORDINASI
KETEMRAMAN OAN
KETERTIB,\.II UMUM

P.enta* lanxxus

E ntibuo y.n8 !rq!
320,(xro,000 loo",n 330,OOO,OOO 330,OO0,OO0 lo0% 330,OOo,000 K..:matan Pas K.m,s
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lnd,k t6r Kin.rja PrcAram

Capai:n (rn 4a Ftoaram dan K.r.naka Pend aan
KoodEi l6n..,a pqda Akhir Fcriod.

!?PD
2024 2025

20:2) 20,23

) J 5 l5

KOOROINASI
KETEMRAM N DAN
KETERTIBAN UMUM

Pcenr.s aana8uan

ttutibum ,'ana masuk

3q2.000.000 492,200.O00 492.200.000

KETERTTBAN UMUM

P.tunbr lantau.t

tBnlibum yd8 mauk
501,962,793 5 t.l.5l t,863 527,060,933 527,060,933

t{ooRDlNAst
KE-TENTRA.INAN DAN
KETERTIBAN UMUI,l

P.enlaj a..g8ua.

rmtilruh y&a @uk
100 491,210,649 100 515,7? 1,224 541,559,745 541,559,745

KETEMrRAMAN DAN
KE-TERTIBAN UMUM

P.Enrar Eangguan

tmtibum yea lrEuk
I Oo"t 3ao,ooo ooo {92,200,OOO

t(ooRotNAsl
KETEMRAT4A'{ DAJ{

P.rnE* grngAuan

lE.llbum yaa m6uk
K€ematan Sukamtrl!a

xooRDtNAst
KETENTRAMAN DAN
KL'TEFNBAN UMUM

P.enta* EdEau.n

tErtibuE yana @uk
30t),000,oo0 300,ooo.ooo (@mahn T.luknaBa

l(ooRDtNA.st
XETETIIRAMAN DAN

P.rnh$ gangauao

u_atibum yag mduk
75 lo0 a,500,0oo,000 8.700.@1),(XlO

KETEMRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

P.eohr aantguan

rtulibuo y u l:Bqk
l00r/q 425,683,t0t l00x! 370.OOO.000 3ao,000.o00 340,ooo,000

KOORDINASI
KETEIVTRAMAT] DAN
KETERIIBAN UMUM

Pcrnla* EanEauan

lr&tibum ymR rcuk
50(),ooo,000 s00.o00,0o0

(OORDINASI
KETEItIRAMA}I DAN
KETERTIAAN UMUM

P.l.mE* aana8lan

roo l0o
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Indrkalor Kncqa ProAFm

Capaian (u.rja ftqram da kraqla Pcndean (ondisi Kin.rla pada Akhlr Pcnodc

2024

2023

I t) 11 l3

PETYELENC,CARAAN

PEM ERINTAIIAN
UMUM

P.Bnta& r.kom..d*,

PEiNELENGGARAAII
URUSAII
PEMERIIVT^IIAN

PEIryELENCCARAAN P.rnta* r.kom.ndasr
/lu6Lh rkom.ndasi x I I I 250.OOO,OOO I 275,000,o0o I 30?,500,o00 I K(.matan Sukamuly.

PEMYELENCCAR AI.I P.Mnk* rrlrm.ndasi
/jumbh rckomcndsi r 1 I I K@mat3n T.luknaaa

PEI{YELENGOARAAII
URUSA'.I
PEMERlI{TA}IAN

Pcrn!,& r.Lomcndej

PENYELENGOARAAN P.ente r.kom.nddi

PEI{YELENCOARA N P.rnta- Ek m.nda

PEM ERINTAH N
DESA

6d(,nBtrar/Jumlah 425,643,10r 370,OO0.0(x) 31tO.OOO,000

PE M ERINTA}I N
OESA

adminbt,Bi/Jumlih a5 7l 4a,84.,, 300.000.000

PEM ERIMTA}IAN
DESA

admm6tlxi/Jumbn 222,31t,2rxt 254,673, r 00 25a.673.100

adniniltrai/JumirLh 92,50o/o 92,5(}'r, 515,000,000 a 15,000,000 95,50"i 61s,000,000

290,0(n,OOO 310,oo0,000

2022

P.rnlrx r.l<.h.dai

I

9l) t 5r"

95,50"/"

F
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Indtkalor Xancrja ftoaFm

Capaian rs.rla PDgBm dm K.ranaka P..dM
KondB, K,n..la pada Akhtr Pc.iodc

20 22 2023

J 12 ]J 15
PEMERIMA.ILAN
DESA

admrni:trai/Jumlah

PEMERIMAHAN
DESA

admini.trei/Juml.n

PEMERINTAHAN
.dEi.istrai /Juhbn 360,00o.000 370.000.000 3a0,0o0,000

.ddini,ttat/Jumlrh 2oo,ooo.000 2l0,ooo.o00 ,20.000,000

PROCRAI.I

OESA

addinirtrdi/Ju6lah a2 86ur 42 86.- 153.750.ft)o 79.49"" 154,687,500 154,647.500

DESA

ad minittui /Juml.h aa.aaq,

DESA

..lai.br@i/Juhl,h IO0'. 532,2.21.991 643,944,609 ftem.r& (.lapa Dua

DESA

!dEinjtrr&i/Jumllh 200.o(rc,(rco to0!i 2r0,ooo,ooo 220,0rlo,oo0 ,t20,ooo,o@

!ddinnrrsi/JumLh 48,49/" 204.546, r oo 2t4,067,2& roo% 239,874,01s 239,474,O1s

OESA

.dftini.r@i/Junlah 67,650,(x)0

F{'M ERINTAHAN
DESA

addiniik*i/Jufrlah 2 3 3 350.000,000 l0o 3S,000,0()()

PEM ERI NTA'{AN
DESl

admidi.tIe,/Jumllh loo," aa aao,; 190,000,000

aa 84,r,
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404-

lndik ror Kin rja ProAm

Capat f, vs.Oa ProAram dan K.tuBka P.ndanam
Xondisi Kin.ria pad. Al{hir P.riod.

12 t3 t5

Proa@ P.flineLatrn

F.nuakat n l(ualrrc
P.rnle P.mbiIEn
KMpadaan N4iodl
dd P.@n8B@n Kontuk

mlnsikuti Fobin@
X.}*padltr Naionrl

Konttik dibaar juBrah

t.rlabuq dalad lotun

KarruDat.n Tss.ranR

6.000.0o0.000 38,43%
(erud B6!lg.a d&

PENUNJ 
'TO

PEMERINTAH N
DAERA}I

Pcrn!a- p.m.nuhan ourdm. k aBtan Psda

uruen P.h.nntahan

95 9ss 491.706,600.401 4 .956.33L6.t.1 ,196.956_331,622

PEM ER['rTA]lAtl

P.*ntaE Fornuhan our@6. k g6bn Fda

urus p.m.rint ,16
9a r .478. 163.390 941.478,!63,39n

PENUNJANO

P€MERINTA}IAN
DAERAH

Kin.oa BLt D Bi.tana
taft.ja BLUO Bidana

dflsd Juolth BLUD
tang Ada dibn l0oi6

1.500.000.ooo 1.750,000,ooo too

PENUNJANC PcMnta* pcm.nuhan ourcoh. k.ar.ho Pad.

uru.a pcm.nnlahs

Dinas Bina MarE dan

PENUNJANO P.rnt2g Fm.nuhan out@dc k siataf, pada

urus p.m.rinlahm
r3.940.000.000 r:1.999,000 000 I 4, 100,000.o(rc r 4 , 100,000,000 Fctumalan.Pcfrukine

PENUNJAXG

PEM ERINTA}IAN

P.l!nr.I Feiuhe outddc k.g6bn Pada

urus p.6.nnbno
loo 27,3 l s,0iJ0,ooo 100 27,702,sOO,W) 100 28,t49,000,0oo lo0 2a, l -l9,oo0,000 Bada Pcmn8aulanaaf,

PEM ER'IVIATIAN

PcMnb& p.m..uhqn out@E h.gnbn parla

urus p.h..intah6
loo ?7,3 I 5.@0,000 loo 27 ,702,51JO,AO1) lo0 28, I .r9,000,ono

IEM ERIMTAI TAN

P.M6l2s p.h.nuhan out@6. k.giar& pada

uruss p.m.nntahs
roo r3,039,300,000 ro0 I 3,200,300,000 12,a75,300,000 loo ls,l l{,900,000

2022 2023

lt



-405-

lndikalor Kin.rra ProgBb

Capaian (m.rja r\osEd dan K.rangka Fendanan
Xondtsi Xrn.rla pada Akhr. P.nod.

2025 2026

2022 2023

a 13 t5

PENUNJANC

PEMERII,'TAI IAN

P.rnte p.mc.uhan ourcom. kcgatan pada

urusn P.m.nnlahd

r00 I0o !4334.612,OOO loo t5.t I1.359.OO0 loo I 5,4s6. 162 .000 100 r5,a56,r62,000

PENUNJANO

PEM ERIIYIA] IAN

P.M.tas Fm.nuhan

PENUNJ 
'.IOURUSAN

PEMERINTA}TAN
DAERAI

P.enr,* FomurEn outc6o. krgiaLn pada

uru$ p.m.nnr.he
24,7ss,000,000 lo0 ,? ,0as.0{}0.ooo 27,:t I 5.O00,(X)O 27,4 I 5,OOO.000 llidup do x.b.rsihM

PENUNJANG

PEM ERINTAI TAN

P.enra! Fm..uhan out@6. k.aEun pada

urlsn Fm.rinrrhe

100 15,603,t 12,460 loo 1,735,069,40t r,794,469,40r Dind K.p.f,dudukan
da, P.netatal€r Srpd

PEI'UNJANC
URUSA,II
PEM ER'NT^IiAN

fenb* Fo.nuha. our@6r k gEbn pada

urutu p.m..i.bnd
100 r2.5a7.498.196 IOO 13,207, t:l3. t o5 13,63t,70O.261

PENUNJANG P.enb& p.mcnuhan outom. L.Ejatm pada

qrus Fh.nnt h4
F.ndudut du l(.luarga

URUSAN
PEMERIl.TAflAN
DAERA}i

PeM.r.* p.mcnuhan oqtdn. k €iatan pada

urusn p.h.rintahm
l,a5l,ll8.o90 too l.85t,l14,090 Din6 l(oduf,i@si dan

PENUNJANG
URUSAN

P.Mniag p.m.nuha. out 06. k.gElln Pada

utus Fm.nnlaho

loo 2 ,562 ,425.620 100 r.076,803,ro0 r,r90.s25.300 t.190.525.300

P€NUNJAflO

PEMERIMAHAN

P.enlra p.m.nuhtu our@m. k.eEt n pad.

t),lls Fm.rint lBn
100 lo0 !0,455,000,ooo loo 21,3ss.000,oo0 2l,355,000,000

Dina P.dddllff rlod61
d6n P.laya@n T4p6du

Kond's' Krn.rja 
^wal

out@orkgntnPada

urusn p.m.nnraha
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lndikator Kinc.Ja tto8tuE

Caparan Ke.rla Proaram dar k.ranaka P.nddae
Kondisi tun€qa pada Alrrir Pc.io.l.

2025 2o2tr

2022

I 5 ]J

PENUNJANC

PEM ERII'TAIIAN

P.Mnld p.m.nuhm out66. k a[r.n pad.

urusn Fmcnnbhan

10,427.r60,240 r l .433. 196,99? Or.h..ga. K.buday&n.

Pcrnt!& F6.nuha. oqi.o6. l(qEtan Pad.

urus Fm.rinla]'4

100'r' too 0(}7, t?,505.710,263 ra(x)3 009,319 18.993,951,.r?6 r4,993,951.{76 Dirc ilrpwra&,a dan

P.&nte p.m.nutB. outcoh. k.aBtan pad.

!ru6e p.m.nnr.,r6
34,574345,s43 35.446,720.rJ2 36.2 r3,113,224 36.'213,1t3,224

PENUNJANC
URUSAN
PEM ERINIA}IAN

Persnta$ p.fr.nuhan
our@m. &ralahn pada

urus Fm.nntahm

15,3s0.544,442 45,O95.053.326 Dins p.nndustri6n dan

PENUNJANO CakuFn FGnuhs <lan Sal?E pl:ldaM

drn strd pl?gaD

roo 7 L9',27 .279 ,816 7 | .927 ,279,At6

PENUNJANO
URUSAN
PEMERIMIAHAN
DAIRAII

p.EncEn ds P€lap.ran
Dokum.n ftGn(:al@n

x.udran T.p.l W.iru
43.227.446,156 .r?,60r,174,446 47,603,174,.r46

PROGRAM

URUSAN
PEMERIMIA}IAN
DAERAH
I(ABUPATEII/I(OTA

P.r&ntas p.m.nuhs
k.EEls k prclokolan d&
koEutu&si pimpmrn drbagl JuDLh lapotu

ya dilaksgdkan x l0O

100 loo 3.2 r4.2$,422 3.379,166,513

PENUNJANC
Kodpon.n P.lapot Kompon.n P.r.potu II.18 I t,31 1.ot4.308.716 I1,5 t,065,024,t52 I l,5 r,065,024.t52

PENUNJAJ{C

PEM ERIIITAHAN

P.rnb$ p.fr.nuhbn out@m. k aElan pada

uruse p.h.n.tahs
aa ?7 .604 .270,)59 77.409.270,259 r00 77 ,109 ,270 .259 IO0 77 309,2iO ,259

100

I t,26

100
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Itr.liloror XDdja Prosad

Capajd Kindja Prqram de K.tugkr P.ndman
xond,s, K..rja pada A&nir rtnod.

2021 2lJ25

20) )
I 5 11 )2 ]J r5

URUSAN
PEM ERIVIA}IAN

P.rnia* Fm.nuhe outmm. k aiar,n pada

@sn FD.rinr.h4
6.169.5r7.20l 6,491.564,9?9 6,6?3,AX4 ,979 t00r' 6,673.834,979

PEM ERINTA}IAN
DAERA}i

P.rnl!& Fm.nuhe oulomr k.aBGn Pada

urusn p€mcnnlshan

lo0,! r 6,o28,.r96,800 (@nakn k.lzpa Dua

PENUNJANO
URUSAII
PEMERII{TAHAN

F.enla* p.ECnuhan
out@dc k g:lran pada

le*, Fm.nnhne

r 0,9s5,ooo,o{)o l0,955,OOO,OOO

PENUNJANO
URUSAN
PEM ERINTA}IAN

P.R.las p.m.nuhm our@h. k snhn p€da

tnsn p.m.rintal6
15.379,982,625 17,646,980,0r8 r 7.646,940,0 l8

PROCRAI,I
PENUNJANC
URUSAN
PEM ERIMIATIAN

P.Bnt.g p.m.nuhm
ourcom. kraBbn pada

urusn p.d.rintahe
100"! r2,402,309,377 17,903,874.09s 17,903,878,O95

PENUNJANO PcrnlaE p.m.ruhm out.om. k.Fahn Pada

urusn p.m.nllaha
7 ,223.($2 ,O<v) 7,535,(62,000 7.a23.942.am 10(}r, 7.813_942,400

P.rnta- Fm.nuhan out.oh. k gabn psda

lNsn p.mcn.tan&
r00"" 100,., 19,o00,290,so2 19,146,6s6.266

PENUNJANG
URUSAN
PEM ERINTA}'AI.I
DAERAH

Pcrnta* p.m.nuhs oul@o. k ajar,n pada

lnsn Fm.nn1ahs

9,S52,062 {nO 9,464.462.000 10(}r, 9.77t,41r,00{) 9.72 l I 12.000

PENUNJAI{O Pcenlas p.m.nuhd ou.dmc k.gialan pada

@sn p.6..inrrhe
6,465.228 502 to0ro 100r, (r€mahn M.ka. Baru

2023

10(I,.,
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lndir€tor Kn.rla ftosEn

Capaim Kin.na ftoarffi dan K.ranrka Ptnd.fua. (ondi,i (in .ja pada Aldir P.nodc

2024 )o26

2022 2023

l l3

URUSA]I
PEMERINTA}IAN

P.rnt.s p.m..uhan out om. k.B.tf pgda

ln$n p.m.nntah4
100!., t2,49t,319,7& (rcmatar Paa.danad

PENUNJAI{G
URUSAN

P.@nras p.m.nuhan
outcom. k ai.t6n Pada

uruen Fm.ndbnd

URUSAI{
PEMERII.TAHAN
DAERA}I

P.Enb* Fm.nuh.n out@m. k.aEtan pada

uru$ p.h.nntaho
r3,93s,2s0,000 13.5S6.750,OO0 13.5?2.750.000 13,5?r,750.000 &camatan Paer l(.h$

PEMERIMAHAN

Prkntd p.m.nuhan outeh. k.aEt n p3da

uru&n pcm.nntalE
7,931,330,573 10.955.000.000 l0,955.000,oix)

PEMERINTAHAN

P.rntas p.m.nuhan our@m.k9rtnpada

uru$n Fm.nnl!}4

9.t75.712 000 9,77r,41?.000

PEMERINTAITAN
DAERAH

ttt-nras p.B.nuhan
out@m. k.lEt n P.d.

urusn p.E.rint ie
7.294.794,074

PENUN.'ANG
URUSAN

P.Mnla* p.m.nuhan
out@m. kca8t n pad.

urus p.o.onl,no
lo(Pi 7.OO4,16.1,?51 1o(I," 7 .334 .622,463 7 ,351 ,6 2 2 .463

P.rnta* p.m.nuhe ourdmc k.Aiat padn

@so P.m.nnlan6n

7 ,500,000,000 a,000.oo0,ooo a.000.oo0.000

URUSA}I
PEM ERINTA}IAN

KABU PATEN/ KOTA

P.rntas p.mcnuhan out@h. k arat nPad.

lNsn Fm.rintah$
6,957,72t,000 7 ,tat ,27 | ,wJ 7, ra I ,27 l ,000

P.&nras p.m.ruh!n oute6. k B.ran p.da

urusn rEm.nntahd
7,527,559,465 8,248.147,350 8 248,147,350 K.tu.lan Sukamutya
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Indikslo. kin.rja Prcanm

Caparan rscrja ProaraE dan K.rmgka P.n.lman
}(ondisi Kin.4a pada Akhr. P..iod.

2425 2026

202) .20t3

5 t1 12

PENUNJANC
URUSAN
PEMERII|IA}IAN

P.ft.la& p.d.nuha. our.om. kcEEtan pada

urusn p.D.nnrahan
ro.345,000,000 I1.325,000,oo0 I 1.725,000,ooo r r,72s,000,000 K..Mahn Tcluknaaa

PEt{UNJAT{G
URUSAN
PEY ERINTA}IAN
DAERAH

P.Enta* p.m.nuh6n dut.omc k gatan Pada

uru$n PcB.nnl.h$

10,6 t 7.000,000 toor, 10,824.O00.000 I1.059,000.000 r r,059,000.oo0 krcamatan T,Af,raks

PENUNJANG
URUSAT'I

P.Mnra& p.o.nuhan our.om. k.aBl2. pada

lNen Fm.nnr.h&
7,221.t62.NO 7.535,06r,O00 I O04i 7,823,9{2,aOO I OOr" 7.823.942,400

PENUNJANO
URUSAN
PEM ERIiTAltAN

P.rnla& p.m..uhan
oul@m. kcgBran pada

ln$, p.m.nnrdle
7.050,516,769

K.stu6 AarA$ ds
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BAB VIII

KINERJA PEI.IYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujual untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam

rrrcrrrcrruiri kircrja. Hai irri ciiturrj uir,karr ,,iau i a kurrruiasi pcrruapatianr irrdikalur

kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kine{a yang diinginkan

pada akhir periode RPD dapat dicapai. Lndikator kinerja daerah secara teknis

pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang

telah ditetapkan loutumel atau kompositnya (impactl.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kine{a program (outcome)

lcr iraniap lirrgkai uaparilr irrtiikiei"ur kirrcrja dac, air 'uc, irsrraar. sctciair yr u6r dru

dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kine{a daera}r dibagi

menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian

kine{a penyelenggaraan urusan pemerintahan daera}r.

Indikator kinerja daerah ini merupakal target pemerintah daerah yang

harus dicapai yang merupakan target selama tiga tahun dalam RPD Kabupaten

Tangerang tahun 2024-2026. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara

'uc, ioi.,ir1,, >cliap Lairrlurya,

Tabel 8. I Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tangerang

tahtun 2024-2026

TinoL,t
Pengangguran
Terbuka

Persen 9,06 7,88 7,67 7,51 7 ,36 7,2

6,58 5,94 5,74 5,5

2

1

Lqiu
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)

Persen 4.63 5,21. 5,20 - 5,47 5,1 I - 5,25 5,20 - 5,33 5,27 - 5,4t

3

Tingkat
Kemiskinan dan
Jumlah
Penduduk
L{ick:

Persen 7,12

1
Indeks
Pembangunarr
Manusia (lPM)

Poin '7a.to 72,97 73,27 73,55 73,82 7 4,1

5 Index Gini Poin o.294 o,290 0,285 o,2a o,275 o,27

CAPAIAN ,IARGIII RPL)
SATUAN

I 2c2r 2022 2023 2024 2025 2026

I

I

NO
UXATAN

INDIKATOR
MAKRO
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8.1 Indikator Kine{a Utama (IKU)

Indikator Kinefa Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu

organisasi dalam mencapai Sasaran serta merupakan ikhtisiar hasil berbagai

Prograrn '':nt'-,-l< penjabar3! tlrgas da:r i-rngsi organisasi. LebiJ: jelasnl,a da-la:n

penetapan Indikator Kinerja Utarrra (IKU) Pemerintah Kabupaten Tangerang

dapat dilihat pada tabel berikut;

Tai.rci 3.2 iudikaiur Kirrcrja Ulaua Kai.rupalcrr Tierrgcr ir-rrg

Tahvn2024-2026

I
2

Indeks Pendidika-n

Indeks Kesehatan

indeks

indeks

o,68

o,77

1,47

N/A

0,69

o,7a

o,7

o,79

o,7 t

0,8

o,71

0,8

78,50

68,6s

o.s30 0.530

5 lnJu rcr rquruqr1arr
Penduduk

I
fersentase Keallsasl
Investasi (PMA/
PMD

lo
Persentase
Peningkatan
Kunjungan
Wisatawan

Persen

persen

persen

1, l5 1,05 l,05

5,12 5,12 5,12 5,12

3,4 | 3,57 3,73

t2

l3

l6

24
Indeks Pelayanan
Publik

Indeks Ketahanan
Pangan
Tingkat Partisipasi

a

Nilai Indeks

Persentase Realisasi
Pola Pemanfaatan

53 5+ 543
Indeks Pembanguna!
Pemuda

indeks 50,13

indeks 62,17 62,67 63,17 63,67 63,674
Indeks
Pemberdayaan
Gender

Indeks Ketentrarnan
dan Ketertibar indeks 2,O2 2,14 2,26 2,34 2,56

53,49 54,35 55,21 55,217
Persentase Kontribusi
PDRB Sel(or
Unggulan

persen 52,63

()
Persentase Daya
Saing Produk
Ungsulan Lokal

pcrsen 20,45 22,73 26,52 30,30 100

indeks o,7 to7 o,7307 o,7407 4,7507 o,750711
Indeks Desa
Membangun

indeks

persen

77 ,OO

67,O5

77 ,50

67 ,45

78,OO

67,85

78,50

64,25

Persentase PPKS
yang Berdaya

persen N/A I,44 1,69 1,47 |,47t4

point 76 7A 80,5 80,5t5 Nilai SAKIP

indeks 0.505 0.520 0.525

Opini BPK oprnr WTP WTP WTP WTP WTPt7

20 Indeks Profesionalitas
ASN

indeks 57,45 7t 75 8l 81

2L Maturitas SPIP point 31,,s22 3,3s 3,36 3,37

3,1723 Indeks SPBE indeks 2,66 3,19 3,21 3,21

4,12indeks 4,2 4,3 4,4 4,4

Indeks Kepuasan
Layanan
Infrastruktur

indeks N/A 70 75 ao 8025

I

8 37 55 55persen26
Sesuai FrIRW

'2024NO. INDIKATOR 2c25 | 2026
KONDISI
AKHIR

TARGET KINER,A
KONDISI AWALSATUAN I

I

I



Rasio Luas Kawasan
Permukiman,
Perumaha-n dan
Pemal<alnan yang

indeks

-413-

130,45

27

30
Indeks Resiko
Rencana IIRRII

o,9442 o,9442 o.9442

120 ll5 115

0,9433t o 9439porn

o,792A
Rasio Konektivitas
Kabupaten

point o,75 0,83 0,43 0,83

29 Indeks Kualitas
Lingkunqal Hidup indeks 55,88 56,25 56,89 56,89 56,89

11s

NO. INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
2024 2025

TARGRT KINERJA

2026
KONDISI
AKHIR



I

1

2

3

4

5

6

7

ll
9

10

l1
t2

l3
l4
15

l6

t7
i8
19

20

21

II
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Tabel 8.3 Pe:retapan Indikator Kinerjtt Daerah terhadap Capairm Kinerja Pe nyelenggara.rn Urusan P,:merintahan

AI;PEK KESEJAH] ERAAN MASYAF AKAT

P(:rtumbuhan PDF B Persen 5,2 | 5,20 - 5,33

laiu Inflasi Persen 4,56 3,9

Pl)RB per kapita Ribu Rp 46.813,25 54.984,60

L-.deks Gini Indeks o,282 o,26

Irdeks ketimpangrm Williamson (lndeks
lndeks 0,9 0,6

an rnal)

Rlrsentase pendu<tuk diatas garis I:emiskinarr Persen 93,04 94,26

Indeks Pembangunan Manusia (lPI!) lndeks 72,97 73,42

A-rrgka melek huruf Persen 96,64 97,86

Angka lata-rata larra sekolah Tahun 9,42

Angka usia haraprn hidup Tahun 70,63

P(:rsentase balita fiai buruk Persen o,24

Prevalensi ba.lita g zi kurang Persen 1,54

C <upar Desa Siaga Aktif Persen a7 ,32

Tingkat partisipasi angkataa kerja Persen 64,25

Tj ngkat pcngarggrrran terbuka Persen 7 ,36
K,rluarga Pra Sejalrtera dan Keluarlla
Srjahtera I

24,85

Indeks Kepuasan l{asyarakat Indeks 9r,95

Pr:rsentase PAD te 'hadap pendapatan Persen 52,5

O rini BPK Status WTP

R:nguatan cadangan pangan Ton 25

I()ntribusi sektor lrcrtanian/perkclrunan
terhadap PDRB

Persen 6,2 |

h oduksi sektor p€rtanian Ton 438.765,76

Rrrtumbuhan IndrLstri

Persen

5,27 - 5,4 L 5,27 . 5,4t

57.7r)8,38

3,7

0,25

0,5o,5

7,2

25

57.708,3t;

o,l9

o,2 5

1,34

a7,62

94,50

68,65

7 4,1

97 ,47

1o,12

24,43

93,45

WTP

6, l3

+3A.765,75 434.i 65,76

94,50

7 4,1

97 ,47

10,12

70,74

o,l9
1,34

a7 ,62

68,65

24,43

93,45

:.J

WIP

i5
6, l3

4,5 4,5

5,1 1 - 5,25

4,1

52.260,A2

o,26

o,7

94,06

73,55

97,8s

9,524,92

70,28 70,51

0,370,55

I,742,r4
a6,42 a7,o2

67,O5 67 ,45

7,5r

24,87

90,45

WTP

25

6,29

425.9t3,74

7,88

87,4s

50,5

WTP

24,9

6,53

434.447,84

4,1

IA:;PEK DAYA SAII\ C DAERAH

Persen 4,4

No
Aspck/Fokus/l lidang Urusa-n/l rdikator

Kinerja Fe nbargunan Dae 'ah Satuan I Kondisi Awal
I

Target
Kondir i Akhir
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40,57

105,1

103,86

t,32

38,59

54,6

105,2

103,96

43,57

16,64

96,5

80,5

96,5

ao,5

o,lo
0,03

100

too

92,O4

100

29,32

2A,11

o,03

15,64

96

80

96

80

0,1 I

0,04

100

100

92,O3

Persen 100

Nilai ,o o,

Nilai 28,01

R,rsio guru/murid sekolah pendidilinn dasar Nilai o,o32

1,3128 5

2

Persen

Persen 40,68 38,59

III

46 50,6

1,3 I

37,54

52,61

2 104,8 l05
3 103,56 103,76

4 3 1,57

5 t2,64 14,64

6 94,61 95,5

7 4,O27

99,858

I 98,30 77 ,3

10 o,o3 o,t2
0,0s11 o,o2

loot2

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen ro0

rool3

92,O1,l4

Persen

Persen

15 loo

29,4216

27,9tt7

R,rsio Ekspor + Impor terhadap PD.l
indikator keterbul(aan ekonomi)

Rr'sio ketcrgantun pn (Dependencg Ratio\

PELAYANA N UMUM LAYAN 4.N

Pr:ndidikal Anak trsia Dini (PAUD)

,{.:rgka partisipasi )<asar SD/MI/Pa]<et A

lLrgka partisipasi l<asar SMP/MTS,'Pa-ket B

Itrgka Partisipasi ,litamatkan (API) SD/MI

ADgka Partisipasi ,Iitamatkan (APf) SMP/MTs
A:rgka Partisipasi ivlurni (APM) SD/ MI/Paket

Itrgka Partisipasi .Uurni (APM)

Algka partisipasi ,rekolah (APS) SD/MI/Paket
A
Argka partisipasi ,,ekolah (APS)

Algka Putus Seko an (APS) SD/MI

,q.jrgka Putus Seko an (APS) SMP/MTS

Arrgka Kelulusan ({L) SD/MI

Argka Kelulusan (qI) SMP/MTS
.turgka Melanjutkar (AMJ dad SD/lll ke
SIYIP/MTs
Argka Melarjutkal (AM) dari SMPT MTs ke

R,r.sio ketersediaar sekolal/pendu,luk usia

R,rsio ketersediaar sekolah terhad€ p

PITNDIDIKAN

URUSAN WAJIB DASAR

MA

S:v{P MTs Paket E

ka 1 dasar

S,Y{P Paket E

st kolah

k usia seliolah menen

roo

86,33

104,61

26,OO

27 ,33

0,04 0,03418

o,o5 0,037L9

I

8(1,5

9(t,5

38,59

5.1,6

9(,,5

105,2

t6,64

1011,96

43,57

8( ),5

1,)O

0,c3

0,10

1,)O

0,031

a) 04

o, c3

I,)0

2A,11

29,32

R,Bio guru terhadrrp murid pendidjkarr
menenflah Nilai 0,034 0,031

No
Aspek/Fokus/llidang Urusan/l rdikator

Kinerja Pe albangunar Dae a} Satuan Kondisi Awal
Target

2024 2025 2026

1

I
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22,69 22.6920 21,36 22,O3

21

20,o3

96,88 99,42 99,83 99,84 99,44

9 6,55 96,7 5 96,7 596,64

90,93 100

96,65

100 100 1,)0

B

1 2t6 204 2t)4))() 2lo

26 25 252 2A

3 0,84 0,85 o,87

20,o3

o,87

20,o34 t8,7 19,37 19,70

o,86

1,lo 1,105 0,87 0,98 1,04

o,+46 0,39 o,42 o,44

637 79 7l 67

0,43

63

8 100 I')0

h oporsi murid kelas 1 yalg berhar.il
menamatkan sekoia-l. dasar
rAr.:rgka melek huruf penduduk usia 15-24

Prrnduduk yang berusia >15 Tahun melek

Grru yarg memenuhi kua.lifikasi S I /D-lV

A.:rgka Kematian Bay'r (AKB) per lOt)O

rq$gka Kemata-n Ibu per 100,000 kelahiran

Rrrsio puskesmas, poliklinik, pustu per lO00

Rrsio Rumah Sakit per satuan penluduk

C rkupan komplikrsi kebidanan yang

C rkupaJt pertolonl;art persalinan oleh tenaga
kcschatan yang m,:miliki kompetensi
kt:bidanan

Persen

Nilai

Persen

Persen

Persen

R,rsio posyaidu p( r satuan balita

tah ardan lakiJaki

bu tahrrruf

K 
'SEHATAN

kr:lahiran hidu

hidu

Bayi

Jiwa

Nilai

Persen

Nilai

Nilai

Nilai

R;rsio dokter per srrtuan penduduk

101,4 100

1r)OI 96 98

1r)0lo 96,6 100

I00

100

100

1l loo 100 1()0

83,3 loo 1r)O

13 o

100

100

1()Ot4 99,75 100 100

38,0915

C rkupan Desa/ke urahan Uniwrsc'l Child

C rkupan Balita cizi Buruk mendal)at

C rkupan penemu,(r dan penangalan

furgka kejadian M;daria

Intmuntzdtion CI

Pr:nderita diare ya;rg ditangani

Persen

Persen

Persen

Persen

Kasus

Persen

PersenC rkupan kunjung.r.n bayi

C rkupan puskesrras

:rawatan

I DBD:nderita

27 ,6 32,85 38,09

19,45 19,4 5l6 Persen 16,8 18,13

t7 100 1()0Pergen loo 100

1()018 Persen 99 to0

99

100

100

100

100

35,47

C rkupan pembantu puskesmas

C rkupan kunjungrm lbu hamil K4

t4,79

ro0

C,rkupan pelayanan nifas 100

No I Aspek/Fokus/l |idang Urusar / I:rdikator
I Kineria Pe nbangunan Dae ah Satuan

I 
xondisi rwai

Target
Kondiri Akhir2024 | 2025 2026

I

I

I

I

12

100
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Persen

Persen

l9 90,48 100 100 ir)0

20 99,35 100 100 1,)0

96 100 100 Ir)02t

C.rlcupan neonatulr dengan komplilasi yang
ditangani
C;r.l<upan pelayanan anak balita
CrrJ<upan pelayanan kesehatan dasa-r
masyarakat miski Persen

c

92,59 93,18 94,361 Persen

loo 100

100

100

100

93,77

100 1()O2

77,87

94,36

100

84,94 84,943 69,94

24,OO 18,004 28,OO

Persen

Persen

Persen 18,00

a4,94

20,oo

23,80 23,801 18,40 2t,to 22,45

23,802 18,40 2t,to

3 99,35 99,45

22,45

99,50 99.55

PI'KERJAAN UMU\4 DAN PENATAI.N RUANG

Proporsi panjang j,rringan jalan dalam kondisi
b;dk
R:raentase rumah tinggal bersanik si

Ptlrsentas€ areal k rwasar kumuh

Rrrsio Ruang Terbuka Hljau per Saluan Luas
Wilayah ber HPL/IiGB
Luasan RTH publi < scbesar 2O7o drri luas
w lalral kota/kawrsan perkotaan
Rrrsio bangunan bcr- IMB per satuim
brngunan

PIIKERJAAN UMUM

PI'NATAAN RUAN(}

paten dalarr, kondisiPi:rsentase irigasi
b:Lil<

2 3,80

99,55

D
PI'RUMAHAN RAXYAT DAN KAWAI|AN
PIIMUKIMAN

94,44 95,42 96,36 96,361

Persen

Persen

Persen

Persen

E

R,rsio rumah layal huni

S!)SIAL

98

95,89

99 99 991 Persen 99,46

IV

71,351 69,34

2

67 ,69

too 'loo

71,35

100 1')O

R'rsentase PMKS l,ang memperolel, bartual
s( 8ial
ITTYANAN URUSAII WA.JIB NON DI.SAR

B,rsaran pencari k,-'rja ya-rlg terdafttt' yang
ditempatkan
B,:sara! tenaga kerja yang mendapatkan
pr:latihal kewirauliahaan

TI'NAGA KERJA

B

70,27

to0

PIiMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PI!RLINDUNGAN /.NAK

1 59,6 64 66,2

r

-
Persen

P(lrsentase partis\,asi perempuan (li lembaga

Persen

tah Persen 64,4 6ti,4

No
Aspek/Fokus/llidang Urusan/l:rdikator

Kinerja Pe nbangunar Dae 'ah Satuan Kondisi Awal
Tsrget

2024 2025

I

I
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2 14 l4 l8 18 t8

3 23,52 23,94 23.98

4 40,60

23,06

4t,96 43,32 +3,32

5 99,59 1o0,00 10(),0099,11

6 99,5a 10(),00

7

100,00

100,oo 10(),oo

9A,37

97 ,37 99,31 99,86

23,75

42,64

99,83

99,42

8 too loo 100 1')0

C

I 407.362 405.917 409.957,79 414.C 30,80

2 2.527 2.4

414.030,8l

100

2.4

3 a2 63 63

4

Ploporai kursi yang diduduki pereDrpuan di
D?R

Prrtisipasi perempuan di lembaga lrwasta

Piu'tisipasi angkatrrn kerja perempr-an

Rrsio APM peremtuan/la-kilaki di SD

RtBio APM peremf uar/laki-laki di SMP

R,rsio APM perempuan/lakiJaki di SMA

R.rsio melek huruf perempuan terhadap laki

Kr:terscdiaan panga! utama

K,:tersediaan enerlj kkal/ perkapit,a /h,ari
K,:tersediaan prot(in gr/perkapita/hari
Pr:ngawasar dan pembinaal keamiman

lai,j kelom u Isla taiun5-24pada po

PI\NGAN

loo loo lo0

63

1r)0

D

I 18 22 26

2 100 100 100 1r)0

E

Persen

Ton

Kalori

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

gram

Persen

Persen

Persen

t Persen 44,12 60 64 f4

F

I

R:rsentase luas lairaJl bersertifikat

Timbulan sarnpai yang ditangani

Rrrsio pcnduduk b,:r-l(TP per aatuan
pr:nduduk

LINGKUNGAN HIDUP

PI'NCATATAN SIPIL
I)AN

PI'RTANAHAN

Pr:nyelesaian Din I rkasi

93, rO 96,89

100

94,74

24

62

2.4

63

100

100,oo 100,oo

G PIIMBERDAYAAN MASYARAXAT D,\N DESA

I 100 100 1r)0

2

Plrsentase PKX altif
R:rscntasc Posyandu aktif loo r00 100 1r)O

H

100

100

1 1,47 1,36 1,29 1.,29

2

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen 2,r3 2,OA 2,O5

P}'NGENDALIAN FENDUDUK DAN
K 

'LUARGA 
BERE ICANA

kru pertumbuhai penduduk (LPP) 1,31

Totat FerTilitlt Rate ITFR) 2,O7

No Aspek/Fokus/llidang U rusan / [:rdikator
Kinerja Fe nbangunan Dae 'ah Satuan Kondisi Awal

Target

2024 I 2025

I

I

I

100
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P(:rsentase sektor lang tersosialisa,;i konsep
P(:mbangunan Berwawasan Kepen<tudukan
drn alat ukurnya 1tPBK/indeks
Pt:mbangunan Berwawasar Kepenriudukan)

54,12 63,46 7 t,o6 71,,06

4 7A 85 100 1r)0

5

Persen

Persen

Persen 1.4 I I

67 ,24

1.2

92

6 Persen 70.75 7 t.25 71.75 71.75

7 Tahun 16 I6 l6

P(:rsentase Perang <at Daeralt (Dinas/Bada-n)
yitirg krperan ald f dalam pemban;unan

Rtrta-rata jumlah .mak per keluarg,r
AJrgka pemakaian kontrasepsi/CPtl bagi

A:rgka kelahiran rr:maja (perempuan usia 15-
1!l) per 1.OOO pere rrpuan usia l5-i 9 tahun

C,rkupan Pasarrga.:r Usia Subur (PL S) yang
isrinya dibawa-h 20 tahun

_t!sFR r5-19)

KBD ierah melalui

usia 15 - 49

6,36 6,34

7 t.5

I6

6,34 6,33

t6

6,33

I C,rkupan PUS yang ingin ber-KB ti,la.k
terpenuhi (unmet :leedl lo.4 IO.l 10 lo10. I

r0 R)rsentase Penggunaan Kontrasep.ri Jangka
Pru{ang [MKPJI

24,21 24,69 24,93 25.17

ll Persen

Persen

Persen

Persen

16,85 18,57

Persen 88 92 94

19,49 20.46

96

13

P(:rsentase tingkat keberlangsungaT

C, <upan anggota 3ina Keluarga Brrlita (BKB)
br:r-KB
C,rkupan anggota 3ina Keluarga Rr:maja
(EKR) bcr-KB

pr:makaian kon

Persen 84.5

96

25,17

20,46

a6.5 8( r.5

t4 C,rkupan anggota 3ina Keluarga knsia (BKL)
br:r-KB 97 .t 98.5 98.5

r5

97

45 77 .5

86

s8

93.75 94 94

l6

htsat Pelayanan l(eluarga Sejahtera (PPKS) di
sr tiap Kecamatan
C,rkupar Remaja clalam Pusat Info:'masi Dafi
K'rnseling Remaja, Mahasiswa

Persen

Persen

Persen 92 94 94.5 95 -c5

t7
C,tlupan PKB/PLIIB yang didayag rnaka:r
R:ra-rlgkat Daeral KB untuk perenr:anaan
drrr pelaksanaan l,embangunan daerah di
bidanc pengendali.in Denduduk

Persen 100 100

l8
C;rkupan PUS pes')rta KB anggota l-lsaha
P(:ningkatan Pendrrpatan Keluarga Sejahtera
(L PPKS) yang ber- IB mandiri

Persen 98.48 98.7

100

98.72

100

98.78

1()0

98.78

l9 PPKBDI setrap de
44 46 50 o

R,6io petugas Per! bantu Pembina l(B Desa
kelurahan Persen 50

No Aspek/Fokus,/llidang Uru san / t: rdikator
Kinerja Pe nbangunan Dae 'ah Satuan Kondisi Awal

Ta.rget

2024 I 2025

I

1.8

8

t2



186,7120

177,272t

64,46

23 98.78

36.7524

169,35

160,79

58,92

98.42

56.34

21.6

7.526

2t

42.94

I

1 95 96

94,22

J

93,99

7 .2441

19.2A7 ,612

3 55,3

K

87 ,72I
2

1003

204

C,lkupart ketersed aafl dan diskibusi alat dan
olrat kontrasepsi untuk memenuhi

:rmintazn masvarakat
Crr.kupan ketersed aan dan distribusi a.lat dal
ol)at kontrasepsi di Faskes
Rirsentase Faskes dan jejaringnya {diseluruh
tirrgkatan wilayah) yang bekedasanra dengan
B US dan memberikan pelayanan IiBKR
s( suai dengan sta-:rdarisasi an
C,lkupan kelomPol< kegiatan yang Inelakukarr
pr:mbinaan keluar;ga melalui 8 fun61si
kr:lua-rga
C;rkupan keluarga yang mempuny.'i balita
drm anak yalg memahami darr mela.ksanakal
pr:ngasuhan dal pembinaan tumbuh
kcm anak
Rrlta-rata usia ka\r.in pertama wanita
Porsentase Pembiayaa-n Program
Kr:pendudukan, Kr)luarga Bencana dafr
Pt:mbangunan Kel:arga melalui APBD dal
AJ)BDes

K']PERASI, USAHI\ KECIL, DAN M]'NENGAH

P(:rsentase koperari altif
Prrsentase Usa}la Mikro dan Kecil

Pl'NANAMAN MOT)AL

Jllmlah investor b,:rska-la nasional
MDN/PMAI

Jlrmlah nilai investasi berskala nas iona.l
MDN/PMA)

K,rnaikan / penunrnan Nilai Rea.lisNi PMDN
n ru iah

K IPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Rirsentase organir asi pemuda yan11 aktif
Prirsentase wirausrrha muda

C;rkupan pembinaal olahraga

-420-

Persen

Persen

Persen

Persen

l,sia Rata- Rata

Persen

Persen

Persen

Investor

Miliar Rupialr 18.348,19

Persen 55,3

Persen 83,33

Persen a7,7

Persen 100

186,13

67,57

19 6,04 205,8s

195,44

70,27

100

37 .25

aa

97

94,6

r5.009

21.3t3,241

55,3

100,o0

100,0

100

201;,85

191.,,44

70,27

1r)O

57 .23

a.t

8.5

97

94,6

15.009

21.3t3,23

5l;,3

I0(),00

101,0

99

57

21.8

8

96,5

94,4

11.775

20.275,14

55,3

96,49

9 6,5

1L)O

i6C.lkupan pembinaan atlet muda Persen 16 23 26

No
Aspek/Fokus/llidang Urusan/lrdikator

Kinerja Pe nbangunan Dae 'ah Satuan Kondisi Awa.l
Target

2025 20262024
Kondir i Akhir

8.5

9.234

I

100



Orang

Oralg
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t04

52.841

1 12.881

57.979

29,17

2t,oo

94,71

144

53.200,0

buku 1r3.4

60Buah

Persen 69

Kegiatan 1

T,\YANAN URUSAII PILIHAN

P,\RIWISATA

Krnjungar wisata

K'BUDAYAAN

R)nyelenggaraa! fi:stiyal seni dan t,udaya

P]'RTANIAN

K,)ntribusi seldor j)erta-nian/perket)unan
terhadap PDRB

PIIRDAGANGAN

E.<spor Bersih Perr lagangan

PiiRINDUS?RIAN

C rkupan bina kel(,mpok pengrajin

K 
'LAUTAN 

DAN PERIKANAN

B oduksi perikanao

K,)nsumsi ikan

C rkupar bina kel<,mpok nelayan
Pr oduksi perikanan budidaya kelorapok
m:layan
P|oporsi tangkapa r ikar yang berala dalam
brttasan biologis yrtng afiralr

Kunjungan 29.719.114

Kali

Persen

Miliar Rupiah

l6

6,21

Persen

29.7t9.11.4

43.158,37Ton

Persen

Persen

100

20,43

Persen ll

Persen 99,15

5

L

1

2

3

M

1

2

Jllmlah aUet berprestasi

Jumlah pengudurg perpustakaan per tahun
K,>leksi buku yang tersedia di perp,rstakaan
direralr
Jrrmlah koleksi jurlul buku perpusi.al<aarl

R:rscntase Pcrang <at Daerah yang mengeloLa
ar sip secara ba-ku

P(rningkatan SDM pengelola kearsil)an

K 
'ARSIPAN

PIiRPUSTAKAAN

1

B

1

C

1

D

I

E

1

F

I

2

3

I

5

6

t28

53. I

1 13.2

59

6866

1 1

27.O17 .37724.579.434 31.691.025

160

70

I

61

53.400,0

I 13.6

14 18

3l.69 1.025

53.4 00,0

I 13.6

10

t8

I

6,29 6, l3

27.Ot7.37725.O94,74

t2

6,53

25t5 30

42.237,OO 42.A36,62

loo100,05

20,83

31.69 1.025

43.4,)2,80

6,13

I r)0

20,83

1t ll

99,15 99,15

106,45

31.69t.O23

35

11

43_482,8('

100

20,83

99,15

106,45

I

N lai tukar nelayarr Persen 106,45 106,45 I O(,,45

No
A8pek/Fokus/llidang Urusan/l ldikator

Kinerja Pe trbarrgunan Dae 'ah
I

I

Satuarr Kondisi Awal
2024 I zozs

1't0

I

I

I

I

I
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VII

1 Ada/Tidak Ada

2

Ada

Ada Ada

3

P]INUNJANG PEMERINTAHAN

PI'RENCANAAN PEMBANGUNAN
Tt:rsedialya dokuraen percncanaar. RPJPD

Tr:rscdialya Dokurnen Perencanaar r : RPJMD
y.mg telah ditetapl.an dengan

T(:rsedianya Dokurren Perencanaarr : RKPD

Jrg telah diteta,pl.an PEzu)A

P] PERKADA

lantelah PER]iADA Ada

4 Ada

Ada

Ada

5 100

6 100

B

1 WTP

2

3 o,4

95, r2

95, r2

WTP

11,31

4 653. t 10,62 730.947,42

5 326.555,31 365.473,91

6

Juta Rupiah

Juta Rupiah

Ada/Tidak

Ada/Tidak

AdalTidal<

Persen

Persen

Persen

Rasio

l

.l

I

Opini BPK

Persen

3, 15

7 o,67

n

Persen

Persen o.3l
9 0.15

l0

o.14

Tepat Waktu

o.73

Tepat
Wal<tu

C

I

Tr:rsedianya dokuroen RIRW yang :clah

R:njabarar Konsistensi Program RIUMD
k:dalam RKPD
Pr:nj abara-n Konsistensi Program R(PD
kt:dalam APBD

Oeini BPK terhadep laporan keuargan

R:rsentase SILPA lcrhadap APBD
P(:rsentase prograrn/kegiatan yang tidak
te rlaksana
B,:lanja pendidikar (20%)

B,:lanja kesehatar (10%)

R:rbandirgan ant.,ra belanja operasi dengan

B Ui hasil kabupalen/kota dan desa

R:rsentase tindak lanjut temuan

K IUANGAN

R:netapan APBD

PI'NGAWASAN

moa dal

di PERDA

B,:lanja Modal

B,:lanja Operasi

D
I

Ada

Ada

Ada

Ada

ro0

100

WTP

769.466,42

384.933,21

3,1

0.63

0.33

Persen 0. 15 0. 15

Tepat Waktun.a Tepat Waktu

Persen

S:'KRETARIAT DEWAN

Ala

Aia

1,)0

Ir)0

Ala

Aia

Ada

Ada

WTP

Ada

Ada

100

100

447 .i 03,62

423,8 51,81

WIP

3,1

o.57

0.39

808.785,0 2

Tepat Wakx

3,1

404.392,51

o.6

o.36

0.15

No
Aspek/ Fokus/l lidang UrusanlI rdikator

Kinerja Pe nbangunan Dae 'ah Satuan Kondisi Alr,al
Targct

Kondir i Akhir

I

I

o.26



1

2

3

Tersedianya Rerrcana Kerja Tahu nan pada
setiap Alat-alat Kelengkapar DPIiD
Provin si Kab K)ta
Tersusun dan t(:rintegrasinya Pr )gram-
Program Kerja [)PRD untuk mekr.ksana-kan
Fungsi Pengaw€ san, Fungsi Pembentukan
Perda, dan Funl;si Anggaran dalim Dokumen
Rencarla Lima'Iahunan (RPJM) naupun
Dokumen Rencima Tahunan lRk PD
Terintegrasi progran-prograrn D PRD unruk
melaksanakal f ungsi pengawas:n,
pembentuka-n P:rda dan Anggarrn ke dalam
Dokumen Perencanaan dal Dok-rmen
Anggararl SetwEn DPRD

Urusan
Pemerinta-han
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Tingkat p:rtisipasi
warga negxa usia 5-6
tahun yang
berpartisipasi da.lam
PAUD

-423-

Ada

Ada

.lumlah anak ur:ia 5-
(, tahun yang suda-h
tamat atau sedrmg
lrelajar di satuan
PAUD = 70557.
.lumlah alak urria 5-
(r tahun pada
l:ab/kota yang
llersangkutan =

14040

Ada/Tidak Ada Ada Ada

Tabel Cap:rian dan Tar,get IKK Outcame Kabupaten Tangerang

Ada

Ada Ada

Ada

Ada

Ada

1001.a. 1 I13f; r00 100 DISDII.

Ada

Ada

Ada

Ada

Pendidikan 100

No
Aspek/Foku,r/Bidang Urusar /lndikator

Kineda Pembargunan D aerah Satuan Kondisi Aw rl I zozt I zozs 202(

No. IKK

2023 2024 2025 I 2l}26



1.a.3

1.a.4

Urusarr
Pemerintalan
Wajib
Berkaitan
Pelayanarr
Dasar

Urusan
Pemerintahar
wajib
Berkaitan
P€layanan
Dasar

Urusan
Pemerintaha:r
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Tingkat pzrtisipasi
warga negara usia 13-
15 tahun ;rang
berpartisil)asi dalam
pendidikar menengalr
pertama

Tingkat pzrtisipasi
warga negara usia 7-
18 tahun :/ang belum
menyelesaikan
pendidika:r dasar dan
menengah
yalg&nbsp;
berpartisipasi dalam
pendidikar
kesetaraaJr

-424-

.lumlah anak urria 7-
2 talrun yang

srudah tamat aLru
s,edang belajar rli
:;ekolah dasar dibagi
.lumlah ana-k u,ria 7-
: 2 tahun pada
l:ab/kota yang
l)ersangkutan dikali
. ooyo
.lumlah anat u:ria
i3-15 tahun yarg
r.udah tamat aLru
rredang belajar rli
s,ekolah menenllalr
I)ertama dibagi
.lumlah anak urria
. 3- 15 tahun pada
l:ab/kota yang
bersangkutan dikali
. OOYo

.lumlah ana-k urria 7-
: 8 tahun yang
belum
rnenyelesaikan
pendidikan das.u
rlan menengah .rang
siudal tamat alru
lredang belajar rli
pendidikan
kesetaraal diba gi
.lumlah anak u,lia 7-

8 tahun yang
helum
rnenyelesaikan

99. I 5545

96.53659

100

100

100

100

100

100

100

100 DISDIK

100 DISDIK

100 DISDIK

1.a.2

Tingkat p:rtisipasi
warga negara usia 7-
12 tahun .zang

berpartisipasi dalam
pendidikar dasar

100

i00

100

No. IKK Kategori
Uru san Urusan IKK Cutcomc DEFINISI

OPERASION {L
CAPAIP N TRANSI ]I TARGET

O,'D
PENAN 3GUNO

JA\/AB
2023. 2024 2Q25 2l)26



1.b.1

t.b.2

1.b.3

1.b.4

1.b.5

Urusan
Pemerintatlan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar
Urusan
Pemerintahan
w4jib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintahan
wqiib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintalar
wqiib
Berkaitan
Pelayarran
Dasar

Urusarr
Pemerintahar
wajib
Berkaitan

Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Rasio dayrr tampung
RS terhad rp Jumlah
Penduduk

Persentas<: ibu hamil
mendapat <an
pelayanan kesehatan
ibu hamil

Persentast: ibu
bersalin
mendapat <an
pelayanan persalinan

Persentasr: bayi baru
lahir menr lapatkan
pelayanan kesehatan

-425-

yrendidikan dasrr
(lan menengah lada
l:ab/kota yang
Irersangkutan dikali

OOo/o

.tumlah daya
tampung rumalr
r'akit rujukan rlibagi
.fumlah Penduduk di
l:abupaten/kokL
<tikali 100o/o

.lumlah RS Rujrrkan
I'ang terakredit{rsi
rlibagi. Jumlah RS di
liabupaten/kokL
rtikali 1OO%

.lumlah ibu harril
5'ang mendapai<an
lrclayanan
l:esehatan dibal9i.
.lumlah ibu hanil di
l:abupaten/koUL
ttikali 100o/o

.lumlah ibu bersalin
J'ang mendapat <an
pelayanan
persalinan diba gi
.lumlah ibu ber:a-Iin
(ti kabupaten/kota
<likaloi 1O0o/o

.lumlah bayi baru
lahir yang
rnendapatkan

o.099 734 0.1

66.66 )67 looot

l0( ) tooot

10o looot

DINKES

1(tOVo DINKES

IQOYO DINKES

toook DINKEF

0.1

100%

1000/o

100%

too%

100,%

o.1

toovo

rooyoKesehatan

baru lahir kesehalan

99.75 I15 10001 too% IOOYo DINKES

DEFINISI
OPERASION \L

CAPAI/6 N TRANSI JI TARGET
o.)D

PENAN f,GUNG
JA\r'ABNo. IKK Kategori

Urusan Urusan

2024 2025

IKK Cutcome

.lrrr.l 2026 
I

(,.1

Persentasr: RS
Rujukan 'I'ingkat
kabupaterr/kota yang
teratreditrrsi



1.b,6

1.b.7

1.b.8

Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintahar
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintahan
wqjib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintahar-"
wajib
Berkaitan

Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

-426-

siesuai atandar
<tibagi Jumlah trayi
baru lalir di
Iiabupaten/kotir
(tikali 100%
.tumlah balita yang
rnendapatkan
layanan kesehatan
riesuai standar
rlibagr Jumlah tralita
(ti kabupaten/kota
(tikati 100%
.lumlai anak usia
pendidikan das.u
5'arg mendapat<al
layanan kesehatan
{resuai st€.ndar
<tibagi Jumlah :mak
ttsia pendidikar.
<lasar di
l:abupaten/kot L

rtikali 100%
.lumlah oraag r sia
. 5-59 tahun yang
rnendapatkan
skrining kesehatan
{iesuai standar
<tibagi Jumlah orang
rrsia 15-59 tahr n di
liabupaten/kotir
rtikali 100%
.lumlah warga
rregara usia 60
tahun yang

99.34703 10001 100%

94.12146 too't 100%

100 tooo/< roovo

1(r0%
Cakupan 1:elayanan
kesehatan balita
sesuai standar

Persentas(i arlak usia
pendidikar dasar
yang menrlapattan
pelayanal kesehatan
sesuai stasdar

Persentaso orang usia
15-59 tahrrn
mendapat <an
skrining kesehatan
sesuai standar

Persentas(, wa-rga
nega-ra usra 60 ta-hun
ke atas mr:ndapatkan

100%

loo%

100%

100%

l(tool'

10Oo/o

ttovo

DINKES

DINKES

DINKES

DINKES1.b.9 Kesehatan

nendapatkan

99.38 )88 loo.t 100%

No. IKK I caRell t't
IKK Cutcome

TARGET
Urusan

20242022
J

2023

Kategori
Uru san

TRANSI ]IDEFINISI
OPERASION \L

2025 | 2,)26

I



1.b.11

1.b. i 2

Pelayanan
Dasar

Uru san
Pemerintahar-.
wajib
Berkaitan
Pelayartan
Dasar

Urusan
Pemerintahar
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitarr
Pelayalan
Dasar

skrining kesehatzn
sesuai staodar

Persentas(: penderita
hipertensi yang
mendapat <an
pelayanar kesehatan
sesuai standar

Persentas(! penderita
DM yang
mendapat <an
pelayanan kesehatan
sesuai staodar

Persentasr: ODGJ
berat yant;
mendapat<an
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai stalldar
&nbsp;&nbsp;&nbsp;

-427 -

s,krining kesehatan
s.esuai standar
rlibagi. Jumlah
('rang warga neilara
rrsia 60 tahun ci
lrabupaten/kot,rt
(tikali 100%
.lumlah penderita
hipertensi yang
rnendapatkan
pelayanan
l:esehatan seau li
srtaadar dibagi
.lumlah penderita
hipertensi di
I:abupaten/kotr
(lika.li 100%
.lumlah penderita
I)M yang
rnendapatkan
pelayanan
l:esehatan sesu 1i
srtandar dibagi
.lumlah penderita
I)M di
l:abupaten/koLr
(tikali lOO%
.lumlah penderita
ODGJ yang
tnendapatkan
pelayanan
kesehatal sesu ri
rrtandar dibagi
.lumlah penderita
oDGJ di

Kesehatarr

Kesehatar

Kesehatan l0o 10001

too%

100%

too%

l(tOo/o DINKES

l(tOYo DINKES

tQovo DINKES

toovo

loovo

100%

l0o

10o

100,2

LOO.'t

No. IKK

2 025 )

l b. l0

I



1.c. 1

Uru ssI
Pemerintaha:r
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Urussn
Pemerintaha::
Wajib
Berkaitarr
Pelayanan
Dasar

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaital
Pelayanan
Dasar

Kesehatarr

Kesehatan

Pekerjaan
Umum dal
Penataan
Ruang

Persentas(: orang
terduga TllC
mendapat <an
pelayanan TBC sesuai
sta'rldar

Persentasr: orang
dengan re riko
terinfeksi 3IV
mendapat{an
pelayalar deteksi
dini HIV s rsuai
standar

Rasio luas kawasan
permukiman rawan
banjir yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengendalian banjir
di WS Ke\r'enangan
K^b/Kota

-428-

Ilabupaten/kotrt
(likali 100%

.lumlah penderita
!'BC yang
rnendapatkan
pelayanan
llesehatsn sesu ri
standar dibagi
.fumlah penderita
'l'BC di
l:abupaten/kot{r
(likali 100%
.tumlah orang
<lengan resiko
lerinfeksi HIV y g
rnendapatkan
pelayanan deteksi
<tini HIV sesuai
srtandar dibagi
.lumlah orang
<lengan resiko
lerinfeksi HIV di
l:abupaten/kour
rtikali 100%
Luas kawasan
llermukiman rawan
l,anjir yang
t erlindungi oleh
i n frastru ktu r
pengendaliar brrnjir
(li WS Kewenan gan
Iaab/Kota (ha) c ibagi
Luas kawasaa

99.9159 tooo/.

10o

100%

looo/, 10001r

1(,0% DINKES

l(tooa DINKES

DPPP0

rooyo

100%

1 .b. l3

kiman ra wan

No. IXK

2025

,rr-l



1.c.3

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dassr

Pekerj aan
Umum dan
Penataan
Ruang

Rasio luas kawasan
permukiman
sepanjalg pantai
rawan abrasi, erosi,
dal alres. yang
terlindung i oleh
infrastruktur
pengaman pantai di
WS Kewen angan
Kab/Kota

Rasio luas daerah
irigasi keq'enangan
kabupaterr/kota yang
dilayani oleh jaringarr
irigasi

-429-

banjir di WS
I(ewenangan
I(ablKota (ha) x
' OOo/"

Luas kawasal
permukiman
..,epanjang pant,ri
r awan abrasi yang
lerlindungi oleh
i n frastruktur
Ilengaman pantai di
IVS Kewenangarr
liabupaten/Kotl (m)
rlibagi Luas kau'asan
permukiman
s€panjang pant,{
r awan abrasi di WS
Iaewenangan
l:abupaten/kotr (m)
(tikali 100%
l,uas irigasi
l:ewenangan
1;abupaten/kotrL
1'ang dilayani oleh
j aringan irigasi yang
<libarrgun (ha),
< litingkatkan (h,r),
rtirehabilitasi (ha),
<lioperasi dal
pe lihara (ha) di
tahun eksisting
<tibagi luas daerah
irigasi kewenangan
kabupaten/kot r
rlika.li 100%

Urusan
Pemerintaha:r
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

6,43

DPPP

8,€ 4 DBMSD A7 ,645.6 3014

0

5.6301 +

1.c.2

TRANSI ;I

2023

CAPAUN TARGET
o.rD

PENAN fGUNG
JA\r'AB

DEFINISI
OPERASION \L

2022 2Q25 2()262024

No. IKK IKK CutcomeUrusarlKategori
Urusan
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1.c.4

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Peke{ aan
Umum dan
Penataan
Ruang

Persentase jumlalr
ruma} tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM
jaringan perpipaan
dan bukal jaringan
perpipaan terlindungi
terhadap rumal"
tangga di seluruh
kabupaten/kota

Jumlah kumulatif
masyarakat yang
rumah tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM
jaringan perpipaan
dan bukan jaringan
perpipaan
terlindungi di dalam
sebuah
kabupaten/kota.
dibagi Jutr ah total
proyeksi rumah
tangga di seluruh
kabupaten/kota
tersebut. dikali
LQOo/o

44.77677 DPPP

1.c.5

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Peke{aan
Umum dan
Penataan
Ruang

Persentase jumlah
rumah tangga yang
memperoleh layanan
pengolahan air
limbah dome stik

Jumlah rumah yang
memiliki akses
pengolahan berupa
cubluk + jumlalr
rumah yang lumpur
tinjanya telah diolah
di PLT+ jumlah
rumah yang
memiliki sambungan
rumah dan air
limbahnya diolah di
IPALD dibagi
Jumlah rumah di
Kabupaten A dikali
100%

97.56889 DPPP

No. IKK Kategori
Uru sair Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAI,
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023. 2024 2025 2026
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1.c.6

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Rualg

95v, 96v" 97% DTRBRasio kepatuhan IMB
kab/ kota

Jumiah
pemanfaatan
Persetujuan
Bangunan Gedung
yang sesuai
perLntukannya
dibagi Jumlah
Persetujuan
Bangunan Gedung
yang berlaku dikali
rooo/"

9svo

1-c.7

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Tingkat Kemantapan
Jalan
kabupaten/kota

Jumlah panjang
jalan dalam kondisi
mantap = dibagi
Jumlahtotal panjang
jalan
kabupaten/kota
dikali 10O%

92.59t25 92,OA 93,18 93,77 94,36 DBMSDA

1.c.8.1

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pekerjaarr
Umum dan
Penataan
Ruang

100 DTRB

Rasio tenaga
operator/teknisi/anal
isis yang memiliki
sertjfrkat kompetensi

Jumlah tenaga ke{a
konstruksi yang
terlatih di wilayah
kabu/kota yang
dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan
operator dan
telods/analis dibagi.
Jumlahkebutuhan
tenaga operator dan
teknis/analis di
wilayah
Kabupaten/ Kota
dikali 1O0%

1.c.8.2
Urusan
Pemerintaharl
Waiib

Pekerjaan
Umum dan

Rasio proyek yarg
menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa

Jumlah proyek yarg
menjadi kewenangan
pengawasannya

100 DTRB

No. IKK Kategori
Urusan

Urusan IKK Outcome DEFINISI
OPERASIONAL

CAPAIAN TRANSISI TAROET
OPD

PENANGCUNC
JAWAB

2022 2023' 2024 2025 2026
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Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Penataan
Ruang

kecelakaan
konstruksi

tanpa terjadi
kecelakaan
konstruksi dibagi
Jumlah total proyek
yarrg menjadi
kewenangan
pengawasannya
dika.li 100%

1.d. I

Jumlah unit rumah
korban bencana
yang ditangani pada
tahun n dibagr
Jumlah total
rencana unit rumah
korban bencana
yang aka:r ditangani
pada tahun n dikali
1o0.,/0

100 100 100 100 DPPP

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Perumahan
Ra-kyat dan
Kawasan
Pemukiman

Hunian untuk
Penyediaan darr
rehabilitasi rumah
layak huni bagi
korban bencana
kabupaten/kota

100

1.d.2

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman

Fasilitasi hunian
penyediaan rumah
layak huni bagi
masyarakat
terdampak relokasi
program pemerintah
kabupaten/kota

Rumah Tangga
Penerima Fasilitasi
Penggantian Hak
Atas Penguasaan
Tanah dan/atau
Bangunan + Ruma-h
Tangga Penerima
Subsidi Uang Sewa +
Rumah Tangga
Penerima
Penyediaan Rumah
Layak Huni dibagl
Jumlah total rumah
tangga terkena
relokasi program
Pemerintah Daerah
yang memenuhi

100 100 lo0 100 100 DPPP

No. IKK Kategori
Urusa! Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023 2024 2025 2026
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Uru san
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Perumahan
Rakyat darl
Kawasan
Pemukiman

Luas kawasan
permukimal kumuh
dibawah 1O ha yang
ditangani (ha) dibagi
Luas kawasan
permukiman kumuh
dibawah l0 ha dikali
tooo/o

2.47 4,94 7,41 9,88 12,351.d.3 DPPP

1.d.4

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman

Berku rangnya jumlah
unit RTLH (Rumah
Tidak t"aya} Huni

Jumlah unit rumah
tidat layak huni
dibagi Jumlah total
unit rumah
kabupaten/kota
dikali IOO%

3.32 3,43 3,54 3,66 DPPP

Uru san
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman

Jumlal perumahan
yang sudah
dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana
darl Utilitas Umum)

Jumlah unit rumalr
yang sedang
dibangun
terfasilitasi PSU
dibagi. Jumlai unit
rumah kab/kota
dikali 1000/"

27 .s6 27 ,59 27 ,62 27 ,66 27 ,66 DPPP1.d.5

l.e.l

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Ketentramarl,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat

Persentas€ Gangguan
Trantibum yang dapat
diselesaikan

100 SATPOL PP

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan

Ketentralnarl,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat

Persentase Perda dan
Perkada yang
ditegakkan

Jumlah
Perda/Perkadayang
memuat sanksiyang
ditegakkar dibagi
Jumlah keseluruhan

90.47619 SATPOL PP

No. IKK Kategori
Urusan Urusart IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGCUNO

JAWAB
2022 2023. 2024 2025 2026

laiteria penerima
pelayanan dikali
tooo/o

Persentase kawasan
permukiman kumuh
dibawah 10 ha di
kab/ kota yang
ditangani

Jumlah pengaduan
yang ditangani
dibagi Jumlah
pengaduan
pelanggaran yang
masuk dikali IOO%

1.e-2
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Perda dan Perkada
yang memuat sanksi
dikali 1O0%

Pelayartan
Dasar

Jumlah warga negara
yalg memperoleh
layanan informasi
rawan bencana

Jumlah warga
negara y:rng
memperoleh layanan
informasi rawan
bencana dibagi
Jumlah warga
negara yang
memperoleh layanan
informasi rawan
bencana sesuai
target yang
ditetapkan dikali
rooo/o

49.55424 90 lo0 100 100 BPBD1.e.3

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap bencala

Jumlah warga
negara yang
memperoleh layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
dibagi Jumlah warga
negara yang berada
di kawasan rawarr
bencana dikali 1000/"

55.98317 70 100 100 100 BPBD1.e.4

Uru san
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Ketentraman ,

Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat

Jumlah warga
negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana dibagi
Jumlah warga
negara vang meniadi

100 100 100 100 r00 BPBD1 .e.5

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaital
Pelayalan
Dasar

Ketentraman,
Ketertiban
Umum darr
Perlindungan
Masyarakat

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana

No. IKK Kategori
Urusan Un]san IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGE"T

OPD
PENANCGUNG

JAWAB
2022 2023. 2024 2025 2026
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1.e.6

Urusan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

KetentraInan,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyaralat

Jumlah layanan
pemadamal,
penyelamatan dan
evakuasi korban dan
terdarnpak
kebakaran di
kabupaten/kota
dalam tingkat waktu
tanggap oleh Dinas
Pemadam
Kebal<aran dan
Penyelamatan / Peral
gkat Daera-tr
ditamba}I jumlah
layanan pemadaman
di kabupaten/kota
dalam dngk dibagi
Jumlah kejadian
kebakaran di
kabupaten/kota
dikali IOO%

100 100 100 100 100 BPBD

Persentase pelayaran
penyelamatar darl
evakuasi korban
kebakaran

131.e.7

Urusan
PemerintaIian
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

KetentramaIr,
Ketertiban
Umum dal
Perlindungan
Masyarakat

Waku talggap
(response time)
penanganan
kebakaran

Rata-rata waldu
tanggap, dihitung
dari pelaporan,
penyiapan tim darr
peralatan, jarak
tempuh dar
kesiapar

14.26 13 13 BPBD

OPD
PENANGGUNC

JAWAB
CAPAIAN TRANSISI TARGET

2025

No. IKX IKK OutcomeUrusan DEFINISI
OPERASIONAL

Kategori
Urusan

I
2022 20231 I zoz+ 2026

korban bencana
dikaii lOO%
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pemadaman
kebakaran

1.f.1

Umsan
Pemerintahan
wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Sosial

Persentase (%)
penyandang
disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan
gelandangan
pengemisyang
terpenuhi kebutuharr
dasarnya di luar panti
(tndikator SPM)

Jumlah penyaldang
disabilitas terlantar,
arak terlantar,
lanjut usia terlantar
dan gelandangan
pengemis yang
terpenuhi
kebutuhan dasarnya
di luar panti dibagi
Populasi
penyandang
disabilitas terlantar,
anak terlantar,
lanjut usia terlantar
dan gelandangan
pengemis dikali
1000/"

89.93058 100 100 100 DINSOS

t.f .2

Urusan
Pemerintahan
Wajib
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Sosial

Persentase korban
bencala alam dan
sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daeral
kabupaten/kota

Jumlah korbarr
bencana alam dan
sosial yang
terpenuhi
kebutuhan dasarnya
dalam satx tahun
arggaran dibagi
Populasi korban
bencana alam dan
sosial di daerah
kabupaten/kota
yang membutuhkan
perlindungan dan
jaminan sosial pada
saat dan setelah

85.45648 lo0 100 100 100 DINSOS

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023' 2024 202s 2026

100
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tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota
dikali 100%

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Tenaga Kerja2.a.1

Persentase keglatan
yang dilaksanakar
yang mengacu ke
rencana tenaga keia

Jumlah kegiatarr
keseluruhar yang
dilaksanakan yang
mengacu ke RTKD
dibagi Jumlah
kegiatan
keseluruhan yang
dilal<sanakan di
kabupaten/kota
dikali 100%

100 DISNAKER

2.a.2 Tenaga Kerja

Urusan
Pemerintahan
wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanart
Dasar

Persentase Tenaga
Kerja Bersertifikat
Kompetensi

Jumlah tenaga keda
yang memiliki
sertifrkat kompetensi
dibagi Jumlah
tenaga kerja
keseluruhan dikali
roovo

4.580316 DISNAKER

2.a.3

Urusan
Pemerinta-han
Wajib Tida.k
Berkaitan
Pelayanal
Dasar

Tenaga Ke{a Tingkat Produktivitas
Tenaga Kerja

PDRB tahun
be{alan (atas dasar
harga konstan)
Jumlah tenaga kerja
dilai 1OO

12058.38 DISNAKER

2.a.4

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Tenaga Kerja

Persentase
Perusahaan yang
menerapkan tata
kelola keia yang
layak (PPIPKB, LKS
Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan
terdaftar peserta

Jumlah Perusahaan
yang menerapkan
tata kelola keda
yang layak dibagi.
Jumlah Perusahaan
dikali lOOTo

36.24214 DISNAKER

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINTSI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGCUNC

JAWAB
2022 2023* 2024 2025 2026



BPJS
Ketenagake{aan}.

Urusan
Pemerintahan
wajib Tidal
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Tenaga Keia

Persentase Tenaga
kerja yang
ditempatkan (da.lam
dan luar negeri)
melalui mekanisme
layaaan Antar Kerja
dalam wilayal
kabupaten/kota

67.64AA3 DISNAKER

2.g.r

Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungal
Anak

Persentase ARG pada
belanja langsung
APBD

Jumlah ARG pada
belanja operasi dan
modal APBD dibagi
Jumlah seluruh
belanja operasi dan
modal APBD dikali
100%

5t,79 51 ,80 51 ,81 51,82 51 ,81 DPPPA

2.e.2

Uru san
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Persentase anak
korban kekerasan
yarrg ditangani
instansi terkait
kabupaten

Jumlah anak
(penduduk usia
kurang dari 18
tahun) korban
kekerasan yang
ditangani instaasi
tingkat
kabupaten/kota
yang didampingi
dibagi Jumlah anak
korban kekerasan
yarg menjadi
kewenangan
kabupaten/kota (Pe
nduduk usia Kurang
dari l8 tahun) dikali
100%

100 100 100 too 100 DPPPA
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No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANCGUNG

JAWAB
2022 2023 2024 2025 2026

Jumla-h pencaler
(pencari kerja) yang
ditempattai dibagi
Jumlah pencaker
yang terdaftar dika.li
tooo/o

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar
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2.e.3

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Rasio kekerasan
terhadap perempuan,
termasuk TPPO (per
1O0.OOO penduduk
perempuan)

Jumlah perempuan
yang mengalami
kekerasan dibagi.
Jumlah penduduk
perempuan =
1579359

9.62 9,50 9,38 9,26 9,14 DPPPA

2.h.1

Uru san
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pangart

Persentase
ketersediaan pangan
(Tersedianya
cadangan beras/
jagung sesuai
kebutuhan

Jumlah cadangan
pang.rn pemerintah
kabupaten/kota
dibagi Jurnlah target
cadangan pangan
pemerintal
kabupaten/kota
yang ditetapkan
dikdi 100%

9.050219 9_O5 9.05 9.05 9.05 DPKP

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pertanal.an

Persentase
pemanfaatal tanah
y.mg sesuai dengan
Peruntukkan
tanahnya diatas izin
lokasi dibandingkan
dengan luas izin
lokasi yang
diterbitl<an

Luas tanah sesuai
peruntukan
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR) dibasi
seluruh luas tanah
yang diberikan
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR) dikaii 1O0%

100 DPPP

2.r.2

Urusan
Pemerintal.an
wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pertanalran

Persentase penetapan
tanah untuk
pembangunzrn
fasilitas umum

Jumlah penetapan
tanah untuk
pembangunan
fasilitas umum.
Dibagi Jumlah
kebutuhan tanah
untuk
pembangunan
fasilitas umum
dikali 100%

96,5 loo i00 100 DPPP

No. IKK Kategori
Urusan Unrsan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023* 2024 2025 2026

2.i.1

100
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2.i_3

Unr san
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pertanahan

Tersediarya lokasi
pembangunan dalam
rangka penanaman
modal

Luas tanah yang
telah dimanfaatkan
sesuai dengan
peruntukannya di
atas Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan Ruarg
(KKPR) dibagi Luas
tanah di atas
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR) yang
diterbitkan dikali
100%

100 DPPP

2.i.4

Uru san
Pemerintahan
wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pertanahan

Tersedianya Taralr
Obyek La-ndreform
(TOL) yang siap
diredistribusikan
yang berasal dari
Tanah Kelebihan
Maksimum dar
Tanah Absentee

Jumlah penerima
tanah obyek
landreform dengan
luasan yang diterima
lebih besar sama
dengan O.5 ha dibaei
Jumla-h penerima
tanah obyek
landreform dika.ti
tooo/o

0 DPPP

2.i.5

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidal<
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Tersedianya tanah
untuk masyarakat

Luas tanah yang
telah dimarfaatkan
berdasarkal lzin
Membuka Tanah
dbagi Luas lzin
Membuka Tanah
yang diterbitkan
dikali 1OO%

0 DPPP

2-r.6
Urusan
Pemerintahan
Waiib Tidak

Pertanahan
Penangan sengketa
tanal Barapan yang
dilakukan melalui

Jumlah sengketa
tanah garaparl yang
ditangani dibagi

o DPPP

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023" 2024 2025 2026

Pertana.I.an
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Berkaitan
Pelaj,a11an
Dasar

mediasi&nbsp;&nbsp;
&nbsp;

Jumlah pengaduan
sengketa tanah
garapan dikali 1O07.

2.j.1

Urusan
Pemerintaiarl
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Lingkungan
Hidup

tndeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH) Kab/Kota

55.88 55.7 55.95 DLHK

a;a

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Lingkungan
Hidup

Terlaksananya
pengelolaan sampah
di wilayah Kab/ Kota

Jumlah Total Vol
sampah yang dapat
ditangani dibagi
Jumlah seluruh
Total vol timbunan
sampah tahun
bedalan
kabupaten/kota
dikal r00%

56.75605 57 57 .25 57.5 57.75 DLHK

2.j.3

Uru san
Pemerinta-han
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanarr
Dasar

Lingkungan
Hidup

Ketaatan penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatanterhadap izin
lingkungan, izil] PPLH
dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kab/ Kota

Jumlah penanggung
jawab usaha
dan/atau kegiatan
yang melanggar
terhadap izin
lingkungan, dan izin
PPLH yang
diterbitkan
Pemerintah
Kab/Kota dibagi
usaha dan/atau
kegiatan dilakukan
pemeriksaan dikali
I OOo/o

11.68831 1 1.5 11.25 l1 10.75 DLHK

2.k.1. 1

Urusan
Pemerintahan
waiib Tidak

Administrasi
Kependuduka
n dan

Perekaman KTP
€lektronik

Jumlah Penduduk
berumur 17 tahun
ke atas yang

99.2s466 99.4 99.45 99.47 99.49 DISDUKCAPIL

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFTNISI

OPER{SIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023* 2024 2025 2026

56.25 56.55
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Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pencatatan
Sipit

memiliki KTP dibagt
Jumlah penduduk
17 ta-hun ke atas
dikali I O0%

70 80 DISDUKCAPI L2.k.1.2

Urusan
Pemerinta-han
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Administrasi
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil

Persentase anak usia
01-7 tahun kurang 1

(satu) hari yang
memiliki KIA

Jumlah anak usia O-
17 ta-hun kurang 1

(satu) hari yang
sudah memiliki KIA
dibagi Jumlah anak
usia 0-17 tahun
dikali 100%

39.99537 50 60

Jumlah anak usia O-
18 tahun yang
sudah memiliki al<ta
lahir dibagr. Jumlah
anak usia O- 18
tahun dikali 1OO%

93.O744 98 99 99.s 99.55 DISDUKCAPIL2.k.1.3

Urusan
Pemerinta}lan
wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Administrasi
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil

85.48 100 DISDUKCAPIL2.k.1.4

Uru san
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Administrasi
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil

Jumlah PD yartg telah
memanfaatkan data
kependudukan
berdasarka.Ir
perjanjian kerja sama

Jumlah PD yang
telah memanfaatkan
data kependudukan
berdasarkan
pe{arljian kerjasama
dibagi. Jumlah PD
dikali t00%

66.66667 69.35

Jumlah desa
tertinggal yang
memenum kriteria
desa berkembang
per talun
berdasarkan lndeks
Desa Membangun
per tahun dibagi
Jumlah desa
tertinggal (per-awal
tahun n) dikali 100%

100 lo0 100 i00 100 DPMPD2.t.1

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanar
Dasar

Pemberdayaan
masyaralGt
dan desa

Persentase
pengentasan desa
tertinggal

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023' 2024 2025 2026

Kepemilikan akta
kelahiran
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2.t.2

Urusan
Pemerintalan
wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pemberdayaan
masyarakat
dan desa

Persentase
peningkatan status
desa mandiri

Jumlah desa
berkembang yang
memenuhi kriteria
desa mandiri per
tahun berdasarkan
Indeks Desa
Membangun per
tahun dibagi Jumtah
desa berkembang
(per-awal tahun n)
dikali 1O0%

93.70079 8.5s 9.35 10.31 | 1.49 DPMPD

2.m.1

Urusan
Pemerinta]lan
Wajib Tidak
Berkaitart
Pelaya-nan
Dasar

Pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana

TFR (Angka Kelahiran
Total) 2.13 2.1, 2.Oa 2.O7 2.Os DPPKB

2-rn.2

Urusan
Pemerinta.I-an
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pengendalian
penduduk darl
keluarga
berencana

Persentase
pemakaian
kontrasepsi Modern
(Modern
Contraceptive
Prevalence
Rate/mCPR)

Jumlah peserta KB
Aktif Modern dibagi
Jumlah Pasangan
Usia Subur dikali
tQoo/o

70.75 7l 71.25 71.5 7 1.75 DPPKB

2.m.3

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana

Persentase
kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi
(unmet need)

Jumlai PUS yang
ingin ber-KIi tetapi
tidak terlayani
dibagi Jumlas
Pasangan Usia
Subur dikali 1O07.

10.4 to.2 10.1 10. r lo DPPKB

2.n.L

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitar

Perhubungarr Rasio konektivitas
kabupaten/kota o.95 o.76 o.79 o.83 DISHI]R

No. IKK Kategori
Urusan Uru san IKK Outcome DEFI NISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGEI

OPD
PENANGCUNG

JAWAB
2022 2023* 2024 2025 2026
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Pelayanan
Dasar

Rasio konektivitas
Kabupaten = (IK x
bobot angkutan
jalan) + (lK2xbobot
angkutan sungai,
danau dan
penyeberanqan)

2-n-2

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidaf<
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Perhubungan Kinerja lalu lintas
kabupaten/kota 0.5 DISH UB

2.o-1

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Komunikasi
dan
Informatika

Persentase Perangkat
Daerah (PD) yang
terhubung dengan
akses internet yang
disediakal oleh Dinas
Kominfo

Jumlah PD yang
terhubung dengan
akses intemet yang
disediakan oleh
Dinas Kominfo
dibagr Jumlah PD
dikali 1OO%

95.2381 100 loo 100 100 DISKOMINFO

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidal
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Komunikasi
dan
Informatika

Persentase layanan
Publik yang
diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi

Jumlah Layanan
Pubtk yang
diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi dibagi
Jumlah tayanan
Pub[k dikali 100%

100 100 100 100 100 DISKOMINFO

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan

Komunikasi
dan
Informatika

Persentase
masyarakat yang
menjadi sasaran
penyebaran informasi
publik, mengetalui

Jumlah masyarakat
yang menjadi
sasaran penyebaran
informasi publik,
mengetahui

92.40443 92.45 92.5 92.7 5 DISKOMINFO

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANCGUNG

JAWAB
2022 2023. 2024 2025 2026

2.o.2

2.o.3
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Pelayanan
Dasar

kebijalan da:r
program prioritas
pemerintah darr
pemerintah daerah
kabupaten/kota

kebrjakan dan
program prioritas
pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota
dibagi Jumlah
penduduk dikali
looo/"

2-p-l

Urusan
Pemerintahan
wajib Tidal
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Koperasi,
usaha kecil
dan menengal-r

Meningkatnya
Koperasi
yangberkualitas

Jumlah koperasi
yang meningkat
kualitasnya
berdasarkan RAT,
volume usaha dan
asset dibagi Jumlah
seluruh koperasi
aktif dikali 1O0%

11.78571 DKUM

2.p.2

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Koperasi,
usaha kecil
dan menengah

Meningkatnya Usaha
Milc'o yang menjadi
wirasausa.I- a

Jumlah usaha mikro
yang menjadi
wirausaha dibagt.
Jumlah usaha mikro
keseluruhan dikali
100%

lo0 DKUM

2.q

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasa-r

Penanaman
Modal

Persentase
peningkatan investasi
di kabupaten/kota

(Jumlah investasi
tahun n- jumlah
investasi tahun n-l)
di kabupaten/kota
dibagi Jumlah
investasi tahun n-l
di kabupaten/kota
dikali 100%

67 .41779 5,12 5,12 5,12 5,t2 DPMPISP

DISPORABUDP
AR

2.r .1

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidal
Berkaitan

Kepemudaan
dan Olahraga

Tingkat partisipasi
pemuda dalam
kegiatan ekonomi
mandiri

Jumlah pemuda (16-
30 tahun) yang
berwirau saha di
kab/kota dibagi
Jumlah pemuda

o.o I 1683 87 .7 92.1 96.5 100

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANCGUNC

JAWAB
2022 2023' 2024 2025 2026



Pelayana:r
Dasar

(umur 16-3O tahun)
di kabupaten/kota
dikali 100%

2.r -2

Uru san
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Kepemudaan
dan Olahraga

Tingkat partisipasi
pemuda dalam
organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan

Jumlah pemuda (16-
30 tahun) yg
menjadi anggota
aktif pada organisasi
kepemudaal dan
orgarisasi sosia-l
kemasyarakatan di
kabupaten/kota
dibagi jumlah
pemuda (umur 16-
30 tahun) di
kabupaten/kota
dikali lO0%

o.92647 2 o.72 0.75o.73 o.74 DISPORAT'UDP
AR

2.r -3

Urusan
Pemerinta}tan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayartart
Dasar

Kepemudaan
dan Olahraga

Peningkatan prestasi
olalraga 3806% -97vo 643v" -790/. 2092% DISPORABUDP

AR

2.s.1

Urusan
Pemerinta].arr
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Statistik

Persentase Perangkat
Daerah (PD) yang
menggunakan data
statistik dalam
menlrusun
perencanaan
pembangunan daerah

Jumlah PD yang
menggunakan data
statistik dalam
menlrusun
perencanaan
pembangunan
daerah dibagi
jumlah PD dikali
100%

lo0 100 100 100 lo0 DISKOMINFO

2.s.2

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan

Statistik
Persentase PD yang
menggunakan data
statistik dalam

Jumlah PD yang
menggunakan data
statistik dalam
melakukan evaluasi

100 100 100 100 100 DISKOMINFO

-446-

2022 2023" 2024

IKK Outcome
CAPAIAN TRANSISI TARCET

Umsan

2025 2026

No IKX JAW,
DEFINISI

OPERASIONAL
Kategori
Urusan

OPD
PENANGGUNC
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Pelayanan
Dasar

melakukan evaluasi
pembangunan daerah

pembangunan
daerah dibagi .

jumlah PD dikali
lo0%

2.1

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Persandian Tingkat keamanan
informasi pemerintah

Jumlah nilai per
area keamanan
informasi dibagi
Jumlah area
penilaian dikali
100"/.

50.39 54.26 58. 14 62.O2 DISKOMINFO

2.u

Urusan
Pemerintahan
Wdib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Kebudayaan Terlestarikannya
Cagar Budaya

Jumlah cagar
budaya yang
dilestarikan dibagi
Jumlah cagar
budaya yang terdata
dikali I OO%

2 4 4 DISPORABUDP
AR

2.v.1 Perpu stakaan
Nilai tingkat
kegemaran membaca
masyarakat

Nilai tingkat
kegemaran
membaca
masyarakat yallg
diukur
menggunakan
survei/kajian
kegemaran
membaca
masyarakat

79.65 76.67 79.69 79.7 | 79.73 DISPERPUSIP

2-v.2

Urusan
Pemerintahan
wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Perpu stakaan lndeks Pembangunarr
Literasi Masyarakat

Nilai lndeks
Pembangunan
Literasi Masyaralat
yang didapatkan
dengan metode
sensus dengan
mengukur sejumlah
unsur pembangunan
literasi masvarakat

55.58 55.62 55.6455.6 55.66 DISPERPUSIP

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGgT

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023' 2024 2025 2026

63.41085

0

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar
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(UPLM) dar aspek
masyarakat (AM)

38.9 DISPERPUSIP2.w-l

Urusan
Pemerintahan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayaran
Dasar

Kearsipan

Tingkat ketersediaan
aJsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja,
a-lat buldi yang sah
dan
pertanggundawaban
nasionall Ps4O dan 59
u 43 /2OO9l

Jumlah total
Persentase arsip
aktif yang telah
dibuatkan daftar
arsip + persentase
arsip in alrtif yang
telah dibuatkan
daftar arsip +
persentase a-rsip
statis yang telah
dibuatlan sarana
bantu temu balik +
persentase jumlah
arsip yang
dimasukkan dalam
SIKN melalui JIKN
dibaei 4

38.6 38.8

2.w.2

Urusan
Pemerinta}tan
Wajib Tidak
Berkaitan
Pelayanan
Dasar

Kearsipan

Tingkat keberadaan
dan keutuhan arsip
sebagai bahan
pertanggungiawaban
setiap aspek
kehidupan berbangsa
dan bemegara untuk
kepentingan negara,
pemerintahan ,

pelayanan publik dan
ke sej ahteraan rakyat

Jumlah total Tingkat
kesesuaian kegiatan
pemusnahan arsip
dengan NSPK +
Tingkat kesesuaian
kegiatar
perlindungan dan
penyelamatan arsip
dari bencana dengan
NSPK r Tingkat
kesesuaian kegiatan
penyelamatan arsip
perargkat daerah
Provinsi yang
digabung danlatau

JJ.Z 33.4 DISPERPUSIP

No. IKK Kategori
Urusan Uru san IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGCUNG

JAWAB
2022 2023' 2024 2025 2026

38.5



dibubarkan dan
pemekaran daerah
Kabupaten dengan
NSPK + Tingkat
kesesuaian
autentifikasi arsip
statis dan arsip hasil
alih media dengar
NSPK + Tingkat
kesesuaian kegiatan
pencarian arsip
statis dalr arsip
dengan NSPK +

Tingkat kesesuaian
kegiatan penerbitan
izin penggunaan
arsip yang bersifat
tertutup dengan
NSPK dibasi 6

3.a Urusan
Pilihan

Kelautan dan
Perikanarr

Jumtah Total
Produksi Perikanan
(Tangkap dan
Budidaya)
kabupaten/kota
(sumber data: one
data KKP)

Jumlah Total
Produksi Perikanan
(Tangkap dan
Budidaya)
kabupaten/kota
dibagi Target
Produksi Perikanan
(Tangkap dan
Budidaya) yang
ditetapkan dikali
toovo

99.03664./.
142.237 ton)

toovo
(42.659
ton)

tooo/o
(43. 1 l0
ton)

toovo
(43.56
2 ton)

100vo
(44.O22
ton)

DISKAN

3,41 DISPORABUDP
AR3.b.1 Urusan

Pilihan Pariwisata

Persentase
pertumbuhan jumlah
wisatawan
mancanegara per
kebangsaar

(Jumlah wisatawan
tahun n - Jumlah
wisatawar talun n-
I )dibagi Jumlah

2.00699 3,25 3,57 3,73

-449-

No- IKK Kategori
Urusarr Urusa, IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAl
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023" 2024 2025 2026
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wisatawan tahun n-
1 dikali 1OO%

3.b.2
Urusan
Pilihar Pariwisata

Persentase
peningkatan
pedalanan wisatawan
nusantara yal'rg
datang ke
Kabupaten/Kota

(Jumlah wisatawan
tahun n - Jumlah
wisatawan tahun n-
1) dibagi . Jumlah
wisatawan ta-hun n-
1 dika.li 1O0%

t54t.126 1to% 120% 130% 1400/"
DISPORABUDP
AR

3.b.3 Urusan
Piliharl Pariwisata Tingkat hunian

akomodasi

Jumlah kamar yang
terjual dibagi
Jumlah kamar yang
tersedia dikali 10O7o

60/. 8%
DISPORABUDP
AR4.324994

3.b.4 Uru san
Pilihan Pariwisata

Kontribusi sektor
pariqrisata terhadap
PDRB harga berlaku

Total Nilai
kontribusi seldor
pariwisata pada
PDRB. dibagiTotal
PDRB Berlaku

BAPENDA0

Urusan
Pilihan Pariwisata

Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PAD

BAPENDA

Total realiasi PAD
dari sektor
pariwisata dibagi.
Total realisasi PAD
dikali 1 00o/"

14.o1562

3.c.1 Uru san
Pitiharr Pertanian

Produktivitas&nbsp;
pertanian per hektar
per
tahunProduktivitas
pertanian per tahun

Jumlah produksi
pertanian pangan
per hektar per tahun
dibagi luas panen
dikali l0O%

493.7 409 4.94 4.94 4-94 DPKP

3.c-2 Urusan
Pilihall Pertallian

Persentase
Penurunan kejadian
dan jumlah kasus
penyakit hewan
menularPersentase
kasus zoonosis kab/
kota

Jumlah kejadian
penyakit/kasus
tahun beialan (t) -
jumlah
kejadian/kasus
penyakit hewan
menular tahun

53.t4207 0.53 I I I

No. IKK Kategori
Urusarl Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSTSI TARCET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023 2024 2025 2026

3.b.5

4.94

DPKP
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sebelumnya (t- 1)

dibagi Jumlah
kejadian/kasus
penyakit hewan
menular tahun
sebetumnya (t- 1)

dikali lOO%

3.d Urusan
Pilihan Kehutanan 0

3.e
Urusan
Pilihan

Energi dan
Sumber Daya
Mineral

Persentase
pemsahaan
pemanfaatan panas
bumi yang memiliki
ijin di kab/ kota

Jumlah perusahaan
pemanfaatan panas
bumi yang memiliki
ijin dibagi Jumlah
perusahaan
pemanfaatan paras
bumi dikali 1O0%

3.f.1 Urusan
Pilihan Perdagangan

Persentase pelaku
usaha ya-ng
memperoleh izin
sesuai dengan
ketentuan
(IUPP/SIUP Pusat
Perbelanj aan dan
IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)

100 DISPERINDAG

Jumlah petaku
usaha yajlg tela-h
memiliki izin sesuai
ketentuan dibagi.
Jumlah pelaku
usaha di wilayah
Kab/ Kota dikali
100%

3.t.2 Un-rsan
Pilihan Perdagangarr DISPEzu NDACPersentase kinerja

realisasi pupuk
Realisasi dibagi
RDKK dikali lOO%

35.91742

3.f.3 Untsan
Pitiharr Perdagangan DISPERINDAG

Persentase alat
&ndash; alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkap annya
(UT'|P) bertanda tera
sah yang berlaku

jumlah UTTP
Bertanda Tera Sah
yang berlaku pada
tahun bedalan
dibagi . jumlah
potensi UTTP yang
wajib ditera dan tera

100

202420231

OPD
PENANGGUNG

JAWABIKK Outcome
CAPAIAN TRANSISI TARGET

Urusan

2022

No IKX DEFINISI
OPERASIONAL

Kategori
Urusar

2025 202e

o
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ulang di wilayah
kabupaten/kota
dikali I OO7.

3.g.1 Urusal
Pilihan DISPEzuNDAGPerin d u striarr

Pertambahan jumlalr
industri kecil dan
menengah di
kab/kota

(Jumlah tndustri
kecil dan menengah
tahun n- Jumlah
industri kecil dan
menengah tahun n-
1) dibagi Jumlah
industri kecil dan
menengah tahun n- 1

dikali 10O%

3.O76923

3.e.2 DISPERINDAGUrusan
Piliharl Perindustrian

Persentase
pencapaian sasaran
pembangunan
industri termasuk
turunan indikator
pembangunan
industri dalam RIPIN
yang ditetapkan
dalam RPIP

100

3.g.3 Urusan
Piliharl DISPERINDAGPerindustrian

Persentase jumlah
hasil pemantauan
dan pengawasan
dengan jumlah lzin
Usaha Industri (lUl)
Kecil dan Industri
Menengal yang
dikeluarkan oleh
instansi terkait

Jumlah Din yang
dipartau dan
dianalisis dalam
laporan hasil
pemantauan dibagr
Jumlah izin yang
dikeluarkan dikali
1000/0

2 133.333

3.g.4 Urusan
Pitihan DISPERINDAGPerindustrian

Persentase jumlall
hasil pemantauan
dan pengawasan
dengan jumlah lzin
Perluasan Industri

Jumlah izin yang
dipantau dan
diala-lisis dalam
laporan hasil
pemantauan dibagi

0

2023. 2024

OPD
PENANGCUNG

JAWAB
TARGE"I

IKK Outcome
CAPAIAN TRANSISI

Urusan

2022

No, IKK DEFINISI
OPERASIONAL

Kategori
Urusan

2o2s | 2026
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(IPUI) Kecil dan
lndustri Menengah
yang dikeluarkan oleh
instansi terkait

Jumlah izin yang
dikeluarkan dikali
LOO./.

3.g.5 Umsan
Pilihan DISPEzuNDAGPerindustrian

Persentase jumlah
hasil pemantauan
dan pengawasan
dengan jumlah Izin
Usaha Kawasan
Industd (IUKI) dan
lzin Perluasan
Kawasan lndustri
(lPKl) yang lokasinya
di Daerah
kabupaten/kota

Jumlah izin yang
dipantau dan
dianalisis dalam
laporan hasil
pemantauan dibagi.
Jumlah izin yang
dikeluarkan dikali
1000/0

0

3.g.6 Urusarr
Pitihan Perindu strian

Tersedianya informasi
industri secara
lenskap dan terkini

100 DISPEzuNDAG

3.h Urusan
Piliharl Transmigrasi 0

4-a.1

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerinta-hart

Perencanaal
dal Keuangan

Rasio Belanja Pegawai
di luar guru dan
tenaga kesehatan

Jumlah belanja
pegawai diluar guru
dan tenaga
kesehatan dibagi.
Jumlah APBD dikali
100./.

9.s96808 9.2914 t45
o6

8.99s739
644

a.7094
73865

8.43231
77 39

4.a.2

Fungsi
Penunjang
Urusal
Pemerintahan

Perencanaan
dan Keuangan Rasio PAD

Jumlai PAD dibagi
Jumlah Pendapatan
pada APBD dikali
too%

55.3314 46,750/o 46,790/"
46,44

46,a8o/o BAPENDA

4.a-3

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahar

Perencanaan
dan Keuangan

Maturitas Sistem
Pengendalian [ntern
Pemerintah (SPIP)

3 3 3 I NSPEKTORAT

No. tKK Kategori
Urusarr Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2423' 2024 2025 2026

BPKAD

3
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4 -a-4

Fungsi
Penunjang
Urusa-n
Pemerintahan

Perencanaan
dan Keuangan 3 INSPEKTORAT

Peningkatan
Kapabi-titas Apa-rat
Pengawasan lntern
Pemerintah (APIP)

3

4.a.5

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerinta-han

Perencanaan
dan Keuangan 83.9 84.1 84.3 BPKAD

Rasio Belanja Urusan
Pemerintahan Umum
(dikurangi transfer
expenditures )

Jumlah belanja
urusan
pemerintahan -
trallsfer
expendituresdibagi
jumlah belanja
APBD dikali 1OO%

a3.o7 564 83.8

4.a.6

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintaha-n

Perencanaan
dan Keuangan

Opini Laporan
Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD

4.b.1

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Pengadaan

Persentas€ jumlah
total proyek
konstruksi yang
dibawa ke tahun
berikutnya.&nbsp;
yang ditandatangani
pada kuartal pertama

1.20t201 SETDA

Terkait
perencanaan
target,
bersangkutan
dengan OPD
BAPPEDA,
karena bagian
PBJ hanya

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGCUNG

JAWAB
2022 2023 2024 2025 2026

3 3

jumlah kontrak
infrastruktur dengan
nilai besar yang
perlu pembangunan
da-lam 3 kuartal
yang ditandatangani
pada kuartal
pertama tahun n
dibagi jumlah
kontrak keseluruhan
ta-hun n dikali lOO%
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sebagai
fasilitator.

4.b.2

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Pengadaan

Persentase iumlah
Pengadaan yang
dilakukan dengan
metode kompetitif

jumlah pengadaan
yang dilakukan
dengan metode
kompetitif dibagi
Jumlah seluruh
pengadaan dikali
100%

13.50912 7.44754 7 .41996 a.2109
54

8.621 5 SE"TDA

4.b.3

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Pengadaan
Rasio nilaj belanja
ya;tg dilakukan
melalui pengadaan

48.3371 1 SETDA

Jumlah nilai betanja
operasi dan modal
yang melalui
pengadaan dibagi
total belanja operasi
dan modal dikali
100%

Data
bersangkutan
dengan OPD
BPKAD

4.b.4

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Pengadaan

Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dan
Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, Dan
Koperasi Pada
PelaJ(sanaan
Pengadaan
BaJang/Jasa
Pemerintah Daerah

Jumlah Nilai PBJ
yang Menggunakan
Produk Dlm Negeri,
Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil
dan Koperasi Tahun
(n) - Jumlah Nilai
PBJ yang
Menggunakan
Produk Dlm Negeri,
Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil
dan Koperasi Tahun
(n- 1) dibasi Jumlah

595.4265 SETDA

IKK Outcome
TARGET

No IKE Urusan

20242022 2023*

CAPAIAN ITRANSISI

2025 I 2026
JA\I

DEFINISI
OPERASIONAL

Kategori
Urusan

OPD
PENANGGUNC
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Nilai PEU yang
Menggunakan
Produk Dlm Negeri,
Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil
dan Koperasi Tahun
(n-1) dikali 10O%

Data
bersangkutan
dengan OPD
DTSPERINDAG

7a,oo 79,OO 80,o0 8l ,oo BKPSDM4.c.1

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kepegawaian

Rasio Pegawai
Pendidikan Tinggi dan
Menegah/ Dasar (%)
(PNS tidal< termasuk
guru dan tenaga
kesehatan

Jumlah Pegawai
menurut Pendidikan
PT ke atas dibagi
Jumlah seluruh
pegawai (PNS tidak
termasuk guru darr
tenaga kesehatan)
dikali 1O0%

77 ,O9 |

30,00 31 ,OO 32,OO 33,O0 BKPSDM4 .c.2

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahall

Kepegawaian

Rasio pegawai
Fungsional (%) (PNS
tidak termasuk guru
dan tenaga
kesehatan)

Jumlah pegawai PNS
fungsional (diluar
guru dan tenaga
kesehatan) dibagt
seluruh jumlah
pegawai pemerintah
(PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan) dikali
1000/0

13, 161

BKPSDM4.c.3

Fungsi
Penunjang
Urusarl
Pemerintahan

82,O09 83,00 84,00 85,00 86,OOKepegawaian

Rasio Jabatal
Fungsional
bersertifikat
Kompetensi (%) (PNS
tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan

Jumlah pegawai
Fungsional yang
memiliki serti{ikat
kompetensi dibagr.
seluruh jumlah
pegawai Fungsional

2o2s. I zoz+ | zozs 2026

OPD
PENANOCUNG

JAWABNo. IKK IKK Outcome
TARGETCAPAIAN TRANSISI

Uru san

2022

DEFINISI
OPERASIONAL

Kategori
Urusan
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(PNS tidal termasuk
guru dan tenaga
kesehatan) dikali
lQOo/o

4.d.l 93.6 93.7 93.8 BPKAD

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Manajemen
Keuangal

Budget execution:
Deviasi realisasi
belanja terhadap
belanja total da.tam
APBD

Realisasi Belanja
dibagi Total Belanja
APBD dikali 100%

92.73a33 93.s

120 1214.d.2

Fungsi
Penunjang
Uru san
Pemerintahan

Manajemen
Keuangal

Revenue mobilization
Deviasi realisasi PAD
terhadap anggaran
PAD dalam APBD

Total PAD dalam
realisasi dibagi Total
PAD dalam APBD
dikdi 100%

rt7.1223 118 119

BPKAD4.d.3

Fungsi
Penunjang
Uru san
Pemerintahan

Manajemen
Keuangan Ada Ada Ada Ada AdaApakah ada daftar

aset tetap

Ada Ada
Apakah ada manual
untuk menyusun
daftar aset tetap

Ada Ada

Ada Ada BPKAD
Apakah ada proses
inventarisasi aset
tahunan

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada BPKAD
Apakah nilai aset
tercantum da]am
laporan anggaran

Ada Ada

1 .96006
8467

BPKAD4.d,.4

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Manajemen
Keuangan

Nilai realisasi SiLPA
dibagi total belanja
anggaran tahun
sebelumnya dikali
tooyo

14.s8608 5.2167434
7a

3.88828s
422

2.4175
9A422

Rasio anggarar sisa
terhadap total belanja
dalam APBD tahun
sebelumnya

loo BPKAD4-e.l

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

100 100 100 100
Transparansi
dan Partisipasi
Publik

lnformasi tentang
sumber daya yang
tersedia untuk
pelayanan

Realisasi Belanja
untuk unit
pelayanan dapat
diakses di website

No. IKK Kategori
Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGGUNG

JAWAB
2022 2023' 2024 2025 2026

BPKAD

Marajemen Aset

Ada BPKAD
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(lnformation on
resources available to
frontline service
delivery units)

Pemda dibagi.
Anggarar belanja
untuk unit
pelayanan dapat
dial<ses di website
Pemda dikali l0O%

SrTDA

4.e.2

Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Transparansi
dan Partisipasi
Publik

Akses publik
terhadap informasi
keuangan daerah
(Public access to frscal
information

Jumlah dokumen
yang dipublikasikan
di website Pemda
dibagi total jumlah
dokumen yang telah
dirinci dikali 10O%

83.33333

No- IKK Kategori
Urusarr Urusan IKK Outcome DEFINISI

OPERASIONAL
CAPAIAN TRANSISI TARGET

OPD
PENANGCUNG

JAWAB
2022 2023. 2o24 2025 2026
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BAB IX
PENUTUP

Penyusunar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangeralg
Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan menengah transisi sampai dengan
periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah
serentak pada 2024. RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini akan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai instrumen eva.luasi
penyelenggaraal Pemerintah Daerah.

Dokumen RPD ini merupakan penjabaran kebijalan RPJPD Kabupaten
Tangerang (2OO5-2O251 untuk terwuj udnya Kabupaten Tangerang Berdaya
Saing didukung Masgarakot Madani. RPD ini memiliki peran strategis karena
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka
waktu tahun 2024-2026, sesuai kondisi keuangan daerah dan dinamika
lingkungan dengal menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis,
partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 ini merupakan panduan
bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pemangku kepentingan lainnya
da1am melakukan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan. Untuk itu diperlukan
komitmen, kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi,
serta rasa tanggungjawab yang tinggi demi mencapai target-target yang telah
ditetapkan. Oleh sebab itu, setiap unsur pemerintah daerah baik eksekutif dan
legislatif, masyarakat hingga dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi
secara aktif dalam mensukseskan program program pada RPD.

9.1 Kaidah Pelaksanaan
Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan

pedoman bagi pemerintah Kabupaten Tangerang daJam meny'r:sun RKPD mulai
tahun 2024 sampai dengan 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
ditetapkan kaida-h-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk melaksanakan

program-program yang terdapat pada dokumen RPD Kabupaten Tangerang
Tahun 2024-2026 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat,
Pemerinta-h Provinsi, serta masyarakat maupun dunia usaha;

b. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah da-1am
RPD Kabupaten Tangerang Tahur 2024-2026 diperlukan langkah-langkah
optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya
yang dipedomani dan dijabarkan dalam peny'usunan RKPD; dan

c. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang berkewajiban
menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Peralgkat Daerah Tahun 2024-
2026 yang narrtinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada RPD Ta}.un 2024-2026, yang nantinya akan menjadi
pedoman daJam menyusun Renja Perangkat Daerah;

9.2 Kaidah Transisi
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembalgunan, diperlukan

adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam meny.usun RKPD Tahun 2026.
Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPD kabupaten
Tangerang Tahun 2024-2026 dan bila RPJMD periode berikutnya belum
ditetapkan maka RPD 2024-2026 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan
RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
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periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJPN, RPJPD
Kabupaten Tangerang, dan RPJMN.

Proses keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah
akan tercermin pada kua-litas manusianya, integritas birokrasi yang
berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan
pembangunan jangka menengah tersebut, diharapkan Kabupaten Tangerang
akan semakin dekat da-lam pencapaial visi jangka panj angnya yaitu" Kabupaten
Tangerang Berdoya Saing didulotng Mosgorokot Madanl'

BU TANGERANG

()
L-)\

. ZAKI ISKANDAR


